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KATA PENGANTAR 
 

Bismillāhirraḥmānirraḥīm 

 

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji hanya milik 

Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya 

sehingga buku yang berjudul “POLIGAMI PERSPEKTIF ULAMA 

KONTEMPORER: Kajian Fiqih, Maqāșid al-Syarī’ah, dan Realitas 

Modern” ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah 

meneladani ajaran beliau hingga akhir zaman. 

Poligami merupakan salah satu tema dalam hukum 

keluarga Islam yang selalu menarik untuk dikaji. Perdebatan 

mengenai kebolehan, syarat, tujuan, hingga relevansinya dalam 

kehidupan modern terus berlangsung dan melahirkan beragam 

pandangan. Tidak hanya menjadi persoalan hukum keagamaan, 

poligami juga bersinggungan dengan aspek sosial, budaya, 

kemanusiaan, hak perempuan, keadilan, serta dinamika 

kehidupan keluarga. Oleh karena itu, memahami poligami 

memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terbuka 

terhadap berbagai corak pemikiran. 

Buku ini disusun untuk menghadirkan khazanah 

pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer 

mengenai poligami secara lebih utuh dan mudah dipahami. Di 

dalamnya, pembaca akan menemukan pemikiran tokoh-tokoh 

penting seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Abbas Mahmud 

Al-Aqqad, Husein Muhammad, Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī, 

Mustafa As-Siba’iy, Muḥammad Mutawallī Al-Sya‘rāwī, 

Muhammad Beltaji, Muhammad Syahrur, Siti Musdah Mulia, 

hingga gagasan yang tertuang dalam CLD-KHI. Masing-masing 

tokoh memiliki latar belakang intelektual, metodologi, dan 
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konteks sosial yang berbeda sehingga menghasilkan perspektif 

yang beragam dalam memandang poligami. 

Keunikan buku ini tidak hanya terletak pada penyajian 

pemikiran para tokoh tersebut, tetapi juga pada analisis kritis 

yang dilakukan oleh para penulis. Berbagai pandangan tersebut 

dikombinasikan dengan pendekatan perspektif gender dan 

keadilan, Hukum Islam Kontemporer, Maqāṣid al-Syarī‘ah, serta 

Tafsir Ayat al-Aḥkām, sehingga pembaca memperoleh gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai bagaimana teks, konteks, dan 

tujuan syariat saling berinteraksi dalam memahami isu poligami. 

Buku ini disajikan dengan bahasa yang ringan, 

komunikatif, dan sistematis. Pembahasan diawali dengan sejarah 

dan latar belakang kehidupan para ulama, kemudian 

menguraikan konstruksi pemikiran mereka tentang poligami, 

sebelum akhirnya dianalisis secara akademik berdasarkan sudut 

pandang para penulis. Dengan pendekatan tersebut, pembaca 

tidak hanya diajak mengenal pendapat para tokoh, tetapi juga 

memahami alasan, argumentasi, serta relevansi pemikiran 

mereka terhadap realitas masyarakat kontemporer. 

Sebagai karya kolaboratif, buku ini ditulis oleh para 

akademisi dan pakar di bidang Hukum Keluarga Islam. Setiap 

penulis menghadirkan perspektif dan corak analisis yang 

berbeda sehingga memperkaya diskursus mengenai poligami. 

Keragaman sudut pandang ini merupakan kekuatan buku, 

karena menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam selalu 

memberi ruang bagi dialog, perbedaan pendapat, dan 

pengembangan pemikiran yang berlandaskan argumentasi 

ilmiah. 

Melalui buku ini, pembaca diajak menelusuri perjalanan 

sejarah pemikiran tentang poligami dalam tradisi keislaman, 

memahami dinamika ijtihad para ulama kontemporer, serta 

mengaitkannya dengan berbagai persoalan yang berkembang di 
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tengah masyarakat saat ini. Dengan demikian, buku ini 

diharapkan mampu menjadi jembatan antara warisan keilmuan 

klasik, pemikiran Islam modern, dan tantangan kehidupan 

keluarga pada era kontemporer. 

Semoga segala ikhtiar yang tertuang dalam buku ini 

menjadi amal jariah dan memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan keilmuan Islam serta terwujudnya kehidupan 

keluarga yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-

nilai luhur syariat. 

 

Surabaya, 3 Juli 2026 

 

Penulis 
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REFORMASI POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN 
MUHAMMAD ABDUH: 

Analisis Gender Terhadap Konsep Keadilan Dalam 
Hukum Keluarga Islam 

Oleh: Dea Salma Sallom, M.H 
 
 
 
 
 
 
 

 

oligami termasuk salah satu tema yang paling 

banyak diperdebatkan dalam diskursus hukum 

keluarga Islam. Perbincangan mengenai praktik ini 

tidak lagi berhenti pada persoalan legitimasi tekstualnya dalam 

Al-Qur’an, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan yang 

menjadi syarat utama kebolehannya.1 Dalam berbagai formulasi 

fikih klasik maupun dalam upaya pembaruan pemikiran Islam 

modern, poligami umumnya dipahami sebagai praktik yang 

diperbolehkan sepanjang suami mampu berlaku adil terhadap 

                                                           
1 Fahrun Dama, “Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan 
Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam,” HOKI : Journal of Islamic Family Law 
3, no. 1 (2025). 
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para istri.2 Persoalan yang terus memunculkan perdebatan 

terletak pada bagaimana konsep keadilan tersebut dipahami 

serta sejauh mana gagasan tersebut mampu menjamin 

terciptanya relasi yang setara dalam kehidupan perkawinan. 

Gerakan reformisme Islam modern melahirkan sejumlah 

upaya reinterpretasi terhadap praktik poligami, salah satunya 

melalui pemikiran Muhammad Abduh. Melalui pembacaan moral 

terhadap Al-Qur’an, Abduh berusaha meninjau kembali praktik 

poligami yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Dalam 

karya yang dihimpun dalam Al-Islām wa al-Mar’ah fī Ra’y al-Imām 

Muhammad Abduh, poligami tidak dipahami sebagai hak bebas 

laki-laki, melainkan sebagai praktik yang dibatasi oleh syarat 

keadilan yang sangat berat.3 Penafsiran terhadap QS. An-Nisā’: 3 

menekankan bahwa keadilan harus dipenuhi sebelum praktik 

poligami dijalankan, bukan sekadar menjadi kewajiban setelah 

perkawinan berlangsung.4 Poligami karenanya ditempatkan 

bukan sebagai privilese, melainkan sebagai tanggung jawab 

moral yang harus dipertanggungjawabkan secara etis. 

Berbagai penjelasan Abduh menunjukkan kritik terhadap 

praktik poligami yang berkembang pada masanya, yang sering 

dijalankan tanpa memperhatikan prinsip keadilan sebagai syarat 

utama dalam ajaran Islam. Ketidakadilan dalam rumah tangga 

bahkan dipandang dapat menimbulkan kerusakan sosial yang 

melampaui dampak tirani politik, mengingat keluarga 

                                                           
2 Lukmanul Hakim and Saini Saini, Keadilan Dalam Poligami Menurut Ulama 
Kontemporer: Analisis Poligami Sebagai Rukhsah Dalam Konteks Dinamika 
Sosial, 2, no. 1 (2024). 
3 Muhammad Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh (Dar 
Al-Rashad, 1997). 
4 Supiatul Aini and Abdurrahman Abdurrahman, “Rasionalitas Perintah Ayat 
Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh,” Journal al Irfani: Ilmu al 
Qur’an dan Tafsir 2, no. 2 (2021): 24–45, 
https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.313. 
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merupakan fondasi dasar kehidupan masyarakat.5 Karena itu, 

reformasi yang diajukan Abduh diarahkan pada pembatasan 

penyalahgunaan otoritas laki-laki dalam keluarga melalui 

penekanan pada tanggung jawab moral yang lebih berat dalam 

praktik poligami. 

Konsep keadilan yang dirumuskan Abduh tetap 

menunjukkan karakter distributif di mana terdapat pihak yang 

memberi dan terdapat pula pihak yang menerima. Artinya, 

keadilan dipahami sebagai kemampuan suami dalam pembagian 

hak secara proporsional kepada para istri, mencakup pemenuhan 

nafkah, pembagian waktu, perhatian, serta perlakuan yang setara 

dalam kehidupan rumah tangga.6 Pola ini menempatkan laki-laki 

sebagai subjek utama yang bertanggung jawab dalam 

pemenuhan hak, sementara perempuan berada pada posisi 

sebagai penerima hak tersebut. Reformasi yang diajukan 

karenanya lebih menekankan pengendalian moral terhadap 

penggunaan otoritas laki-laki dibandingkan dengan perumusan 

ulang struktur relasi dalam perkawinan. 

Pembacaan melalui perspektif gender memunculkan 

pertanyaan mengenai batas reformisme yang ditawarkan Abduh. 

Pembatasan poligami melalui syarat keadilan yang berat 

memang menunjukkan upaya reformis dalam pemikiran Abduh, 

tetapi kerangka konseptual yang digunakan masih 

mempertahankan struktur relasi yang menempatkan laki-laki 

sebagai pusat otoritas dalam keluarga. Ukuran keadilan 

bergantung pada tindakan laki-laki dalam memenuhi 

kewajibannya, bukan pada relasi yang memungkinkan adanya 

negosiasi yang lebih setara antara suami dan istri dalam 

menentukan arah hubungan perkawinan.7 

                                                           
5 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.29. 
6 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.62 
7 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.59 
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Berbagai penelitian mengenai pemikiran Muhammad 

Abduh umumnya menempatkan tokoh ini sebagai reformis yang 

berupaya membatasi praktik poligami melalui penekanan pada 

syarat keadilan yang ketat.8 Kajian-kajian tersebut cenderung 

menyoroti kontribusi Abduh dalam pembaruan hukum keluarga 

Islam, terutama dalam upaya mengekang praktik poligami yang 

tidak adil dalam masyarakat Muslim.9 Namun demikian, analisis 

yang secara khusus membaca konsep keadilan dalam poligami 

menurut Abduh melalui perspektif gender masih relatif terbatas. 

Sebagian besar kajian lebih menekankan aspek reformisme 

normatif Abduh tanpa secara mendalam mengkaji bagaimana 

konsep keadilan yang dirumuskannya membentuk relasi kuasa 

antara laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan.10 

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih 

menekankan dimensi reformisme Abduh dalam membatasi 

praktik poligami, artikel ini menempatkan konsep keadilan 

dalam poligami sebagai objek analisis utama dengan 

menggunakan perspektif gender untuk menelaah bagaimana 

konstruksi keadilan tersebut membentuk relasi kuada antara 

laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya 

menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep 

keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh. Kedua, 

bagaimana konsep tersebut dapat dibaca melalui perspektif 

gender. Dengan mengkaji kedua pertanyaan tersebut, artikel ini 

bertujuan menelaah reformasi poligami yang ditawarkan Abduh 

sekaligus mengidentifikasi batas konseptualnya dalam 

                                                           
8 Hakim and Saini, Keadilan Dalam Poligami Menurut Ulama Kontemporer: 
Analisis Poligami Sebagai Rukhsah Dalam Konteks Dinamika Sosial. 
9 Aini and Abdurrahman, “Rasionalitas Perintah Ayat Poligami.” 
10 U. Abdurrahman, “Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Alquran Surat Al-
Nisa ’ Ayat 3 dan 129 tentang Poligami,” AL-’ADALAH 14, no. 1 (2017): 25, 
https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1139. 
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memahami keadilan, khususnya dalam kaitannya dengan relasi 

kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam institusi 

perkawinan. 

Artikel ini berargumen bahwa meskipun Muhammad 

Abduh berupaya membatasi praktik poligami melalui penekanan 

pada syarat keadilan yang berat, konsep keadilan yang 

dirumuskannya masih beroperasi dalam struktur relasi 

patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama 

pemberi keadilan dalam keluarga, sementara perempuan berada 

pada posisi sebagai penerima dari pembagian hak tersebut. 

Konteks Pemikiran Muhammad Abduh 
Muhammad Abduh (1849–1905) merupakan salah satu 

tokoh utama dalam gerakan reformisme Islam modern yang 

berupaya melakukan pembaruan pemikiran keagamaan di dunia 

Muslim.11 Dalam tradisi intelektual Islam modern, Abduh dikenal 

sebagai ulama yang berusaha menghidupkan kembali fungsi 

ijtihad melalui pembacaan rasional terhadap Al-Qur’an dan 

Sunnah, serta menghubungkan ajaran Islam dengan kebutuhan 

sosial masyarakat modern. Karena kontribusinya yang luas 

dalam berbagai bidang pemikiran keislaman, Abduh sering 

dipandang sebagai salah satu mujtahid terpenting pada era 

modern yang berusaha membebaskan pemikiran Islam dari 

stagnasi intelektual yang berkembang pada masa kemunduran 

umat Islam.12 

Proyek pembaruan yang dilakukan oleh Abduh tidak 

terbatas pada bidang teologi atau tafsir, tetapi mencakup 

berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Muslim.13 Abduh 

menaruh perhatian pada reformasi pendidikan, pembaruan 

                                                           
11 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.11 
12 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.13 
13 Irfan Maulana Adnan and Fikri Fathul Aziz, Sejarah Pemikiran Muhammad 
Abduh dan Kontribusinya dalam Pendidikan Islam, n.d. 
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lembaga keagamaan seperti Al-Azhar, perbaikan sistem 

peradilan, serta pembaruan dalam hukum sosial yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat.14 Visi reformasin Abduh 

bertujuan untuk membangun kembali peradaban Muslim melalui 

reinterpretasi ajaran Islam yang lebih rasional, kontekstual, dan 

sesuai dengan perkembangan zaman.  

Dalam kerangka proyek reformasi tersebut, isu keluarga 

menempati posisi yang sangat penting dalam pemikiran Abduh. 

Abduh memandang keluarga sebagai fondasi utama dalam 

struktur masyarakat dan bangsa.15 Menurutnya, kesejahteraan 

suatu bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga 

yang membentuknya. Karena itu, kerusakan dalam hubungan 

keluarga akan berdampak langsung pada kerusakan kehidupan 

sosial yang lebih luas. Abduh menegaskan bahwa sebuah bangsa 

tidak mungkin mencapai kemajuan apabila institusi keluarga 

mengalami disintegrasi dan konflik yang berkepanjangan.16  

Perhatian Abduh terhadap persoalan keluarga 

mendorongnya untuk menelaah kembali berbagai praktik yang 

berkembang dalam masyarakat Muslim, terutama yang berkaitan 

dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. 

Abduh menilai bahwa banyak persoalan dalam kehidupan 

keluarga bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, tetapi dari 

kesalahpahaman terhadap ajaran tersebut serta praktik sosial 

yang menyimpang dari prinsip keadilan yang diajarkan oleh Al-

Qur’an.17 Dalam pandangannya, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan seharusnya didasarkan pada prinsip kesalingan hak 

dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an bahwa 

                                                           
14 Bahrul Alam et al., Studi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Pengaruhnya 
Terhadap Pendidikan Di Indonesia, January 5, 2024, 
https://doi.org/10.5281/ZENODO.10615083. 
15 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.9 
16 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.10 
17 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.5 
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perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya 

secara patut.18  

Berdasarkan prinsip tersebut, Abduh menekankan bahwa 

relasi antara suami dan istri harus dibangun atas dasar saling 

menghormati dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan 

rumah tangga. Abduh juga memandang bahwa laki-laki dan 

perempuan pada dasarnya setara dalam kemanusiaan, perasaan, 

dan kemampuan intelektual.19 Namun dalam struktur keluarga, 

laki-laki diberikan peran kepemimpinan yang berkaitan dengan 

tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan 

keluarga.20 Kepemimpinan tersebut tidak dimaksudkan sebagai 

bentuk dominasi terhadap perempuan, melainkan sebagai 

tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan prinsip 

keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.  

Dalam kerangka reformasi keluarga, Abduh juga 

mengemukakan sejumlah gagasan pembaruan dalam berbagai 

aspek hukum keluarga Islam. Pertama, Abduh menekankan 

pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai bagian dari 

pembangunan masyarakat. Menurutnya, perempuan perlu 

memperoleh pendidikan yang memadai agar mampu memahami 

hak dan kewajibannya dalam keluarga serta berkontribusi dalam 

kehidupan sosial yang lebih luas.21 Kedua, Abduh mengkritik 

praktik perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh 

laki-laki dan mendorong adanya pembatasan terhadap 

penggunaan talak melalui mekanisme mediasi dan campur 

tangan otoritas hukum.22 Ketiga, Abduh melakukan reinterpretasi 

terhadap praktik poligami dengan menekankan bahwa 

kebolehan poligami dalam Islam sangat bergantung pada 

                                                           
18 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.20 
19 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.20 
20 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.21 
21 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh. 
22 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.29 
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terpenuhinya syarat keadilan yang sangat berat, sehingga dalam 

banyak kondisi praktik tersebut seharusnya dibatasi.23  

Melalui berbagai gagasan tersebut, pemikiran Abduh 

menunjukkan upaya untuk mereformasi praktik hukum keluarga 

Islam agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang terkandung 

dalam ajaran Islam. Reformasi yang Abduh tawarkan tidak 

bertujuan untuk menolak teks-teks keagamaan, melainkan untuk 

menafsirkan kembali teks tersebut dengan mempertimbangkan 

kondisi sosial masyarakat serta tujuan moral dari syariat.  

 

Reformasi Poligami dalam Pemikiran 
Muhammad Abduh 

Dalam kerangka reformasi keluarga yang dikembangkan 

oleh Muhammad Abduh, isu poligami mendapat penjelasan 

panjang sebab berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dalam 

relasi antara laki-laki dan perempuan. Abduh memandang bahwa 

banyak persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga 

Muslim berasal praktik sosial yang berkembang tanpa 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, 

Abduh berupaya meninjau kembali pemahaman terhadap ayat-

ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan poligami melalui 

pendekatan rasional dan kontekstual yang menekankan tujuan 

moral dari hukum Islam.  

Dalam penulisan Muhammad Imarah, Muhammad Abduh 

berpendapat poligami bukanlah praktik yang secara khusus 

melekat pada masyarakat Timur atau dunia Islam.24 Praktik 

tersebut telah dikenal dalam berbagai peradaban sebelum Islam, 

baik di masyarakat Timur maupun Barat, dan sering kali muncul 

sebagai akibat dari kondisi sosial tertentu seperti perang, 

                                                           
23 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.115 
24 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.38 
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ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan, atau konsentrasi 

kekuasaan dan kekayaan pada kelompok tertentu dalam 

masyarakat.25 Dengan demikian, poligami tidak dapat dipahami 

sebagai karakter bawaan suatu peradaban, terutama Islam, 

melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi 

historis dan struktur masyarakat pada suatu masa tertentu.  

Sebelum Islam, poligami dapat dilakukan tanpa batas 

jumlah istri, tetapi Islam menetapkan batas maksimal empat istri 

serta mensyaratkan adanya keadilan mutlak di antara para istri 

sebagaimana terjadi pada Ghailan ibn Salamah dari Bani Tsaqif 

dan Qays ibn al-Harith. Bagi Abduh, peristiwa tersebut 

menunjukkan bahwa Islam tidak memperluas praktik poligami, 

melainkan justru membatasinya secara signifikan dibandingkan 

praktik yang berkembang pada masa sebelumnya.26 

Abduh juga menyoroti kondisi perempuan pada masa 

pra-Islam yang sering kali diperlakukan sebagai objek 

pemenuhan hasrat laki-laki tanpa perlindungan hak yang jelas. 

Dalam situasi tersebut, perempuan tidak memiliki kedudukan 

sosial yang dihormati dan tidak memperoleh jaminan keadilan 

dalam relasinya dengan laki-laki. Menurut Abduh, Islam hadir 

dengan membawa prinsip keadilan yang bertujuan memperbaiki 

posisi perempuan dalam kehidupan keluarga serta membatasi 

praktik-praktik yang merugikan mereka.27 

Dalam membaca ayat Al-Qur’an yang membahas poligami, 

khususnya QS. An-Nisā’ ayat 3 Abduh menekankan bahwa Islam 

tidak mendorong praktik poligami, melainkan membatasinya 

melalui syarat yang sangat ketat. 

 

                                                           
25 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.114 
26 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.39 
27 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.15 
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Qs. An-Nisā’ [4]:328 

 

ثَ  نَ ٱلن ِسَاءِٓ مَثنْىََٰ وَثلََُٰ مَىَٰ فٱَنكِحُوا۟ مَا طَابَ لكَُم م ِ
ََٰ وَإنِْ خِفْتمُْ ألََّا تقُْسِطُوا۟ فىِ ٱلْيتَ

ٓ ألََّا تعَوُلُ  لِكَ أدَْنىََٰ
نكُُمْ ۚ ذََٰ حِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمََٰ عَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألََّا تعَْدِلوُا۟ فوَََٰ  وا۟ وَرُبََٰ

 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.”29 

 

Kebolehan poligami dalam Islam sepenuhnya bergantung 

pada terpenuhinya prinsip keadilan.30 Apabila terdapat 

kekhawatiran bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan, maka 

menambah istri lebih dari satu tidak diperbolehkan.31 Penegasan 

ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat utama yang 

menentukan boleh tidaknya praktik poligami dijalankan. Islam, 

dalam pandangan Abduh, justru mempersulit praktik poligami 

melalui syarat keadilan yang berat sehingga jika prinsip tersebut 

benar-benar dipahami, hampir tidak ada laki-laki yang akan 

memilih untuk memiliki lebih dari satu istri.32 

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh QS. An-Nisā’ ayat 

129 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu 

                                                           
28 QS. An-Nisa (4): 3. 
29 Al-Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa (4): 3. 
30 Abdurrahman, “Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Alquran Surat Al-
Nisa ’ Ayat 3 dan 129 tentang Poligami.” 
31 Aini and Abdurrahman, “Rasionalitas Perintah Ayat Poligami.” 
32 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.40 
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berlaku adil sepenuhnya di antara para istri meskipun sangat 

menginginkannya.  

 

QS. An-Nisā’ [4]:12933 

 

ا انَْ تعَْدِلوُْا بيَْ  نَ الن ِسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتمُْ فلَََ تمَِيْلوُْا كُلا الْمَيْلِ فتَذَرَُوْهَا وَلنَْ تسَْتطَِيْعوُْٓ

حِيْمًا َ كَانَ غَفوُْرًا را   كَالْمُعلَاقَةِِۗ وَانِْ تصُْلِحُوْا وَتتَاقوُْا فاَِنا اللّٰه

 

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu 

mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari 

kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”34 

 

Ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam relasi 

poligami memiliki dimensi moral yang sangat kompleks dan sulit 

diwujudkan secara sempurna. Karena itu, menurut Abduh, cara 

yang paling aman untuk menghindari ketidakadilan dalam 

keluarga adalah dengan membatasi diri pada satu istri.35 

Meskipun beberapa sumber, termasuk Al-Islām wa al-

Mar’ah fī Ra’y al-Imām Muhammad Abduh menunjukkan bahwa 

Muhammad Abduh tetap mengakui kebolehan poligami, terdapat 

pula pandangan yang menafsirkan sebaliknya dan menyatakan 

bahwa Abduh mengharamkan praktik tersebut jika diterapkan 

                                                           
33 QS. An-Nisā’ [4]:129. 
34 Al-Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa (4): 129. 
35 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.115-116 
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pada masa ini.36 Penafsiran semacam ini sering menimbulkan 

kesan bahwa Abduh tidak mengakui ketentuan syariat yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an. Padahal, ketika Abduh menegaskan 

bahwa syarat keadilan dalam poligami hampir mustahil 

diwujudkan secara sempurna, hal tersebut tidak dimaksudkan 

sebagai bentuk pengharaman terhadap poligami. Sebaliknya, 

pernyataan tersebut lebih merupakan penekanan terhadap 

beratnya syarat keadilan yang harus dipenuhi dalam praktik 

poligami. 

Penekanan terhadap syarat keadilan ini menunjukkan 

bahwa kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dipahami 

sebagai hak bebas laki-laki untuk menikahi lebih dari satu 

perempuan. Kebolehan tersebut sangat bergantung pada 

kemampuan suami untuk menjaga keseimbangan hak-hak para 

istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan Abduh, 

kegagalan memenuhi prinsip keadilan akan menimbulkan 

kerusakan dalam kehidupan keluarga dan mengganggu stabilitas 

sosial yang lebih luas.37 Oleh karena itu, Abduh menilai bahwa 

dalam banyak kondisi, monogami merupakan pilihan yang lebih 

dekat dengan tujuan moral dari ajaran Islam.38  

Abduh juga menyoroti dampak sosial dari praktik 

poligami yang tidak dijalankan secara adil. Abduh mengamati 

bahwa dalam banyak kasus, poligami dapat menimbulkan konflik 

di dalam keluarga, terutama antara para istri dan anak-anak yang 

berasal dari ibu yang berbeda. Konflik semacam ini tidak hanya 

merusak hubungan keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan 

permusuhan dan perpecahan di antara anggota keluarga yang 

                                                           
36 Fachri Paripurna, “Poligami Dalam Islam (Studi Komparasi Antara Pemikiran 
Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2006). 
37 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh..hlm.39 
38 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.42 
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pada akhirnya melemahkan struktur sosial masyarakat.39 Karena 

itu, Abduh menilai bahwa praktik poligami yang tidak diiringi 

dengan keadilan justru bertentangan dengan tujuan syariat yang 

bertujuan menjaga keharmonisan keluarga sebagai unit dasar 

masyarakat.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Abduh bahkan 

membuka kemungkinan bagi otoritas negara untuk membatasi 

praktik poligami dalam rangka menjaga kemaslahatan 

masyarakat.40 Abduh berpendapat bahwa apabila dalam 

praktiknya poligami menimbulkan kerugian nyata bagi 

perempuan dan keluarga, maka penguasa dapat mengambil 

kebijakan untuk membatasi atau bahkan melarang praktik 

tersebut kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat dibuktikan 

secara hukum.41 Dalam pandangan ini, pembatasan poligami 

tidak dipahami sebagai penolakan terhadap syariat, tetapi 

sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan moral dari 

hukum Islam tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat.  

Dengan demikian, pemikiran Abduh tentang poligami 

dapat dipahami sebagai bagian dari proyek reformasi hukum 

keluarga Islam yang berusaha mengembalikan praktik poligami 

pada prinsip keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam serta 

berupaya membatasi praktik poligami melalui penekanan pada 

syarat keadilan. Konsep keadilan yang Abduh rumuskan tetap 

berkaitan dengan kemampuan suami untuk memenuhi hak-hak 

para istri secara proporsional. Dengan kata lain, keadilan dalam 

poligami masih dipahami dalam kerangka pembagian hak yang 

dilakukan oleh suami sebagai pihak yang memegang tanggung 

jawab dalam keluarga.  

 

                                                           
39 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.14 
40 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.118 
41 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.119 
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Analisis Gender terhadap Konsep Keadilan 
dalam Poligami Muhammad Abduh 
 Pendekatan gender tidak hanya menyoroti pemberian 

hak secara formal kepada laki-laki dan perempuan, tetapi juga 

mengkaji bagaimana relasi antara keduanya dibentuk melalui 

struktur kuasa dalam keluarga. Fokus analisis ini terletak pada 

cara konsep keadilan dalam poligami menurut Abduh 

memposisikan laki-laki dan perempuan dalam relasi perkawinan 

serta bagaimana relasi tersebut membentuk distribusi otoritas 

dalam keluarga.  

 Poligami dalam pemikiran Abduh tetap berada dalam 

wilayah kebolehan dengan syarat utama terpenuhinya keadilan 

di antara para istri.42 Keadilan dipahami sebagai kemampuan 

suami memenuhi hak-hak para istri secara proporsional dalam 

kehidupan rumah tangga. Pemenuhan nafkah, pembagian waktu, 

serta perlakuan yang setara menjadi indikator utama dari 

keadilan tersebut.43 Tolok ukur keadilan dalam poligami 

karenanya terletak pada kemampuan suami menjaga 

keseimbangan hak di antara para istri dalam satu rumah tangga. 

 Pembacaan melalui perspektif gender menunjukkan 

bahwa konsep keadilan tersebut masih berkaitan dengan 

struktur patriarki dalam keluarga, yaitu sistem relasi yang 

menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam 

pengambilan keputusan keluarga.44 Dalam kerangka ini, laki-laki 

memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan arah 

                                                           
42 Paripurna, “Poligami Dalam Islam (Studi Komparasi Antara Pemikiran 
Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur).” 
43 Nurul Husnah and Ahmad Fauzi, “Muhammad Abduh’s Perspective on 
Polygamy in the Indonesian Social Context,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum 
dan Studi Islam, ahead of print, March 29, 2024, 
https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.115. 
44 Hamam Nasiruddin and Umar Multazam, Dinamika Gender Dalam Pernikahan: 
Reduksi Maskulinitas Dan Keseimbangan Relasi Suami Istri, 10, no. 1 (2025): 27–
38, https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1430. 
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relasi perkawinan, sementara perempuan cenderung 

ditempatkan dalam posisi yang lebih subordinat dalam struktur 

tersebut.45 

 Konsep poligami yang dijelaskan Abduh tetap 

menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam keluarga. 

Suami memiliki kewenangan untuk menentukan apakah poligami 

akan dilakukan sekaligus memikul tanggung jawab untuk 

memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan oleh syariat.46 Posisi 

ini menjadikan laki-laki sebagai subjek utama dalam pemberian 

keadilan melalui pemenuhan nafkah, pembagian waktu, dan 

perlakuan yang dianggap adil dalam rumah tangga, sementara 

perempuan berada pada posisi sebagai penerima dari pembagian 

hak tersebut. 

 Cara keadilan didefinisikan dalam konsep poligami 

Muhammad Abduh  juga menunjukkan mekanisme pembagian 

hak yang dijalankan oleh suami sebagai pihak yang memiliki 

otoritas dalam keluarga. Keadilan tidak dipahami sebagai hasil 

negosiasi yang setara antara suami dan istri, melainkan sebagai 

tanggung jawab moral suami dalam memenuhi kewajiban 

terhadap para istri. Ukuran keadilan bergantung pada tindakan 

suami sebagai pemberi hak, bukan pada posisi yang setara antara 

laki-laki dan perempuan dalam menentukan struktur relasi 

perkawinan. 

 Penekanan Abduh terhadap syarat keadilan yang sangat 

berat menunjukkan langkah reformis yang signifikan dalam 

pemikiran Islam modern. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai 

upaya mengendalikan praktik poligami yang sebelumnya sering 

dijalankan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi perempuan. 

                                                           
45 Zainal Abidin et al., “Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender,” The 
International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization 8, no. 02 (2022): 
17–38, https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65. 
46 Imarah, Islam Wal Mar’ah Fii Ra’yil Imam Muhammad Abduh.hlm.23 
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Reformasi ini mempersempit ruang praktik poligami dalam 

masyarakat Muslim, tetapi konsep keadilan yang digunakan 

masih menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam relasi 

perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi 

yang ditawarkan Abduh lebih berfungsi membatasi praktik 

poligami daripada mentransformasikan secara mendasar 

struktur relasi gender dalam keluarga. 

Kesimpulan 
 Pembacaan terhadap pemikiran Muhammad Abduh 
menunjukkan bahwa reformasi poligami yang diajukan 
merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum keluarga Islam 
yang menekankan prinsip keadilan sebagai syarat utama 
kebolehannya. Poligami tidak dipahami sebagai hak bebas laki-
laki, melainkan sebagai praktik yang dibatasi oleh tanggung 
jawab moral yang sangat berat. Penekanan terhadap syarat 
keadilan tersebut dimaksudkan untuk membatasi 
penyalahgunaan otoritas laki-laki dalam keluarga serta 
menempatkan poligami sebagai kebolehan yang sangat terbatas. 
 Analisis melalui perspektif gender memperlihatkan 
bahwa konsep keadilan yang dirumuskan Abduh masih berada 
dalam kerangka pembagian hak yang dijalankan oleh pihak yang 
memiliki otoritas dalam keluarga. Laki-laki tetap ditempatkan 
sebagai subjek utama yang memberikan keadilan melalui 
pemenuhan nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan yang 
setara, sementara perempuan berada pada posisi sebagai 
penerima dari pembagian hak tersebut. Struktur ini 
menunjukkan bahwa reformasi yang ditawarkan Abduh lebih 
berfokus pada pengendalian moral terhadap praktik poligami 
daripada pada perubahan mendasar terhadap relasi kuasa antara 
laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. 
 Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran Abduh 
memberikan kontribusi penting dalam mempersempit ruang 
praktik poligami melalui penekanan terhadap prinsip keadilan. 
Namun konsep keadilan yang digunakan masih beroperasi dalam 
kerangka patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pusat 
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otoritas dalam keluarga. Dengan demikian, reformasi poligami 
dalam pemikiran Abduh dapat dipahami sebagai langkah penting 
dalam pembatasan praktik poligami, tetapi masih menyisakan 
pertanyaan mengenai sejauh mana konsep tersebut mampu 
mentransformasikan struktur relasi gender dalam hukum 
keluarga Islam. 
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oligami merupakan salah satu isu hukum keluarga 

Islam yang terus menghadirkan perdebatan di 

kalangan umat Islam, baik pada level normatif, 

sosial, maupun legal-formal.47 Di satu sisi, poligami dipahami 

sebagai bagian dari ketentuan syariat yang memperoleh 

legitimasi dari Al-Qur’an, khususnya QS. al-Nisa’ ayat 3, sehingga 

dipandang sebagai praktik yang dibolehkan dengan syarat 

tertentu.48 Namun di sisi lain, praktik poligami juga sering 

                                                           
47 Anwar Sadat and Ipandang, “Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-
Patriarkis (Studi Pada Masyarakat Poliwali Mandar Dan Konawe Sulawesi),” Al-
Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 1 (2020): 133, 
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657. 
48 Abdul Hakim, “Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: 
Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia,” JIL: 
Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2022): 40, 
https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529. 
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dipersoalkan karena dianggap berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan, subordinasi perempuan, serta konflik dalam relasi 

keluarga.49 Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa poligami 

bukan sekadar persoalan fikih yang bersifat tekstual, tetapi juga 

berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan perubahan cara 

pandang masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan.50 

Dalam sejarah pemikiran Islam modern, pembahasan 

mengenai poligami memperoleh perhatian besar seiring 

munculnya gerakan pembaruan Islam pada abad ke-19 dan awal 

abad ke-20. Para pemikir modernis berupaya meninjau kembali 

pemahaman keagamaan yang telah mapan dengan 

mempertimbangkan perkembangan masyarakat serta tuntutan 

perubahan sosial. Salah satu tokoh penting dalam arus 

pembaruan tersebut adalah Qasim Amin, seorang intelektual dan 

hakim Mesir yang dikenal luas melalui gagasannya tentang 

emansipasi perempuan dan reformasi hukum keluarga Islam.51 

Qasim Amin menempati posisi yang khas dalam sejarah 

pemikiran Islam modern karena keberaniannya mengkritik 

tradisi sosial yang selama ini dilegitimasi atas nama agama.52 

Melalui karya-karyanya seperti al-Misriyyun, Tahrir al-Mar’ah, 

dan al-Mar’ah al-Jadidah, ia mengangkat persoalan perempuan 

                                                           
49 Iffah Fathiah, “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
Dan SEMA No. 3 Tahun 2018,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 
(2023): 16, https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2. 
50 Fathurrahman Azhari, “The Habibs’ Polygamy Lives with Ahwal Women (A 
Case Study in Banjar Regency, South Kalimantan, Indonesia),” Kasetsart Journal 
of Social Sciences 42, no. 1 (2021): 159, 
https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.1.25. 
51 Samsul Huda, “Neo Perempuan: Kajian Atas Pemikiran Qasim Amin,” Harakat 
An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak 5, no. 1 (2020): 38, 
https://doi.org/10.30631/51.37-46. 
52 Intan Atikah, Noval Halidaziya, and Madya Syamsul Maarif, “Peran Dan Akses 
Politik Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin,” IN RIGHT Jurnal Agama Dan 
Hak Azazi Manusia 13, no. 1 (2024): 140, 
https://doi.org/10.14421/inright.v13i1.3511. 



 

23 

sebagai bagian dari agenda pembaruan masyarakat Muslim.53 

Menurutnya, kemunduran masyarakat Islam tidak dapat 

dilepaskan dari rendahnya posisi perempuan dalam struktur 

sosial dan kuatnya dominasi tradisi patriarkal yang sering kali 

dipahami sebagai ajaran agama yang final dan tidak dapat 

ditinjau ulang. Karena itu, Qasim Amin berupaya membedakan 

secara tegas antara nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat normatif 

dengan praktik sosial historis yang berkembang di masyarakat. 

Meskipun ide emansipasi wanita Qasim Amin ini belum dapat 

diterima pada zamannya, namun mempunyai pengaruh besar 

dalam rangka kemajuan bangsa Mesir khususnya dan dunia Islam 

pada umumnya.54 

Salah satu isu yang mendapat perhatian Qasim Amin 

adalah poligami. Menariknya, pandangan Qasim mengenai 

poligami tidak bersifat statis, melainkan mengalami 

perkembangan pemikiran yang cukup signifikan. Dalam karya 

awalnya al-Misriyyun, Qasim masih menunjukkan sikap defensif 

terhadap tradisi masyarakat Mesir dan cenderung membela 

kebolehan poligami sebagaimana dipahami dalam masyarakat 

Muslim pada masanya.55 Akan tetapi, pandangan tersebut 

mengalami perubahan ketika ia menulis Tahrir al-Mar’ah. Dalam 

karya ini, Qasim mulai mengkritik praktik poligami yang 

menurutnya sering dilakukan tanpa mempertimbangkan 

keadilan dan perasaan perempuan.56 Ia menegaskan bahwa 

                                                           
53 Nadia Sonneveld, “From the Liberation of Women to the Liberation of Men? A 
Century of Family Law Reform in Egypt,” Religion and Gender 7, no. 1 (2017): 89, 
https://doi.org/10.18352/rg.10197. 
54 Hasri, “Emansipasi Wanita Di Negara Islam (Pemikiran Qasim Amin Di 
Mesir),” Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam 2, no. 2 (2018): 108, https://doi.org/10.24256/jpmipa.v2i2.117. 
55 Qasim Amin, Al-Misriyyun (Cairo: Dar al-Hilal, 1995), 77–83, 
https://archive.org/details/AAlexandrina-055010. 
56 Qasim Amin, Tahrir Al-Mar’ah (Cairo: Handaway, 1899), 78–82, 
https://www.hindawi.org/books/96958241/. 
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kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai 

legitimasi mutlak bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu, 

melainkan harus dikaitkan dengan prinsip keadilan dan 

kemaslahatan keluarga.57 

Menurut Qasim Amin, syarat keadilan dalam poligami 

bukanlah persoalan sederhana, sebab praktik sosial 

menunjukkan bahwa keadilan sering kali sulit diwujudkan. Ia 

memandang bahwa penderitaan psikologis perempuan, konflik 

rumah tangga, dan potensi ketidakadilan terhadap istri maupun 

anak merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena 

itu, meskipun tidak mengharamkan poligami secara mutlak, 

Qasim cenderung mengarahkan pemikirannya pada pembatasan 

praktik tersebut dan bahkan mengusulkan keterlibatan hakim 

dalam pengawasannya demi menjaga kemaslahatan.58 

Pemikiran Qasim Amin tentang poligami menjadi penting 

dikaji kembali dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Hal 

ini disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, pemikiran Qasim 

merepresentasikan salah satu bentuk awal reformasi hukum 

keluarga Islam yang berupaya menjembatani antara teks 

keagamaan dan realitas sosial. Kedua, perdebatan mengenai 

poligami hingga kini masih menjadi isu aktual di berbagai negara 

Muslim, termasuk dalam kaitannya dengan regulasi negara, 

perlindungan hak perempuan, dan prinsip keadilan dalam 

keluarga.59 

Hukum Islam kontemporer sendiri memperlihatkan 

kecenderungan yang beragam dalam menyikapi poligami. 
                                                           
57 Syaiful Bahri, “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum 
Keluarga Islam,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2016): 24, 
https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06102. 
58 Amin, Tahrir Al-Mar’ah, 78–82. 
59 Mukhammad Nur Hadi, Latifatul Islamiyah, and Cecep Soleh Kurniawan, 
“Conservatism on Islamic Legal Maxims: Judicial Interpretation of Polygamous 
Marriage at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia,” Journal of Islamic Law 
(JIL) 4, no. 2 (2023): 168–92, https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1637. 
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Sebagian negara Muslim tetap mempertahankan kebolehan 

poligami dengan persyaratan administratif dan yudisial yang 

ketat, sementara sebagian lain menerapkan pembatasan yang 

lebih besar demi mencegah dampak sosial yang ditimbulkannya. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan poligami 

tidak lagi dipahami semata sebagai isu halal dan haram, tetapi 

juga berkaitan dengan maqasid al-syari‘ah, keadilan sosial, serta 

perlindungan terhadap keluarga.60 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan 

untuk mengkaji pemikiran poligami Qasim Amin dan 

menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam kontemporer. 

Fokus kajian diarahkan pada perkembangan pandangan Qasim 

Amin mengenai poligami, landasan argumentasi yang 

digunakannya, serta relevansi pemikirannya dalam konteks 

pembaruan hukum keluarga Islam dewasa ini. Dengan demikian, 

kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengayaan diskursus hukum keluarga Islam sekaligus 

menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

posisi poligami dalam pemikiran Islam modern dan 

kontemporer. 

Biografi dan Konstruksi Pemikiran Qasim Amin 
Qasim Amin merupakan salah satu tokoh pembaruan 

Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan 

pemikiran tentang perempuan dan hukum keluarga di dunia 

Islam modern.61 Ia lahir di Mesir pada awal Desember 1863 dari 

keluarga yang memiliki latar belakang multikultural. Ayahnya, 

                                                           
60 Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adi Cahya, and Ulfa Wulan Agustina, “Islamic 
Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer’s Perspective,” 
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 9, no. 1 (2021): 1–21, 
https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2292. 
61 Sarifa Suhra, “Pendidikan Berkeadilan Gender (Belajar Dari Pemikiran 
Emansipasi Qasim Amin),” Al-Qalam 17, no. 2 (2011): 210. 
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Muhammad Bik Amin Khan (gubernur Kurdistan) merupakan 

keturunan Kurdi-Turki dan pernah menduduki jabatan 

administratif dalam pemerintahan, sedangkan ibunya adalah 

putri dari Ahmad Bik Khattab yang berdarah asli Mesir dan 

merupakan keluarga dari Muhammad Ali Pasya. Lingkungan 

keluarga yang relatif terdidik serta posisi sosial ayahnya 

memberikan kesempatan bagi Qasim Amin untuk memperoleh 

pendidikan yang baik sejak usia dini.62 

Pendidikan dasar Qasim Amin ditempuh di Madrasah 

“Ra’su al-Tin”, Iskandariyah. Setelah lulus ibtidaiyah, Amin 

pindah ke Kairo dan meneruskan jenjang pendidikannya hingga 

meraih gelar licance (Lc.) dari Fakultas Hukum dan Administrasi 

di sebuah Akademi di Kairo.63 Ia berhasil menyelesaikan studinya 

pada usia yang relatif muda. Prestasi akademiknya membawanya 

memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hukum 

di Prancis. Pengalaman belajar di Eropa ini menjadi salah satu 

faktor penting yang membentuk corak pemikirannya. Selama 

berada di Prancis, Qasim tidak hanya mempelajari ilmu hukum 

modern, tetapi juga berinteraksi dengan perkembangan filsafat, 

ilmu sosial, dan pemikiran politik Barat yang sedang berkembang 

pada masa itu.64 

Interaksi intelektual tersebut memperluas horizon 

berpikir Qasim Amin. Ia mengenal berbagai gagasan modern 

tentang kebebasan, hak individu, pendidikan, dan kemajuan 

                                                           
62 Khoirul Mudawinun Nisa’, “Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada 
Proponen Feminin,” Ta’limuna 3, no. 1 (2014): 2, 
https://doi.org/10.32478/ta.v3i1.100. 
63 Syaiful Bahri, “Wacana Pembebasan Perempuan; Studi Kritis Pemikiran Qasim 
Amin Dan Jamal Al-Banna,” Lisan Al-Hal 8, no. 2 (2014): 274, 
https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/133. 
64 Achmad Tohari and Dian Pramodya Cahyani, “Evaluasi Pemikiran Qasim Amin 
Tentang Emansipasi Wanita Dalam Islam,” EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan 
Pendidikan Islam 11, no. 117 (2021): 204, 
https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.201-216. 



 

27 

masyarakat. Selain itu, kedekatannya dengan para tokoh 

pembaru Islam, terutama Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-

Afghani, turut memengaruhi arah pemikirannya.65 Dari 

lingkungan modernisme Islam inilah Qasim Amin memperoleh 

keyakinan bahwa kemajuan umat Islam tidak dapat dicapai tanpa 

pembaruan cara berpikir dan peninjauan kembali terhadap 

praktik sosial yang dianggap mapan. 

Sekembalinya ke Mesir pada tahun 1885, Qasim Amin 

meniti karier di bidang hukum dan peradilan.66 Ia bekerja di 

pengadilan Mesir dan secara bertahap menduduki sejumlah 

posisi penting sebagai hakim dan penasihat pengadilan. Profesi 

sebagai hakim memberinya pengalaman langsung dalam 

menyaksikan problem sosial yang dihadapi masyarakat, 

terutama persoalan keluarga dan relasi gender. Pengalaman 

empiris ini memperkuat keyakinannya bahwa reformasi sosial 

harus dimulai dari pembaruan pemahaman mengenai 

perempuan dan keluarga. 

Konstruksi pemikiran Qasim Amin tidak terbentuk secara 

instan, melainkan melalui proses intelektual yang dinamis. Hal 

tersebut terlihat dari perubahan pandangannya yang cukup 

signifikan antara karya awal dan karya berikutnya. Dalam karya 

al-Misriyyun yang terbit pada 1894, Qasim masih cenderung 

mempertahankan tradisi masyarakat Mesir dan membela 

sejumlah praktik sosial yang dikritik kalangan Barat, termasuk 

persoalan hijab dan poligami.67 Sikap tersebut tidak dapat 

                                                           
65 Dewi Tri Yulianti, Muhajirin, Almunadi, “Relevansi Pendidikan Wanita 
Perspektif Qasim Amin Terhadap Pendidikan Dalam AL-Qur’an,” Al-Misykah: 
Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir 1, no. 2 (2020): 168, 
https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9037. 
66 Azhari Andi, “Voicing Liberation of Women; Qasim Amin and Asma Barlas,” 
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy 5, no. 1 (2024): 42, 
https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajipp.v5i1.9172. 
67 Suhail Ahmed Hadi, “Veiling and Seclusion of Women: A Study on Qasim 
Amin’s Work Tahrir Al-Mar’a,” International Journal for Multidisciplinary 
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dilepaskan dari semangat nasionalisme serta upayanya 

menjawab kritik orientalis terhadap masyarakat Mesir. 

Namun, lima tahun kemudian, Qasim menerbitkan Tahrir 

al-Mar’ah yang menunjukkan pergeseran penting dalam orientasi 

berpikirnya. Dalam karya ini, ia justru mengkritik tradisi sosial 

yang dianggap mengekang perempuan dan menghambat 

kemajuan masyarakat. Menurutnya, banyak praktik yang selama 

ini dipandang sebagai ajaran agama sebenarnya merupakan 

produk budaya dan interpretasi sejarah yang dapat ditinjau 

kembali. Pandangan tersebut semakin ditegaskan dalam al-

Mar’ah al-Jadidah, di mana ia menekankan pentingnya 

pendidikan perempuan, pembatasan kekuasaan talak, dan 

peninjauan terhadap praktik poligami.68 

Dengan demikian, konstruksi pemikiran Qasim Amin 

dapat dipahami sebagai hasil perjumpaan antara tradisi Islam, 

modernitas Barat, pengalaman profesional sebagai hakim, serta 

pengaruh gerakan reformisme Islam di Mesir. Pemikirannya 

bergerak dari sikap defensif terhadap tradisi menuju pendekatan 

reformis yang berupaya membedakan antara nilai dasar Islam 

dan praktik sosial patriarkal. Pergeseran inilah yang kemudian 

menjadikan Qasim Amin sebagai salah satu tokoh penting dalam 

sejarah pembaruan hukum keluarga dan pemikiran perempuan 

di dunia Islam.69 

                                                                                                                            
Research (IJFMR) 7, no. 4 (2025): 1–4, 
https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.54334. 
68 Nur Lailatul Musyafa’ah, “Hijab Wanita Dalam Pandangan Qasim Amin,” Al-
Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2010): 31. 
69 Imam Tabroni and Anita Nurul Wafa, “Women in Islamic Feminist View,” Soko 
Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan 1, no. 3 (2021): 18, 
https://doi.org/10.55606/sokoguru.v1i3.59. 
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Konsep Poligami dalam Karya-Karya Qasim 
Amin 

Pemikiran Qasim Amin mengenai poligami tidak dapat 

dipahami secara parsial hanya dari satu karya tertentu, 

melainkan harus dibaca sebagai perkembangan intelektual yang 

berlangsung secara bertahap. Pandangannya mengalami 

pergeseran dari sikap defensif terhadap tradisi dalam al-

Misriyyun menuju pendekatan reformis dalam Tahrir al-Mar’ah 

dan kemudian memperoleh penguatan lebih sistematis dalam al-

Mar’ah al-Jadidah. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa 

pemikiran Qasim Amin tentang poligami bukanlah gagasan yang 

statis, tetapi hasil dialektika antara teks agama, realitas sosial 

Mesir, dan pengaruh modernisme Islam pada akhir abad ke-19. 

 

1. Poligami dalam al-Misriyyun 

Karya awal Qasim Amin, al-Misriyyun (Les Egyptiens) yang 

terbit pada tahun 1894, ditulis sebagai respons terhadap kritik 

orientalis Prancis Duc d’Harcourt terhadap masyarakat Mesir. 

Dalam karya tersebut, Qasim Amin masih cenderung membela 

tradisi sosial masyarakat Mesir, termasuk praktik poligami. Sikap 

ini lahir dalam konteks nasionalisme Mesir yang sedang 

menghadapi tekanan kolonial dan tuduhan Barat bahwa 

masyarakat Islam, khususnya Arab, merupakan masyarakat yang 

menindas perempuan. Bagi Qasim Amin pada fase ini, poligami 

bukanlah bukti kemunduran peradaban Islam sebagaimana 

dipersepsikan Barat. Ia menolak generalisasi bahwa keberadaan 

poligami secara otomatis melahirkan ketidakbahagiaan rumah 

tangga atau merendahkan perempuan. Menurutnya, konflik 

rumah tangga dapat terjadi baik dalam keluarga monogami 

maupun poligami. Oleh sebab itu, problem rumah tangga tidak 

semata-mata ditentukan oleh jumlah istri, tetapi lebih oleh 
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karakter dan moral individu yang menjalani kehidupan 

perkawinan. 

Dalam al-Misriyyun, Qasim Amin menerima legitimasi 

normatif poligami sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an. Ia 

berpandangan bahwa syariat memberikan ruang bagi laki-laki 

untuk memiliki lebih dari satu istri, namun ruang tersebut tidak 

bersifat mutlak. Poligami diperbolehkan dengan syarat utama 

adanya kemampuan untuk berlaku adil dan memenuhi kewajiban 

nafkah secara layak. Dengan demikian, sekalipun masih membela 

praktik tersebut, Qasim tidak pernah memosisikan poligami 

sebagai hak tanpa batas. Selain syarat keadilan, Qasim juga 

memandang bahwa poligami semestinya berkaitan dengan 

kebutuhan tertentu dan bukan semata-mata pemenuhan hasrat 

pribadi. Dalam kerangka ini, ia sebenarnya sudah menunjukkan 

kecenderungan moral menuju pembatasan, meskipun belum 

sampai pada kritik terbuka sebagaimana tampak dalam karya-

karyanya kemudian. Posisi Qasim dalam al-Misriyyun perlu 

dibaca dalam konteks sosial-politik Mesir saat itu. Kritik 

orientalis tidak jarang dipakai untuk melegitimasi superioritas 

Barat terhadap Timur. Karena itu, pembelaan Qasim terhadap 

poligami lebih merupakan pembelaan terhadap martabat 

masyarakat Mesir dan agama Islam daripada representasi final 

pemikirannya. Ia sedang berupaya membuktikan bahwa praktik 

sosial Islam memiliki rasionalitas internal dan tidak dapat 

dihakimi dengan standar Barat secara sepihak.70 

 

2. Perubahan Pemikiran dalam Tahrir al-Mar’ah 

Perubahan signifikan pemikiran Qasim Amin tampak 

dalam Tahrir al-Mar’ah yang terbit pada tahun 1899. Dalam 

karya ini, ia mulai meninggalkan sikap defensif dan bergerak 

menuju kritik terhadap praktik sosial yang menurutnya tidak lagi 
                                                           
70 Amin, Al-Misriyyun, 77–83. 
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sesuai dengan tujuan moral Islam.71 Poligami menjadi salah satu 

isu utama yang mendapat perhatian. Qasim menilai bahwa 

problem utama poligami bukan terletak pada legitimasi 

tekstualnya, melainkan pada cara masyarakat 

mempraktikkannya. Menurutnya, banyak laki-laki memanfaatkan 

kebolehan syariat untuk kepentingan pribadi tanpa 

mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan keluarga. 

Akibatnya, poligami sering melahirkan penderitaan bagi 

perempuan dan keretakan dalam rumah tangga. 

Dalam Tahrir al-Mar’ah, Qasim Amin mulai menyoroti 

dimensi psikologis yang selama ini diabaikan dalam diskursus 

hukum klasik.72 Ia menyatakan bahwa hampir tidak ada 

perempuan yang menerima dimadu tanpa mengalami rasa sakit, 

kecemburuan, dan penghinaan emosional. Ketika seorang suami 

menikah lagi, istri pertama sering kali merasa kehilangan 

kedudukan, kasih sayang, dan penghargaan dalam rumah tangga. 

Analisis psikologis ini menunjukkan pendekatan baru yang 

dipakai Qasim. Ia tidak hanya berbicara mengenai legalitas 

formal, tetapi juga dampak kemanusiaan dari suatu praktik 

hukum. Menurutnya, keadilan dalam poligami tidak dapat 

direduksi pada pembagian nafkah dan giliran bermalam, tetapi 

juga harus mempertimbangkan aspek emosional dan martabat 

perempuan. 

Qasim kemudian menghubungkan argumentasinya 

dengan pembacaan terhadap QS. al-Nisa’ ayat 3 yang 

memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil. Baginya, 

syarat tersebut bukan formalitas melainkan inti dari legitimasi 

poligami. Ia juga mengaitkannya dengan QS. al-Nisa’ ayat 129 

                                                           
71 Eliana Siregar, “Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita,” Kafa’ah: 
Jurnal Ilmiah Kajian Gender 6, no. 2 (2016): 256, 
https://doi.org/10.15548/jk.v6i2.143. 
72 Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pemikiran Fikih Wanita Qasim Amin,” SGI 04, no. 01 
(2013): 28. 
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yang menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku 

adil secara sempurna di antara istri-istrinya. Dari dua ayat 

tersebut, Qasim menyimpulkan bahwa poligami hanyalah 

rukhsah atau dispensasi yang diberikan dalam kondisi tertentu, 

bukan prinsip ideal perkawinan Islam. Jika syarat keadilan sulit 

dipenuhi, maka monogami menjadi pilihan yang lebih sesuai 

dengan tujuan syariat. Pandangan ini menandai perubahan besar 

dari fase al-Misriyyun. Jika sebelumnya Qasim berusaha 

mempertahankan legitimasi tradisi, kini ia mulai menempatkan 

keadilan dan kemaslahatan sebagai ukuran utama dalam 

membaca hukum keluarga.73 

 

3. Penguatan dalam al-Mar’ah al-Jadidah 

Gagasan Qasim Amin mengenai poligami memperoleh 

penguatan lebih lanjut dalam al-Mar’ah al-Jadidah. Dalam karya 

ini, ia menempatkan monogami sebagai orientasi moral yang 

lebih dekat dengan semangat Islam. Menurut Qasim, perkawinan 

dalam Islam tidak semata-mata institusi biologis atau seksual, 

melainkan hubungan kemanusiaan yang dibangun di atas kasih 

sayang, penghormatan, dan kerja sama. Karena itu, keluarga yang 

sehat membutuhkan stabilitas emosional dan rasa aman yang 

sulit dipelihara ketika poligami dilakukan tanpa kebutuhan yang 

mendesak. 

Ia menilai bahwa praktik poligami yang umum di 

masyarakat Mesir sering kali merusak relasi keluarga. Persaingan 

antaristri dapat memicu permusuhan, sedangkan anak-anak 

tumbuh dalam suasana konflik dan ketidaksetaraan. Dalam 

kondisi demikian, poligami justru bertentangan dengan tujuan 

dasar perkawinan. Karena itu, Qasim mendukung adanya peran 

negara atau hakim dalam membatasi poligami. Gagasan ini 

merupakan langkah progresif pada masanya. Menurutnya, 
                                                           
73 Amin, Tahrir Al-Mar’ah, 78–82. 
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negara memiliki kewajiban menjaga kemaslahatan sosial dan 

melindungi pihak yang rentan dalam keluarga. Hakim seharusnya 

memiliki otoritas untuk menilai apakah alasan poligami benar-

benar dapat dibenarkan dan apakah suami mampu memenuhi 

syarat keadilan. Jika poligami diperkirakan akan menimbulkan 

kerugian bagi perempuan dan anak, maka negara dapat 

membatasi atau menolaknya. Pandangan ini menunjukkan bahwa 

bagi Qasim Amin, hukum keluarga tidak cukup dibiarkan menjadi 

urusan privat semata. Negara memiliki tanggung jawab etis 

untuk memastikan bahwa kebolehan hukum tidak berubah 

menjadi instrumen ketidakadilan.74 

Berdasarkan hal di atas, maka diketahui bahwa 

perubahan pemikiran Qasim Amin mengenai poligami 

memperlihatkan karakter epistemologi yang khas. Salah satu 

cirinya adalah pembedaan tegas antara agama dan tradisi. 

Menurutnya, banyak praktik sosial yang dianggap sebagai ajaran 

Islam sesungguhnya merupakan produk budaya patriarkal yang 

diwariskan secara historis. Dalam konteks poligami, ia menolak 

anggapan bahwa Islam memerintahkan laki-laki untuk memiliki 

banyak istri. Yang ada hanyalah kebolehan bersyarat yang sering 

kali dipahami secara keliru sebagai privilese laki-laki. 

Pendekatan Qasim bersifat reformis dan sosial. Ia tidak 

menolak teks agama, tetapi berusaha membaca teks dalam 

hubungannya dengan tujuan moral Islam dan realitas 

masyarakat. Karena itu, ia lebih menekankan spirit keadilan 

daripada sekadar legalitas formal. Corak pemikiran tersebut 

tidak terlepas dari pengaruh Muhammad Abduh dan gerakan 

modernisme Mesir. Dari Abduh, Qasim memperoleh inspirasi 

untuk membedakan antara ajaran Islam yang bersifat universal 

dan praktik budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan 

                                                           
74 Qasim Amin, Al-Mar’ah Al-Jadidah (Cairo: Handaway, 1900), 105, 
https://www.hindawi.org/books/91575858/. 
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masyarakat.75 Modernisme Mesir juga memperkenalkannya pada 

gagasan tentang pendidikan, rasionalitas, dan reformasi sosial. 

Dengan demikian, konsep poligami dalam karya-karya 

Qasim Amin menunjukkan perkembangan dari pembelaan 

tradisional menuju reinterpretasi reformis. Ia tidak 

mengharamkan poligami, tetapi menempatkannya sebagai 

dispensasi yang harus dibatasi secara ketat demi menjaga 

keadilan dan kemaslahatan keluarga. Melalui pendekatan 

tersebut, Qasim Amin tampil sebagai salah satu pelopor 

pembaruan hukum keluarga Islam yang berupaya mendialogkan 

teks agama dengan tuntutan moral dan sosial zamannya. 

Landasan Argumentasi Qasim Amin tentang 
Pembatasan Poligami 

Pemikiran Qasim Amin mengenai poligami merupakan 

bagian penting dari proyek pembaruan hukum keluarga dan 

emansipasi perempuan yang ia bangun pada akhir abad ke-19 di 

Mesir. Berbeda dengan sebagian pembaru Islam yang langsung 

menolak praktik poligami secara normatif, Qasim Amin 

menempuh jalan argumentasi yang lebih gradual. Ia tidak 

mengharamkan poligami, karena mengakui bahwa praktik 

tersebut memiliki dasar tekstual dalam Al-Qur’an, tetapi pada 

saat yang sama ia berusaha membatasi penerapannya secara 

ketat melalui pendekatan moral, sosial, dan hukum. Dengan 

demikian, gagasan Qasim Amin sesungguhnya tidak bertumpu 

pada penolakan terhadap nash agama, melainkan pada 

reinterpretasi tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) dan realitas 

sosial yang menyertai praktik poligami. 

                                                           
75 Wulan Nur Diana and Siti Nur Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam 
Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, 
no. 1 (2024): 97, https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3714. 
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Pandangan Qasim Amin tentang poligami mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan dalam karya-karyanya. 

Dalam al-Misriyyun (1894), yang ditulis sebagai respons terhadap 

kritik orientalis Prancis terhadap masyarakat Mesir, Qasim Amin 

masih memperlihatkan sikap defensif terhadap tradisi sosial 

Islam, termasuk poligami. Pada tahap ini ia menolak pandangan 

Barat yang menganggap poligami sebagai bukti inferioritas 

peradaban Islam. Menurutnya, poligami tidak identik dengan 

ketidakadilan atau kerusakan moral, sebab harmoni rumah 

tangga tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah istri. Ia 

berpendapat bahwa poligami dapat dibenarkan apabila 

dilakukan karena kebutuhan tertentu dan disertai kemampuan 

suami untuk berlaku adil serta memberi nafkah yang layak. 

Posisi tersebut menunjukkan bahwa pada fase awal 

Qasim Amin masih memahami poligami sebagai kebolehan 

syariat yang dapat diterima dalam kondisi tertentu. Namun 

pembelaan tersebut tidak berarti ia mendukung poligami tanpa 

batas. Bahkan dalam al-Misriyyun sudah terlihat 

kecenderungannya untuk memandang monogami sebagai bentuk 

perkawinan yang lebih dekat dengan stabilitas keluarga. Sikap 

defensif Qasim pada masa ini lebih merupakan upaya membela 

masyarakat Mesir dari kritik kolonial dibanding ekspresi akhir 

pemikirannya mengenai relasi gender.76 

Perubahan pandangan Qasim Amin terlihat jelas dalam 

Tahrir al-Mar’ah (1899). Dalam karya ini ia mulai mengkritik 

praktik poligami yang berlangsung di masyarakat Mesir dan 

menilai bahwa kebolehan syariat sering kali disalahgunakan 

untuk memenuhi kepentingan laki-laki semata. Menurut Qasim, 

persoalan utama bukan terletak pada teks agama, tetapi pada 

cara masyarakat memahami dan mempraktikkan poligami. 

                                                           
76 Amin, Al-Misriyyun, 77–83. 



 

36 

Banyak laki-laki menjadikan poligami sebagai hak mutlak tanpa 

mempertimbangkan dampaknya terhadap istri dan anak-anak. 

Bagi Qasim Amin, Al-Qur’an memang membolehkan 

poligami, tetapi kebolehan tersebut tidak dapat dipahami sebagai 

anjuran mutlak atau prinsip ideal perkawinan Islam. Ia 

mendasarkan argumentasinya terutama pada QS. al-Nisā’ ayat 3 

yang memperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat 

perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat tersebut 

diakhiri dengan pernyataan: fa in khiftum allā ta‘dilū fa wāḥidah 

(jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka satu saja). 

Menurut Qasim, frasa ini memiliki makna normatif yang sangat 

penting. Keadilan bukan sekadar syarat tambahan, melainkan 

fondasi moral yang menentukan sah atau tidaknya praktik 

poligami secara etis.77 

Argumentasi Qasim semakin kuat ketika ia 

menghubungkan ayat tersebut dengan QS. al-Nisā’ ayat 129 yang 

menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil di 

antara para istri meskipun sangat menginginkannya. Baginya, 

dua ayat ini harus dibaca secara integral. Ayat pertama 

memberikan kebolehan bersyarat, sedangkan ayat kedua 

menunjukkan betapa sulitnya memenuhi syarat tersebut dalam 

kehidupan nyata. Dari sini Qasim menyimpulkan bahwa 

monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih dekat 

dengan tujuan keadilan yang dikehendaki Islam. Penafsiran ini 

memperlihatkan metode Qasim Amin yang tidak berhenti pada 

makna literal teks, tetapi bergerak pada dimensi etis dan 

sosialnya. Menurutnya, Islam tidak datang untuk memperluas 

dominasi laki-laki, melainkan untuk menciptakan keadilan dan 

kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Karena itu, ketika 

praktik poligami justru menghasilkan ketidakadilan, maka 
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semangat syariat sesungguhnya telah dilanggar meskipun teks 

formalnya tampak dipatuhi. 

Landasan penting lain dalam argumentasi Qasim Amin 

adalah analisis sosial terhadap dampak poligami. Ia menilai 

bahwa praktik poligami di masyarakat Mesir sering 

menimbulkan penderitaan psikologis bagi perempuan. 

Menurutnya, hampir tidak ada perempuan yang rela dimadu 

tanpa mengalami luka batin dan rasa terhina. Ketika seorang 

suami menikahi perempuan lain, istri pertama umumnya 

merasakan pengkhianatan emosional yang dapat merusak 

hubungan keluarga. Qasim Amin melihat bahwa penderitaan 

tersebut tidak dapat dianggap remeh karena keluarga bukan 

hanya institusi biologis, melainkan juga ruang kasih sayang dan 

ketenangan (sakinah). Jika poligami menghancurkan rasa aman 

dan kepercayaan dalam rumah tangga, maka tujuan moral 

perkawinan menjadi gagal tercapai. Karena itu ia menolak 

pandangan yang menganggap poligami semata-mata persoalan 

hak seksual laki-laki. 

Selain berdampak pada perempuan, Qasim juga 

mengamati konsekuensi sosial poligami terhadap anak-anak. 

Persaingan antaristri dan kecemburuan dalam keluarga 

poligamis sering kali melahirkan konflik yang berpengaruh 

terhadap perkembangan psikologis anak. Anak-anak dapat 

tumbuh dalam suasana permusuhan, ketidaksetaraan, dan 

perebutan perhatian ayah. Dalam kondisi demikian, poligami 

bukan hanya persoalan individual, melainkan masalah sosial 

yang memengaruhi kualitas generasi. Argumentasi sosial ini 

memperlihatkan bahwa Qasim Amin memahami hukum Islam 

secara kontekstual. Hukum tidak dipandang sebagai aturan 

formal yang terpisah dari realitas, melainkan sarana 

mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, ia menilai 
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bahwa penilaian terhadap poligami harus mempertimbangkan 

dampak nyata yang ditimbulkannya dalam masyarakat. 

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Qasim Amin 

adalah pembedaan antara agama dan tradisi. Ia berulang kali 

menegaskan bahwa banyak praktik yang dianggap sebagai ajaran 

Islam sebenarnya hanyalah adat sosial yang diwariskan secara 

turun-temurun. Dalam konteks poligami, ia mengkritik 

masyarakat yang menjadikan kebolehan syariat sebagai 

legitimasi superioritas laki-laki. Menurutnya, Islam tidak pernah 

memerintahkan laki-laki untuk berpoligami. Poligami hanyalah 

dispensasi (rukhsah) dalam situasi tertentu, bukan norma ideal 

yang harus dipraktikkan. Akan tetapi, budaya patriarkal telah 

mengubah dispensasi tersebut menjadi simbol kekuasaan laki-

laki atas perempuan. Di sinilah Qasim melihat perlunya 

reinterpretasi terhadap hukum keluarga agar nilai-nilai dasar 

Islam tidak tertutupi oleh tradisi.78 

Berdasarkan argumentasi tersebut, Qasim Amin 

mendukung keterlibatan negara dan lembaga hukum dalam 

mengendalikan praktik poligami. Gagasan ini sejalan dengan 

pandangannya mengenai talak yang juga harus berada di bawah 

pengawasan pengadilan. Menurut Qasim, kebebasan mutlak 

dalam urusan keluarga berpotensi melahirkan penyalahgunaan 

kekuasaan. Karena itu ia mengusulkan agar hakim memiliki 

kewenangan untuk menilai apakah poligami benar-benar 

diperlukan dan apakah syarat keadilan dapat dipenuhi. Jika 

terdapat indikasi bahwa poligami akan menimbulkan kerugian 

bagi perempuan dan anak, maka negara berhak membatasinya 

demi kemaslahatan umum. Pandangan ini menunjukkan 

keberanian Qasim dalam menghubungkan hukum Islam dengan 

regulasi modern.79 
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Dengan demikian, landasan argumentasi Qasim Amin 

tentang pembatasan poligami dibangun melalui tiga fondasi 

utama: pembacaan tekstual yang menekankan syarat keadilan, 

analisis sosial mengenai dampak poligami terhadap perempuan 

dan keluarga, serta pembedaan antara nilai agama dan tradisi 

patriarkal. Dari ketiga fondasi tersebut lahir kesimpulan bahwa 

meskipun poligami tidak haram secara mutlak, Islam pada 

hakikatnya lebih dekat kepada monogami sebagai bentuk 

perkawinan yang menjamin keadilan, kasih sayang, dan 

kemaslahatan keluarga. Pemikiran ini menempatkan Qasim Amin 

sebagai salah satu pelopor reformasi hukum keluarga Islam yang 

mencoba mendialogkan teks agama dengan tuntutan keadilan 

sosial pada zamannya. 

Analisis dalam Hukum Islam Kontemporer 
terhadap Pemikiran Qasim Amin tentang 
Poligami 

Pemikiran Qasim Amin tentang poligami memiliki posisi 

penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern. 

Gagasannya tidak hanya muncul sebagai kritik terhadap praktik 

sosial di Mesir pada akhir abad ke-19, tetapi juga menjadi bagian 

dari arus reformisme Islam yang berusaha menafsirkan kembali 

hukum keluarga dengan mempertimbangkan prinsip keadilan 

dan perubahan masyarakat.80 Dalam perspektif hukum Islam 

kontemporer, pandangan Qasim Amin menarik untuk dianalisis 

karena berada di antara dua kutub: pengakuan terhadap 

legitimasi normatif poligami dalam teks agama dan dorongan 

untuk membatasi praktiknya demi kemaslahatan sosial. 

                                                           
80 Elya Munfarida, “Tafsir Pendidikan Perempuan Menurut Qasim Amin,” 
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Salah satu ciri utama hukum Islam kontemporer ialah 

pergeseran dari pendekatan fiqh normatif menuju fiqh sosial.81 

Jika fiqh klasik lebih banyak menitikberatkan pada penetapan 

status hukum berdasarkan dalil tekstual dan metodologi istinbāṭ 

tradisional, hukum Islam kontemporer berusaha melihat 

bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial serta dampaknya 

terhadap kehidupan manusia.82 Dalam paradigma ini, keadilan, 

kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak rentan menjadi 

pertimbangan penting.83 Pemikiran Qasim Amin dapat dibaca 

sebagai bagian dari pergeseran tersebut. Ia tidak menolak 

keberadaan teks Al-Qur’an tentang poligami, tetapi berusaha 

membaca teks itu melalui tujuan moral dan dampak sosialnya. 

Pendekatan ini memperlihatkan kedekatan Qasim dengan 

gagasan reformisme Islam yang berkembang di Mesir melalui 

Muhammad Abduh dan gerakan modernis.84 Bagi Qasim Amin, 

hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata sebagai 

kumpulan aturan legal yang statis. Syariat memiliki tujuan moral 

yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, 

suatu praktik yang secara formal dibolehkan tetap harus diuji 

melalui dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan. Cara 

pandang semacam ini menjadi karakter penting hukum Islam 

kontemporer. 

Analisis terhadap pemikiran Qasim Amin dapat diperkuat 

melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam teori maqāṣid, 

                                                           
81 Umdatul Baroroh, “Understanding Methodology of Fiqh Sosial,” Santri: Journal 
of Pesantren and Fiqh Sosial 1, no. 1 (2020): 27, 
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hukum Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta.85 Perkawinan, termasuk pembahasan poligami, berada 

dalam wilayah perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan 

perlindungan martabat manusia.86 Qasim Amin menilai bahwa 

praktik poligami yang tidak terkendali justru berpotensi merusak 

tujuan tersebut. Konflik antarkeluarga, ketidakadilan emosional 

terhadap perempuan, dan dampak psikologis terhadap anak 

merupakan bentuk kerusakan sosial yang bertentangan dengan 

tujuan syariat. 

Pandangan ini sejalan dengan kecenderungan hukum 

Islam kontemporer yang menempatkan maqāṣid sebagai dasar 

reinterpretasi hukum keluarga. Tokoh-tokoh modern 

menegaskan bahwa teks Al-Qur’an harus dipahami melalui 

tujuan moral yang hendak diwujudkan, bukan hanya melalui 

makna literalnya. Dalam konteks poligami, tujuan moral itu 

adalah keadilan.87 Karena itu, Qasim Amin memandang bahwa 

kebolehan poligami dalam QS. al-Nisa’ ayat 3 tidak dapat 

dipisahkan dari syarat keadilan. Ia juga menghubungkannya 

dengan QS. al-Nisa’ ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia 

sulit berlaku adil di antara istri-istrinya. Dari dua ayat tersebut ia 

menyimpulkan bahwa monogami lebih dekat kepada tujuan 

syariat. Dalam perspektif maqāṣid, argumentasi Qasim Amin 

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata 
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mempertahankan kebolehan formal, tetapi harus 

mempertimbangkan apakah praktik tersebut masih mewujudkan 

kemaslahatan atau justru melahirkan mafsadah. 

Perdebatan poligami dalam hukum Islam kontemporer 

pada dasarnya bergerak antara dua pendekatan besar: tekstual 

dan kontekstual. Pendekatan tekstual memahami QS. al-Nisa’ 

ayat 3 sebagai legitimasi permanen terhadap poligami selama 

syarat formal terpenuhi. Dalam pandangan ini, karena Al-Qur’an 

membolehkan poligami, negara atau masyarakat tidak dapat 

membatasinya secara berlebihan.88 Sebaliknya, pendekatan 

kontekstual berupaya membaca ayat tersebut berdasarkan 

konteks sejarah dan tujuan moralnya. Banyak sarjana modern 

berpendapat bahwa ayat poligami turun dalam situasi sosial 

tertentu, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yatim pasca peperangan. 

Pemikiran Qasim Amin lebih dekat pada pendekatan 

kontekstual. Ia tidak memandang poligami sebagai institusi yang 

harus dipertahankan demi dirinya sendiri, tetapi sebagai 

dispensasi yang memiliki syarat moral dan konteks sosial 

tertentu. Dengan demikian, poligami bukan norma ideal 

melainkan solusi terbatas. Pendekatan ini kemudian berkembang 

dalam pemikiran hukum Islam modern. Di beberapa negara 

Muslim, poligami tidak dihapuskan secara total tetapi dibatasi 

melalui regulasi hukum keluarga. Model ini menunjukkan bahwa 

pembatasan poligami dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad 

sosial dan bukan bentuk penolakan terhadap syariat.89 

Pandangan Qasim Amin memiliki sejumlah kesamaan 

dengan reformis Islam lainnya. Muhammad Abduh, misalnya, 
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juga menilai bahwa keadilan merupakan syarat yang sangat berat 

dalam poligami sehingga praktik tersebut semestinya dibatasi.90 

Rasyid Ridha, meskipun lebih moderat, memandang poligami 

sebagai solusi sosial dan bukan keharusan agama.91 Sementara 

itu Fazlur Rahman membaca ayat poligami sebagai langkah 

reformasi gradual Al-Qur’an terhadap praktik poligami Arab yang 

tidak terbatas.92 Kesamaan para tokoh tersebut terletak pada 

penolakan terhadap pemahaman literal yang menjadikan 

poligami sebagai hak absolut laki-laki. Mereka berusaha 

memindahkan fokus pembahasan dari sekadar legalitas menuju 

tujuan moral. Namun terdapat juga perbedaan. Qasim Amin 

memberi perhatian lebih besar pada penderitaan psikologis 

perempuan dan dampak sosial poligami. Dalam hal ini, 

pendekatannya mendekati perspektif feminis Muslim 

kontemporer seperti Fatima Mernissi dan Amina Wadud yang 

menekankan pentingnya relasi setara dalam keluarga.93 

Meski demikian, Qasim tidak sampai menyatakan bahwa 

poligami harus dihapuskan secara total. Ia tetap mengakui 

legitimasi tekstualnya dan memilih jalur pembatasan ketat 

melalui hukum. Salah satu aspek paling progresif dari pemikiran 
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Qasim Amin ialah dukungannya terhadap keterlibatan negara 

dalam pengaturan poligami.94 Dalam fiqh klasik, perkawinan 

umumnya dipandang sebagai kontrak privat yang tidak 

memerlukan intervensi negara secara mendalam. Namun Qasim 

melihat bahwa kebebasan absolut dalam urusan keluarga 

berpotensi melahirkan ketidakadilan. Karena itu ia mendukung 

peran hakim untuk menilai alasan dan kemampuan seseorang 

sebelum melakukan poligami. Gagasan ini sangat relevan dengan 

perkembangan hukum keluarga modern di dunia Islam. Tunisia 

melalui Code of Personal Status tahun 1956 melarang poligami 

secara total dengan alasan ketidakmungkinan berlaku adil.95 

Maroko membatasi poligami melalui Mudawwanah dengan 

persyaratan ketat dan persetujuan pengadilan.96 Mesir sendiri 

menerapkan pengawasan hukum yang lebih besar terhadap 

praktik poligami.97 Reformasi tersebut menunjukkan bahwa 

pemikiran Qasim Amin memiliki resonansi yang kuat dalam 

perkembangan hukum keluarga Islam modern. 
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Relevansi Pemikiran Qasim Amin dalam 
Hukum Islam Kontemporer 

Salah satu relevansi utama pemikiran Qasim Amin 

terletak pada keberhasilannya memindahkan pembahasan 

poligami dari sekadar persoalan legal-formal menuju persoalan 

etis dan sosial. Dalam tradisi fikih klasik, poligami umumnya 

dibahas dalam kerangka kebolehan hukum (ibāḥah) dengan 

penekanan pada batas maksimal empat istri serta syarat keadilan 

dalam nafkah dan perlakuan lahiriah.98 Qasim Amin tidak 

menolak dasar kebolehan tersebut, tetapi menggeser titik tekan 

pembahasannya pada dampak sosial dan moral dari praktik 

poligami. 

Pendekatan ini menjadi relevan dalam hukum Islam 

kontemporer yang semakin memperhatikan dimensi maqāṣid al-

syarī‘ah dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Dalam 

konteks modern, hukum keluarga tidak lagi hanya dipahami 

sebagai seperangkat aturan privat antara suami dan istri, 

melainkan sebagai instrumen sosial yang bertujuan menjaga 

stabilitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.99 Karena itu, 

argumentasi Qasim Amin yang menyoroti potensi kerusakan 

psikologis, konflik rumah tangga, dan ketidakadilan terhadap 

perempuan memperoleh resonansi kuat dalam diskursus hukum 

Islam saat ini. Pandangan Qasim Amin juga memiliki relevansi 

dengan perkembangan legislasi keluarga di berbagai negara 

Muslim. Banyak negara Islam telah menerapkan regulasi yang 

membatasi poligami melalui mekanisme hukum negara. Di Mesir, 

misalnya, poligami tetap sah tetapi diatur melalui kewajiban 
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pemberitahuan kepada istri dan kemungkinan gugatan cerai 

akibat mudarat. Di Tunisia, poligami bahkan dilarang melalui 

Code du Statut Personnel tahun 1956.100 Di Malaysia dan 

Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat.101 

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Qasim Amin 

memiliki relevansi yang cukup jelas. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, 

meskipun membuka kemungkinan poligami dengan syarat 

tertentu. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa seorang pria hanya 

boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami. Poligami diperbolehkan secara 

terbatas dengan izin pengadilan dan alasan tertentu seperti istri 

tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat, atau tidak 

dapat melahirkan keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga 

mengatur syarat kemampuan berlaku adil dan memperoleh izin 

pengadilan agama. Regulasi ini memperlihatkan bahwa hukum 

keluarga Indonesia tidak memahami poligami sebagai hak 

mutlak, tetapi sebagai pengecualian yang harus diawasi.102 

Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara 

Muslim modern cenderung tidak memahami poligami sebagai 

hak absolut laki-laki, melainkan sebagai praktik yang dapat 

dibatasi demi kemaslahatan. Dalam hal ini, pemikiran Qasim 

Amin tampak mendahului arah perkembangan hukum keluarga 

modern. Di sinilah pemikiran Qasim Amin menemukan 

relevansinya. Gagasannya tentang perlunya pembatasan 
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institusional terhadap poligami sejalan dengan arah reformasi 

hukum keluarga Indonesia. Negara bertindak bukan untuk 

menentang syariat, melainkan memastikan bahwa praktik 

poligami tidak menimbulkan ketidakadilan. 

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam 

kontemporer, pemikiran Qasim Amin dapat dipahami sebagai 

upaya awal membangun fiqh keluarga yang berorientasi pada 

keadilan substantif. Ia menggeser pembahasan poligami dari 

wilayah legal-formal menuju ruang etika sosial dan kemaslahatan 

keluarga. Melalui pendekatan tersebut, Qasim Amin tidak 

sekadar mengkritik tradisi patriarkal, tetapi juga menawarkan 

model pembacaan hukum Islam yang dialogis dengan perubahan 

masyarakat modern. 

Selain itu, pemikiran Qasim Amin relevan dengan 

meningkatnya perhatian terhadap keadilan gender dalam studi 

Islam kontemporer.103 Banyak sarjana Muslim modern seperti 

Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan Asma Barlas menekankan 

pentingnya membaca teks-teks agama melalui perspektif 

keadilan dan relasi setara antara laki-laki dan perempuan. 

Walaupun Qasim Amin hidup jauh sebelum lahirnya feminisme 

Islam kontemporer, pendekatannya yang membedakan antara 

ajaran agama dan tradisi patriarkis membuka ruang bagi 

reinterpretasi hukum keluarga yang lebih sensitif terhadap 

pengalaman perempuan. 

Qasim Amin juga relevan dalam konteks perubahan 

struktur sosial modern. Pada masa klasik, poligami sering 

dipahami dalam konteks sosial tertentu seperti peperangan, 

tingginya angka janda, atau kebutuhan perlindungan ekonomi. 

Namun masyarakat modern mengalami transformasi besar 
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melalui urbanisasi, pendidikan perempuan, dan meningkatnya 

partisipasi perempuan dalam ruang publik. Dalam masyarakat 

seperti ini, argumentasi Qasim Amin bahwa praktik poligami 

sering kehilangan basis sosial-historisnya menjadi semakin 

signifikan. 

Pemikiran Qasim Amin tentang poligami merupakan 

salah satu gagasan reformis yang terus memunculkan diskusi 

dalam kajian hukum Islam modern dan kontemporer.104 

Pandangannya tidak hanya penting sebagai produk intelektual 

Mesir akhir abad ke-19, tetapi juga tetap relevan untuk dibaca 

dalam konteks masyarakat Muslim masa kini yang menghadapi 

perubahan sosial, tuntutan kesetaraan gender, serta 

perkembangan sistem hukum keluarga modern.105 Di sisi lain, 

pemikiran tersebut juga menuai kritik, khususnya dari kalangan 

tradisional yang memandang gagasannya terlalu jauh membatasi 

sesuatu yang secara eksplisit dibolehkan oleh Al-Qur’an. Para 

pengkritik berargumen bahwa QS. al-Nisā’ ayat 3 secara jelas 

memberikan legitimasi terhadap poligami hingga empat istri 

dengan syarat keadilan.106 Karena itu, upaya menjadikan 

monogami sebagai satu-satunya bentuk ideal dianggap 

berpotensi mempersempit wilayah kebolehan syariat. Dalam 

perspektif ini, keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an dipahami 

sebagai keadilan material dan perlakuan lahiriah, bukan keadilan 

emosional yang secara manusiawi memang sulit dicapai. 

Sebagian ulama juga menilai bahwa Qasim Amin terlalu 

dipengaruhi pengalaman sosial Mesir modern sehingga 
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generalisasi kritiknya terhadap poligami menjadi problematis. 

Tidak semua praktik poligami menghasilkan konflik atau 

ketidakadilan. Dalam sejumlah masyarakat Muslim, poligami 

justru dipandang sebagai solusi sosial tertentu, misalnya dalam 

kasus infertilitas atau perlindungan terhadap janda dan anak 

yatim. Karena itu, menurut kritik ini, problem yang muncul 

bukan terletak pada poligami itu sendiri, tetapi pada 

penyalahgunaan praktik tersebut. 

Membaca Qasim Amin secara proporsional menuntut 

posisi yang tidak simplistis. Ia bukan tokoh yang menghapus 

legitimasi normatif poligami secara mutlak, tetapi juga bukan 

pembela praktik poligami tanpa batas sebagaimana dipahami 

sebagian tradisi patriarkis. Posisi intelektualnya berada di 

tengah: mengakui kebolehan normatif poligami tetapi mengkritik 

praktik sosialnya ketika bertentangan dengan keadilan dan 

kemaslahatan. Dari sudut hukum Islam kontemporer, posisi 

semacam ini justru memiliki nilai penting. Ia menunjukkan 

bahwa perdebatan tentang poligami tidak harus dipahami secara 

dikotomis antara halal dan haram, melainkan sebagai persoalan 

sosial yang memerlukan pertimbangan etik, psikologis, dan 

hukum secara simultan. Dengan demikian, pembatasan poligami 

melalui regulasi negara atau pengawasan pengadilan tidak 

otomatis berarti penolakan terhadap syariat, tetapi dapat 

dipahami sebagai bentuk siyāsah syar‘iyyah untuk memastikan 

tujuan hukum Islam benar-benar tercapai. Karena itu, relevansi 

utama pemikiran Qasim Amin bukan semata pada sikap pro atau 

kontra terhadap poligami, melainkan pada kontribusinya dalam 

membangun paradigma baru hukum keluarga Islam yang lebih 

kontekstual, berorientasi pada keadilan, dan terbuka terhadap 

pembaruan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. 
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Kesimpulan 
Pemikiran Qasim Amin tentang poligami menunjukkan 

dinamika intelektual yang berkembang seiring perubahan sosial 

dan pengalaman intelektual yang dialaminya. Dalam karya 

awalnya al-Misriyyun, Qasim Amin masih membela tradisi 

poligami sebagai praktik yang dibenarkan dalam Islam dengan 

syarat keadilan dan kebutuhan tertentu, terutama dalam rangka 

merespons kritik Barat terhadap masyarakat Mesir. Namun 

dalam karya berikutnya, terutama Tahrir al-Mar’ah dan 

diperkuat dalam al-Mar’ah al-Jadidah, ia bergerak menuju posisi 

yang lebih kritis terhadap praktik poligami sosial yang 

berkembang di masyarakat. Menurutnya, poligami bukanlah 

prinsip ideal perkawinan dalam Islam, melainkan bentuk 

dispensasi (rukhsah) yang hanya dapat dibenarkan dalam 

keadaan tertentu dan harus mempertimbangkan kemaslahatan 

serta keadilan bagi perempuan dan keluarga. 

Konstruksi pemikiran tersebut dibangun melalui 

pendekatan reformis yang membedakan antara ajaran agama 

dan tradisi sosial. Qasim Amin menilai bahwa banyak praktik 

yang dianggap sebagai ketentuan agama sesungguhnya 

merupakan hasil konstruksi budaya patriarkis yang kemudian 

memperoleh legitimasi keagamaan. Karena itu, ia menempatkan 

poligami bukan semata sebagai persoalan legal-formal yang 

selesai dengan dalil kebolehan, tetapi sebagai persoalan moral 

dan sosial yang harus dikaji melalui tujuan syariat, kondisi 

masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. 

Dalam hal ini terlihat pengaruh modernisme Mesir dan gagasan 

pembaruan yang berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh 

seperti Muhammad Abduh. 

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pemikiran 

Qasim Amin memiliki relevansi yang cukup kuat. Perhatian 

terhadap keadilan keluarga, perlindungan hak perempuan, dan 
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kemaslahatan sosial merupakan isu sentral dalam perkembangan 

hukum keluarga di berbagai negara Muslim modern. Regulasi 

yang membatasi poligami melalui syarat ketat, izin pengadilan, 

dan pertimbangan kemampuan suami menunjukkan bahwa 

hukum Islam kontemporer cenderung bergerak dari paradigma 

kebolehan mutlak menuju paradigma pengendalian demi 

tercapainya tujuan syariat. Dengan demikian, gagasan Qasim 

Amin dapat dipahami sebagai salah satu embrio pembaruan 

hukum keluarga Islam yang berupaya menempatkan nilai 

keadilan sebagai orientasi utama. 

Meski demikian, pemikiran Qasim Amin juga tidak lepas 

dari kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa pembatasan 

poligami yang ia tawarkan berpotensi mempersempit sesuatu 

yang secara tekstual dibolehkan oleh Al-Qur’an. Kritik lain 

mempertanyakan sejauh mana gagasannya dipengaruhi 

modernitas Barat dan apakah pendekatan sosial yang 

digunakannya cukup kuat secara metodologis dalam penafsiran 

hukum Islam. Namun kritik-kritik tersebut tidak menghilangkan 

signifikansi intelektual Qasim Amin sebagai seorang pembaru 

yang berusaha membuka ruang dialog antara teks agama dan 

realitas sosial. 

Pada akhirnya, pemikiran Qasim Amin tentang poligami 

memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang 

dinamis dalam merespons perubahan masyarakat. Perdebatan 

mengenai poligami tidak semata berkaitan dengan kategori halal 

atau haram, tetapi juga menyangkut keadilan, perlindungan 

keluarga, dan tujuan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam. 

Oleh sebab itu, kontribusi terbesar Qasim Amin bukan terletak 

pada penolakan atau penerimaan terhadap poligami secara 

mutlak, melainkan pada upayanya menggeser pembahasan 

poligami ke dalam kerangka etik dan sosial yang lebih luas 
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sehingga hukum Islam tetap hidup dan relevan dalam 

menghadapi tantangan zaman. 
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oligami menjadi isu krusial dan banyak diperdebatakan di 

dunia Muslim hingga saat ini. Berbagai negara Muslim 

merespons secara berbeda; ada yang secara ekstrem 

melarang poligami secara tegas seperti Tunisia,107 meskipun 

pada kenyataannya berdampak signifikan pada naiknya tren 

perzinaan, pernikahan tidak tercatat, perceraian, serta 

meningkatnya jumlah perempuan yang belum menikah pada usia 

                                                           
107 Maaike Voorhoeve, Gender And Divorce Law In North Africa: Sharia, Custom 
and the Personal Status Code in Tunisia (Bloomsbury Publishing Plc., 2014), 
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matang.108 Ada juga negara yang meresponsnya secara moderat 

dengan melakukan pembatasan yang cukup ketat untuk poligami 

tetapi tidak melarang poligami, seperti Indonesia,109 Malaysia, 

dan Brunei Darussalam.110 Selain itu, negara-negara muslim lain 

juga ada yang membuka pintu lebar bagi poligami dengan 

batasan yang cenderung lebih longgar seperti Arab Saudi, 

meskipun saat ini sudah mulai muncul tren di kalangan pemuda 

Arab Saudi untuk memulih memilih monogami daripada 

poligami.111 Fakta ini sekali lagi menggambarkan bagaimana 

negara-negara muslim melihat poligami sebagai isu kolektif yang 

banyak berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang 

suami terhadap para istri dan anak-anak.  

 Pada praktiknya, poligami diyakini secara berbeda oleh 

masyarakat muslim di berbagai tempat. Di Australia, sebagian 

besar perempuan Muslim Australia yang meyakini kesetaraan 

gender cenderung menolak poligami bagi diri mereka karena 

dipandang tidak relevan dengan konteks Australia kontemporer, 

meskipun tetap mengakui kemungkinan keberlakuannya dalam 

                                                           
108 Mufliha Wijayati, “Family Law Reform In Tunisia (Reading the Rules of 
Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957),” Jurnal Ilmiah Mizani 
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kondisi tertentu dan secara personal lebih memilih monogami.112 

Ridwan menemukan bahwa  meskipun sebagian masyarakat 

Makassar menerima poligami, praktik tersebut kerap dipandang 

sebagai aib dan merendahkan perempuan karena sering 

dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, dipicu oleh 

infertilitas, kebutuhan seksual, legitimasi agama, penyakit, dan 

ketidaktahuan, serta umumnya tidak dicatatkan akibat birokrasi 

yang rumit dan larangan bagi pegawai negeri.113 Di Bireuen, Nur 

et al. menemukan bahwa meski poligami telah diatur ketat oleh 

syariah dan qanun (peraturan daerah), praktiknya masih sering 

mengabaikan persetujuan istri pertama dan belum sepenuhnya 

melindungi hak-hak perempuan.114 Bagi Muslimah kelas 

menengah di Yogyakarta, dalam pernikahan poligami mereka 

mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka selama 

memperoleh jaminan agama dan ekonomi dari suami.115 Di sisi 

lain, meskipun pada kenyataannya poligami kerap menimbulkan 

konflik antara istri, beberapa keluarga justru menjalani poligami 

dengan harmonis.116 

                                                           
112 Kate Hammond, “‘It Was for Unusual Circumstances, Which Aren’t Relevant 
Today’: How Australian Muslim Women Interpret Polygyny and Its Application 
in Contemporary Australia,” Contemporary Islam 19, no. 2 (2025): 275–95, 
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113 Muhammad Saleh Ridwan et al., “Public Perception of Polygamy in Makassar, 
Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law,” Samarah 8, no. 1 (2024): 20–
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114 Abdullah M. Nur et al., “Implementation of Polygamy Law According to the 
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 Praktik poligami serta responsnya yang beragam ini tidak 

hadir dari ruang kosong. Selain dari fakta sosial yang cenderung 

menyudutkan perempuan, peran dan pengaruh pemikiran dari 

pemikir Muslim kontemporer signifikan. Secara langsung 

maupun tidak, apa yang telah mereka suarakan dalam 

menafsirkan ulang ayat-ayat poligami berhasil membentuk 

wacana baru dan wajah baru hukum Islam saat ini. Oleh karena 

itu, membaca dan menelaah kembali pemikiran mereka menjadi 

langkah penting. Dalam konteks tulisan ini, penulis mengkaji 

pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqqad, seorang pemikir Muslim 

kontemporer Mesir. 

 Kajian tentang pemikiran tentang poligami sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti. Mubarok et al. menyimpulkan 

bahwa poligami dalam pandangan Husein Muhammad secara 

normatif tetap dimungkinkan, namun hanya dalam batas yang 

sangat ketat, yakni apabila suami mampu menegakkan keadilan 

secara menyeluruh, baik dalam dimensi material (al-qisṭ) 

maupun dalam aspek mental dan psikologis (al-‘adl).117 Syahrin 

menegaskan bahwa poligami menurut Qurasih Shihab adalah 

pintu darurat pesawat yang hanya boleh dibuka dalam keadaan 

mendesak dan sesuai ketentuan, bukan dalam situasi normal.118 

Hamim menemukan bahwa Fazlur Rahman memaknai keadilan 

dalam poligami sebagai komitmen cinta dan moral, bukan semata 

aspek material, sementara Muhammad Syahrur menafsirkannya 

sebagai tanggung jawab melindungi dan mengasuh anak yatim 

dari janda yang ditinggal wafat, sehingga keduanya memperkaya 
                                                           
117 Muhammad Fuad Mubarok et al., “Analisis Terhadap Pemikiran Husein 
Muhammad Tentang Konsep Poligami,” “76-94,” June 2022, El-Izdiwaj: 
Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (n.d.), accessed 
February 21, 2026, 
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12757. 
118 Alfi Syahrin, “The Polygamy Essence According To Quraish Shihab ‘Reject 
Prejudice, Eliminate Confusion,’” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 
21, no. 1 (2021): 147–58, https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8489. 
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reinterpretasi hukum Islam.119 Muqsith et al. menyimpulkan 

bahwa Muhammad Syahrur memposisikan poligami sebagai 

praktik yang sah dan dalam kondisi tertentu dapat 

direkomendasikan dengan parameter keadilan sosial yang 

operasional, sedangkan perbedaannya secara metodologis 

dengan Siti Musdah Mulia terletak pada penggunaan tafsir tahlili 

oleh Syahrur dan tafsir maudu‘i oleh Musdah dalam proses 

istinbat hukum.120 

Kajian-kajian yang sudah ada belum menyentuh 

pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqqad sebagai fokus utama. 

Padahal, Al-Aqqad adalah salah satu pemikir Mesir yang 

berpengaruh terhadap pengembangan isu  gender. Meskipun 

terkenal sebagai sosok sastrawan, karyanya yang fundamental 

“al-mar’ah fi al-Qur’an” menghadirkan perspektif baru di 

masanya dalam merespons isu poligami. Di sinilah artikel ini 

berpijak dan mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum 

banyak dieksplorasi oleh para peneliti. 

Penelitian ini merupakan kajian normatif karena 

mengkaji pemikiran hukum. Pendekatan yang digunakan adalah 

konseptual dan perbandingan. Data utama diambil dari buku 

primer Abbas Mahmud Al-Aqqad yaitu al-mar’ah fi al-Quran. Data 

sekunder diperoleh dari artikel-artikel terkait. Analisis data 

menggunakan analisis interpretatif terhadap naskah yang telah 

dikumpulkan. Dari sini, peneliti menulis dengan menggunakan 

maqashid al-Shariah perspektif Jamaluddin Athiyyah untuk 

menganalisis pemikiran Al Aqqad. Dari sinilah penulis bisa 

                                                           
119 Khairul Hamim, “Comparison Between Double Movement Theory and 
Nazariyyat Al-Hudud Theory on Polygamy Laws,” El-Mashlahah 12, no. 2 
(2022): 190–209, https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v12i2.4903. 
120 Abdurrahman Muqsith et al., “Hukum Poligami: Analisis Komparatif 
Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur,” Al-Manhaj: 
Journal of Indonesian Islamic Family Law 4, no. 1 (2022): 52–65, 
https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153. 
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memetakan sejuah apa pemikiran Al Aqqad dalam poligami dan 

kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan. 

 

Biografi Abbas Mahmud Al-Aqqad 
Abbas Mahmud Al-Aqqad lahir pada 28 Juni 1889 di 

Aswan, Mesir. Lahir dari ayah seorang pengarsip dan ibu 

keturunan Kurdi, ia menerima pendidikan agama yang ketat di 

masa kecilnya.Namun, sebuah fakta yang paling mendasar 

menunjukkan bahwa Al-Aqqad hanya mengenyam pendidikan 

formal hingga sekolah dasar (1903). Keterbatasan pendidikan 

formalnya tidak menjadi penghalang, melainkan justru menjadi 

bukti ambisi dan disiplin pribadinya. Ia menghabiskan seluruh 

uang sakunya untuk membeli buku dan belajar secara autodidak, 

yang kemudian menjadikannya seorang poliglot (menguasai 

bahasa Inggris dan Prancis) serta pakar di bidang agama, sejarah, 

hingga filsafat. Ia membuktikan bahwa bakat alami dan 

ketekunan jauh lebih berharga daripada sekadar sertifikat 

sekolah, yang bahkan membuatnya pernah ditolak mendapatkan 

beasiswa ke Eropa karena tidak memiliki ijazah sekolah 

menengah.121 

 Ia pernah bekerja di pabrik sutra dan kereta api. Setelah 

sempat bekerja kasar di pabrik sutra dan kereta api, ia pindah ke 

Kairo dan memilih jalur jurnalisme sebagai panggilan hidup. Ia 

memiliki pandangan filosofis yang keras terhadap pekerjaan 

kantoran, dengan menyebut bahwa "karyawan yang digaji adalah 

budak abad ke-20". Ia bergabung dengan surat kabar al-Dustur 

pada tahun 1907 dan menjadi jurnalis Mesir pertama yang 

mewawancarai tokoh nasionalis Sa'ad Zaghlul. Melalui pena-nya, 
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67 

Al-Aqqad tidak hanya melaporkan berita, tetapi menyebarkan 

paham pro-demokrasi dan kebebasan berpikir.122 

Puncak kontribusi Al-Aqqad terjadi melalui pendirian 

Sekolah Diwan (Diwan Movement) bersama Ibrahim al-Mazni 

dan Abdur-Rahman Shokry pada tahun 1921. Al-Aqqad 

berargumen bahwa puisi seharusnya menjadi interpretasi jujur 

tentang kehidupan, bukan sekadar permainan rima yang statis.123 

Ia terlibat dalam "pertempuran sastra" melawan kaum neo-klasik 

seperti Ahmad Shawqi, menuduh mereka terlalu fokus pada 

ornamen retoris tanpa kesatuan organik. Melalui karya-karya 

seperti al-Abqariyat dan satu-satunya novelnya, Sarah, ia 

merevolusi prosa dan puisi Arab menjadi lebih modern, rasional, 

dan ilmiah.124 Namun, dari semua karya yang ada, al-Mar’ah fi al-

Quran adalah salah satu karya penting Abbas Mahmud Al-Aqqad 

yang membela perempuan dengan gayanya yang khas.  

Pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqqad Tentang 
Poligami 
 Secara umum, Al-Aqqad memiliki karakter yang sama 

dalam membela perempuan.  Pertama, al-‘Aqqad memandang 

perempuan dengan sikap penuh penghormatan dan apresiasi 

intelektual. Dalam karyanya, ia menuntut agar perempuan 

memperoleh partisipasi penuh dalam pembangunan masyarakat, 

bukan sekadar ditempatkan dalam ruang domestik. 

Pandangannya terhadap perempuan tidak bersifat sentimental-

romantis semata, melainkan berpijak pada kesadaran modern 

tentang hak sosial dan peran publik. Hal ini tercermin dalam 

sejumlah tulisannya yang menegaskan pentingnya kontribusi 

                                                           
122 Khan, “Al-‘Aqqad: His Contribution to Modern Arab Thought and Literature.” 
123 Asyraf Hj Ab Rahman, “The Influence of Al-Aqqad and the Diwan School of 
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perempuan dalam struktur sosial dan kebudayaan. Sikap ini 

sejalan dengan komitmennya terhadap liberalisme, 

individualisme, dan demokrasi, di mana kebebasan individu—

termasuk perempuan—merupakan fondasi utama kemajuan 

masyarakat.125 

Kedua, dalam konteks intelektual Mesir modern, al-

‘Aqqad mengakui bahwa suara perempuan memiliki bobot 

penting dalam ruang publik dan diskursus kebangsaan. Ia hidup 

dalam lingkungan intelektual yang juga diwarnai oleh figur-figur 

perempuan progresif seperti Huda Sha‘arawi, Nabawiyya Musa, 

dan Labiba Ahmad, yang disebut sebagai bagian penting dari 

komunitas intelektual liberal saat itu. Penyebutan tokoh-tokoh 

ini menunjukkan bahwa dalam lanskap pemikiran yang ia 

dukung, perempuan bukan sekadar objek reformasi, melainkan 

subjek aktif dalam produksi gagasan dan transformasi sosial. 

Dengan demikian, konstruksi pemikiran al-‘Aqqad tentang 

perempuan berkelindan dengan proyek besarnya mengenai 

demokrasi, kebebasan berpikir, dan modernitas Arab.126 

 Dalam konteks poligami, Al-Aqqad memiliki argumentasi 

berbeda. Secara tegas, sejak awal, ia meyakini bahwa watak dasar 

pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Abbas Mahmud 

Al-Aqqad memulainya dari konsepsi dasar tentang hakikat 

pernikahan sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan 

yang bertujuan menjaga kelangsungan spesies manusia dan 

menopang sistem sosial yang lahir darinya. Bagi Al-Aqqad, 

pernikahan bukan sekadar relasi emosional individual, 

melainkan institusi moral dan sosial yang memiliki fungsi 

biologis, etis, dan peradaban. Karena itu, hukum Islam tentang 

perkawinan harus dipahami sebagai sistem yang komprehensif, 

mencakup berbagai kemungkinan yang dapat muncul dalam 
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kehidupan manusia. Dalam konteks inilah ia menempatkan 

poligami: bukan sebagai bentuk relasi ideal, bukan pula sebagai 

kewajiban agama, tetapi sebagai kemungkinan hukum yang 

diatur untuk menjawab kebutuhan tertentu yang mungkin 

muncul dalam realitas sosial. Ini karena nash, menurutnya, tidak 

pernah mewajibkan ataupun menganjurkan. Nash justru 

mempertegas prkatik pologami dengan batasan-batasan tertentu. 
127 

 Al-Aqqad secara tegas menolak anggapan bahwa Islam 

menciptakan atau mendorong poligami. Menurutnya, Islam tidak 

mewajibkan dan tidak pula mengidealkan poligami, melainkan 

sekadar mengizinkannya dalam kondisi tertentu yang menuntut 

keadilan dan kecukupan. Ia membedakan antara ideal moral dan 

regulasi hukum. Hukum agama, menurutnya, tidak selalu 

menetapkan bentuk yang paling sempurna sebagai satu-satunya 

pilihan, melainkan mengatur situasi mendesak maupun pilihan 

dengan mempertimbangkan apa yang dapat diterima dan apa 

yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, jika dalam satu dari 

seribu kasus poligami menjadi solusi yang lebih adil 

dibandingkan dengan alternatif lainnya, maka syariat harus 

menyediakan ketentuan eksplisit untuk mengaturnya. 

Membiarkan persoalan tersebut tanpa pedoman justru 

menunjukkan ketidaklengkapan hukum.128 

Untuk memperjelas argumennya, Al-Aqqad 

mengemukakan sejumlah kondisi konkret. Ia menyebutkan 

kemungkinan seorang istri menderita penyakit berat yang 

menghalanginya menjalankan fungsi perkawinan atau keibuan. 

Dalam situasi demikian, jika poligami dilarang secara mutlak, 

maka suami hanya memiliki dua pilihan yang sama-sama berat: 
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menceraikan istrinya atau mempertahankan pernikahan yang 

kehilangan fungsi reproduktif dan sosialnya. Dalam 

pandangannya, mengizinkan poligami dalam kondisi seperti itu 

lebih terhormat dan lebih manusiawi daripada memaksakan 

perceraian atau menutup seluruh peluang bagi terbentuknya 

keluarga yang utuh. Bagi Al-Aqqad, syariat tidak boleh 

mengabaikan hikmah pernikahan, yakni menjaga keturunan dan 

menutup pintu perzinaan. Larangan total terhadap poligami, 

menurutnya, berpotensi membuka ruang bagi kerusakan moral 

yang lebih besar, baik dalam bentuk hubungan tersembunyi 

maupun pelanggaran terhadap kesucian institusi perkawinan.129 

Salah satu argumen sosial terpenting yang dikemukakan 

Al-Aqqad adalah kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan 

jumlah perempuan dan laki-laki, seperti pasca perang, revolusi, 

atau epidemi. Dalam situasi di mana jumlah perempuan jauh 

melebihi laki-laki, ia menilai bahwa tidak ada solusi yang lebih 

aman dan terhormat selain memperbolehkan poligami. Tanpa 

opsi tersebut, banyak perempuan akan menghadapi pilihan 

antara hidup melajang tanpa perlindungan sosial atau terjerumus 

dalam relasi tidak sah. Dalam konteks ini, Al-Aqqad mengkritik 

mereka yang menolak poligami atas dasar “martabat imajiner” 

perempuan, tetapi menutup mata terhadap realitas sosial yang 

memaksa perempuan menanggung kemandulan, kesepian, atau 

bahkan relasi tersembunyi yang tidak sah. Ia menegaskan bahwa 

memberi perempuan pilihan untuk memasuki hubungan yang 

sah—meski tidak ideal—lebih menghormati kebebasan mereka 

daripada memaksakan selibat tanpa alternatif. 

Menariknya, Al-Aqqad melihat bahwa pelarangan 

poligami justru lebih membatasi kebebasan perempuan daripada 

laki-laki. Sebab, seorang laki-laki tidak dapat menikah lagi tanpa 

persetujuan perempuan yang bersangkutan. Dengan demikian, 
                                                           
129 Al-Aqqa d, Al-Mar’ah Fi al-Qur’ān, 81. 
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kebebasan memilih tetap berada di tangan perempuan. Larangan 

total, menurutnya, menutup kemungkinan pilihan tersebut dan 

menempatkan perempuan dalam satu-satunya opsi yang 

mungkin tidak mereka kehendaki. Al-Aqqad juga menempatkan 

poligami dalam konteks historis. Ia mencatat bahwa sebelum 

Islam, poligami tidak dibatasi jumlahnya dan tidak diikat oleh 

syarat keadilan. Islam datang bukan untuk menciptakan praktik 

tersebut, melainkan membatasinya secara tegas dan 

mensyaratkan keadilan. Dalam hal ini, ia merujuk pada ketentuan 

Al-Qur’an dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang membatasi 

jumlah istri maksimal empat dan mensyaratkan keadilan, serta 

ayat 129 yang mengingatkan sulitnya berlaku adil.130 

Bagi Al-Aqqad, pembatasan ini menunjukkan 

keseimbangan antara realitas dan idealitas. Islam lebih memilih 

monogami sebagai kondisi yang lebih aman dari ketidakadilan, 

tetapi tidak menutup kemungkinan poligami ketika dibutuhkan. 

Dengan demikian, hukum Islam bergerak di antara dua kutub: 

pilihan (monogami sebagai bentuk yang lebih dekat pada 

keadilan) dan kebutuhan (poligami dalam kondis tertentu).131 

Mengenai pembatasan maksimal empat istri, Al-Aqqad 

melihatnya sebagai standar normatif yang wajar, sebagaimana 

standar-standar lain dalam kehidupan sosial (misalnya jumlah 

anggota satuan militer atau nilai kelulusan). Ia tidak 

mempersoalkan angka tersebut secara matematis, tetapi 

menekankan bahwa batas itu adalah bentuk rasionalisasi hukum 

untuk mencegah ekses dan menjaga keseimbangan sosial. Ia juga 

menekankan bahwa kemampuan ekonomi dan moral laki-laki 

berbeda-beda. Ada yang bahkan tidak mampu menafkahi satu 

istri, ada pula yang mampu menanggung lebih dari satu. Karena 

itu, hukum memberikan batas maksimal, sementara 
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pelaksanaannya diserahkan pada tanggung jawab moral dan 

kondisi sosial masing-masing.132 

Al-Aqqad mengibaratkan poligami seperti makanan: ia 

halal dan diperbolehkan, tetapi dapat menjadi berbahaya jika 

dikonsumsi secara tidak tepat. Syariat menetapkan kerangka 

umum, tetapi tidak mungkin mengatur setiap detail perilaku 

manusia. Kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada tingkat 

kemajuan moral, pengetahuan, dan kondisi sosial masyarakat. Ia 

menegaskan bahwa larangan total poligami berpotensi merusak 

struktur perkawinan secara terang-terangan maupun 

tersembunyi. Sebaliknya, bentuk poligami yang diizinkan dapat 

diperbaiki dan disesuaikan oleh masyarakat sesuai kondisi moral 

dan materialnya. Pendidikan yang baik, menurutnya, menjadi 

kunci terciptanya relasi yang sehat antara suami dan istri, baik 

dalam monogami maupun poligami.133 

Pada akhirnya, Al-Aqqad menutup pembahasannya 

dengan menegaskan prinsip kebebasan perempuan dalam akad 

nikah. Tidak sah suatu pernikahan jika perempuan menolaknya. 

Ia mengutip hadis-hadis Nabi yang menegaskan bahwa janda 

tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya dan gadis harus 

dimintai izin, bahkan Nabi membatalkan pernikahan yang 

dipaksakan oleh wali. Dengan demikian, kebolehan poligami 

tidak berarti penghapusan hak perempuan untuk memilih. 

Kontrak pernikahan tetap bergantung pada persetujuan 

perempuan, dan dalam hal ini hukum Islam, menurut Al-Aqqad, 

menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, tujuan 

moral agama, dan kebebasan individu. Poligami, dalam 

konstruksi pemikirannya, bukanlah norma umum yang 

dianjurkan, melainkan solusi kontekstual yang diatur secara 
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ketat demi menjaga integritas pernikahan dan mencegah 

kerusakan sosial yang lebih besar.134 

Dari seluruh paparan di atas, setidaknya ada lima poin 

penting dari pemikiran Al Aqqad yang dapat dirangkum dalam 

bentuk bagan berikut ini.  

 

No Poin Pemikiran Penjelasan 

1 

Monogami 

sebagai Watak 

Dasar 

Pernikahan 

Al-Aqqad menegaskan bahwa bentuk 

ideal dan watak dasar pernikahan 

adalah monogami. Pernikahan dipahami 

sebagai institusi moral, sosial, biologis, 

dan peradaban, bukan sekadar relasi 

emosional individual. 

2 

Poligami sebagai 

Kemungkinan 

Hukum, bukan 

Ideal Moral 

Poligami bukan kewajiban dan bukan 

pula anjuran agama. Ia hanyalah 

kemungkinan hukum (legal possibility) 

yang diatur syariat untuk menjawab 

kondisi tertentu. Nash tidak mewajibkan 

atau mengidealkan, tetapi membatasi 

dan mensyaratkan keadilan. 

3 

Poligami sebagai 

Solusi 

Kontekstual dan 

Sosial 

Dalam kondisi tertentu—misalnya istri 

sakit berat atau terjadi ketimpangan 

jumlah perempuan dan laki-laki pasca 

perang/epidemi—poligami dapat 

menjadi solusi yang lebih manusiawi 

dibanding perceraian atau relasi tidak 

sah. Larangan total dinilai berpotensi 

membuka kerusakan moral. 

4 
Pembatasan dan 

Keadilan sebagai 

Islam tidak menciptakan poligami, 

melainkan membatasinya (maksimal 

                                                           
134 Al-Aqqa d, Al-Mar’ah Fi al-Qur’ān, 91. 



 

74 

Prinsip Regulatif empat istri) dan mensyaratkan keadilan 

(merujuk QS. An-Nisa: 3 dan 129). 

Pembatasan ini menunjukkan 

keseimbangan antara realitas sosial dan 

ideal moral. 

5 

Kebebasan dan 

Persetujuan 

Perempuan 

Kebolehan poligami tidak menghapus 

hak perempuan. Pernikahan tetap sah 

hanya dengan persetujuan perempuan. 

Larangan total justru dapat 

menghilangkan opsi pilihan perempuan. 

Dalam pandangannya, hukum Islam 

menjaga keseimbangan antara 

kepentingan sosial, moral agama, dan 

kebebasan individu. 

 

Pemikiran Poligami Abbas Mahmud Al Aqqad 
Perspektif Maqashid Al-Usrah 
 Sebagai pemikir yang lahir di akhir abad 19, pemikiran Al 

Aqqad yang memperjuangkan perempuan jelas cukup 

kontroversial. Ini karena saat itu, Al Aqqad hidup dan 

berkembang di tengah situasi perkembangan wacana hukum 

Islam yang masih didominasi oleh mazhab konservatif di mana 

paradigma patriarki menduduki posisi dominan. Melawannya 

sama saja melawan otoritas keagamaan yang mapan saat itu. 

Karena itu, Al Aqqad menyusun argumentasinya dengan 

kerangka yang cukup hati-hati. 

 Bagian ini berusaha untuk menganalisis pemikiran Al-

Aqqad tentang poligami melalui lensa maqashid syariah 

Jamaluddin Athiyyah. Jamaluddin ‘Athiyyah menawarkan tujuh 

indikator maqashid al-Usrah, yaitu tandzim al-‘alaqah bain al-

jinsain (mengatur hubungan antara dua jenis kelamin), hifz al-
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nasl (menjaga keturunan, Tahqiq al-sakina wa al-mawadda wa al-

rahma (merealisasikan ketenangan, ketentraman, dan kasih 

sayang), hifz al-nasb (menjaga nasab), Hifdz al-tadayyun fi al-

usrah (menjaga aspek keberagamaan dalam keluarga), Tandzim 

al-janib al-muassasi li al-usrah (mengatur aspek keorganisasian 

keluarga), dan Tandzim al-janib al-mali li al-usrah (mengatur 

keuangan keluarga).135 Tujuh indikator ini menjadi kacamata 

penting untuk mendudukan pemikiran Al-Aqqad dalam 

merespons keluarga melalui kacamata pemikir kontemporer 

yang lebih mutakhir. 

 Dalam indikator pertama, yakni pengaturan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan (tanzhīm ‘alāqah bayna al-

jinsayn), Al-‘Aqqad secara normatif menegaskan bahwa watak 

dasar perkawinan adalah monogami. Ia tidak menjadikan 

poligami sebagai bentuk relasi ideal, melainkan sebagai 

kemungkinan hukum yang dibatasi. Dalam perspektif maqāṣid al-

usrah, pengaturan relasi ini bertujuan mencegah kekacauan 

moral dan melindungi kehormatan kedua belah pihak. ‘Aṭiyyah 

menekankan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam 

Islam tidak boleh dibiarkan liar, tetapi harus ditempatkan dalam 

kerangka legal yang menjamin keadilan dan tanggung jawab.136 

Di sini, argumen Al-‘Aqqad tentang bahaya relasi tersembunyi 

jika poligami dilarang total dapat dibaca sebagai bentuk 

kekhawatiran terhadap rusaknya mekanisme pengaturan relasi 

tersebut. Ia memandang bahwa hukum harus menyediakan 

ruang regulatif agar kebutuhan sosial tidak berubah menjadi 

pelanggaran moral. Jika demikian, praktik nikah siri atau secara 

sembunyi-sembunyi sebagaimana banyak terjadi di Indonesia 

dapat dibaca sebagai  salah satu bentuk respons terhadap 
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pengetatan poligami, khususnya di Indonesia. Padahal 

pernikahan ini dalma praktiknya membawa beragam masalah 

dalam pemenuhan hak antar pasangan.137 

Indikator kedua, menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl dalam 

dimensi keluarga), menjadi salah satu titik sentral argumentasi 

Al-‘Aqqad. Ia menempatkan pernikahan sebagai institusi biologis 

dan sosial yang menjamin kelangsungan spesies dan stabilitas 

peradaban. Dalam konteks istri yang sakit berat atau tidak 

mampu menjalankan fungsi reproduksi, ia melihat poligami 

sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan 

perceraian. Dalam maqāṣid al-usrah, menjaga keturunan tidak 

semata-mata berarti reproduksi biologis, tetapi juga menjamin 

bahwa generasi lahir dalam struktur keluarga yang sah dan 

terhormat.138 Argumen Al-‘Aqqad sejalan dengan tujuan ini 

karena ia menghindari dua ekstrem: perceraian yang 

meruntuhkan keluarga pertama, atau relasi tidak sah yang 

merusak struktur sosial. Namun, Al-‘Aqqad tampaknya masih 

menekankan fungsi reproduktif sebagai hikmah utama 

pernikahan, daripada fungsi-fungsi yang lain. Padahal, dalam 

konteks maqāṣid kontemporer, aspek psikologis dan kualitas 

relasi juga menjadi bagian integral dari ḥifẓ al-nasl, sebab 

generasi yang sehat tidak hanya lahir secara biologis, tetapi juga 

tumbuh dalam atmosfer emosional yang stabil. Beberapa temuan 

membuktikan bahwa anak-anak yang hidup dalam keluarga 

                                                           
137 Nadya Pratiwi Daniela et al., “The Granting of Family Card for Siri Marriage 
in Banda City: Perspective of Islamic Family Law,” El-Usrah: Jurnal Hukum 
Keluarga 7, no. 1 (2024): 150–64, https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23317; 
Doli Bastian Ali Saputra Nasution et al., “Mansour Fakih’s Gender Analysis of the 
Fulfillment of Husband And Wife’s Rights and Obligations In Sirri Marriage: 
Case Study in Padangsidimpuan City, West Sumatra Province, Indonesia,” Jurnal 
Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 8, no. 1 (2024): 170–
80, https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2760. 
138 ‘At iyyah, Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah, 149–50. 
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poligami memiliki masalah kesehatan mental yang beragam.139 

Ini membuktikan bahwa poligami tidak hanya berpengaruh pada 

psikologi perempuan, tetapi juga berpengaruh pada 

keberlanjutan dan perlindungan generasi. 

Indikator ketiga adalah realisasi sakīnah, mawaddah, dan 

raḥmah. ‘Aṭiyyah menempatkan ketenteraman keluarga sebagai 

salah satu maqāṣid paling fundamental.140 Dalam hal ini, Al-

‘Aqqad mengakui bahwa monogami lebih dekat pada keadilan 

dan lebih aman dari potensi konflik. Ia bahkan merujuk pada QS. 

An-Nisā’ ayat 129 untuk menunjukkan sulitnya berlaku adil. 

Sikap ini memperlihatkan bahwa ia tidak mengidealkan poligami. 

Akan tetapi, ketika ia membuka ruang bagi poligami dalam 

kondisi tertentu, ia mengedepankan prinsip memilih kerusakan 

yang lebih ringan (akhaff al-ḍararayn). Ia berargumen bahwa 

dalam kondisi sosial tertentu—misalnya ketidakseimbangan 

jumlah perempuan pasca perang—membiarkan perempuan 

tanpa akses ke pernikahan sah bisa lebih merusak secara sosial 

dan psikologis. Dalam pembacaan maqāṣid, ini merupakan upaya 

menjaga stabilitas kolektif, meskipun berpotensi menimbulkan 

tantangan pada stabilitas emosional internal keluarga. Di sini, Al-

‘Aqqad berusaha mencari solusi yang dianggap paling 

meminimalkan penderitaan, bukan dalam glorifikasi praktik 

poligami.  

Indikator keempat, menjaga nasab (ḥifẓ al-nasab), sangat 

jelas hadir dalam konstruksi Al-‘Aqqad. Ia menolak pelarangan 

                                                           
139 Mohammad Al-Sharfi et al., “The Effects of Polygamy on Children and 
Adolescents: A Systematic Review,” Journal of Family Studies 22, no. 3 (2016): 
272–86, https://doi.org/10.1080/13229400.2015.1086405; Alean Al-Krenawi, 
“Mental Health and Polygamy: The Syrian Case,” World Journal of Psychiatry 3, 
no. 1 (2013): 1–7, https://doi.org/10.5498/wjp.v3.i1.1; Ismail Shaiful Bahari et 
al., “Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A 
Systematic Review and Meta-Analysis,” BMC Pregnancy and Childbirth 21, no. 1 
(2021): 823, https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7. 
140 ‘At iyyah, Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah, 150–51. 
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total poligami karena khawatir hal itu membuka ruang hubungan 

ilegal yang berimplikasi pada ketidakjelasan garis keturunan. 

‘Aṭiyyah menegaskan bahwa kejelasan nasab adalah fondasi 

ketertiban sosial, karena menyangkut hak waris, tanggung jawab 

nafkah, dan identitas sosial.141 Pemikiran ini tampaknya relevan 

dengan praktik poligami ilegal yang saat ini banyak dilakukan 

oleh para suami tanpa persetujuan istri.142 Mengingat praktik ini 

berdampak pada proteksi hak-hak anak, utamanya hak kejelasan 

nasab yang berkaitan erat dengan hak keperdataan anak, negara-

negara Muslim di Asia Tenggara mengatur praktik ini dengan 

cukup ketat.143 Ini adalah upaya menjaga nasab sebagaimana 

gagasan Al-‘Aqqad yang tetap mengakui praktik poligami. 

Dalam konteks pengaturan organisasi keluarga (tanzhīm 

bunyah al-usrah). ‘Aṭiyyah melihat keluarga sebagai organisasi 

sosial yang membutuhkan struktur, pembagian peran, dan 

tanggung jawab yang jelas.144 Dengan perspektif ini, kita dapat 

melihat bahwa Al-‘Aqqad menekankan bahwa kemampuan moral 

dan ekonomi laki-laki berbeda-beda. Ia menyadari bahwa banyak 

laki-laki bahkan tidak mampu menafkahi satu istri. Dengan 

demikian, pembatasan empat istri bukanlah angka arbitrer, 

                                                           
141 ‘At iyyah, Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah, 151–53. 
142 Zuliza Mohd Kusrin et al., “Revisiting Polygamous Marriage Laws in 
Malaysia: Addressing Enforcement Gaps and Contemporary Challenges in 
Islamic Family Law,” Jurnal Ilmiah Mizani 12, no. 2 (2025): 570–85, 
https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8651; Nina Nurmila, “Polygamous 
Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women’s Access to Income and 
Property,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 54, no. 2 (2016): 427–46, 
https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446; Nurulbahiah Awang, “The 
Right Concept and Application of Polygamous Marriage in Malaysia: An Analysis 
to the Role of Court under the Provision of Islamic Family Law (Federal 
Territories) Act 1984,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 17, no. 1 (2024): 
58–70, https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17104. 
143 Naqiyah et al., “Polygamy Legal Politics in Southeast Asian Muslim Countries: 
Legal Pluralism and Qur’anic Perspectives,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum 
Islam 19, no. 1 (2025): 51–64, https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.13201. 
144 ‘At iyyah, Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah, 153–54. 
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melainkan batas normatif untuk mencegah ekses. Ia 

mengibaratkan poligami seperti makanan: halal tetapi bisa 

berbahaya jika tidak tepat. Analogi ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan organisasi keluarga sangat bergantung pada 

kualitas moral dan kedewasaan pelaku. Dalam maqāṣid al-usrah, 

pengaturan organisasi keluarga bertujuan menciptakan stabilitas 

dan mencegah konflik struktural. Pendekatan Al-‘Aqqad sejalan 

dengan prinsip ini karena ia tidak mengabaikan kapasitas praktis 

pelaku. Jadi, penekanan utama dalam poligami adalah tentang 

kemampuan individu untuk berlaku adil dan kemampuan untuk 

menjalankannya. Jumlah istri pada akhirnya bukan norma yang 

kaku, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan.  

Athiyyah menyatakan bahwa pengaturan keuangan 

keluarga (tanzhīm al-jānib al-mālī fī al-usrah) harus diperhatikan 

secara serius. Ia menegaskan bahwa kestabilan ekonomi adalah 

prasyarat tercapainya sakīna.145 Al-‘Aqqad secara eksplisit 

menyatakan bahwa kemampuan ekonomi menjadi syarat penting 

dalam poligami. Tanpa kemampuan nafkah yang memadai, 

poligami justru akan melahirkan ketidakadilan. Dengan 

demikian, ia menempatkan tanggung jawab ekonomi sebagai 

prasyarat moral. Dalam perspektif maqāṣid, ini menunjukkan 

bahwa poligami tidak dapat dilepaskan dari dimensi 

kesejahteraan material keluarga. Keadilan bukan hanya 

emosional, tetapi juga finansial. Di titik ini, apa yang ditemukan 

Nurmila yang menyatakan bahwa poligami menjadi pintu 

gerbang menuju kemiskinan tampaknya relevan.146 

Jika ditarik secara keseluruhan, pemikiran Al-‘Aqqad 

memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara idealitas 

monogami dan kebutuhan kontekstual poligami. Ia 

                                                           
145 ‘At iyyah, Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah, 154. 
146 Nurmila, “Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on 
Women’s Access to Income and Property.” 
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menempatkan monogami sebagai orientasi moral yang lebih 

dekat pada keadilan dan sakīnah, tetapi tetap membuka 

kemungkinan poligami sebagai solusi situasional. Dalam 

kerangka Maqāṣid al-Usrah Jamāluddīn ‘Aṭiyyah, konstruksi ini 

dapat dipahami sebagai bentuk realisasi maqāṣid yang bersifat 

dinamis dan responsif terhadap realitas sosial. Namun, 

pendekatannya masih sangat dipengaruhi oleh paradigma 

fungsional-reproduktif dan stabilitas sosial kolektif. Tantangan 

maqāṣid kontemporer adalah memperluas pembacaan ini dengan 

memasukkan dimensi kesejahteraan psikologis perempuan, 

relasi kuasa dalam keluarga, dan prinsip kesetaraan substantif. 

Secara humanis, Al-‘Aqqad tidak merendahkan 

perempuan. Ia mengakui partisipasi publik perempuan dan 

menegaskan hak persetujuan dalam akad nikah. Dalam konteks 

Mesir modern yang dipengaruhi tokoh-tokoh seperti Huda 

Sha‘arawi dan Nabawiyya Musa, posisinya menunjukkan 

keterbukaan terhadap modernitas dan demokrasi. Namun, dalam 

isu poligami, ia tetap beroperasi dalam kerangka bahwa hukum 

harus mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan sosial 

tertentu. Dengan demikian, pemikirannya dapat dipahami 

sebagai usaha menjembatani antara nilai-nilai tradisional syariat 

dan tuntutan modernitas.  

Melalui kacamata Maqāṣid al-Usrah Jamāluddīn ‘Aṭiyyah, 

pemikiran Al-‘Aqqad tidak dapat dibaca secara simplistik sebagai 

pro-poligami. Ia justru menempatkan poligami sebagai opsi 

darurat yang diatur secara ketat demi menjaga integritas 

keluarga, kejelasan nasab, stabilitas sosial, dan moralitas agama. 

Monogami tetap menjadi bentuk yang lebih dekat pada tujuan 

sakīnah dan keadilan. Dengan demikian, analisis maqāṣid 

menunjukkan bahwa orientasi utama Al-‘Aqqad adalah 

perlindungan institusi keluarga secara komprehensif, meskipun 
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masih menyisakan ruang diskusi kritis terkait dimensi 

kesetaraan dan kesejahteraan emosional dalam keluarga modern. 

Kesimpulan 
Al-‘Aqqad  tidak memposisikan dirinya sebagai pembela 

poligami secara normatif, melainkan sebagai pemikir yang 

berusaha menjaga keseimbangan antara idealitas moral dan 

realitas sosial. Monogami, dalam konstruksi pemikirannya, 

merupakan watak dasar dan bentuk pernikahan yang lebih dekat 

pada keadilan serta realisasi sakinah. Poligami hanya diposisikan 

sebagai kemungkinan hukum yang dibolehkan dalam kondisi 

tertentu, dengan pembatasan yang ketat serta syarat keadilan, 

kemampuan ekonomi, dan tanggung jawab moral. 

Melalui perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin 

‘Athiyyah, pemikiran Al-Aqqad dapat dibaca sebagai upaya 

menjaga tujuh tujuan keluarga: pengaturan relasi laki-laki dan 

perempuan dalam kerangka legal, penjagaan keturunan dan 

nasab, realisasi sakinah-mawaddah-rahmah, perlindungan 

keberagamaan keluarga, penguatan struktur organisasi keluarga, 

serta stabilitas ekonomi rumah tangga. Argumennya tentang 

bahaya relasi tersembunyi dan ketidakjelasan nasab 

menunjukkan orientasi kuat pada perlindungan moral dan sosial. 

Ia juga menegaskan pentingnya persetujuan perempuan dalam 

akad nikah, yang menunjukkan pengakuan terhadap kebebasan 

individu dalam kerangka hukum Islam. 

Namun demikian, dalam konteks maqāṣid kontemporer, 

pendekatan Al-Aqqad masih menyisakan ruang kritik. 

Orientasinya yang cenderung fungsional dan reproduktif belum 

sepenuhnya memasukkan dimensi kesejahteraan psikologis 

perempuan, relasi kuasa dalam keluarga, serta prinsip 

kesetaraan substantif yang menjadi perhatian penting dalam 

diskursus hukum keluarga modern. Oleh karena itu, pemikiran 
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Al-Aqqad dapat dipahami sebagai langkah transisional dalam 

sejarah pemikiran Islam modern—sebuah usaha menjembatani 

teks normatif dan dinamika sosial—yang tetap relevan untuk 

dikaji, namun memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam 

kerangka maqāṣid yang lebih komprehensif dan berkeadilan 

gender. 
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oligami merupakan salah satu isu yang paling 

sering memicu perdebatan dalam kajian hukum 

keluarga Islam, baik pada level normatif maupun 

praktik sosial.147 Dalam diskursus fikih klasik, poligami dipahami 

sebagai institusi yang dibolehkan (mubāḥ) dengan batasan 

maksimal empat istri serta syarat utama berupa kemampuan 

berlaku adil.148 Landasan normatif utama yang digunakan adalah 

                                                           
147 Muhammad Saleh Ridwan, Wahidah Abdullah, and Idham, “Public Perception 
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QS. al-Nisā’ [4]: 3, yang secara eksplisit memberikan ruang 

kebolehan tersebut dengan ketentuan ketat.149 Namun, dalam 

perkembangan hukum Islam kontemporer, poligami tidak lagi 

hanya dibahas sebagai persoalan kebolehan hukum semata, 

melainkan juga dikaitkan dengan isu keadilan gender, 

perlindungan hak perempuan, serta kemaslahatan keluarga dan 

masyarakat.150 

Di tengah dinamika tersebut, tafsir ayat-ayat hukum 

(tafsīr āyāt al-aḥkām) memiliki peran penting sebagai jembatan 

antara teks suci dan realitas sosial.151 Salah satu karya yang 

banyak dijadikan rujukan dalam kajian fikih tafsir adalah Tafsīr 

Āyāt al-Aḥkām karya Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī.152 Karya ini 

dikenal memiliki corak fikih yang kuat dengan kecenderungan 

mengikuti pendapat jumhur ulama, sekaligus menyajikan 

penjelasan yang sistematis, ringkas, dan mudah dipahami. Dalam 

konteks poligami, al-Ṣābūnī tidak hanya menekankan aspek 

legal-formal kebolehan, tetapi juga menguraikan hikmah, syarat, 

serta batasan yang melekat padanya.153 Pemikiran al-Ṣābūnī 

tentang poligami menarik untuk dikaji karena ia berada di 

persimpangan antara tradisi tafsir klasik dan tuntutan 

pembacaan kontemporer. Di satu sisi, ia mempertahankan 

otoritas teks dan konsensus ulama klasik yang menegaskan 

kebolehan poligami hingga empat istri. Di sisi lain, ia juga 

                                                           
149 Ma’u, 671. 
150 Sifa Mulya Nurani, “Perspectives of Justice in the Family (Study of the 
Concept of Justice in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic 
Law),” Ascarya 1, no. 1 (2021): 2, https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1. 
151 Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an,” MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-
Qur’an Dan Tafsir 1, no. 9 (2016): 41–44, 
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739. 
152 Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-
Qur’an (Juz I) (Damaskus: Maktabah al-Bayan, 1980). 
153 Muhammad Ali Al-Shabuni, Shafwat Al-Tafasir (Juz I) (Kairo: Dar al-Shabuni, 
1997). 
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menekankan aspek keadilan sebagai syarat fundamental yang 

menentukan legitimasi praktik poligami. Bahkan, dalam 

penjelasannya, ketidakmampuan berlaku adil menjadi alasan 

kuat untuk membatasi poligami hanya pada satu istri, yang 

menunjukkan adanya orientasi etis dalam penafsiran hukum 

tersebut. 

Dalam hukum Islam kontemporer, wacana poligami 

mengalami pergeseran signifikan. Banyak sarjana Muslim 

modern menekankan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah yang 

menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan 

keluarga sebagai prinsip utama dalam pembacaan hukum.154 

Sebagian negara Muslim juga mengatur poligami melalui regulasi 

ketat, seperti persyaratan izin pengadilan dan pembuktian 

kemampuan finansial serta keadilan.155 Hal ini menunjukkan 

bahwa poligami tidak lagi dipahami sebagai hak absolut individu, 

tetapi sebagai institusi yang berada di bawah kontrol hukum dan 

moral publik. Berdasarkan konteks tersebut, kajian terhadap 

pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī menjadi relevan untuk 

melihat bagaimana tafsir klasik-modern mengonstruksi konsep 

poligami dalam kerangka hukum Islam. Apakah penafsirannya 

semata-mata bersifat tekstual-normatif, ataukah telah 

mengandung elemen kontekstual yang dapat dijembatani dengan 

pendekatan hukum Islam kontemporer? Pertanyaan ini menjadi 

penting mengingat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi 

pemahaman hukum keluarga Islam agar tetap berakar pada nass 

(teks) namun responsif terhadap perubahan sosial. 

                                                           
154 Wulan Nur Diana and Siti Nur Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam 
Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, 
no. 1 (2024): 87, https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3714. 
155 Iffah Fathiah, “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
Dan SEMA No. 3 Tahun 2018,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 
(2023): 16, https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2. 
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Selain itu, kajian ini juga penting untuk mengelaborasi 

posisi poligami dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah. Dalam 

banyak diskursus kontemporer, poligami sering dipandang dari 

dua kutub ekstrem: penolakan total atas dasar kesetaraan 

gender, atau pembenaran absolut atas dasar teks. Padahal, dalam 

kerangka maqāṣidi, hukum Islam selalu bergerak dalam 

keseimbangan antara nass, waqi’ dan maslahah. Oleh karena itu, 

analisis terhadap pemikiran al-Ṣābūnī dapat memberikan 

kontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih 

proporsional dan moderat terhadap isu poligami. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan 

untuk menganalisis konsep poligami dalam Tafsīr Āyāt al-Aḥkām 

karya Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī serta mengkaji relevansinya 

dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Adapun fokus 

pembahasan diarahkan pada: pertama, bagaimana al-Ṣābūnī 

memahami dasar normatif poligami dalam Al-Qur’an; kedua, 

bagaimana ia merumuskan syarat dan batasan poligami; dan 

ketiga, bagaimana pemikirannya dapat dikontekstualisasikan 

dalam kerangka hukum Islam modern yang berbasis maqāṣid al-

sharī‘ah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi akademik dalam dua aspek sekaligus, 

yaitu penguatan studi tafsir hukum (tafsīr fiqhī) dan 

pengembangan wacana hukum keluarga Islam kontemporer yang 

lebih inklusif, proporsional, dan berbasis pada prinsip keadilan. 

 

Tinjauan Pustaka tentang Tafsir Ayat Poligami 
Kajian mengenai poligami dalam Islam merupakan tema 

yang telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun 

kontemporer.156 Dalam khazanah fikih klasik, pembahasan 

                                                           
156 Abdul Hakim, “Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: 
Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia,” JIL: 
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poligami umumnya merujuk pada QS. al-Nisā’ [4]: 3 sebagai dasar 

normatif utama yang memberikan legitimasi kebolehan poligami 

dengan batas maksimal empat istri serta syarat kemampuan 

berlaku adil.157 Para ulama seperti Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, dan al-

Rāzī menekankan bahwa kebolehan poligami bukanlah anjuran 

mutlak, melainkan rukhsah (keringanan) yang terikat oleh 

kondisi dan tanggung jawab moral yang ketat.158 Dalam 

pandangan mereka, keadilan menjadi syarat fundamental yang 

apabila tidak terpenuhi maka praktik poligami menjadi tidak 

dibenarkan secara etis dan hukum.159 

Dalam tafsir al-Qur’an, khususnya tafsir ayat-ayat hukum 

(tafsīr āyāt al-aḥkām), poligami dibahas secara lebih sistematis 

dengan pendekatan fikih. Salah satu karya penting dalam bidang 

ini adalah Tafsīr Āyāt al-Aḥkām karya Muhammad ‘Ali al-

Ṣābūnī.160 Karya ini banyak dijadikan rujukan di berbagai 

institusi pendidikan Islam karena penyajiannya yang ringkas, 

sistematis, dan berorientasi pada pendapat jumhur ulama. Dalam 

penjelasannya mengenai poligami, al-Ṣābūnī menegaskan bahwa 

kebolehan poligami dibatasi maksimal empat istri dengan syarat 

utama berupa keadilan dalam nafkah, giliran, dan perlakuan. Ia 

juga menekankan bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak 

                                                                                                                            
Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2022): 34–53, 
https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529. 
157 Muhammad Anwar Firdausi, “Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan 
Mutasyabih,” ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam 16, no. 1 (2015): 84, 
https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2930. 
158 Ahmad Muzakki et al., “Understanding the Context of Polygamy in Early 
Islamic Civilization: A Study of Islamic Law, Social Context, and the Practices of 
the Prophet,” Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam 21, no. 2 (2025): 4, 
https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v21i2.15167. 
159 Indah Ayu Nurkumala, Ahmad Yusam Thobroni, and Abdul Qudus Al-faruq, 
“Status Hukum Tidak Berpoligami Yang Diajukan Calon Istri: Pembacaan Ulang 
QS. An-Nisa Ayat 3 Dan 129,” AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 9, no. 1 
(2026): 1976, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1943.The. 
160 Al-Shabuni, Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an (Juz I). 
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dapat berlaku adil, maka ia wajib cukup dengan satu istri, 

sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang sama.161 

Kajian terhadap pemikiran al-Ṣābūnī menunjukkan 

bahwa ia berada dalam arus tafsir tradisional yang kuat, namun 

tetap memberikan perhatian terhadap aspek hikmah (ḥikmah al-

tashrī‘) dalam setiap ketentuan hukum. Dalam konteks poligami, 

al-Ṣābūnī tidak hanya memaparkan aspek legal-formal, tetapi 

juga menguraikan dimensi sosial seperti perlindungan 

perempuan, solusi terhadap ketidakseimbangan jumlah laki-laki 

dan perempuan, serta pencegahan dari perzinaan.162 Dengan 

demikian, pendekatan yang digunakan cenderung normatif-

tekstual dengan sentuhan argumentasi sosial yang bersifat 

apologetik terhadap sistem hukum Islam. 

Di sisi lain, dalam literatur hukum Islam kontemporer, 

kajian poligami mengalami perkembangan yang signifikan, 

terutama dengan masuknya pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah. 

Tokoh seperti Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam 

harus dipahami tidak hanya dari aspek teks, tetapi juga tujuan-

tujuan syariat (maqāṣid), seperti keadilan, kemaslahatan, dan 

perlindungan keluarga.163 Dalam perspektif ini, poligami tidak 

lagi dipahami sebagai hak individual yang bersifat mutlak, 

melainkan sebagai institusi sosial yang harus diuji melalui 

parameter kemaslahatan dan kemampuan mewujudkan keadilan. 

Selain itu, terdapat pula kajian dari perspektif gender yang 

cenderung kritis terhadap praktik poligami. Beberapa sarjana 

Muslim kontemporer dan peneliti sosial menyoroti bahwa 

praktik poligami dalam realitas sering kali tidak memenuhi 

syarat keadilan sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-

                                                           
161 Al-Shabuni, 428. 
162 Al-Shabuni, 428–31. 
163 Jasser Auda, Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a Systems 
Approach (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2010). 
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Qur’an.164 Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya 

pembatasan yang lebih ketat melalui regulasi negara, seperti izin 

pengadilan, pembuktian kemampuan finansial, serta persetujuan 

istri pertama.165 Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin 

dalam Undang-Undang Perkawinan yang membatasi poligami 

dengan syarat-syarat administratif dan substantif.166 

Kajian-kajian terdahulu tentang Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī 

umumnya menempatkannya sebagai mufasir yang 

merepresentasikan pendekatan tafsir klasik-modern yang 

moderat seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan bin Jali,167 

Eko Zulfikar,168 dan Wahyudi.169 Penelitian-penelitian tersebut 

menyoroti kontribusinya dalam mempopulerkan tafsir ahkam di 

dunia akademik Islam, khususnya melalui karyanya yang 

digunakan secara luas di perguruan tinggi Islam. Namun, 

sebagian besar studi tersebut masih bersifat deskriptif dan belum 

banyak yang secara spesifik mengkaji konsep poligami dalam 

tafsirnya dengan pendekatan hukum Islam kontemporer secara 

kritis dan mendalam. Dengan demikian, terdapat celah penelitian 

                                                           
164 Nadia Sonneveld, “From the Liberation of Women to the Liberation of Men? A 
Century of Family Law Reform in Egypt,” Religion and Gender 7, no. 1 (2017): 93, 
https://doi.org/10.18352/rg.10197. 
165 Cyndi Arista, “Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama,” Jurist-
Diction 3, no. 3 (2020): 867, https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18627. 
166 Nurani, “Perspectives of Justice in the Family (Study of the Concept of Justice 
in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic Law).” 
167 Hasan bin Jali, “Keistimewaan Metodologi Pentafsiran Kitab Rawai Al-Bayan 
Tafir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Karya Muhammad Ali Al-Sabuni,” in 
International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021), vol. 21, 2021, 
379–94. 
168 Eko Zulfikar, “Hikmah Poligami Nabi Muhammad SAW: Telaah Penafsiran Ali 
Al-Shabuni Dalam Kitab Rawai’ Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam,” Holistik : Journal 
For Islamic Social Sciences 8, no. 1 (2024): 1–13, 
https://doi.org/https://doi.org/10.24235/holistik.v8i1.15418. 
169 Wahyudi et al., “Analisis Pemikiran As-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab 
Shafwatut Tafasir,” Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no. 2 
(2023): 176–91, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.20356. 
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(research gap) yang cukup jelas, yaitu belum adanya kajian 

komprehensif yang mengintegrasikan pemikiran al-Ṣābūnī 

tentang poligami dengan perspektif hukum Islam kontemporer 

berbasis maqāṣid al-sharī‘ah. Kebanyakan studi hanya berhenti 

pada penjelasan normatif atau pembacaan tekstual, tanpa 

mengaitkannya dengan dinamika sosial modern dan regulasi 

hukum keluarga di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, 

tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa kajian tentang poligami 

telah berkembang dari pendekatan klasik yang normatif menuju 

pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual dan maqāṣidi. 

Namun, posisi Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī sebagai jembatan antara 

tradisi tafsir klasik dan kebutuhan kontemporer belum banyak 

dieksplorasi secara sistematis. Hal inilah yang menjadi dasar 

penting bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut 

dengan menganalisis konsep poligami dalam Tafsīr Āyāt al-

Aḥkām serta merelevansikannya dengan hukum Islam 

kontemporer. 

 

Kerangka Teoretik tentang Tafsir Hukum, 
Maqāṣid al-Sharī‘ah, serta Hukum Islam 
Kontemporer  

Kajian mengenai konsep poligami dalam perspektif tafsir 

ayat al-aḥkām dan hukum Islam kontemporer memerlukan 

landasan teoritis yang kokoh agar analisis yang dihasilkan 

bersifat sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kerangka teoretik dalam penelitian ini dibangun atas tiga pilar 

utama, yaitu teori tafsir hukum (tafsīr āyāt al-aḥkām), teori 

maqāṣid al-sharī‘ah, serta teori hukum Islam kontemporer (fiqh 

mu‘āṣir). Ketiga teori ini saling melengkapi dalam membaca 

pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī tentang poligami, baik dari 

aspek tekstual, kontekstual, maupun tujuan syariat. 
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Pertama, teori tafsir hukum (tafsīr āyāt al-aḥkām) 

menjadi fondasi utama dalam memahami cara al-Ṣābūnī 

menafsirkan ayat-ayat hukum, khususnya QS. al-Nisā’ [4]: 3. 

Tafsir ayat al-aḥkām merupakan cabang tafsir yang secara 

khusus menitikberatkan pada ayat-ayat yang mengandung 

ketentuan hukum fikih.170 Dalam tradisi ini, penafsiran tidak 

hanya berorientasi pada makna linguistik, tetapi juga pada 

istinbāṭ al-aḥkām (penggalian hukum). Ulama seperti al-Jaṣṣāṣ, 

Ibn al-‘Arabī, dan al-Qurṭubī menjadi representasi utama 

pendekatan ini. Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī melanjutkan tradisi 

tersebut dengan gaya yang lebih sistematis dan ringkas, serta 

merujuk pada pendapat jumhur ulama sebagai dasar legitimasi 

hukum. Dalam konteks poligami, pendekatan tafsir hukum ini 

menempatkan QS. al-Nisā’ [4]: 3 sebagai dalil utama yang bersifat 

normatif. Frasa “matsnā wa tsulātsa wa rubā‘” dipahami sebagai 

batas maksimal kebolehan poligami, bukan anjuran umum. Selain 

itu, syarat keadilan (‘adl) diposisikan sebagai elemen kunci yang 

menentukan validitas hukum poligami.171 Dengan demikian, teori 

tafsir hukum membantu menjelaskan bagaimana al-Ṣābūnī 

membangun argumentasi normatifnya berdasarkan teks Al-

Qur’an dan konsensus ulama. 

Kedua, teori maqāṣid al-sharī‘ah digunakan untuk 

membaca dimensi tujuan (ghāyah) dari pensyariatan poligami. 

Maqāṣid al-sharī‘ah, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syāṭibī dan 

dikembangkan oleh sarjana kontemporer seperti Jasser Auda, 

menekankan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menolak kerusakan 

                                                           
170 Wahyudi et al., 178. 
171 Mahfud and Muhammad Qudwah I’tishom Billah, “Tafsir Ayat Ahkam Surah 
An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari’at Islam,” Al-Fahmu: 
Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 1 (2022): 18–26, 
https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1. 
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(mafsadah).172 Lima prinsip dasar maqāṣid, yaitu perlindungan 

agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), 

keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), menjadi 

parameter dalam menilai relevansi suatu hukum.173 Dalam 

konteks poligami, pendekatan maqāṣidi memandang bahwa 

kebolehan poligami harus diarahkan pada tercapainya 

kemaslahatan keluarga dan masyarakat, bukan sekadar 

pemenuhan hak individu.174 Oleh karena itu, syarat keadilan 

dalam poligami tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup 

aspek emosional, psikologis, dan sosial. Dalam hal ini, penafsiran 

al-Ṣābūnī yang menekankan keadilan sebagai syarat utama dapat 

dikontekstualisasikan sebagai bentuk awal dari pendekatan 

maqāṣidi, meskipun belum dirumuskan secara sistematis dalam 

kerangka maqāṣid modern. 

Ketiga, teori hukum Islam kontemporer (fiqh mu‘āṣir) 

menjadi landasan untuk menghubungkan pemikiran klasik 

dengan realitas sosial modern. Fiqh kontemporer menekankan 

pentingnya membaca teks-teks hukum Islam dalam konteks 

perubahan sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini tidak 

menolak teks, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap 

penerapannya berdasarkan perubahan ‘urf (kebiasaan), struktur 

                                                           
172 Al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 
2003); Maulidi, “Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic 
Approach According to Jasser Auda,” Journal Al-Mazahib 3, no. 1 (2015): 1–19. 
173 Nur Lailatul Musyafaah, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan, 
“Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid 
Shariah Perspective,” in Proceedings of the International Conference on 
Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), vol. 529 (Atlantis 
Press, 2021), 73–79, https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.012. 
174 Mujibburrahman Salim, “Konsep Keluarga Mas lah ah Perspektif Lembaga 
Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” Al-Mazaahib: Jurnal 
Perbandingan Hukum 5, no. 1 (2017): 81–94, https://doi.org/10.14421/al-
mazaahib.v5i1.1392. 
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sosial, dan sistem hukum negara modern.175 Dalam konteks ini, 

poligami tidak hanya dipahami sebagai ketentuan fikih klasik, 

tetapi juga sebagai institusi yang tunduk pada regulasi negara 

dan pertimbangan kemaslahatan publik. Dalam hukum Islam 

kontemporer, banyak negara Muslim menerapkan pembatasan 

terhadap poligami melalui mekanisme administratif, seperti izin 

pengadilan, persetujuan istri pertama, dan pembuktian 

kemampuan ekonomi serta keadilan.176 Hal ini menunjukkan 

adanya pergeseran dari pendekatan normatif individual menuju 

pendekatan institusional yang berbasis pada perlindungan hak 

perempuan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, teori ini 

memungkinkan analisis kritis terhadap pemikiran al-Ṣābūnī 

dalam konteks implementasi modern. 

Ketiga teori tersebut kemudian digunakan secara 

integratif untuk menganalisis konsep poligami dalam Tafsīr Āyāt 

al-Aḥkām. Pendekatan tafsir hukum menjelaskan struktur 

normatifnya, maqāṣid al-sharī‘ah menjelaskan tujuan moral dan 

sosialnya, sedangkan fiqh kontemporer menguji relevansinya 

dalam konteks modern. Integrasi ketiga teori ini memungkinkan 

penelitian ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, 

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan kontekstual. 

Dengan demikian, kerangka teoretik ini menegaskan bahwa 

poligami dalam Islam tidak dapat dipahami secara parsial hanya 

melalui pendekatan tekstual, tetapi harus dilihat sebagai konsep 

hukum yang memiliki dimensi normatif, etis, dan sosial. 

Pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī menjadi titik masuk penting 

untuk melihat bagaimana tradisi tafsir klasik dapat berdialog 

                                                           
175 Muannif Ridwan, “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam 
Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah),” Masohi 1, no. 2 (2020): 110–21. 
176 setyawan Bima Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, “Poligami Dalam Hukum 
Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami 
Pengadilan Agama” 3 No 2 (2015): 103. 
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dengan tuntutan hukum Islam kontemporer tanpa melepaskan 

otoritas teks suci. 

 

Biografi Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī 
Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī merupakan salah satu ulama 

kontemporer yang sangat berpengaruh dalam bidang tafsir dan 

fikih Al-Qur’an, khususnya melalui karyanya Tafsīr Āyāt al-Aḥkām 

min al-Qur’ān al-Karīm.177 Ia dikenal sebagai mufasir yang 

menggabungkan pendekatan klasik dengan gaya penulisan 

modern yang sistematis, ringkas, dan mudah dipahami, sehingga 

karyanya banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi Islam 

di dunia Arab maupun Asia. Al-Ṣābūnī lahir di Aleppo (Halab), 

Suriah, pada tahun 1930 M (sekitar 1348 H) dalam lingkungan 

keluarga yang religius. Ayahnya, Syaikh Jamil al-Ṣābūnī, adalah 

seorang ulama fikih yang memiliki pengaruh besar dalam 

pendidikan awalnya. Sejak kecil, al-Ṣābūnī telah mendapatkan 

pendidikan dasar keislaman langsung dari keluarganya, terutama 

dalam bidang Al-Qur’an, bahasa Arab, dan dasar-dasar fikih. 

Lingkungan religius ini memberikan fondasi kuat bagi 

perkembangan intelektualnya di kemudian hari.178 

Dalam pendidikan formal, al-Ṣābūnī menempuh studi di 

Aleppo hingga menyelesaikan pendidikan menengahnya. Setelah 

itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar, Mesir, 

yang merupakan salah satu pusat studi Islam paling prestisius di 

dunia Islam. Di Universitas al-Azhar, ia mengambil spesialisasi di 

Fakultas Syariah dan berhasil meraih gelar sarjana (licence) 

dalam bidang hukum Islam. Pendidikan di al-Azhar memberikan 

pengaruh besar terhadap corak pemikiran al-Ṣābūnī, terutama 

                                                           
177 Al-Shabuni, Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an (Juz I). 
178 Jali, “Keistimewaan Metodologi Pentafsiran Kitab Rawai Al-Bayan Tafir Ayat 
Al-Ahkam Min Al-Qur’an Karya Muhammad Ali Al-Sabuni,” 380–81. 
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dalam tradisi fikih Sunni yang berbasis pada mazhab-mazhab 

empat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Ṣābūnī kembali 

ke Suriah dan kemudian aktif dalam dunia pendidikan. Ia 

mengajar di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik di Suriah 

maupun di luar negeri. Kemudian, ia pindah ke Makkah al-

Mukarramah, Arab Saudi, dan menjadi dosen di Fakultas Syariah 

dan Studi Islam di Universitas Umm al-Qurā. Di kota suci ini, al-

Ṣābūnī mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dalam 

bidang pengajaran tafsir, fikih, dan ilmu Al-Qur’an, hingga 

menjadi salah satu figur penting dalam pengembangan studi 

tafsir di dunia akademik Islam modern179. 

Selain sebagai dosen, al-Ṣābūnī juga aktif menulis 

berbagai karya ilmiah. Salah satu karyanya yang paling terkenal 

adalah Ṣafwat al-Tafāsīr,180 sebuah tafsir komprehensif yang 

menyajikan ringkasan dari berbagai kitab tafsir klasik seperti 

Tafsir al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, dan al-Rāzī. Karya ini 

menunjukkan kemampuannya dalam mensintesis berbagai 

pandangan ulama klasik menjadi satu uraian yang sistematis dan 

mudah dipahami oleh pembaca modern. Selain itu, ia juga 

menulis Tafsīr Āyāt al-Aḥkām, yang secara khusus membahas 

ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an dengan pendekatan fikih yang 

kuat.181 Ciri khas pemikiran al-Ṣābūnī adalah pendekatannya 

yang moderat (wasatiyyah), di mana ia berusaha menggabungkan 

antara teks (naṣṣ) dan pemahaman rasional yang tetap berada 

dalam koridor jumhur ulama. Dalam setiap pembahasannya, ia 

cenderung menguatkan pendapat mayoritas ulama (al-jumhūr), 

                                                           
179 Hilda Husaini Rusdi, “The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: 
An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai’ Al-
Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam,” Jurnal Ilmu Agama 25, no. 1 (2024): 102, 
https://doi.org/https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/15
064. 
180 Al-Shabuni, Shafwat Al-Tafasir (Juz I). 
181 Al-Shabuni, Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an (Juz I). 
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namun tetap memberikan ruang bagi perbedaan pendapat 

(ikhtilāf al-fuqahā’). Pendekatan ini menjadikan karyanya mudah 

diterima oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun 

masyarakat umum. 

Dalam konteks metodologi tafsir, al-Ṣābūnī menggunakan 

pendekatan tafsir bil-ma’thūr dan tafsir bil-ra’yi secara seimbang. 

Ia mengutip ayat-ayat lain dalam Al-Qur’an, hadis Nabi, serta 

pendapat sahabat dan tabi’in, kemudian menguatkannya dengan 

analisis bahasa Arab dan pendapat ulama fikih. Hal ini 

menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada aspek hukum 

secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

kebahasaan dan konteks syar‘i secara lebih luas. Dalam bidang 

fikih, al-Ṣābūnī dikenal bermazhab Syafi’i, meskipun dalam 

beberapa kasus ia tidak terikat secara kaku pada satu mazhab 

tertentu. Ia lebih sering mengambil pendapat yang dianggap 

paling kuat (arjah) berdasarkan dalil dan kemaslahatan. Sikap ini 

mencerminkan kecenderungan fikih moderat yang banyak 

berkembang di kalangan ulama kontemporer. Pemikiran al-

Ṣābūnī, khususnya dalam Tafsīr Āyāt al-Aḥkām, menunjukkan 

perhatian besar terhadap aspek hikmah al-tashrī‘ (hikmah 

pensyariatan hukum).182 Dalam pembahasan poligami misalnya, 

ia tidak hanya menjelaskan kebolehan hukum, tetapi juga 

menekankan syarat keadilan, perlindungan perempuan, dan 

stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia 

berangkat dari tradisi klasik, ia tetap memberikan ruang bagi 

pembacaan yang relevan dengan konteks sosial modern. 

Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī wafat pada tahun 2021 M 

(1442 H), meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar 

dalam studi Al-Qur’an dan fikih. Karya-karyanya terus digunakan 

sebagai referensi utama di berbagai institusi pendidikan Islam di 

dunia. Ia dikenang sebagai ulama yang berhasil menjembatani 
                                                           
182 Al-Shabuni. 
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antara tradisi tafsir klasik dan kebutuhan akademik modern, 

serta memperkenalkan tafsir hukum yang sistematis, moderat, 

dan mudah diakses oleh generasi kontemporer. Dengan 

demikian, biografi al-Ṣābūnī menunjukkan bahwa kontribusinya 

tidak hanya terletak pada karya-karya ilmiah, tetapi juga pada 

perannya dalam mengembangkan paradigma tafsir yang 

seimbang antara teks, rasio, dan realitas sosial, termasuk dalam 

pembahasan isu-isu penting seperti poligami dalam Islam.183 

Konsep Poligami dalam Tafsir Muhammad ‘Ali 
al-Ṣābūnī 

Poligami merupakan salah satu isu sentral dalam hukum 

keluarga Islam yang selalu menjadi perhatian para mufasir, 

fuqaha, dan pemikir kontemporer.184 Dalam diskursus Al-Qur’an, 

dasar utama pembahasan poligami terdapat dalam QS. al-Nisā’ 

[4]: 3, yang secara eksplisit memberikan kebolehan bagi laki-laki 

untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat 

kemampuan berlaku adil.185 Ayat ini menjadi titik pijak bagi 

seluruh diskusi fikih tentang poligami, baik dalam tradisi klasik 

maupun modern.186 Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī, melalui karyanya 

Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm, memberikan 

penjelasan yang sistematis mengenai ayat ini. Tafsirnya 

mencerminkan pendekatan fikih yang kuat dengan 

                                                           
183 Rusdi, “The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An 
Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai’ Al-
Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam,” 103. 
184 Aris Baidhowi, “Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh,” Muwazah: 
Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (2012): 59, 
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185 Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law 
in Indonesia,” 671. 
186 Ahmad Faruqi et al., “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir 
Surat An-Nisa’ Ayat 3),” Al-Qorni : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no. 1 
(2018): 1–61, 
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kecenderungan mengikuti pendapat jumhur ulama, tetapi tetap 

memberikan penekanan pada hikmah syariat dan aspek 

kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, konsep poligami dalam 

tafsir al-Ṣābūnī tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga 

mengandung dimensi etis dan sosial yang signifikan.187 

Dalam penafsiran QS. al-Nisā’ [4]: 3, al-Ṣābūnī 

menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan dasar utama 

kebolehan poligami dalam Islam. Frasa “fankihū mā ṭāba lakum 

mina al-nisā’ mathnā wa thulātha wa rubā‘” dipahami sebagai 

bentuk pembatasan (tahdīd), bukan anjuran mutlak. Artinya, 

Islam tidak memerintahkan poligami, tetapi membolehkannya 

dalam kondisi tertentu dengan batas maksimal empat istri. Al-

Ṣābūnī menegaskan bahwa kata “mathnā wa thulātha wa rubā‘” 

menunjukkan distribusi bilangan yang bersifat individual (dua-

dua, tiga-tiga, empat-empat), sehingga tidak boleh dipahami 

sebagai akumulasi yang melebihi empat. Dengan demikian, ia 

menguatkan ijma’ ulama bahwa batas maksimal poligami dalam 

Islam adalah empat istri dalam satu waktu. Dalam hal ini, al-

Ṣābūnī mengikuti konsensus jumhur ulama dari mazhab empat 

yang menegaskan bahwa tidak ada legitimasi syar’i untuk 

menikahi lebih dari empat perempuan secara bersamaan. Ia juga 

mengutip praktik sahabat, seperti kasus Ghailan yang 

diperintahkan Nabi صلى الله عليه وسلم untuk menceraikan sebagian istrinya 

hingga tersisa empat.188 

Salah satu aspek paling penting dalam pemikiran al-

Ṣābūnī tentang poligami adalah syarat keadilan (al-‘adl). Ia 

menegaskan bahwa kebolehan poligami tidak bersifat mutlak, 

tetapi sangat bergantung pada kemampuan seorang suami untuk 

berlaku adil kepada seluruh istrinya. Keadilan yang dimaksud 
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dalam tafsirnya mencakup aspek material seperti nafkah, tempat 

tinggal, dan giliran, serta keadilan dalam perlakuan lahiriah. 

Namun, al-Ṣābūnī juga mengingatkan bahwa keadilan dalam 

aspek batin (cinta dan kecenderungan hati) berada di luar 

kemampuan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain 

QS. al-Nisā’ [4]: 129. Oleh karena itu, yang diwajibkan adalah 

keadilan yang bersifat lahiriah dan terukur. Lebih jauh, al-Ṣābūnī 

menekankan bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak mampu 

berlaku adil, maka syariat secara tegas menganjurkan untuk 

cukup dengan satu istri.189 Hal ini menunjukkan bahwa 

monogami merupakan kondisi ideal yang lebih aman dari potensi 

(kezaliman). 

Dalam tafsirnya, al-Ṣābūnī tidak hanya menjelaskan aspek 

hukum, tetapi juga menguraikan hikmah pensyariatan poligami 

(ḥikmah al-tashrī‘). Menurutnya, poligami memiliki fungsi sosial 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus, seperti 

ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, peperangan, 

atau kondisi biologis tertentu seperti kemandulan atau penyakit 

istri. Ia juga menegaskan bahwa poligami dapat menjadi solusi 

untuk menjaga kehormatan perempuan, menghindari zina, serta 

melindungi struktur sosial keluarga. Dalam pandangannya, Islam 

tidak menciptakan poligami, tetapi mengaturnya dari praktik 

tanpa batas pada masa pra-Islam menjadi sistem yang terkontrol 

dan berbasis keadilan.190 Dengan demikian, poligami dalam 

perspektif al-Ṣābūnī bukanlah instrumen eksploitasi, melainkan 

mekanisme sosial yang memiliki fungsi protektif terhadap 

perempuan dan masyarakat. 

Al-Ṣābūnī juga memberikan perhatian pada aspek sosial 

dalam pembahasan poligami. Ia menyinggung bahwa dalam 
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realitas sosial, terdapat kondisi di mana jumlah perempuan lebih 

banyak dibandingkan laki-laki, terutama akibat peperangan atau 

bencana. Dalam situasi seperti ini, poligami dipandang sebagai 

salah satu alternatif solusi sosial yang sah secara syar’i. Ia 

mengemukakan bahwa tanpa poligami, sebagian perempuan 

akan kehilangan kesempatan untuk membentuk keluarga dan 

mengalami kerentanan sosial. Oleh karena itu, poligami dalam 

perspektifnya memiliki fungsi sosial untuk menjaga 

keseimbangan masyarakat dan menghindari kerusakan moral. 

Namun demikian, al-Ṣābūnī tetap menekankan bahwa solusi ini 

harus berada dalam koridor syariat, yaitu keadilan dan tanggung 

jawab moral. Ia tidak membuka ruang bagi praktik poligami yang 

bersifat sewenang-wenang atau berbasis hawa nafsu.191 

Secara metodologis, pemikiran al-Ṣābūnī dalam isu 

poligami menunjukkan karakter normatif sekaligus moderatif. Ia 

berpegang kuat pada teks Al-Qur’an dan ijma’ ulama, tetapi pada 

saat yang sama memberikan penekanan pada hikmah dan 

maslahat.192 Pendekatan ini menunjukkan bahwa al-Ṣābūnī 

berada dalam arus tafsir tradisional yang tidak sepenuhnya 

literalistik, tetapi juga tidak sepenuhnya kontekstual dalam 

pengertian modern. Ia berada di tengah, yakni menggabungkan 

otoritas teks dengan rasionalitas hikmah syariat. Dalam hal ini, 

al-Ṣābūnī tidak melakukan dekonstruksi terhadap hukum 

poligami, tetapi melakukan penegasan ulang terhadap batasan-

batasan syariat yang sudah ada, dengan tambahan argumentasi 

sosial yang bersifat apologetik dan edukatif. 

Dalam kerangka etika hukum Islam, al-Ṣābūnī 

menempatkan poligami sebagai hukum yang bersyarat ketat. Ia 

tidak melihatnya sebagai hak absolut laki-laki, tetapi sebagai 

tanggung jawab yang besar di bawah kontrol syariat. Setiap 
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penyimpangan dari prinsip keadilan dianggap sebagai bentuk 

kezaliman yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. 

Dengan demikian, konsep poligami dalam tafsirnya dapat 

dipahami sebagai: Kebolehan terbatas (ibāhah muqayyadah), 

berbasis syarat keadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan 

berada di bawah kontrol moral dan sosial.193 

Konsep poligami dalam Tafsir Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī 

menunjukkan sintesis antara teks normatif Al-Qur’an, konsensus 

ulama klasik, dan pertimbangan hikmah sosial. Ia menegaskan 

bahwa poligami adalah kebolehan yang dibatasi maksimal empat 

istri dengan syarat keadilan yang ketat. Jika syarat tersebut tidak 

terpenuhi, maka monogami menjadi kewajiban moral dan hukum 

yang lebih aman. Dalam perspektif yang lebih luas, al-Ṣābūnī 

memandang poligami sebagai institusi sosial yang memiliki 

fungsi protektif dalam kondisi tertentu, bukan sebagai aturan 

yang bersifat universal tanpa batas. Oleh karena itu, 

pemikirannya dapat diposisikan sebagai jembatan antara tafsir 

klasik dan wacana hukum Islam kontemporer, meskipun tetap 

cenderung normatif dibandingkan dengan pendekatan maqāṣidi 

yang lebih kritis.194 

Analisis Pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī 
tentang Poligami dalam Perspektif Hukum 
Islam Kontemporer 

Diskursus poligami dalam hukum Islam selalu berada 

dalam ruang dialektika antara teks normatif Al-Qur’an, tradisi 

fikih klasik, dan tuntutan realitas sosial kontemporer. QS. al-Nisā’ 

[4]: 3 menjadi landasan utama yang membolehkan poligami 
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dengan batas maksimal empat istri serta syarat keadilan.195 

Dalam konteks ini, Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī melalui Tafsīr Āyāt 

al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm menghadirkan penafsiran yang 

kuat secara normatif, berorientasi pada jumhur ulama, namun 

tetap menyertakan dimensi hikmah sosial dalam pensyariatan 

hukum.196 Posisi ini menjadikannya penting untuk dianalisis 

dalam perspektif hukum Islam kontemporer, khususnya yang 

berbasis maqāṣid al-sharī‘ah dan reformasi hukum keluarga. 

Pemikiran al-Ṣābūnī berangkat dari pendekatan tekstual 

yang menempatkan QS. al-Nisā’ [4]: 3 sebagai dalil utama 

kebolehan poligami. Ia menegaskan bahwa frasa “mathnā wa 

thulātha wa rubā‘” merupakan pembatasan jumlah istri, bukan 

sekadar ekspresi kebebasan tanpa batas.197 Dengan demikian, 

poligami dalam pandangannya merupakan kebolehan yang 

dibatasi (ibāhah muqayyadah), bukan anjuran apalagi 

kewajiban.198 Penegasan ini menunjukkan konsistensinya dengan 

ijma’ ulama klasik yang membatasi poligami maksimal empat 

istri sekaligus, serta mengacu pada praktik sahabat yang juga 

membatasi diri dalam jumlah tersebut. 

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pendekatan 

ini menunjukkan karakter normatif yang kuat dan cenderung 

tekstual. Al-Ṣābūnī tidak berupaya mendekonstruksi batasan 

empat istri, melainkan mempertegas legitimasi klasik tersebut 

sebagai ketentuan yang mapan dalam syariat. Pendekatan ini 

memiliki kelebihan dalam menjaga stabilitas hukum Islam dan 

kesinambungan tradisi fikih. Namun, dalam wacana modern, 
                                                           
195 Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law 
in Indonesia,” 671. 
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pendekatan yang terlalu berpusat pada teks sering dianggap 

kurang responsif terhadap perubahan sosial yang sangat dinamis, 

terutama terkait relasi gender dan struktur keluarga. 

Aspek paling penting dalam pemikiran al-Ṣābūnī adalah 

penekanan pada syarat keadilan dalam poligami. Ia menjelaskan 

bahwa keadilan yang diwajibkan mencakup aspek lahiriah 

seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Adapun 

keadilan dalam aspek cinta dan kecenderungan hati dianggap 

berada di luar kemampuan manusia, sehingga tidak dibebankan 

secara hukum.199 Dalam kerangka ini, al-Ṣābūnī masih berada 

dalam koridor fikih klasik yang membedakan antara keadilan 

material yang dapat diukur dan keadilan emosional yang bersifat 

tidak terkontrol. 

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, konsep 

keadilan ini menjadi titik evaluasi penting. Banyak sarjana 

modern berpendapat bahwa keadilan material saja tidak cukup 

untuk menjamin keadilan substantif dalam keluarga poligami. 

Ketimpangan emosional, psikologis, dan sosial sering kali tetap 

terjadi meskipun keadilan formal terpenuhi. Oleh karena itu, 

pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah modern menuntut standar 

keadilan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berorientasi 

pada pemenuhan kewajiban minimal, tetapi juga pada dampak 

nyata terhadap kesejahteraan keluarga. 

Al-Ṣābūnī juga mengemukakan hikmah sosial poligami, 

seperti mengatasi ketidakseimbangan jumlah perempuan dan 

laki-laki, menjaga kehormatan perempuan, serta mencegah 

terjadinya zina.200 Argumentasi ini mencerminkan pola penalaran 

klasik yang sering digunakan untuk memberikan rasionalisasi 

sosial terhadap ketentuan hukum. Dalam kerangka hukum Islam 

                                                           
199 Al-Shabuni, Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an (Juz I), 
426–31. 
200 Al-Shabuni, 431. 
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kontemporer, argumentasi ini dapat dipahami sebagai bentuk 

ta‘līl ijtimā‘ī, yaitu penjelasan sosial atas hukum syariat. Namun, 

dalam pendekatan modern, argumentasi tersebut tidak selalu 

dianggap universal. Realitas sosial menunjukkan bahwa 

ketidakseimbangan demografis tidak selalu konsisten, dan solusi 

terhadap problem perempuan tidak harus selalu melalui 

poligami. Penguatan ekonomi perempuan, perlindungan hukum 

keluarga, serta sistem kesejahteraan sosial dapat menjadi 

alternatif yang lebih relevan dalam konteks modern. Dengan 

demikian, hikmah poligami yang dikemukakan al-Ṣābūnī lebih 

tepat dipahami sebagai konteks historis tertentu, bukan sebagai 

alasan yang selalu berlaku sepanjang waktu. 

Jika dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, 

pemikiran al-Ṣābūnī dapat dipahami sebagai upaya menjaga 

kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan 

dan kehormatan. Poligami diposisikan sebagai mekanisme untuk 

menghindari kerusakan sosial dan moral dalam kondisi tertentu. 

Namun, dalam pengembangan maqāṣid kontemporer yang 

bersifat sistemik dan berbasis hasil, sebagaimana dikemukakan 

oleh sarjana seperti Jasser Auda, setiap hukum harus diuji 

berdasarkan dampak aktualnya terhadap kemaslahatan.201 

Dalam konteks ini, poligami tidak cukup hanya dinilai dari 

legitimasi tekstualnya, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang 

ditimbulkannya. Jika dalam praktiknya poligami lebih banyak 

menimbulkan konflik keluarga, ketidakadilan struktural, dan 

penderitaan psikologis, maka tujuan syariat tidak tercapai secara 

optimal. Oleh karena itu, pemikiran al-Ṣābūnī dapat dianggap 

masih berada pada maqāṣid klasik yang lebih menekankan 

legitimasi hukum daripada evaluasi empiris terhadap dampak 

sosial. 

                                                           
201 Auda, Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach. 
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Dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam modern, 

banyak negara Muslim telah membatasi praktik poligami melalui 

regulasi negara. Indonesia, misalnya, mensyaratkan izin 

pengadilan dan pembuktian kemampuan berlaku adil.202 

Sementara itu, beberapa negara lain bahkan melarang poligami 

secara total. Dalam kerangka ini, pemikiran al-Ṣābūnī masih 

mempertahankan legitimasi poligami sebagai hak syar’i individu, 

meskipun dengan syarat yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa 

posisinya berada pada spektrum moderat tradisional. Ia tidak 

menghapus poligami, tetapi juga tidak membiarkannya tanpa 

batas. Namun demikian, dibandingkan dengan pendekatan 

hukum Islam kontemporer yang lebih menekankan peran negara 

dalam mengatur kemaslahatan publik, pemikiran al-Ṣābūnī 

masih cenderung individualistik dan belum mengembangkan 

konsep pembatasan institusional secara kuat. 

Meskipun demikian, pemikiran al-Ṣābūnī tetap memiliki 

kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer. 

Ia memberikan fondasi normatif yang kuat mengenai batasan 

poligami dan syarat keadilan, serta menjaga kesinambungan 

dengan tradisi tafsir klasik. Karyanya juga berfungsi sebagai 

jembatan antara teks suci dan pemahaman umat Islam modern 

yang membutuhkan penjelasan sistematis dan mudah dipahami. 

Pada saat yang sama, pemikirannya juga membuka ruang untuk 

kritik dan pengembangan lebih lanjut. Dalam konteks 

kontemporer, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang 

menggabungkan teks, maqāṣid, dan realitas sosial secara 

simultan. Dengan demikian, poligami tidak hanya dipahami 

sebagai ketentuan hukum yang sah, tetapi juga sebagai institusi 

sosial yang harus diuji dari segi keadilan substantif dan 

kemaslahatan nyata. 

                                                           
202 Nurani, “Perspectives of Justice in the Family (Study of the Concept of Justice 
in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic Law).” 
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Secara keseluruhan, analisis terhadap pemikiran 

Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī menunjukkan bahwa ia berada dalam 

posisi penting dalam transisi antara tradisi klasik dan wacana 

hukum Islam modern. Ia mempertahankan otoritas teks dan 

ijma’, sekaligus memberikan penekanan pada hikmah sosial. 

Namun, dalam perspektif hukum Islam kontemporer yang lebih 

progresif, pemikirannya masih memerlukan pengembangan 

terutama dalam aspek maqāṣid al-sharī‘ah yang bersifat dinamis, 

sensitif gender, dan berbasis pada analisis dampak sosial yang 

lebih luas.  

Relevansi Pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī 
dalam Hukum Islam Kontemporer 

Pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī dalam bidang tafsir, 

khususnya melalui karya Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-

Karīm, menempati posisi penting dalam khazanah keilmuan 

Islam modern.203 Ia hadir sebagai mufasir yang menghubungkan 

antara tradisi tafsir klasik dan kebutuhan akademik 

kontemporer. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, 

relevansi pemikiran al-Ṣābūnī dapat dilihat dari beberapa aspek, 

baik dari sisi metodologi, substansi hukum, maupun fungsinya 

dalam perkembangan diskursus hukum keluarga Islam, termasuk 

isu poligami. 

Dari aspek metodologis, al-Ṣābūnī masih sangat relevan 

karena ia menyajikan model tafsir ayat-ayat hukum yang 

sistematis, ringkas, dan berbasis pada otoritas jumhur ulama. 

Pendekatannya yang menggabungkan tafsir bil-ma’thūr dan 

penjelasan fikih menjadikan karyanya mudah diakses oleh 

kalangan akademisi maupun pelajar. Dalam dunia pendidikan 

tinggi Islam, terutama di fakultas syariah dan ushuluddin, karya-

karyanya masih digunakan sebagai referensi dasar untuk 

                                                           
203 Al-Shabuni, Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an (Juz I). 
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memahami struktur hukum Islam berbasis Al-Qur’an. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara pedagogis, pemikiran al-Ṣābūnī tetap 

memiliki daya guna yang tinggi dalam membentuk fondasi 

keilmuan fikih dan tafsir. Namun demikian, dalam perkembangan 

hukum Islam kontemporer yang semakin dipengaruhi oleh 

pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, hermeneutika kontekstual, serta 

studi gender, pemikiran al-Ṣābūnī sering dipandang berada pada 

tahap “transisional”. Ia tidak sepenuhnya terikat pada literalitas 

teks, tetapi juga belum mengembangkan pendekatan kontekstual 

secara mendalam. Ia lebih banyak menguatkan pandangan 

mayoritas ulama klasik tanpa melakukan dekonstruksi kritis 

terhadap struktur hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam 

diskursus kontemporer, posisinya sering dikategorikan sebagai 

mufasir moderat-tradisional. 

Dalam isu poligami, relevansi pemikiran al-Ṣābūnī 

terlihat pada penegasan prinsip dasar bahwa poligami adalah 

kebolehan terbatas yang diikat oleh syarat keadilan.204 

Pandangan ini tetap menjadi bagian dari hukum Islam normatif 

yang tidak mengalami perubahan. Batas maksimal empat istri, 

kewajiban adil dalam nafkah dan giliran, serta anjuran monogami 

ketika khawatir tidak mampu adil, masih menjadi prinsip yang 

diakui luas dalam fikih Islam. Dari sisi ini, kontribusi al-Ṣābūnī 

tetap relevan sebagai penguat kerangka normatif hukum 

keluarga Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam kontemporer, 

relevansi tersebut mengalami reinterpretasi. Banyak sarjana 

modern menilai bahwa konsep keadilan dalam poligami tidak 

cukup hanya dipahami secara formal-material sebagaimana 

dalam penjelasan al-Ṣābūnī, tetapi harus diperluas menjadi 

keadilan substantif yang mencakup aspek psikologis, emosional, 

dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Selain itu, dalam 

praktik hukum di banyak negara Muslim, poligami tidak lagi 
                                                           
204 Al-Shabuni, 426–31. 
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diposisikan sebagai hak individual yang bebas, melainkan 

sebagai tindakan yang harus melalui kontrol negara, seperti izin 

pengadilan dan pembuktian kemampuan ekonomi serta moral. 

Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, relevansi pemikiran 

al-Ṣābūnī juga dapat dilihat sebagai titik awal, bukan titik akhir. 

Ia menekankan hikmah sosial dari poligami, seperti perlindungan 

perempuan dan solusi terhadap ketidakseimbangan 

demografis.205 Namun, dalam pendekatan maqāṣid kontemporer 

yang bersifat sistemik dan berbasis dampak (outcome-oriented), 

setiap hukum harus diuji berdasarkan realitas sosial yang aktual. 

Jika suatu praktik poligami justru menimbulkan ketidakadilan, 

konflik keluarga, dan kerugian psikologis, maka tujuan syariat 

tidak tercapai secara optimal. Dalam hal ini, pemikiran al-Ṣābūnī 

perlu dikembangkan lebih lanjut agar selaras dengan pendekatan 

maqāṣid modern. Selain itu, dari perspektif reformasi hukum 

keluarga Islam, relevansi al-Ṣābūnī bersifat selektif. Ia masih 

sangat berguna sebagai rujukan normatif dalam menjelaskan 

dasar-dasar hukum poligami, tetapi tidak selalu digunakan 

sebagai dasar tunggal dalam penyusunan kebijakan hukum 

positif di negara-negara Muslim. Negara modern cenderung 

mengintegrasikan prinsip syariat dengan pertimbangan sosial, 

HAM, dan perlindungan perempuan, yang dalam beberapa kasus 

menghasilkan pembatasan yang lebih ketat terhadap praktik 

poligami. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relevansi 

pemikiran Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī dalam hukum Islam 

kontemporer bersifat dua lapis. Pada satu sisi, ia sangat relevan 

sebagai sumber otoritatif dalam menjelaskan struktur normatif 

hukum Islam berbasis Al-Qur’an dan fikih klasik. Pada sisi lain, ia 

                                                           
205 Rusdi, “The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An 
Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai’ Al-
Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam,” 99. 
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membutuhkan pembacaan ulang dalam kerangka metodologi 

kontemporer yang lebih kritis, kontekstual, dan berbasis maqāṣid 

al-sharī‘ah. Oleh karena itu, al-Ṣābūnī dapat diposisikan sebagai 

mufasir jembatan (bridging scholar) yang menghubungkan 

antara tradisi klasik dan wacana modern. Pemikirannya tidak 

untuk ditinggalkan, tetapi untuk dikembangkan, 

dikontekstualisasikan, dan dilengkapi dengan pendekatan hukum 

Islam kontemporer agar tetap relevan dalam menjawab 

tantangan zaman. 

Kesimpulan 
Pembahasan mengenai konsep poligami dalam Tafsir 

Āyāt al-Aḥkām karya Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī menunjukkan 

bahwa pemikirannya berakar kuat pada pendekatan normatif-

tekstual yang bersandar pada QS. al-Nisā’ [4]: 3 dan konsensus 

jumhur ulama. Dalam pandangannya, poligami merupakan 

kebolehan yang dibatasi (ibāhah muqayyadah) dengan ketentuan 

maksimal empat istri serta syarat utama berupa kemampuan 

berlaku adil. Ia tidak memposisikan poligami sebagai anjuran 

umum, apalagi kewajiban, melainkan sebagai rukhsah yang 

hanya dapat dijalankan dalam kondisi tertentu dengan tanggung 

jawab moral yang ketat. 

Salah satu kontribusi penting al-Ṣābūnī adalah penegasan 

makna keadilan sebagai syarat utama poligami. Keadilan yang 

dimaksud mencakup aspek material seperti nafkah, giliran, dan 

perlakuan lahiriah, sementara keadilan dalam aspek batin seperti 

cinta tidak dibebankan karena berada di luar kemampuan 

manusia. Selain itu, ia juga menjelaskan hikmah sosial poligami, 

seperti perlindungan perempuan, solusi terhadap 

ketidakseimbangan demografis, serta pencegahan dari perbuatan 

zina. Dengan demikian, poligami dalam perspektifnya memiliki 

dimensi normatif sekaligus sosial. Dalam perspektif hukum Islam 
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kontemporer, pemikiran al-Ṣābūnī berada pada posisi moderat-

tradisional. Ia berhasil menjaga kesinambungan dengan tradisi 

tafsir klasik, namun belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan 

maqāṣid al-sharī‘ah yang lebih sistemik dan berbasis pada 

analisis dampak sosial. Pendekatan keadilannya masih 

cenderung formal-legal, belum sepenuhnya mencakup keadilan 

substantif yang melibatkan aspek psikologis, emosional, dan 

relasional dalam keluarga. 

Selain itu, argumentasi hikmah poligami yang ia 

kemukakan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya 

berbasis data sosial kontemporer. Dalam konteks hukum 

keluarga modern, banyak negara Muslim telah melakukan 

pembatasan poligami melalui regulasi negara demi menjaga 

kemaslahatan dan mencegah potensi ketidakadilan dalam 

praktiknya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari 

pendekatan individual normatif menuju pendekatan institusional 

berbasis maslahat publik. Meskipun demikian, pemikiran al-

Ṣābūnī tetap memiliki kontribusi penting dalam diskursus 

hukum Islam. Ia menyediakan landasan normatif yang kuat, 

menjaga otoritas teks Al-Qur’an, serta memberikan kerangka etis 

bahwa poligami bukanlah hak tanpa batas, melainkan tanggung 

jawab besar yang terikat syarat keadilan. Dengan demikian, 

pemikirannya dapat dipahami sebagai jembatan antara tradisi 

fikih klasik dan tuntutan pemahaman Islam di era modern. 

Secara keseluruhan, konsep poligami dalam Tafsir al-Ṣābūnī 

menunjukkan sintesis antara teks, fikih klasik, dan hikmah sosial, 

namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam 

kerangka hukum Islam kontemporer yang lebih responsif 

terhadap isu keadilan gender, kemaslahatan keluarga, dan 

pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah yang lebih komprehensif. 

 

 



 

116 

 
 

Daftar Pustaka 
 

Al-Shabuni, Muhammad Ali. Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-

Ahkam Min Al-Qur’an (Juz I). Damaskus: Maktabah al-

Bayan, 1980. 

———. Shafwat Al-Tafasir (Juz I). Kairo: Dar al-Shabuni, 1997. 

Al-Shatibi. Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah. Beirut: Dar Kutub al-

Ilmiyah, 2003. 

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, setyawan Bima. “Poligami 

Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta 

Urgensi Pemberian Izin Poligami Pengadilan Agama” 3 No 

2 (2015): 103. 

Arista, Cyndi. “Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri 

Pertama.” Jurist-Diction 3, no. 3 (2020): 867. 

https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18627. 

Auda, Jasser. Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a 

Systems Approach. USA: The International Institute of 

Islamic Thought, 2010. 

Baidhowi, Aris. “Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh.” 

Muwazah: Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (2012): 58–69. 

https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i

1.9993. 

Diana, Wulan Nur, and Siti Nur Khoiriyah. “Tafsir Aplikatif: 

Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan 

Kontemporer.” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, no. 1 

(2024): 84–100. 

https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3714. 

Faruqi, Ahmad, Abd. Aziz, Moh. Yani, and Silaturrahmah Immama. 

“Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir 

Surat An-Nisa’ Ayat 3).” Al-Qorni : Jurnal Ilmu Al-Qur’an 



 

117 

Dan Tafsir 3, no. 1 (2018): 1–61. 

https://jurnal.stiqnis.ac.id/index.php/alqorni/article/vie

w/4490. 

Fathiah, Iffah. “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang 

Perkawinan Dan SEMA No. 3 Tahun 2018.” Mawaddah: 

Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 (2023): 14–38. 

https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2. 

Firdausi, Muhammad Anwar. “Membincang Ayat-Ayat Muhkam 

Dan Mutasyabih.” ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam 16, no. 

1 (2015): 80–88. 

https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2930. 

Hakim, Abdul. “Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim 

Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in 

Babat, Lamongan, Indonesia.” JIL: Journal of Islamic Law 

3, no. 1 (2022): 34–53. 

https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529. 

Jali, Hasan bin. “Keistimewaan Metodologi Pentafsiran Kitab 

Rawai Al-Bayan Tafir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Karya 

Muhammad Ali Al-Sabuni.” In International Conference On 

Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021), 21:379–94, 2021. 

Ma’u, Dahlia Haliah. “The Harmonization of Polygamy Between 

Islamic Law and Legal Law in Indonesia.” Samarah: Jurnal 

Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2023): 669–

86. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519. 

Mahfud, and Muhammad Qudwah I’tishom Billah. “Tafsir Ayat 

Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan 

Hikmahnya Dalam Syari’at Islam.” Al-Fahmu: Jurnal Ilmu 

Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 1 (2022): 18–26. 

https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.

1. 

Makrum. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an.” MAGHZA: Jurnal 

Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 9 (2016): 35–50. 



 

118 

https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.7

39. 

Maulidi. “Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A 

Systematic Approach According to Jasser Auda.” Journal 

Al-Mazahib 3, no. 1 (2015): 1–19. 

Musyafaah, Nur Lailatul, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia 

Ramadhan. “Moderation of Fatwa: Worship During the 

Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective.” In 

Proceedings of the International Conference on 

Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 

2020), 529:73–79. Atlantis Press, 2021. 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.012. 

Muzakki, Ahmad, Akhmad Zaeni, Vita Firdausiyah, and Abdullah 

Rosikh Fil Ilmi. “Understanding the Context of Polygamy 

in Early Islamic Civilization: A Study of Islamic Law, Social 

Context, and the Practices of the Prophet.” Tsaqafah: 

Jurnal Peradaban Islam 21, no. 2 (2025): 1–30. 

https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v21i

2.15167. 

Najimuddin. “Poligami Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir 

Ahkam).” Mimbar Akademika 8, no. 1 (2023): 84–96. 

https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/v

iew/169. 

Nurani, Sifa Mulya. “Perspectives of Justice in the Family (Study 

of the Concept of Justice in Polygamy According to Law 

and Compilation of Islamic Law).” Ascarya 1, no. 1 (2021): 

1–14. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1. 

Nurkumala, Indah Ayu, Ahmad Yusam Thobroni, and Abdul 

Qudus Al-faruq. “Status Hukum Tidak Berpoligami Yang 

Diajukan Calon Istri: Pembacaan Ulang QS. An-Nisa Ayat 3 

Dan 129.” AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 9, no. 1 

(2026): 1966–83. 



 

119 

https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1943.The. 

Ridwan, Muannif. “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks 

Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah).” 

Masohi 1, no. 2 (2020): 110–21. 

Ridwan, Muhammad Saleh, Wahidah Abdullah, and Idham. 

“Public Perception of Polygamy in Makassar, Indonesia: 

Cultural Perspective and Islamic Law.” Samarah: Jurnal 

Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 8, no. 1 (2024): 20–38. 

https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15419. 

Rusdi, Hilda Husaini. “The Wisdom of Polygamy of Prophet 

Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of 

Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai’ Al-Bayan Tafsir Ayat 

Al-Ahkam.” Jurnal Ilmu Agama 25, no. 1 (2024): 99–114. 

https://doi.org/https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.ph

p/JIA/article/view/15064. 

Salim, Mujibburrahman. “Konsep Keluarga Maṣlaḥah Perspektif 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK 

NU).” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 1 

(2017): 81–94. https://doi.org/10.14421/al-

mazaahib.v5i1.1392. 

Sonneveld, Nadia. “From the Liberation of Women to the 

Liberation of Men? A Century of Family Law Reform in 

Egypt.” Religion and Gender 7, no. 1 (2017): 88–104. 

https://doi.org/10.18352/rg.10197. 

Wahyudi, Wahyu Nada, Cepi Sutanto, Dedeh Widianengsih, and 

Latipah Pitriani. “Analisis Pemikiran As-Shabuni Tentang 

Poligami Dalam Kitab Shafwatut Tafasir.” Jurnal 

Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no. 2 

(2023): 176–91. 

https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.2035

6. 

Zulfikar, Eko. “Hikmah Poligami Nabi Muhammad SAW: Telaah 



 

120 

Penafsiran Ali Al-Shabuni Dalam Kitab Rawai’ Al-Bayan 

Tafsir Ayat Al-Ahkam.” Holistik : Journal For Islamic Social 

Sciences 8, no. 1 (2024): 1–13. 

https://doi.org/https://doi.org/10.24235/holistik.v8i1.1

5418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 
PEMIKIRAN POLIGAMI  
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ada tahun 2007, Ahmad Dhani mengisi riuhnya isu hukum 

keluarga Islam dengan merilis lagu ciptaan P. Ramlee yang 

berjudul “Madu Tiga”. Lagu ini berkisah tentang 

bagaimana seorang yang memiliki banyak istri bahagia. Ini 

terbukti dari kalimat pertama dalam lagunya “senangnya dalam 

hati”. Fenomena ini adalah salah satu tanda penting bahwa laki-

laki cenderung mengasosiasikan poligami dengan kepuasan 

seksual. Secara tidak langsung, ini menggambarkan bahwa isu 

poligami masih tetap menjadi isu menarik dan seksi untuk dikaji. 

Kajian pemikiran poligami tetap menjadi isu menarik. Ini 

karena hingga saat ini terdapat tiga kelompok berbeda ketika 

membahas isu poligami. Pertama adalah kelompok yang dengan 

keras mengkritik praktik poligami karena poligami dianggap 

cenderung merugikan perempuan. Kedua adalah kelompok yang 

P 
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mencoba bersikap moderat dengan menempatkan poligami 

sebagai media yang terkadang bisa dibuka jika dalam kondisi 

darurat dan ditutup jika juga dalam kondisi darurat. Ketiga 

adalah kelompok yang menganggap poligami tidak perlu ditutup. 

Bahkan, kelompok ini cenderung menilai poligami sebagai 

warisan praktik hukum yang dapat diamalkan, sampai-sampai 

menganggapnya sebagai bentuk anjuran. Di antara tiga pendapat 

ini, pendapat moderat sering kali menghiasi perdebatan ini, di 

mana Qurasih Shihab, dalam konteks Indonesia, menjadi salah 

satu tokoh yang kerap kali dirujuk. 

Tulisan-tulisan yang membahas pemikiran poligami 

sudah banyak ditulis. Mubarok dkk menegaskan bahwa Husein 

Muhammad melarang poligami dengan konsep keadilan yang 

ketat.206 Dengan mengkaji pemikiran ash-Shabuni, Wahyudi dkk 

menyimpulkan bahwa poligami adalah aturan pembatasan 

perkawinan dalam Islam dari yang sebelumnya tanpa 

pembatasan.207 Muqsith dkk. juga menemukan bahwa Musdah 

Mulisa dan Muhammad Syahrur sama-sama melarang poligami. 

Musdah Mulia menyakini pelarangan poligami karena aspek di 

luar hukum awal poligami itu sendiri, sementara Syahrur, 

meskipun mengharamkan dalam beberapa kondisi, 

membolehkan poligami.208 Muhammad Abduh juga melarang 

                                                           
206 Muhammad Fuad Mubarok, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi, “Analisis 
Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” El-Izdiwaj: 
Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (June 2022): 75–93, 
https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757. 
207 Wahyudi Wahyudi et al., “Analisis Pemikiran As-Shabuni Tentang Poligami 
Dalam Kitab Shafwatut Tafasir,” Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan 
Tafsir 3, no. 2 (December 2023): 176–91, 
https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.20356. 
208 Abdurrahman Muqsith, Sudirman, and Fadil Sj, “Hukum Poligami: Analisis 
Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur,” Al-
Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 4, no. 1 (April 2022): 52–65, 
https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153. 
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poligami karena tidak ada laki-laki yang mampu berbuat adil 

dalam menjalani perkawinan poligami.209 

 Dua buku penting tentang poligami yang ditulis oleh guru 

dan murid juga mengisi riuhnya diskusi pologami dalam hukum 

Islam. Husein Muhammad, sebagai guru ideologis Faiqhuddin 

Abdul Kodir, menulis buku yang berjudul “Poligami: Sebuah 

Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.”210 Di sini Husein 

Muhammad mempertegas bahwa poligami bukanlah ajaran yang 

dapat diterapkan oleh umat Muslim, karena konsep poligami 

yang dicontohkan Nabi lebih kepada faktor politis dan ini adalah 

kekhususan. Faqihuddin Abdul Kodir mempertegas dalam 

bukunya, “Sunnah Monogami”, dengan melakukan penafsiran-

penafsiran alternatif terhadap ayat-ayat poligami dan hadis-hadis 

yang berkaitan dengan poligami sehingga kesimpulan yang 

disajikan tidak tekstual tetapi kontekstual.  

Dalam riuhnya kajian pemikiran poligami, tulisan ini 

berusaha untuk melengkapi perspektif yang belum banyak digali. 

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji pemikiran Mustof as-Siba’iy 

terhadap poligami. Sumber utama tulisan ini berasal dari buku 

“Al-Maret’ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun” (Perempuan Antara Fikih 

dan Perundang-Undangan). Buku ini menarik karena merupakan 

kumpulan dari hasil perkuliahannya di Universitas Damaskus 

pada tahun 1961-1962.  

Biografi Mustafa As-Siba’iy 
 Mustafa al-Siba‘i lahir di Homs pada tahun 1915 dalam 

keluarga ulama yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. 

                                                           
209 Supiatul Aini and Abdurrahman Abdurrahman, “Rasionalitas Perintah Ayat 
Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh,” Al-Irfani: Journal of Al 
Qur’anic and Tafsir 2, no. 2 (December 2021): 24–45, 
https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.313. 
210 Husein Muhammad, Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai 
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 
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Ayahnya, Sheikh Husni al-Siba‘i, merupakan seorang faqih 

terkemuka yang menjadi guru pertama sekaligus tokoh yang 

membentuk karakter intelektual dan semangat perjuangannya. 

Pendidikan formalnya ditempuh di Madrasah al-Mas‘ūdīyyah, 

Madrasah Muhibb al-Dīn al-Khātib, dan al-Thanawīyyah al-

Shar‘iyyah. Pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran 

dan aktivismenya datang dari Muhibb al-Din al-Khatib, seorang 

pemikir Arabis dan nasionalis yang menanamkan gagasan 

reformasi, kebangkitan umat, dan perlawanan terhadap 

kolonialisme. Sejak muda, al-Siba‘i juga aktif dalam organisasi 

keagamaan al-Rābitah al-Dīnīyyah di bawah bimbingan Shaykh 

Muhammad Junayd.211 

Semangat perjuangan al-Siba‘i mulai tampak sejak usia 

enam belas tahun ketika ia terlibat aktif dalam gerakan 

perlawanan rakyat Suriah terhadap penjajahan Prancis. Ia 

menyebarkan pamflet, menyampaikan pidato, dan 

mengorganisasi demonstrasi di Homs sehingga beberapa kali 

ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial. Setelah bebas 

dari penjara pada tahun 1933, ia melanjutkan studi di Fakultas 

Syariah Al-Azhar University. Masa studinya di Mesir menjadi fase 

penting dalam pembentukan pemikiran politik dan 

intelektualnya. Di sana ia memimpin demonstrasi mahasiswa 

menentang penjajahan Inggris dan menjalin hubungan erat 

dengan Hasan al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Aktivitas 

perjuangan tersebut membuatnya kembali mengalami 

penahanan, bahkan pada tahun 1941 ia mengalami penyiksaan 

dan kerja paksa yang berdampak buruk pada kesehatannya.212 

                                                           
211 Faisal Ridho Abdillah et al., “Mustafa Al-Siba‘i and Islamic Socialism: 
Rejecting Western Ideologies and Promoting Social Solidarity,” Teosofi: Jurnal 
Tasawuf Dan Pemikiran Islam 13, no. 2 (December 2023): 314, 
https://doi.org/10.15642/teosofi.2023.13.2.307-336. 
212 Abdillah et al., 314. 
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Meskipun sering menghadapi tekanan politik dan kondisi 

kesehatan yang menurun, al-Siba‘i tetap menunjukkan 

produktivitas intelektual yang luar biasa. Pada tahun 1949 ia 

menyelesaikan disertasi doktoralnya berjudul al-Sunnah wa 

Makānatuhā fī al-Tashrī‘ al-Islāmī, sebuah karya penting tentang 

kedudukan sunnah dalam legislasi Islam yang memperoleh 

pengakuan luas di dunia Arab dan Islam. Setelah itu, ia 

mendedikasikan hidupnya untuk membangun gerakan politik 

Islam serta mengembangkan lembaga pendidikan yang mampu 

melahirkan ulama dan intelektual yang responsif terhadap 

tantangan modern. Sejak 1943, ia aktif membagi peran antara 

kegiatan akademik dan politik, termasuk sebagai anggota 

parlemen Suriah yang memperjuangkan keadilan sosial, 

kedudukan Islam dalam hukum, serta perlawanan terhadap 

kolonialisme dan tirani. Pada tahun 1950, ia diangkat sebagai 

profesor hukum Islam di Damascus University dan berperan 

dalam penyusunan ensiklopedia fikih Islam untuk menjawab 

persoalan kontemporer berdasarkan sumber-sumber Islam.213 

Selain dikenal sebagai aktivis dan akademisi, al-Siba‘i juga 

merupakan penulis produktif yang menghasilkan banyak karya 

penting dalam bidang fikih, sejarah, metodologi ilmiah, dan 

pemikiran Islam. Di antara karya terkenalnya ialah Sharh Qānūn 

al-Ahwāl al-Shakhsiyyah, al-Mar’ah bayn al-Fiqh wa al-Qānūn, dan 

al-Sīrah al-Nabawīyah: Durūs wa ‘Ibar. Melalui tulisan, ceramah, 

dan aktivitas sosial-politiknya, ia mendorong reformasi budaya 

dan pendidikan, membela kaum buruh dan petani, serta 

memperjuangkan solidaritas umat Islam. Walaupun sepanjang 

hidupnya sering mengalami gangguan kesehatan akibat 

penderitaan selama masa perjuangan, ia tetap aktif berkarya 

hingga akhir hayatnya. Mustafa al-Siba‘i wafat pada 3 Oktober 

1964, dan ribuan pelayat menghadiri salat jenazahnya di 
                                                           
213 Abdillah et al., 315. 
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Omayyad Mosque. Ia dikenang sebagai salah satu tokoh pembaru 

Islam paling berpengaruh di dunia Arab pada abad ke-20.214 

 

Benarkah Poligami Adalah Ajaran Islam? 
 Di negara-negara Barat, poligami dianggap ilegal dan 

cenderung dianggap melawan norma monogami yang diyakini 

sebagai norma ideal. Kritik ini sering kali dikaitkan dengan 

tradisi patriarki sekaligus bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia hingga dianggap melanggar konsep kesetaraan gender. 

Sederhananya, poligami adalah kejahatan serius terhadap istri 

dan anak-anak.215 Di titik ini menarik untuk melihat apakah 

poligami benar-benar bentuk kejahatan terhadap perempuan 

dan anak atau sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan 

terhadap Islam, perempuan, dan anak. 

Dalam bukunya, As-Siba’iy secara tegas mengkritik kaum 

Barat yang cenderung menyudutkan Islam sebagai agama yang 

membenarkan poligami. Secara tegas As-Siba’iy mengatakan 

bahwa Islam bukanlah agama pertama yang membenarkan 

poligami. Ajaran agama-agama terdahulu sudah lebih dahulu 

mengenal poligami. Ia sangat tegas dalam hal menepis kampanye 

negatif Barat yang sering kali menggunakan isu poligami sebagai 

senjata untuk menyudutkan Islam sebagai agama yang menindas 

perempuan. Jika mau jujur, praktik ini telah ada sejak zaman 

kuno di berbagai bangsa seperti Athena, Tiongkok, India, hingga 

Mesir. Bahkan, as-Siba'iy menjelaskan bahwa dalam tradisi 

Yahudi maupun sejarah awal Kekristenan, poligami tidak 

ditemukan sebagai praktik yang secara eksplisit dilarang. Ini 

                                                           
214 Abdillah et al., 315–16. 
215 Lihat Mayavee Singh, “Marriage and Strategic Confrontation: A Critical 
Analysis of Indian Society,” Journal of Human Values 31, no. 2 (2025): 187–98, 
https://doi.org/10.1177/09716858241275716; John Witte, The Western Case 
for Monogamy over Polygamy (Cambridge University Press, 2015), 
https://doi.org/10.1017/CBO9781316182031. 
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membuktikan bahwa poligami adalah bagian dari realitas sosial 

pada masanya yang dipraktikkan dengan berlatar belakang sosial 

yang jelas berbeda. Dengan merujuk pada temuan Wester Mask 

yang menegaskan bahwa  poligami, dengan pengakuan Gereja, 

tetap ada hingga abad ketujuh belas, dan sering diulang dalam 

kasus-kasus yang tidak dihitung oleh Gereja dan Negara, as-

Siba’iy sangat tegas untuk melawan sudut pandang yang 

diskriminatif terhadap Islam hanya dengan menggunakan 

instrumen poligami.216 

 Dalam menguatkan pemikirannya, as-Siba’iy bahkan 

mengutip pendapat Syekh Al-‘Aqqad. Menurutnya, dalam 

sebagian tradisi Kristen awal, keberadaan selir dipandang 

sebagai praktik yang secara sosial dan religius masih dapat 

ditoleransi, sejajar dengan penerimaan terbatas terhadap 

poligami. Bahkan, beberapa tokoh Gereja seperti Augustine of 

Hippo dalam karyanya Ideal Marriage lebih menganjurkan laki-

laki mempertahankan ikatan perkawinan dengan istri yang 

mandul dan mencari jalan lain, termasuk melalui hubungan selir, 

daripada melakukan perceraian yang dianggap mengancam 

keselamatan spiritual. Apa yang disampaikan al-Aqqad jelas 

memengaruhi cara pandang Mustofa As-Siba’iy dalam 

memandang poligami. 217 

 Tidak berhenti di sini. As-Siba’iy terus memberikan bukti 

untuk menegaskan bahwa poligami benar-benar menjadi wacana 

hukum menarik di dalam lingkungan non muslim. As-Sba’iy 

berusaha membuktikannya dalam realitas masyarakat Kristen 

kontemporer di mana poligami diakui sebagai praktik yang nyata 

terjadi sebagaimana terjadi di Afrika sub-Sahara. Di sana, paras 

misionaris menemukan bahwa mereka dihadapkan pada realitas 

                                                           
216 Mus t afa  al-Siba ‘ī , Al-Mar’ah Bayna al-Fiqh Wa al-Qānūn. (Kairo: Da r al-Sala m, 
1998), 48. 
217 al-Siba ‘ī , 48. 
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sosial poligami di kalangan masyarakat Afrika. Ketika mereka 

bersikeras melarang poligami, itu justru menghalangi mereka 

untuk masuk Kristen. Kondisi ini jelas merugikan mereka sebagai 

pendakwah ajaran Kristen di Afrika. Oleh karena itu, mereka 

tetap menganjurkan orang Kristen Afrika untuk melakukan 

poligami tanpa batas. Sekali lagi ini adalah fakta menarik yang 

berusaha diungkap oleh As-Siba’iy.218  

 As-Siba’iy juga membuktikan bahwa Jerman dapat 

menjadi salah satu contoh konkret yang bisa menggambarkan 

bagaimana poligami berupaya diterapkan di sana. Ini dapat 

dilihat pada tahun 1949, ketika penduduk Bonn, ibu kota Jerman 

Federal, mengajukan permohonan kepada pihak berwenang agar 

konstitusi Jerman menetapkan diperbolehkannya poligami. 

Namun, sebelum ini diajukan, faktanya, upaya untuk melegalkan 

poligami pernah terjadi di Jerman selama rezim Nazi. Bahkan, 

Hitler dulu memiliki keinginan untuk memberlakukan kebolehan 

poligami melalui undang-undang dan hendak membangun sistem 

poligami yang berasal dari Islam. Namun, pecahnya Perang Dunia 

II mencegah Hitler melaksanakannya. Edward VII sebelumnya 

juga pernah mencoba hal serupa dengan menyiapkan dekrit yang 

memperbolehkan poligami, namun perlawanan dari para 

pendeta menggagalkannya.219  

 Apa yang disampaikan oleh as-Siba’iy menunjukkan 

bahwa dia berusaha untuk menempatkan praktik poligami dalam 

konteks sosio-historis yang panjang. Ia terlihat mengkritik 

pandangan poligami yang tidak menafikan konteks hukum. 

Pandangan ini sejatinya merefleksikan bahwa hukum poligami 

dalam Islam bukanlah hukum yang lahir dalam ruang kosong. 

Atas dasar ini, dia juga mencatat transformasi sosial yang terjadi 

sejak hukum poligami diberlakukan. Pertama, Islam hadir ketika 

                                                           
218 al-Siba ‘ī , 51. 
219 al-Siba ‘ī , 52–53. 
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poligami telah menjadi tradisi umum di masyarakat Arab 

Jahiliyyah tanpa aturan yang jelas. Dalam situasi yang tidak 

manusiawi, Islam kemudian membatasi jumlah istri maksimal 

empat orang dan mewajibkan keadilan materiil di antara para 

istri. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan nyata dalam hal 

ini, bahkan ketika sakit menjelang wafat, beliau tetap berusaha 

berlaku adil kepada seluruh istrinya sebelum akhirnya meminta 

izin untuk dirawat di rumah Aisyah. Sikap tersebut dipandang 

sebagai bentuk moralitas dan kemanusiaan yang ideal dalam 

praktik poligami.220 

Alasan Kedaruratan Individual dan Sosial 
dalam Poligami 
 Poligami tidak dapat dibenarkan sepenuhnya tanpa 

melalui pertimbangan kedaruratan. Bagi as-Siba’iy, poligami 

adalah pintu darurat yang dapat dilakukan jika kondisi mendesak 

dan membenarkan praktik tersebut. Oleh karena itu, ia 

memetakan dua kondisi kedaruratan, yaitu kedaruratan 

individual dan sosial. 

 

Kedaruratan Sosial  

 Ada dua poin penting yang dijelaskan oleh as-Siba’iy. 

Pertama, poligami dapat dibenarkan jika jumlah perempuan 

lebih mendominasi  daripada laki-laki. Kedua, poligami dapat 

dilakukan jika jumlah perempuan lebih banyak karena minimnya 

laki-laki akibat korban peperangan. Kedua argumen didasarkan 

atas dasar perbedaan angka demografi laki-laki dan perempuan 

yang tajam. 

Pertama, dominasi jumlah perempuan terhadap laki-laki 

dalam keadaan normal dalam pandangan as-Siba’iy dianggap 

sebagai masalah hukum penting. Dengan mengmatai fenomena 
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yang terjadi di negara seperti Eropa Utara, jumlah perempuan 

jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ini tidak hanya terjadi saat 

perang, tetapi pasca-perang. fakta itu nyata terjadi. Argumen ini 

dibangun di atas beberapa fakta penting. Pertama, as-Siba’iy 

mengungkapkan pengakuan seorang dokter bersalin di Helsinki. 

Dokter itu menyatakan bahwa saat itu, jumlah bayi yang lahir 

kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Gambarannya adalah 

dari setiap empat atau tiga anak yang lahir, satu adalah laki-laki 

dan sisanya adalah perempuan. Kedua, kritik masyarakat Barat 

terhadap larangan poligami menjadi pemicu penting untuk 

mempertegas status poligami di masyarakat non muslim. Sejak 

awal abad ke-20, sebagian kalangan di Barat mulai mengkritik 

larangan poligami karena dianggap menimbulkan berbagai 

persoalan sosial, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang 

terlantar, kemerosotan moral, dan lahirnya anak-anak di luar 

nikah. Mereka beranggapan bahwa ketika laki-laki hanya dibatasi 

pada satu pernikahan, sementara banyak perempuan tidak 

memperoleh pasangan, maka muncul berbagai persoalan sosial 

yang sulit dihindari. Dalam pandangan mereka, poligami 

dipertimbangkan sebagai salah satu jalan untuk memberikan 

perlindungan sosial dan menjaga martabat perempuan serta 

anak-anak.221 

Salah satu tulisan yang dimuat di surat kabar Inggris pada 

tahun 1901 menjadi bukti signifikan. Tulisan itu menggambarkan 

kegelisahan seorang perempuan Inggris terhadap banyaknya 

perempuan yang hidup tanpa perlindungan keluarga dan 

meningkatnya anak di luar nikah. Ia melihat bahwa hubungan 

yang tidak memiliki ikatan hukum justru lebih banyak 

melahirkan penderitaan bagi perempuan dan anak-anak. Karena 

itu, ia memandang poligami sebagai solusi yang dianggap mampu 
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memberi ruang perlindungan, status keluarga yang jelas, dan 

pengakuan sosial bagi perempuan serta anak-anak mereka.222 

Kedua, peperangan besar di abad ke-20 telah mengubah 

tatanan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. As-Siba’iy 

mengakui bahwa perang besar yang terjadi di Eropa pada abad 

ke-20 menyebabkan jutaan laki-laki meninggal dunia dan 

meninggalkan ketimpangan besar antara jumlah laki-laki dan 

perempuan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan kondisi baru 

di mana banyak perempuan kehilangan suami atau pencari 

nafkah. Di sisi lain, banyak perempuan yang juga tidak memiliki 

kesempatan untuk membangun keluarga. As-Siba’iy berargumen 

bahwa ini adalah kondisi kritis sehingga muncul kekhawatiran 

sosial mengenai meningkatnya hubungan di luar pernikahan, 

perselingkuhan, dan ketidakpastian perlindungan bagi 

perempuan. Atas dasar fakta ini, di beberapa negara Eropa, 

terutama Jerman, muncul suara-suara yang meminta agar 

poligami dipertimbangkan sebagai solusi sosial untuk 

memberikan perlindungan ekonomi dan status yang jelas bagi 

perempuan.223 

Salah satu pemikir Barat, Spenser, sebagaimana dikutip 

as-Siba’iy,  juga merespons hal ini. Ia melihat fakta ini melalui 

sudut pandang demografi dan keberlangsungan masyarakat. Jika 

suatu bangsa dilanda situasi di mana laki-lakinya berkurang 

drastis akibat perang, dan setiap laki-laki yang tersisa hanya 

memiliki satu istri, sehingga banyak perempuan yang tidak 

memiliki suami, maka hal ini pasti akan mengakibatkan 

penurunan jumlah kelahiran. Di sini, jumlah kelahiran tidak akan 

sama dengan jumlah kematian. Bahkan ketika dua negara yang 

berperang memiliki cara pandang berbeda-satu negara 

menganut asas monogami dan satu bangsa menganut asas 
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poligami- bangsa yang menganut asas monogami akan 

mengalami kekalahan dan akan musnah. Kenapa demikian? Ini 

karena bangsa tersebut mampu mereproduksi keturunan dengan 

cepat melalui poligami sehingga dapat mempertahankan 

keturunan. Di sini as-Siba’iy menegaskan bahwa ketika  negara 

yang dianggap beradab seperti Prancis melawan Rusia yang 

dianggap tidak beradab, negara seperti Prancis dapat mengalami 

kemusnahan lebih cepat. Hal ini karena perempuan yang lahir 

dan berkembang di negara tersebut cenderung hidup dalam 

kemewahan sehingga membatasi jumlah anak, yang berbeda 

dengan yang terjadi di Rusia.224 

 

Kedaruratan Individu 

 As-Siba’iy ternyata lebih banyak menjelaskan dan 

menguraikan alasan-alasan berbasis kedaruratan individu 

daripada kedaruratan sosial. Di sini ia mengungkapkan lima 

kondisi darurat, yaitu alasan kemandulan istri, penyakit kronis 

istri, ketidaksenangan suami terhadap istri (rumah tangga tidak 

harmonis), suami sering bepergian ke luar kota, dan 

hiperseksualitas suami. Dari sini dapat dipahami bahwa alasan 

poligami tidak melulu karena kondisi perempuan, tetapi juga 

berasal dari kondisi laki-laki. Ini memicu pertanyaan apakah 

poligami itu diarahkan demi menjaga kepentingan laki-laki atau 

perempuan. Terlepas dari itu, alasan-alasan ini menarik untuk 

ditelaah. 

 Pertama, saat istri mandul. Dalam kondisi ini, harapan 

suami untuk memiliki keturunan sulit untuk dicapai. Dalam 

situasi seperti itu, bagi as-Siba’iy, menikah lagi tanpa 

menceraikan istri pertama dianggap lebih menjaga martabat 

perempuan. Hal ini karena istri tetap berada dalam pernikahan 

yang sah sehingga perlindungan hukum dan pemenuhan hak-
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haknya dalam rumah tangga tetap terjaga. Dalam hal ini, tidak 

dipungkiri, bahwa, bagi as-Siba’iy, sebagian perempuan justru 

lebih memilih tetap menjadi istri meskipun dipoligami daripada 

kehilangan rumah tangga dan menghadapi stigma sosial akibat 

perceraian.225 

Kedua, saat istri menjalani penyakit kronis. Jika kondisi 

pertama adalah suami kehilangan harapan untuk memiliki anak, 

kondisi kedua ini lebih tertuju pada suami yang kehilangan ruang 

untuk menyalurkan hak seksualnya. Kondisi istri yang 

mengalami penyakit kronis membuat suami dan istri kesulitan 

menjalani hubungan suami istri sewajarnya. Jika pun dipaksa, 

istri jelas menjadi pihak yang dirugikan. Pada posisi ini, as-Siba’iy 

menyatakan bahwa suami berada pada dua pilihan: menceraikan 

istrinya atau menikah lagi sambil tetap merawat dan 

mempertahankan hak-hak istri pertama. Ia menilai pilihan kedua 

lebih mencerminkan kesetiaan dan tanggung jawab moral 

daripada meninggalkan istri yang sedang sakit.226  

Ketiga, saat hubungan suami istri tidak harmonis. Dalam 

situasi rumah tangga yang kritis, perceraian adalah solusi yang 

paling logis.227 Dalam konteks ini, as-Siba’iy menganjurkan untuk 

memilih poligami daripada memilih perceraian. Alasannya, 

memilih poligami adalah langkah yang lebih terhormat bagi 

suami dan sekaligus menguntungkan bagi kepentingan istri, 
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terutama setelah usia lanjut dan kelahiran anak, karena hak-hak 

istri dapat terpenuhi dengan baik.228 

Keempat, saat suami sering bekerja di luar rumah. Ini 

biasa terjadi pada pasangan yang menjalani long-distance 

marriage (LDM). Laki-laki yang menjalani memiliki potensi untuk 

menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dalam situasi ini, ia 

dapat menjalani hubungan yang tidak legal atau yang legal. Maka, 

bagi as-Siba’iy, kondisi kedua ini lebih terhormat dan maslahat, 

yaitu dengan melakukan poligami sehingga hak-hak anak yang 

lahir dari perkawinan tersebut dapat dipenuhi.229 

Kelima, saat suami mengalami hiperseksualitas. Beberapa 

laki-laki mungkin memiliki nafsu seks yang tinggi, sedangkan di 

sisi lain dianggap tidak mampu mengimbangi kebutuhan seks. Ini 

bisa jadi karena istri berusia lanjut atau memang istri tidak 

mampu melakukan hubungan seksual. Bagi as-Siba’iy, dalam 

situasi seperti ini hal terbaik yang dapat dipilih adalah 

melakukan poligami.  

Kelima alasan ini dapat dikaitkan dengan alasan 

kemanusiaan. Namun, apakah alasan kemanusiaan ini lebih 

tertuju pada perlindungan kepentingan laki-laki dan perempuan? 

Jawabannya lebih cenderung untuk memproteksi laki-laki 

meskipun di sisi lain perempuan juga diproteksi. 230Ini pada 

akhirnya dapat dikuatkan dengan alasan hukum hakim di 

Pengadilan Agama Pasuruan yang membenarkan praktik 

poligami dengan alasan kemanusiaan dan lebih tertuju untuk 

melindungi kepentingan laki-laki. Bahkan dalam pengamatan 

lebih tajam, apa yang terjadi di Pasuruan menunjukkan konsep 

keadilan sosial yang diyakini benar oleh publik Muslim di 
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Pasuruan, padahal konsep keadilan itu hanya diperuntukkan laki-

laki dan tidak untuk perempuan dan anak.231  

Dalam konteks Indonesia kontemporer, alasan 

kedaruratan individu semakin berkembang dan tidak lagi 

bertumpu pada kedaruratan pihak lelaki semata. Pertama, dalam 

beberapa kondisi, poligami dilakukan untuk menyelamatkan diri 

perempuan dari kemiskinan. Poligami seakan lahir sebagai 

sebuah solusi cepat bangkit dari kemiskinan ketika pihak laki-

laki mampu menjanjikan stabilitas ekonomi bagi perempuan.232 

Kedua, poligami juga terjadi karena permintaan istri pertama 

karena istri dalam kondisi sakit berat dan tidak mampu 

memberikan keturunan.233 Hal ini menarik karena permintaan 

dan kemauan berpoligami berangkat dari istri, bukan dari 

keinginan suami. Ketiga, poligami tidak lagi dilakukan karena 

semata kedaruratan, tetapi karena sebagai arena untuk unjuk 

identitas kesalehan. Ini kerap kali terjadi pada kalangan urban 

muslim di Indonesia. 234 
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Perkembangan alasan poligami yang terjadi saat ini, 

terutama dalam konteks Indonesia, menunjukkan terjadinya 

perubahan cara pandang terhadap poligami. Ia tidak lagi 

dipandang sebagai semata anjuran. Lebih dari itu, ia dikemas 

sebagai media untuk membantu kehidupan perempuan dan 

promosi identitas diri.  

Tidak Selamanya Poligami Menyenangkan 
 As-Siba’iy berusaha untuk menjelaskan secara utuh dari 

berbagai sisi tentang bagaimana melihat poligami. Jika 

sebelumnya tulisan ini berusaha menonjolkan mengapa poligami 

penting dan seolah-olah menggambarkan poligami 

menguntungkan laki-laki, bagian ini justru sebaliknya. Sisi-sisi 

negatif poligami dalam pandangan as-Siba’iy jugga perlu di 

sajikan. 

 As-Siba’iy mengakui bahwa poligami juga memiliki sisi 

ngatif yang tidak bisa dinafikan. Istri adalah korban utama. Iri 

hati dan persaingan antara istri jelas terjadi. Konflik internal 

semakin memanas yang terkadang bisa lahir dari hal-hal yang 

sepele dan tak terduga. Bagi as-Sib’iy, hidup dalam kondisi 

seperti ini sangat tidak nyaman dan jelas menciptakan konflik 

yang berkepanjangan. Konflik ini hanya bisa diselesaikan melalui 

kebijaksanaan suami. Tetapi bagi as-Siba’iy, seorang suami 

sangat sulit untuk memiliki sifat adil sebagaimana sifat adil yang 

dimiliki oleh para Nabi. Konflik yang tidak terselesaikan pada 

akhirnya diwariskan kepada anak cucu oleh para istri. Akhirnya, 

pernikahan poligami dapat melahirkan konflik internal yang 

semua kecil menjadi besar hanya gara-gara ketidakbijaksanaan 

seorang suami dalam memperlakukan istri.235 Pertanyaan 

penting yang muncul adalah apakah para istri akan merasakan 

kebahagiaan dalam pernikahan poligami? 
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Poligami adalah Sistem Hukum Bermoral 
 As-Siba’iy juga berusaha menempatkan poligami dalam 

konteks hukum perkawinan global. Jika poligami dianggap 

sebagai sistem hukum yang bermasalah di kalangan orang Islam, 

as-Siba’iy justru menegaskan bahwa poligami adalah sistem 

hukum yang memiliki dimensi moral dibandingkan dengan 

konsep pernikahan serupa yang terjadi di agama lain. Poligami 

dalam Islam tidak dibangun atas alasan pemenuhan hasrat 

pribadi atau hasrat laki-laki. Letak dimensi moral poligami ada 

pada pembatasan laki-laki untuk berhubungan dengan 

perempuan yang bukan mahrom kapan pun diinginkan. Poligami 

adalah pintu hukum yang bermoral untuk melakukan hubungan 

dengan perempuan lain selain istri pertamanya secara sah dan 

legal. Ini jelas berbeda dengan yang terjadi di dunia Barat yang 

kerap kali melakukan perselingkuhan.236  

As-Siba’iy menegaskan bahwa dalam poligami seorang 

laki-laki tidak dibenarkan menjalin hubungan bebas dengan 

perempuan mana pun tanpa aturan dan tanggung jawab. 

Hubungan tersebut harus dilakukan melalui akad yang sah, 

diketahui oleh wali, serta diumumkan kepada masyarakat 

meskipun dalam lingkup terbatas. Jika ini ditarik ke konteks 

modern, pernikahan poligami juga harus dicatat secara resmi di 

lembaga yang berwenang agar memiliki kepastian hukum dan 

perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Bahkan, tradisi 

walimah sebagai media pengumuman perkawinan poligami  

menjadi simbol bahwa hubungan tersebut dilaksanakan dan 

diakui dalam ruang sosial yang terhormat dan bermartabat, 

bukan hubungan tersembunyi yang merendahkan perempuan.237  

Selain sisi moral, as-Siba’iy memandang poligami 

memiliki dimensi kemanusiaan. Hal ini karena poligami 
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menempatkan perempuan dalam posisi yang mendapatkan 

perlindungan sosial dan hukum. Seorang laki-laki yang 

melakukan poligami tidak hanya memperoleh hak dalam 

hubungan rumah tangga, tetapi juga dibebani kewajiban ekonomi 

dan sosial yang besar. Ia harus memberikan mahar, nafkah, 

tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan istri dan anak-

anaknya secara adil.238 Di posisi ini, poligami dipahami sebagai 

bentuk tanggung jawab terhadap perempuan yang 

membutuhkan perlindungan dan kepastian hidup, termasuk 

perlindungan selama masa kehamilan, persalinan, dan 

pengasuhan anak. Anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut 

juga memperoleh pengakuan nasab dan hak sosial yang jelas 

sehingga tidak terpinggirkan dalam masyarakat. Jadi, poligami 

adalah wasilah untuk melindungi perempuan dari pengabaian 

hak-hak mereka. 

Ini jelas berbeda dengan praktik perkawinan yang terjadi 

di dunai Barat. AS-Siba’iy sangat mengkritik sikap masyarakat 

Barat yang menolak poligami sebagai media legal formal dalam 

pernikahan, tetapi pada praktiknya tetap membiarkan hubungan 

multipartner berlangsung di luar ikatan hukum dan tanggung 

jawab sosial. Hubungan tersebut biasanya dibangun atas 

komitmen bersama melalui perselingkuhan, pacaran, dan bentuk 

hubungan rahasia lain yang jelas tidak memiliki batas jumlah 

sebagaimana poligami dalam Islam. Hubungan demikian yang 

tidak diumumkan ke publik berkorelasi dengan ketiadaan 

tanggung jawab atas kewajiban moral maupun finansial terhadap 

perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Ini yang 

disebut sebagai “pluralitas tanpa hukum”, yakni praktik 

hubungan dengan banyak pasangan yang hidup di tengah 

masyarakat tetapi tidak dilembagakan secara sah. Karena itu, 
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hubungan demikian hanya berhenti pada pemenuhan hasrat 

pribadi.239  

Kritik publik Barat terhadap poligami dalam Islam 

cenderung dibangun atas dasar fanatisme budaya dan prasangka 

historis. Melalui dialog dengan seorang pastor di Dublin, as-

Siba’iy menunjukkan bahwa praktik poligami sebenarnya juga 

hadir dalam tradisi para nabi yang dihormati dalam agama 

Yahudi dan Kristen, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. 

Namun, ketika praktik serupa dikaitkan dengan Nabi Muhammad 

dan agama Islam, muncul penolakan dan stigma bahwa poligami 

identik dengan hawa nafsu. Ini jelas pandangan yang tidak adil. 

Anggapan demikian seakan menunjukkan bahwa kebudayaan 

Barat adalah satu-satunya standar tunggal yang harus diikuti.240 

Penafsiran Terhadap Ayat Poligami 
Membahas poligami menjadi lebih tajam jika menelaah 

penafsiran terhadap ayat-ayat poligami. Dalam hal ini, As-Siba’iy 

juga menyoroti beberapa poin penting yang dapat diambil dari 

beragam penafsiran terhaap ayat poligami, surat An-Nisa’ ayat 3: 

 

عَ ۚ ثَ وَرُبَٰ ى وَثلَُٰ نَ الن ِسَاۤءِ مَثنَْٰ ى فاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لكَُمْ م ِ مَٰ فاَِنْ خِفْتمُْ  وَانِْ خِفْتمُْ الََّا تقُْسِطُوْا فىِ الْيتََٰ

ٓى الََّا  لِكَ ادَْنَٰ    تعَوُْلوُْاِۗ الََّا تعَْدِلوُْا فَوَاحِدةًَ اوَْ مَا مَلكََتْ ايَْمَانكُُمْ ِۗ ذَٰ

 

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu 

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) 

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
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miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat 

zalim.” 

 

Terhadap ayat ini, As-Siba’iy memberikan empat catatan 

penting. Catatan-catatan itu mencakup tentang penafsiran 

keadilan yang cenderung dikaitkan dengan kemampuan 

ekonomi. Sederhananya, konsep keadilan dalam poligami 

dikaitkan dengan keadilan finansial dan pemenuhan kebutuhan 

non psikologis, di mana bagian yang terakhir ini sulit untuk 

dipenuhi oleh laki-laki.  

Pertama, Al-Qur’an memberikan legitimasi terhadap 

praktik poligami hingga empat istri melalui penggunaan redaksi 

perintah menikah ( فاَنْكِحُوْا  ) dalam ayat terkait poligami. Namun, 

para ulama memahami bahwa bentuk perintah tersebut tidak 

menunjukkan kewajiban, melainkan kebolehan. Karena itu, 

poligami diposisikan sebagai sesuatu yang diizinkan, bukan 

sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap laki-laki 

Muslim. Menariknya, pemahaman ini telah menjadi pandangan 

dominan para ulama tanpa ada perbedaan berarti di kalangan 

mayoritas ahli fikih. Jadi, pendapat yang membolehkan jumlah 

istri lebih dari empat dipandang sebagai kekeliruan dalam 

memahami struktur bahasa Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Para 

ulama menilai pandangan tersebut muncul karena lemahnya 

pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab dan metode 

penafsiran Islam yang benar.241 

Kedua, keadilan menjadi prinsip utama yang melekat 

dalam praktik poligami. Seorang laki-laki hanya diperbolehkan 

berpoligami apabila ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu 

berlaku adil terhadap para istrinya. Jika ia sadar tidak mampu 

memenuhi tuntutan tersebut, maka ia mestinya tidak melakukan 

poligami. Lalu, bagaimana jika ada laki-laki yang tidak mampu 
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berlaku adil tetapi tetap melaksanakan poligami? As-Siba’iy 

menilai pernikahan tersebut tetap dianggap sah secara hukum, 

tetapi pelakunya dinilai berdosa karena tidak memenuhi 

tuntunan moral syariat. Hal yang perlu digarisbawahi di sini 

adalah bahwa konsep keadilan adalah keadilan yang dapat 

diwujudkan dalam aspek-aspek lahiriah, seperti pembagian 

nafkah, tempat tinggal, pakaian, makanan, maupun giliran 

bersama istri.242 

Ketiga, aspek kemampuan ekonomi juga menjadi 

pertimbangan penting dalam poligami. Dengan mengutip 

pendapat Imam Al-Syafi’i, As-Siba’iy menjelaskan bahwa ayat 

poligami merupakan isyarat bahwa seseorang harus memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya 

sebelum memutuskan untuk berpoligami. Penafsiran ini 

menegaskan bahwa Islam memandang poligami tidak hanya dari 

sisi hubungan rumah tangga, tetapi juga dari sisi kesiapan 

finansial dan tanggung jawab terhadap keluarga. As-Siba’iy juga 

mengutip pendapat Al-Bayhaqi yang menjelaskan bahwa 

seseorang tidak sepatutnya memperbanyak tanggungan apabila 

ia tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk 

menanggungnya. Walaupun demikian, kemampuan ekonomi ini 

dipahami sebagai tuntutan agama dan etika, bukan syarat yang 

menentukan keabsahan akad nikah.243  

Keempat, Alquran menegaskan bahwa manusia tidak 

mungkin mampu berlaku adil sepenuhnya dalam persoalan cinta 

dan kecenderungan hati. Oleh karena itu, As Siba’iy meyakini 

Islam tidak menuntut kesamaan rasa cinta di antara para istri, 

sebab hal tersebut berada di luar kemampuan manusia. Meski 

demikian, suami tetap diwajibkan menjaga sikap agar tidak 

terlalu condong kepada salah satu istri hingga mengabaikan yang 
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lain. Di sini, as-Siba’iy menegaskan bahwa Islam melarang 

seorang suami membiarkan istrinya dalam keadaan terkatung-

katung, yakni tidak mendapatkan perhatian yang layak, namun 

juga tidak diceraikan. Sebaliknya, suami diperintahkan untuk 

tetap memperlakukan seluruh istrinya dengan baik dan penuh 

penghormatan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan 

dalam hal ini dengan berusaha membagi hak-hak lahiriah para 

istrinya secara adil, sambil mengakui bahwa persoalan cinta 

sepenuhnya berada dalam kuasa Allah.244  

 Untuk mempertegas konsep keadilan dalam poligami, as-

Siba’iy memberikan catatan penting tentang konsep keadilan 

dalam perkawinan poligami. Catatan ini ditujukan untuk 

memperjelas makna keadilan yang selama ini banyak 

diperdebatkan. Catatan ini juga dapat menjadi pijakan untuk 

mengembangkan makna keadilan dalam poligami dalam bingkai 

pemikiran poligami. 

1. Keadilan yang disyaratkan dalam poligami bukanlah 

keadilan mutlak.  Keadilan dalam konteks poligami adalah 

keadilan yang berada dalam kemampuan manusia, yaitu 

keadilan materiil. Bentuk keadilan ini mencakup 

pembagian nafkah, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan 

kebutuhan lahiriah lainnya secara proporsional di antara 

para istri. Adapun keadilan yang mustahil diwujudkan 

secara sempurna adalah keadilan batiniah (psikologis) 

berupa rasa cinta dan kecenderungan hati. Karena itu, 

ayat yang menjelaskan ketidakmungkinan berlaku adil 

terhadap para istri harus dipahami sebagai penjelasan 

tentang keterbatasan manusia dalam mengendalikan 

perasaan, bukan larangan total terhadap poligami. 

Seorang suami tetap diwajibkan menjaga sikap dan tidak 

menunjukkan perlakuan yang melampaui batas dalam 
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ketidakpedulian atau kecenderangan emosionalnya 

kepada salah satu istri.245 

2. Alquran membedakan keadilan yang mampu dilakukan 

manusia dan keadilan yang berada di luar kemampuan 

manusia. Allah memahami tabiat jiwa manusia yang tidak 

mungkin menyamakan cinta sepenuhnya antara istri 

pertama dan berikutnya. Karena itu, yang dituntut 

bukanlah penyamaan rasa cinta, tetapi pengendalian 

sikap agar suami tidak meninggalkan istri pertama dalam 

keadaan terabaikan dan menggantung. Ayat tersebut 

justru memberikan arahan moral agar suami tetap 

memperbaiki hubungan, bertakwa, dan memperlakukan 

istrinya dengan baik. Dengan demikian, kecenderungan 

hati yang tidak dapat dihindari tidak dijadikan dasar 

dosa, selama suami tetap menjaga tanggung jawab, 

keadilan lahiriah, dan etika perlakuan terhadap seluruh 

istrinya.246 

3. Apabila poligami memang dilarang secara mutlak, maka 

tidak mungkin Al-Qur’an terlebih dahulu memberikan izin 

untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan 

syarat tertentu. Menjadikan syarat yang mustahil 

dipenuhi sebagai dasar kebolehan dipandang tidak 

sejalan dengan logika bahasa maupun tujuan hukum. Oleh 

sebab itu, syarat keadilan dalam ayat poligami dipahami 

sebagai keadilan yang realistis dan dapat dilaksanakan, 

bukan keadilan absolut dalam cinta. Analogi yang 

digunakan menunjukkan bahwa tidak masuk akal apabila 

seseorang diberi izin melakukan sesuatu, tetapi pada saat 

yang sama syaratnya dibuat mustahil dipenuhi. Karena 
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145 

itu, izin poligami tetap dipahami sebagai sesuatu yang sah 

dengan tanggung jawab moral dan hukum yang ketat.247 

4. Praktik poligami Nabi Muhammad SAW dan para sahabat 

menjadi penjelas utama terhadap makna ayat-ayat 

poligami. Nabi tidak pernah melarang poligami secara 

total, bahkan beliau membatasi jumlah istri maksimal 

empat bagi para sahabat yang sebelumnya memiliki lebih 

banyak istri ketika masuk Islam. Jika poligami memang 

terlarang, tentu Nabi akan memerintahkan mereka 

mempertahankan hanya satu istri. Selain itu, praktik para 

sahabat yang berpoligami berlangsung dengan 

pengetahuan dan persetujuan Nabi. Oleh karena itu, 

anggapan bahwa umat Islam selama berabad-abad salah 

memahami ayat poligami dianggap tidak berdasar. 

Penulis kemudian mengkritik pihak-pihak yang menolak 

poligami dengan alasan pengaruh tekanan Barat, 

kelemahan mental terhadap kritik luar, atau bahkan 

upaya sengaja mendistorsi pemahaman umat terhadap 

ajaran Islam dan praktik Nabi.248 

Kesimpulan 
 Uraian pemikiran ini menunjukkan beberapa catatan 

penting. Pertama, Mustofa as-Siba’iy memosisikan poligami 

sebagai instrumen moral umat Islam sekaligus melindungi 

perempuan dari eksploitasi dalam hubungan di luar perkawinan 

yang sering kali merugikan perempuan. Kedua, pemikiran 

Mustofa as-Si’baiy tidak dapat sepenuhnya dianggap tidak 

relevan ketika dibaca dalam konteks terkini mengingat 

pemikiran tersebut lahir di saat umat Islam masih menghadapi 

stigma buruk dari non Muslim terhadap praktik-praktik 
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perkawinan yang dianggap relevan dalam kaca mata mereka 

karena cenderung merendahkan perempuan. Ketiga, pemikiran 

poligami Mustofa as-Siba’iy tidak bisa diletakkan sebagai 

pemikiran yang tertinggal karena dalam beberapa situasi 

gagasan tersebut dapat menjadi solusi di saat situasinya relevan. 

Di sinilah menjadi relevan apa yang dikatakan oleh Qurasih 

Shihab yang melihat poligami sebagai pintu darurat yang suatu 

saat bisa dibuka atau ditutup sesuai konteksnya. Namun 

demikian, penulis meyakini bahwa pemikiran ini tidak bisa juga 

ditarik ke ruang pelegalan poligami dalam konteks kontemporer 

Indonesia karena pada praktiknya poligami sering kali 

menciptakan masalah, bukan sebagai solusi hukum dan 

melindungi perempuan.   
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ukum keluarga Islam terbentuk melalui interaksi antara 

teks keagamaan, dinamika sosial, serta konstruksi 

budaya yang melingkupinya. Dalam konteks tersebut, 

praktik poligami menjadi salah satu isu yang terus mengalami 

perdebatan karena berada di persimpangan antara legitimasi 

normatif dan tuntutan keadilan sosial, khususnya terkait dengan 

posisi perempuan dalam struktur keluarga yang beririsan 

langsung dengan praktik tersebut. 

Dalam literatur klasik, poligami umumnya dipahami 

sebagai praktik yang dibolehkan dengan syarat tertentu, 

terutama terkait dengan keadilan.249 Pendekatan ini banyak 

menempatkan poligami dalam kerangka normatif-tekstual, 

dengan fokus pada interpretasi ayat dan ketentuan fikih. 

Sejumlah kajian kontemporer kemudian mulai menggeser fokus 

                                                           
249 Madiha Dzakiyyah Chairunnisa et al., “Poligami dalam Perspektif Tafsir 
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29, https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273. 
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tersebut dengan menyoroti implikasi sosial poligami, khususnya 

dalam kaitannya dengan relasi gender, keadilan, serta 

perlindungan terhadap perempuan.250 Dalam perspektif ini, 

poligami tidak lagi dipahami semata sebagai ketentuan hukum, 

tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki dampak kompleks 

terhadap kehidupan keluarga. 

 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik 

poligami sering kali berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa 

dalam keluarga, di mana perempuan berada dalam posisi yang 

lebih rentan secara sosial maupun ekonomi.251 Di sisi lain, 

terdapat pula kajian yang berupaya mempertahankan legitimasi 

poligami dengan menekankan aspek maslahat, fleksibilitas 

hukum Islam, serta kemungkinan praktik tersebut berjalan 

secara adil dalam kondisi tertentu.252 Perbedaan pendekatan ini 

menunjukkan bahwa diskursus poligami tidak hanya berada 

pada tataran normatif, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik 

antara pembacaan tekstual dan realitas sosial. 

 Muḥammad Mutawallī al-Sya‘rāwī merupakan salah satu 

ulama yang tidak hanya menegaskan legitimasi normatif 

poligami, tetapi juga mengembangkan argumentasi sosial yang 

khas.  Al-Sya‘rāwī menghadirkan preferensi perempuan sebagai 

bagian dari dasar penerimaan praktik poligami, dengan 

menempatkan perempuan sebagai subjek yang dianggap 

                                                           
250 Zainal Abidin et al., “Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender,” The 
International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization 8, no. 02 (2022): 
17–38, https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65. 
251 Fahrun Dama, “Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan 
Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam,” HOKI : Journal of Islamic Family Law 1, 
no. 1 (2025). 
252 Fathurrahman Alfa, Kehidupan Rumah Tangga Poligami Habib dengan 
Perempuan Ahwal di Kabupaten Banjar (Analisis sosiologi, budaya, dan fikih) 
(RajaGrafindo Persada, 2018). 
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memiliki pilihan terhadap praktik tersebut.253 Pendekatan ini 

menunjukkan adanya perluasan basis legitimasi dari teks menuju 

narasi sosial. 

 Namun demikian, sebagian besar kajian tentang poligami, 

baik dalam perspektif normatif maupun sosial, masih cenderung 

menempatkan perempuan sebagai objek analisis, baik sebagai 

pihak yang dilindungi maupun yang terdampak.254 Kajian yang 

secara spesifik mengkritisi bagaimana “preferensi perempuan” 

dikonstruksi sebagai bagian dari legitimasi poligami masih relatif 

terbatas. Padahal, konstruksi tersebut memiliki peran penting 

dalam membentuk cara pandang terhadap poligami sebagai 

praktik yang tampak rasional dan dapat diterima. 

 Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian  

dalam memahami bagaimana preferensi perempuan tidak hanya 

merefleksikan realitas sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai 

instrumen legitimasi dalam diskursus hukum. Belum banyak 

kajian yang secara eksplisit membaca preferensi perempuan 

sebagai produk konstruksi sosial yang terhubung dengan relasi 

kuasa dan strategi argumentatif dalam mempertahankan praktik 

poligami. 

 Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi 

preferensi perempuan dalam pemikiran Muḥammad Mutawallī 

al-Sya‘rāwī serta perannya dalam produksi legitimasi poligami. 

Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini 

tidak hanya berfokus pada aspek normatif teks, tetapi juga 

mengkaji bagaimana narasi sosial bekerja dalam membentuk 

persepsi tentang pilihan, rasionalitas, dan penerimaan terhadap 

praktik poligami. Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan 

                                                           
253 al-Sha‘ra wī  Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa 
Jawāb, ‘A dil Abu  al-Ma‘a t ī  (Maktabat al-Qudsī  li al-Nashr wa al-Tawzī ‘, 1998). 
254 Rifdah Adfira, “Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan 
Gender,” Mizan: Journal of Islamic Law 6, no. 3 (2023): 447, 
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349. 
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dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum 

keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara 

hukum, gender, dan konstruksi sosial dalam praktik poligami. 

Latar Belakang Pemikiran Muḥammad 
Mutawallī al-Sya‘rāwī 
 Poligami dalam pemikiran Muḥammad Mutawallī al-

Sya‘rāwī tidak dapat dilepaskan dari lanskap sosial Mesir abad 

ke-20 yang berada dalam fase transformasi yang kompleks.255 

Periode ini ditandai oleh pertemuan antara tradisi keislaman 

yang telah mengakar kuat dengan arus modernitas yang hadir 

melalui kolonialisme, sistem pendidikan Barat, serta ekspansi 

media massa.256 Kondisi tersebut melahirkan ketegangan 

epistemologis antara upaya mempertahankan otoritas tradisi dan 

kebutuhan untuk merespons perubahan sosial yang semakin 

dinamis.  

 Institusi keluarga menjadi salah satu arena utama tempat 

berlangsungnya negosiasi antara nilai-nilai normatif dan realitas 

sosial. Praktik-praktik yang sebelumnya diterima secara taken for 

granted, termasuk poligami, mulai dipertanyakan kembali dalam 

kerangka keadilan, relasi gender, dan relevansinya dalam 

masyarakat modern. Dengan demikian, poligami tidak lagi 

semata-mata dipahami sebagai ketentuan hukum, tetapi juga 

sebagai praktik sosial yang sarat dengan dimensi ideologis dan 

kultural. 

 Interaksi intens antara teks keagamaan, pengalaman 

sosial, serta dinamika politik-intelektual yang berkembang di 

Mesir saat itu, membetuk pemikiran al-Sya‘rāwī. Sebagai produk 

                                                           
255 Muh ammad Mutawallī  Al-Sya‘ra wī , Tafsīr Al-Sha‘rāwī: Khawāṭir al-Sha‘Rāwī 
Ḥawla al-Qur’Ān al-Karīm (Akhbar al-Yaum, 1991), 583. 
256 Manshur Kaafi, Asy Syekh Muhammad Mutawalli Asy Syarawi Wa Manhajuhu 
Fi Al-Tafsir, (Kairo), 2006, 113-114. 
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tradisi keilmuan al-Azhar, al-Sya‘rāwī memiliki fondasi yang kuat 

dalam ilmu-ilmu keislaman klasik, khususnya tafsir, bahasa Arab, 

dan disiplin ilmu alat.257 Namun demikian, keterlibatannya dalam 

ruang publik dan struktur negara menjadikan pemikirannya 

tidak terlepas dari realitas sosial yang terus berubah. Hal ini 

membentuk corak pemikiran yang cenderung adaptif: tetap 

berpegang pada otoritas teks, tetapi sekaligus berupaya 

menjawab persoalan kontemporer secara kontekstual. 

 Karakter pemikiran al-Sya‘rāwī juga tidak dapat 

dipisahkan dari metode penyampaiannya yang berbasis dakwah 

publik. Tafsirnya berkembang melalui ceramah-ceramah yang 

ditujukan kepada masyarakat luas, sehingga tidak disusun dalam 

kerangka akademik yang sistematis, melainkan bersifat 

komunikatif dan aplikatif.258 Pola ini menyebabkan argumentasi 

yang dibangun tidak hanya bertumpu pada struktur normatif 

teks, tetapi juga memanfaatkan narasi sosial yang mudah 

dipahami dan diterima oleh publik. Dalam konteks ini, isu-isu 

keluarga, termasuk poligami, sering diposisikan dalam kerangka 

moral dan kemaslahatan sosial, bukan semata-mata dalam 

konstruksi legal-formal. 

 Lebih jauh, pemikiran al-Sya‘rāwī menunjukkan adanya 

upaya untuk menjembatani antara stabilitas norma dan 

perubahan sosial. Di satu sisi, al-Sya‘rāwī mempertahankan 

legitimasi hukum Islam sebagai sistem yang dianggap memiliki 

otoritas transenden. Di sisi lain, al-Sya‘rāwī mengembangkan 

cara-cara argumentatif yang memungkinkan norma tersebut 

tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Dengan 

demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat 

                                                           
257 Muh ammad Mutawallī  Al-Sya‘ra wī , Khawathir Imaniyah (Dar Nur, 2010), 
583; Muhammad Husein Adz-Dzahabi, Al Tafsir Wa Al Mufassirun (Dar Al-
Hadith, 2005), 33. 
258 Al-Sya‘ra wī , Tafsīr Al-Sha‘rāwī: Khawāṭir al-Sha‘Rāwī Ḥawla al-Qur’Ān al-
Karīm, 583. 
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normatif, tetapi juga mengandung dimensi sosio-kultural yang 

kuat. 

 Dalam kerangka ini, poligami tidak diposisikan sebagai 

praktik yang secara otomatis diterima, melainkan sebagai bagian 

dari diskursus yang terus dinegosiasikan. Kehadirannya berada 

di persimpangan antara legitimasi tekstual dan tuntutan keadilan 

sosial, khususnya terkait dengan posisi perempuan dalam 

struktur keluarga. Oleh karena itu, memahami pandangan al-

Sya‘rāwī mengenai poligami memerlukan pembacaan yang tidak 

hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks sosial yang 

membentuk dan mempengaruhi konstruksi pemikirannya. 

Poligami dalam Kerangka Normatif Pemikiran 
al-Sya‘rāwī 
 Poligami dalam pemikiran Muḥammad Mutawallī al-

Sya‘rāwī ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum 

Islam yang tidak dapat dipisahkan dari konstruksi relasi antara 

laki-laki dan perempuan.259 Relasi tersebut dipahami sebagai 

fondasi keteraturan sosial, di mana institusi pernikahan 

berfungsi sebagai ruang utama pembentukan struktur 

masyarakat. Dalam kerangka ini, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan tidak direduksi pada aspek biologis atau material, 

melainkan diposisikan sebagai relasi kemanusiaan yang memiliki 

dimensi moral dan sosial yang luas.  

 Al-Sya‘rāwī menjelaskan bahwa realitas sosial sebelum 

Islam menunjukkan adanya praktik memiliki lebih dari empat 

istri.260 Menurutnya, pihak-pihak yang menuduh Islam sebagai 

pencipta poligami adalah mereka yang tidak memahami 

                                                           
259 Ya sir Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah (Da r al-Rawd ah li al-
Nashr wa al-Tawzī ‘, 1977).hlm.86 
260 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.88 
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sejarah.261 Padahal poligami bukan bersumber dari Islam, Islam 

justru mendefinisikan dan membatasi praktik yang sudah ada 

tersebut menjadi hanya empat istri.  

 

نَ النِ سَاءِ مَثنْىََٰ وَثلََُثَ  وَإنِْ خِفْتمُْ ألََّا تقُْسِطُوا فيِ الْيتَاَمَىَٰ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَمُ مِ 

لِكَ أدَْنىََٰ ألََّا تعَوُلوُاوَرُباَعَ ۖ فإَِ 
 نْ خِفْتمُْ ألََّا تعَْدِلوُا فَوَاحِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ۚ ذََٰ

 

 “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 

(menikahlah) seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 

dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” An nisa3 

 

 Al-Sya‘rāwī mengklarifikasi bahwa penyebutan angka 

“dua, tiga, dan empat” dalam ayat poligami tersebut harus 

dipahami sebagai batas maksimal pilihan, bukan penjumlahan 

yang menghasilkan angka sembilan atau delapan belas. Hadis ini 

menjadi penjelas yang mengunci jumlah maksimal tersebut pada 

angka empat.262 

 Sebagaimana bukti sejarah pembatasan ini, al-Sya‘rāwī 

mengutip perintah Nabi Muhammad kepada para laki-laki yang 

memiliki lebih dari empat istri saat itu untuk mempertahankan 

empat dan menceraikan sisanya;263 

 

                                                           
261 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.88 
262 Muh ammad Mutawallī  Al-Sya‘ra wī , Tafsīr Al-Sha‘rāwī: Khawāṭir al-Sha‘Rāwī 
Ḥawla al-Qur’Ān al-Karīm (Akhbar al-Yaum, 1991), Juz 1, 1369. 
263 Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa Jawāb.hlm.32 
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عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: أسَْلمََ غَيْلَنَُ بْنُ سَلمََةَ وَتحَْتهَُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فقَاَلَ لهَُ النابيُِّ صَلاى 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ: " خُذْ مِنْهُنا أرَْبعَاً  " اللّٰا

 

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Ghailan bin Salamah masuk 

Islam sementara ia mempunyai sepuluh isteri. Maka Nabi 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: 

“Ambillah empat dari mereka (dan ceraikan sisanya)” 

(HR. Ibnu Majah No. 1943) 

 

 Meskipun hadis tersebut memberikan legalitas formal 

untuk memiliki hingga empat istri, al-Sya‘rāwī selalu 

menekankan bahwa kebolehan ini bersifat ketat.264 Jika seorang 

laki-laki takut tidak bisa berlaku adil, maka syariat melarangnya 

untuk berpoligami, sebab tujuan poligami adalah untuk 

menyelesaikan masalah, buka menciptakan ketidakadilan 

baru.265  

 Al-Sya‘rāwī menegaskan bahwa keadilan yang dituntut 

dalam Islam adalah perkara-perkara yang berada dalam ruang 

lingkup dan kuasa manusia. Keadilan ini bersifat terukur dan 

material, yang meliputi nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu 

(giliran), serta perilaku dan kenyamanan.266 Al-Sya‘rāwī 

menempatkan keadilan hati pada pengecualian. Menurutnya, 

keadilan dalam hal cinta, kasih sayang, dan kecenderungan hati 

berada di luar batas kemampuan manusia. 

 

حَرَصْتمُْ ۖ فلَََ تمَِيلوُا۟ كُلا ٱلْمَيْلِ فتَذَرَُوهَا  وَلنَ تسَْتطَِيعوُا۟ أنَ تعَْدِلوُا۟ بيَْنَ ٱلن ِسَاءِٓ وَلَوْ 

ا حِيمًًۭ ا را َ كَانَ غَفوُرًًۭ  كَالْمُعلَاقَةِ ۚ وَإنِ تصُْلِحُوا۟ وَتتَاقوُا۟ فإَنِا ٱللَّا

 

                                                           
264 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.88 
265 Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa Jawāb.hlm.128 
266 Al-Sya‘ra wī , Tafsīr Al-Sha‘rāwī: Khawāṭir al-Sha‘Rāwī Ḥawla al-Qur’Ān al-
Karīm, juz 5,  2687. 
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“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan 

dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”an-nisa 129 

 

 Namun, Al-Sya‘rāwī mengingatkan agar suami tidak 

terlalu condong kepada istri yang paling dicintai sehingga 

mengabaikan istri lainnya dan membuatnya merasa terkatung-

katung (mu’allaqah).267 Demikian terhadap anak, tidak 

dibenarkan ketika suami yang berpoligami namun 

menelantarkan anak-anak dan istri tertentu, sebab dapat 

merusak integritas hukum Islam di mata masyarakat.  

 Secara keseluruhan, Al-Sya‘rāwī menginterpretasikan 

syarat keadilan dalam poligami sebagai keadilan yang dapat 

dipraktikan secara utuh, mencakup aspek material dan waktu. 

Hal ini akan menjadi percontohan keadilan yang diinginkan Islam 

dan menutup celah bagi musuh-musuh Islam untuk mencela 

syariat tersebut. Terlebih menurutnya, kegagalan dalam praktik 

poligami seringkali disebabkan oleh pasangan yang melanggar 

standar atau aturan Islam, bukan karena hukum yang salah.268 

 Al-Sya‘rāwī menempatkan poligami bukan sebagai 

praktik yang problematik, melainkan sebagai salah satu bentuk 

pengaturan relasi yang telah diakomodasi dalam syariat.269 

Sebagaimana dalam kritiknya terhadap argumen-argumen Nawal 

                                                           
267 Al-Sya‘ra wī , Tafsīr Al-Sha‘rāwī: Khawāṭir al-Sha‘Rāwī Ḥawla al-Qur’Ān al-
Karīm. 
268 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.140 
269 Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa Jawāb.hlm.32 
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Sa’adawi, al-Sya‘rāwī menyatakan bahwa poligami adalah solusi 

bijaksana untuk masalah keluarga tertentu, seperti ketika 

seorang istri mandul atau menderita penyakit kronis.270 

 Dalam situasi ini, poligami dipandang sebagai jalan 

keluarga yang manusiawi karena memungkinkan suami untuk 

memiliki keturunan atau memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa 

harus menceraikan istri pertamanya.271 Sehingga istri yang sakit 

atau mandul tersebut tetap mendapatkan perlindungan, nafkah, 

dan status sosial sebagai istri, bukan justru disingkirkan. 

Kebolehan ini dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan 

yang muncul dalam keluarga tanpa harus mengorbankan ikatan 

perkawinan yang sudah ada.272  

 Al-Sya‘rāwī juga berargumen bahwa sesuatu tidak 

mungkin menjadi banyak kecuali jumlahnya memang berlebih.273 

Secara statistik, jumlah laki-laki seringkali lebih sedikit daripada 

perempuan di dunia. Jika hukum mengharuskan setiap laki-laki 

hanya memiliki satu istri, maka akan tercipta sebuah kelompok 

perempuan yang berlebih, yang tidak mendapatkan kesempatan 

untuk melangsungkan perkawinan.274 

 Kelebihan jumlah perempuan ini akan menjadi masalah 

sosial yang jika tidak memiliki solusi praktis selain melalui 

poligami.275 Tanpa adanya sistem ini, kondisi surplus tersebut 

dipandang sebagai sebuah bencana sosial karena meninggalkan 

banyak perempuan tanpa perlindungan hukum dan nafkah dalam 

ikatan perkawinan yang sah. Al-Sya‘rāwī juga meyakini bahwa 

fakta ilmiah dan perkembangan sosial menegaskan bahwa 

                                                           
270 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.86 
271 Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa Jawāb.hlm.130 
272 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah. 
273 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.87 
274 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.87 
275 Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa Jawāb.hlm.31 
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poligami sejalan dengan fitrah manusia dan kebutuhan 

masyarakat untuk menjaga keseimbangan populasi.276 

 Masyarakat yang melarang poligami namun dalam 

praktiknya membiarkan laki-laki memiliki banyak pasangan 

tanpa batas mendapat sindiran keras dari Al-Sya‘rāwī, terlebih 

jika perempuan tersebut tidak mendapatkan perlindungan 

hukum. Baginya, poligami Islam jauh lebih jujur dan adil karena 

mengakui realitas surplus perempuan dan memberikan mereka 

hak-hak yang sah daripada sekadar menjadi komoditas tanpa 

status277 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami dalam 

kerangka normatif al-Sya‘rāwī adalah salah satu bentuk 

pengaturan relasi suami istri yang telah diakomodasi dalam 

syariat. Keberadaannya dipahami sebagai bagian dari fleksibilitas 

hukum Islam yang memungkinkan adanya variasi dalam praktik 

perkawinan sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi. Poligami 

tidak berhenti pada perdebatan dalam kerangka boleh atau tidak 

boleh, tetapi dalam kerangka bagaimana poligami tersebut 

berfungsi sebagai sistem yang lebih luas. 

 Pemaknaan poligami sebagai solusi sosial dalam 

pemikiran al-Sya‘rāwī berakar pada cara pandangnya terhadap 

struktur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.278 

Dalam kerangka ini, relasi tersebut tidak dipahami sebagai 

kesetaraan yang identik, melainkan sebagai pembagian peran 

yang bersifat diferensiatif. Perempuan diposisikan dalam peran 

yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan keluarga, 

sementara laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang memikul 

tanggung jawab finansial dan perlindungan. 

                                                           
276 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.87 
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 Pembagian peran tersebut dipahami sebagai struktur 

yang saling melengkapi, bukan sebagai bentuk ketimpangan. Al-

Sya‘rāwī melihat bahwa keteraturan dalam keluarga hanya dapat 

terwujud apabila masing-masing pihak menjalankan fungsi yang 

berbeda namun terkoordinasi.279 Relasi laki-laki dan perempuan 

menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan sosial yang lebih luas, 

sehingga hukum Islam diposisikan sebagai sistem yang utuh dan 

tidak bersifat parsial.  

 Ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga, termasuk 

poligami, dipahami sebagai bagian dari pengaturan yang 

memiliki tujuan menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. 

Oleh karena itu, poligami tidak dipandang sebagai praktik yang 

berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem yang saling 

terkait dengan pembagian peran dalam keluarga. Terlebih, 

tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki 

menjadi salah satu dasar penting dalam memahami posisi dan 

otoritasnya dalam keluarga.  

 Dalam konteks ini, kebolehan poligami dipahami sebagai 

konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, bukan sebagai bentuk 

keistimewaan yang berdiri tanpa dasar. Perbedaan peran antara 

laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam kerangka fungsi dan 

tanggung jawab yang berbeda. Poligami dalam pemikiran al-

Sya‘rāwī tidak hanya berkaitan dengan kebolehan normatif, 

tetapi juga terhubung dengan cara pandang yang lebih luas 

mengenai relasi keluarga, pembagian peran, dan tujuan sosial 

dari hukum Islam. 

Argumentasi Sosial dan Preferensi Perempuan 
 Argumentasi mengenai poligami dalam pemikiran 

Muḥammad Mutawallī al-Sya‘rāwī tidak berhenti pada penegasan 

legitimasi normatif, tetapi berkembang melalui penggunaan 

                                                           
279 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah.hlm.85 
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narasi sosial yang menempatkan perempuan sebagai bagian dari 

dasar pembenaran praktik tersebut.280 Poligami tidak hanya 

dipertahankan sebagai ketentuan hukum yang sah, tetapi juga 

dijelaskan melalui konstruksi tertentu mengenai pilihan dan 

preferensi perempuan dalam relasi perkawinan.  

 Al-Sya‘rāwī memperkuat legitimasi poligami tidak hanya 

melalui argumentasi normatif, tetapi juga dengan menghadirkan 

pembacaan atas pengalaman sosial perempuan. Al-sya’rawi 

mencatat bahwa sekitar 95% perempuan yang menolak poligami 

umumnya berasal dari kalangan perempuan yang telah menikah, 

di mana penolakan tersebut banyak dipengaruhi oleh 

pengalaman personal, terutama perasaan cemburu atau 

kekhawatiran terhadap stabilitas rumah tangga.281 

 Sebaliknya, perempuan yang belum menikah diposisikan 

dalam kerangka kepentingan yang berbeda, yakni memperoleh 

akses terhadap pernikahan sebagai institusi yang memberikan 

perlindungan sosial dan pengakuan hukum. Dalam perspektif ini, 

menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dipandang lebih baik 

dibandingkan tidak memiliki kesempatan menikah sama sekali, 

selama hak-hak mereka tetap terpenuhi secara layak. 

 Distingsi ini menunjukkan bahwa al-Sya‘rāwī 

membangun kategorisasi antara perempuan yang telah menikah 

dan perempuan yang belum menikah. Perempuan yang telah 

menikah dipahami sebagai pihak yang memiliki kepentingan 

dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga 

pandangannya terhadap poligami dianggap tidak sepenuhnya 

bebas dari kepentingan tersebut. Sebaliknya, perempuan yang 

belum menikah ditempatkan sebagai representasi perspektif 

yang relatif lebih netral, sehingga preferensinya dipandang lebih 

rasional dalam menilai kemungkinan praktik poligami. 

                                                           
280 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah, 86. 
281 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah, 87. 



 

163 

 Hal ini menunjukkan bahwa preferensi perempuan 

dibingkai melalui pilihan yang bersifat terbatas dan dikotomis. 

Perempuan yang belum menikah dihadapkan pada dua 

kemungkinan: tidak menikah sama sekali atau menjadi bagian 

dari relasi poligami sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat.282 

Struktur pilihan ini kemudian diarahkan pada kesimpulan bahwa 

poligami merupakan opsi yang lebih dapat diterima 

dibandingkan dengan kondisi tidak menikah. Artinya, poligami 

dipresentasikan bukan sebagai praktik yang merugikan 

perempuan, melainkan sebagai alternatif yang tetap berada 

dalam jangkauan rasionalitas mereka. 

 Namun, konstruksi preferensi tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari kerangka sosial yang membentuknya. Pilihan 

yang ditampilkan bukanlah spektrum kemungkinan yang 

terbuka, melainkan hasil penyederhanaan realitas ke dalam dua 

opsi yang terbatas. Dalam perspektif ini, preferensi perempuan 

tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, tetapi lebih 

tepat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan pilihan 

yang tersedia dalam struktur sosial tertentu. 

 Penggunaan preferensi perempuan sebagai dasar 

legitimasi menunjukkan adanya pergeseran dalam cara 

membangun argumentasi hukum. Legitimasi tidak hanya 

bersandar pada teks normatif, tetapi juga diperkuat melalui 

narasi yang membentuk persepsi tentang pilihan individu. 

Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai subjek yang 

mengalami praktik poligami, tetapi juga sebagai elemen 

argumentatif yang digunakan untuk membenarkan 

keberlangsungan praktik tersebut. 

 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi 

epistemologis yang signifikan ketika preferensi perempuan 

dijadikan sebagai indikator penerimaan sosial, terdapat 
                                                           
282 Farh a t, Al-Wajh al-‘Ārī Li al-Mar’Ah al-‘Arabiyyah, 86. 
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kecenderungan untuk mengaburkan relasi kuasa yang 

melatarbelakangi pilihan tersebut. Apa yang tampak sebagai 

pilihan rasional dapat menjadi hasil internalisasi norma dan 

tekanan sosial yang tidak selalu disadari. Mengindikasikan 

bahwa terdapat batas antara “memilih” dan “terbentuk oleh 

struktur” menjadi semakin kabur. 

 Kondisi ini dapat dibaca sebagai ketegangan antara 

agensi dan struktur. Perempuan dipresentasikan sebagai agen 

yang memiliki pilihan, tetapi pilihan tersebut beroperasi dalam 

batasan struktur sosial yang tidak sepenuhnya netral. Oleh 

karena itu, preferensi yang dihasilkan tidak dapat dipahami 

secara sederhana sebagai ekspresi otonomi, melainkan sebagai 

hasil negosiasi dengan kondisi sosial yang ada. 

 Argumentasi mengenai preferensi perempuan dalam 

pemikiran al-Sya‘rāwī menunjukkan bahwa pembelaan terhadap 

poligami tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan 

konstruksi sosial yang kompleks. Poligami tidak hanya 

dijustifikasi sebagai sesuatu yang dibolehkan, tetapi juga 

dikonstruksi sebagai sesuatu yang tampak dipilih. Di titik inilah, 

legitimasi poligami bergerak dari sekadar keabsahan hukum 

menuju penerimaan sosial yang dibangun melalui narasi tertentu 

tentang perempuan dan pilihan mereka. 

Rekonstruksi Kritis terhadap Preferensi 
Perempuan dalam Poligami 
 Pembacaan terhadap preferensi perempuan dalam 

argumentasi poligami al-Sya‘rāwī menunjukkan bahwa apa yang 

tampak sebagai pilihan individual tidak dapat dilepaskan dari 

kerangka sosial yang membentuknya. Preferensi yang dihadirkan 

bukanlah representasi dari kehendak bebas yang sepenuhnya 
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otonom, melainkan hasil dari interaksi antara individu dengan 

struktur sosial yang membatasi ruang pilihan.283  

 Konstruksi preferensi perempuan dalam narasi poligami 

memperlihatkan adanya reduksi terhadap kompleksitas realitas 

sosial. Pilihan perempuan dipersempit ke dalam dua 

kemungkinan yang bersifat dikotomis, yaitu tidak menikah atau 

menerima posisi dalam relasi poligami. Kerangka ini tidak hanya 

menyederhanakan realitas, tetapi juga secara implisit 

mengarahkan pada kesimpulan tertentu yang mendukung 

legitimasi poligami melalui mekanisme framing.284 Preferensi 

tidak lagi berfungsi sebagai cerminan kondisi sosial, melainkan 

sebagai instrumen argumentatif yang mengarahkan cara 

pandang terhadap praktik tersebut. 

 Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk constructed 

preference, yaitu preferensi yang terbentuk melalui internalisasi 

norma, nilai, dan batasan sosial yang telah ada sebelumnya.285 

Perempuan dalam posisi ini tidak sepenuhnya memilih dalam 

ruang yang bebas, tetapi dalam ruang yang telah dibingkai oleh 

struktur sosial tertentu, termasuk norma tentang pernikahan, 

stigma terhadap perempuan lajang, serta ekspektasi terhadap 

peran perempuan dalam masyarakat.286 Oleh karena itu, pilihan 

yang dihasilkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi 

daripada ekspresi kebebasan yang utuh.287 

                                                           
283 Craig R. M. McKenzie et al., “Constructed Preferences, Rationality, and Choice 
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286 Siti Ropiah, “Perspektif Gender dalam Pemahaman Hukum Islam tentang 
Poligami Analisis Kritis terhadap Ajaran Fiqih Klasik dan Kontemporer,” Journal 
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287 Sarah Lichtenstein and Paul Slovic, The Construction Of Preference, 50, no. 5 
(1995): 364–71. 



 

166 

 Dalam konteks ini, preferensi yang ditampilkan juga tidak 

bersifat statis, melainkan sangat mungkin berubah seiring 

dengan pergeseran kondisi sosial.288 Pertanyaan yang sama, 

apabila diajukan kepada perempuan lajang dalam konteks 

masyarakat kontemporer, dapat menghasilkan jawaban yang 

berbeda, seiring dengan semakin terbukanya alternatif 

kehidupan di luar pernikahan.289 Namun demikian, dalam kondisi 

tertentu—misalnya pada perempuan yang berstatus janda—

preferensi terhadap poligami tetap dapat muncul, terutama 

ketika dikaitkan dengan kebutuhan akan stabilitas ekonomi, 

perlindungan sosial, atau faktor-faktor lain yang relevan dengan 

pengalaman hidup mereka.290 Hal ini menunjukkan bahwa 

preferensi perempuan tidak dapat dipahami sebagai kategori 

tunggal, melainkan sebagai respons yang beragam terhadap 

kondisi sosial yang berbeda, di saat yang sama juga dibentuk oleh 

struktur sosial yang meliputinya.291 

 Konstruksi tersebut juga berkaitan dengan relasi kuasa 

yang bekerja secara halus dalam masyarakat. Ketika poligami 

dipresentasikan sebagai pilihan yang rasional bagi perempuan, 

terdapat kecenderungan untuk mengabaikan kondisi struktural 

yang membatasi alternatif lain yang mungkin lebih setara.292 

Merujuk pada pemikiran Michel Foucault, relasi kuasa tidak 

selalu hadir dalam bentuk dominasi yang eksplisit, tetapi bekerja 

melalui pembentukan cara berpikir dan persepsi tentang apa 
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yang dianggap sebagai pilihan yang wajar dan dapat diterima.293 

Hal ini terlihat jelas dalam pembentukan makna sebagaimana 

konsep “istri setia” yang diproduksi untuk mengontrol tindakan 

perempuan. 

 Rekonstruksi terhadap preferensi perempuan berfungsi 

untuk membuka kembali ruang analisis yang lebih luas. Alih-alih 

menerima preferensi sebagai sesuatu yang given, diperlukan 

pembacaan yang melihat bagaimana preferensi tersebut 

terbentuk, dalam kondisi apa ia muncul, serta siapa yang 

diuntungkan dari konstruksi tersebut.294 Dalam hal ini, preferensi 

tidak hanya dipahami sebagai data sosial, tetapi juga sebagai 

produk dari proses sosial yang sarat dengan kepentingan dan 

relasi kuasa.295 

 Legitimasi terhadap praktik poligami tidak dapat semata-

mata didasarkan pada klaim adanya penerimaan atau preferensi 

dari perempuan, tanpa mempertimbangkan apakah preferensi 

tersebut lahir dari kondisi yang adil dan setara.296 Dengan kata 

lain, keadilan tidak cukup diukur dari keberadaan pilihan atau 

aspek material seperti nafkah saja, tetapi juga dari kualitas 

kondisi emosional dan psikologis yang memungkinkan pilihan 

tersebut muncul secara utuh. 

 Dengan demikian, rekonstruksi kritis terhadap preferensi 

perempuan mengarah pada kebutuhan untuk menempatkan 

keadilan substantif sebagai landasan dalam membaca praktik 

                                                           
293 Michel Foucault, Dicipline and Punish: The Birth of the Prison (1975; A. 
Sheridan, Trans, Pantheon Books, 1977), 26-27. 
294 McKenzie et al., “Constructed Preferences, Rationality, and Choice 
Architecture.”, 350. 
295 Hartanto Hartanto and Dwi Astuti, “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki 
Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum),” 
Supremasi Hukum 18, no. 02 (2022): 23–33, 
https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2840. 
296 Ropiah, “Perspektif Gender dalam Pemahaman Hukum Islam tentang 
Poligami Analisis Kritis terhadap Ajaran Fiqih Klasik dan Kontemporer.”, 792. 
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poligami. Keadilan tidak hanya dipahami dalam kerangka 

normatif yang bersifat formal, tetapi juga dalam konteks sosial 

yang mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan. Hal ini 

membuka kemungkinan untuk membaca ulang poligami tidak 

hanya sebagai praktik yang dibolehkan, tetapi sebagai praktik 

yang perlu terus dikaji dalam kaitannya dengan prinsip keadilan 

dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga. 

Produksi Legitimasi Hukum dalam Perspektif 
Sosio-Legal 
 Poligami dalam pemikiran Muḥammad Mutawallī al-

Sya‘rāwī tidak hanya dipertahankan melalui penegasan legitimasi 

normatif, tetapi juga melalui cara praktik tersebut 

dipresentasikan dalam kerangka sosial. Legitimasi hukum 

poligami tidak berhenti pada dalil tekstual, melainkan diperluas 

melalui narasi yang membentuk pemahaman tentang relasi, 

pilihan, dan rasionalitas dalam kehidupan keluarga. Hukum 

tampil bukan semata sebagai seperangkat norma yang mengatur, 

tetapi sebagai hasil interaksi dinamis antara teks dan konstruksi 

sosial yang menyertainya.297  

 Keterlibatan narasi sosial dalam membangun legitimasi 

terlihat secara jelas dalam penggunaan preferensi perempuan 

sebagai bagian dari argumentasi. Perempuan tidak hanya 

diposisikan sebagai subjek yang berada dalam struktur poligami, 

tetapi juga sebagai pihak yang diasumsikan memberikan 

justifikasi terhadap praktik tersebut melalui pilihan yang mereka 

ambil. Penempatan ini menggeser makna poligami dari sekadar 

ketentuan hukum menjadi praktik yang tampak memperoleh 

penerimaan sosial. Dengan kata lain, legitimasi poligami tidak 

                                                           
297 Lawrence Meir Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective 
(Russel Sage Foundation, 1975), 14-16. 
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hanya dibangun melalui apa yang “dibolehkan”, tetapi juga 

melalui apa yang “dianggap dipilih”.298 

 Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya 

merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berperan aktif dalam 

membentuk dan mereproduksi cara pandang terhadap realitas 

tersebut. Narasi tentang preferensi perempuan tidak sekadar 

menjelaskan praktik poligami, melainkan turut membentuk 

persepsi bahwa praktik tersebut berada dalam kerangka 

rasionalitas sosial yang dapat diterima.299 Dengan demikian, 

legitimasi hukum bekerja melalui dua lapis sekaligus: keabsahan 

normatif dan penerimaan sosial. 

 Hubungan antara norma dan narasi dalam pemikiran al-

Sya‘rāwī menunjukkan pola produksi legitimasi yang bersifat 

gradual. Ketentuan hukum memberikan dasar keabsahan formal, 

sementara narasi sosial menghadirkan pembenaran yang 

kontekstual dan komunikatif.300 Keduanya tidak berjalan secara 

terpisah, melainkan saling menguatkan dalam membangun 

penerimaan praktik poligami di tengah masyarakat. Dalam 

kerangka ini, preferensi perempuan berfungsi sebagai titik temu 

yang menghubungkan antara norma dan realitas sosial. 

 Pembacaan kritis terhadap konstruksi tersebut 

menunjukkan bahwa legitimasi yang dibangun tidak sepenuhnya 

bebas dari problematika. Ketika penerimaan sosial dijadikan 

sebagai indikator legitimasi, terdapat risiko bahwa relasi kuasa 

yang melatarbelakangi praktik tersebut menjadi tidak terlihat.301 

Preferensi yang ditampilkan sebagai dasar penerimaan dapat 

                                                           
298 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Harvard University Press, 
1991), 107-110. 
299 Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford University Press, 1999), 438-
440. 
300 Michel Foucault, The History of Sexuality, An Introduction, vol. 1 (Pantheon 
Books, 1978), 92. 
301 Foucault, The History of Sexuality, vol. 1, 95. 
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menyembunyikan kondisi struktural yang membatasi pilihan 

perempuan, sehingga legitimasi yang dihasilkan cenderung 

bersifat semu. 

 Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi 

hukum tidak dapat dipahami hanya dari sisi keabsahan normatif 

maupun penerimaan sosial secara terpisah. Keduanya perlu 

dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan bagaimana 

relasi kuasa, struktur sosial, dan pengalaman subjek berperan 

dalam membentuk praktik hukum. Dalam konteks ini, 

pendekatan sosio-legal berfungsi untuk mengungkap bahwa 

hukum bukan hanya sistem yang statis, tetapi arena yang terus 

diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertanyakan. 

 Pembacaan ini mengarah pada kebutuhan untuk 

menempatkan keadilan substantif sebagai parameter utama 

dalam menilai praktik poligami. Keberadaan legitimasi normatif 

maupun klaim penerimaan sosial tidak secara otomatis 

menunjukkan terpenuhinya prinsip keadilan, terutama ketika 

kondisi sosial yang melatarbelakanginya masih menyimpan 

ketimpangan struktural. Oleh karena itu, analisis terhadap 

poligami tidak cukup berhenti pada pertanyaan tentang 

kebolehan, tetapi perlu diperluas pada bagaimana praktik 

tersebut beroperasi dalam realitas sosial yang konkret. 

 Pemikiran al-Sya‘rāwī memperlihatkan bahwa legitimasi 

poligami dibangun melalui kombinasi antara otoritas teks dan 

konstruksi narasi sosial.302 Poligami tidak hanya dipertahankan 

sebagai ketentuan hukum, tetapi juga diproduksi ulang sebagai 

praktik yang tampak rasional dan dapat diterima. Di titik ini, 

hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi, tetapi juga 

sebagai medium yang membentuk cara pandang terhadap 

realitas sosial itu sendiri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa 

setiap upaya memahami hukum keluarga Islam memerlukan 
                                                           
302 Muh ammad Mutawallī , Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah: Su’āl Wa Jawāb. 
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pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis 

terhadap konteks sosial yang menyertainya. 

Kesimpulan 
 Poligami dalam pemikiran Muḥammad Mutawallī al-

Sya‘rāwī diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum Islam 

yang terintegrasi dengan struktur sosial dan pembagian peran 

dalam keluarga. Praktik ini tidak hanya memperoleh legitimasi 

dari teks normatif, tetapi juga diperkuat melalui argumentasi 

sosial yang menempatkan poligami sebagai solusi atas kondisi 

tertentu dalam masyarakat. 

 Dalam pengembangannya, al-Sya‘rāwī juga 

menghadirkan preferensi perempuan sebagai bagian dari 

pembenaran praktik tersebut, khususnya melalui pembedaan 

antara perempuan yang telah menikah dan yang belum menikah. 

Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi poligami tidak hanya 

dibangun melalui kerangka hukum, tetapi juga melalui 

konstruksi sosial yang membentuk cara pandang terhadap 

pilihan perempuan. 

 Namun, preferensi yang ditampilkan tidak dapat 

dilepaskan dari konteks sosial yang membentuknya. Pilihan 

perempuan dalam narasi tersebut muncul dalam ruang yang 

terbatas, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan 

kehendak yang bebas dan otonom. Dalam hal ini, preferensi lebih 

tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dan 

struktur sosial yang melingkupinya. 

 Oleh karena itu, pemahaman terhadap poligami tidak 

cukup diletakkan pada kerangka kebolehan normatif semata, 

tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang 

melatarbelakangi terbentuknya pilihan tersebut. Dengan 

demikian, pembacaan terhadap poligami menjadi lebih 
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komprehensif, karena tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi 

juga memperhatikan dinamika sosial yang menyertainya. 
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oligami merupakan salah satu tema dalam hukum 

keluarga Islam yang hingga saat ini masih menjadi 

perdebatan di kalangan akademisi, ulama, dan masyarakat 

modern.303 Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

aspek kebolehan atau larangan secara normatif, tetapi juga 

menyangkut persoalan keadilan, hak perempuan, tujuan 

perkawinan, serta relevansinya dengan perubahan sosial 

kontemporer.304 Dalam tradisi fikih Islam klasik, poligami 

                                                           
303 Muhammad Saleh Ridwan, Wahidah Abdullah, and Idham, “Public Perception 
of Polygamy in Makassar, Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law,” 
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 8, no. 1 (2024): 21, 
https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15419. 
304 Nurul Asiya Nadhifah, “Poligami Dalam Perspektif Teori Batas (Studi 
Pemikiran Muhammad Shahrur),” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan 
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dipahami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang dibolehkan 

dengan syarat tertentu,305 sedangkan dalam wacana hukum 

keluarga modern persoalan ini sering dikaji ulang dengan 

mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kesetaraan, dan 

perlindungan terhadap anggota keluarga.306 

Dalam sejarahnya, praktik poligami bukanlah fenomena 

yang muncul pertama kali dalam Islam.307 Poligami telah dikenal 

dalam berbagai peradaban dan tradisi masyarakat sebelum 

datangnya Islam.308 Islam kemudian hadir bukan untuk 

menciptakan sistem poligami, melainkan memberikan regulasi 

terhadap praktik yang telah berkembang tersebut dengan 

memberikan batasan dan ketentuan hukum.309 Al-Qur’an 

memberikan batasan jumlah istri maksimal empat serta 

menegaskan kewajiban berlaku adil sebagaimana disebutkan 

dalam QS. al-Nisā’ ayat 3: 

 
                                                                                                                            
Hukum Islam 5, no. 2 (2007): 266, 
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.266-285. 
305 Najimuddin, “Poligami Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ahkam),” 
Mimbar Akademika 8, no. 1 (2023): 93, 
https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/169. 
306 Haikal Fadhil Anam, “Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud,” 
Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam 19, no. 1 (2020): 45, 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56; Anwar 
Sadat and Ipandang, “Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis 
(Studi Pada Masyarakat Poliwali Mandar Dan Konawe Sulawesi),” Al-Manāhij: 
Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 1 (2020): 132, 
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657. 
307 Badrul Jihad, “Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid 
Ridha Mengenai Surat Al-Nisa ’ Ayat 3,” Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi 
Islam Dan Interdisipliner Volume 7, no. 1 (2022): 39–51, 
https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2107. 
308 Zunly Nadia, “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman,” 
Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 2, no. 1 (2017): 203, 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/MJSI.22.1369. 
309 Iffah Fathiah, “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
Dan SEMA No. 3 Tahun 2018,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 
(2023): 15, https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2. 
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ى فَ  مَٰ عَۚ وَانِْ خِفْتمُْ الََّا تقُْسِطُوْا فىِ الْيتََٰ ثَ وَرُبَٰ ى وَثلَُٰ نَ الن ِسَاۤءِ مَثنَْٰ انْكِحُوْا مَا طَابَ لكَُمْ م ِ

ٓى الََّا تعَوُْلوُْاِۗ  لِكَ ادَْنَٰ  ۝٣ فاَِنْ خِفْتمُْ الََّا تعَْدِلوُْا فوََاحِدةًَ اوَْ مَا مَلكََتْ ايَْمَانكُُمِْۗ ذَٰ

 

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 

adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana 

kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika 

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan 

yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk 

tidak berbuat zalim.310 

 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam 

Islam tidak bersifat bebas, melainkan terkait erat dengan 

tanggung jawab moral dan hukum.311  

Salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang 

memberikan perhatian terhadap persoalan poligami adalah 

Muhammad Beltaji. Ia merupakan seorang ulama dan akademisi 

Mesir yang memiliki kontribusi besar dalam kajian hukum 

keluarga Islam, metodologi fikih, serta pemikiran hukum Islam 

modern. Melalui karyanya Makānat al-Mar’ah fī al-Qur’ān al-

Karīm wa al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah, Beltaji berusaha menjelaskan 

kedudukan perempuan dan berbagai persoalan hukum keluarga, 

termasuk poligami, dengan pendekatan yang menggabungkan 

analisis normatif terhadap Al-Qur’an dan Sunnah serta 

pertimbangan realitas sosial.312 

                                                           
310 https://quran.nu.or.id/an-nisa/3 
311 Dahlia Haliah Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law 
and Legal Law in Indonesia,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 
7, no. 2 (2023): 671, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519. 
312 Muhammad Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah 
Al-Shahihah (Kairo: Dar al-Salam, 2000). 



 

179 

Menurut Beltaji, poligami tidak dapat dipahami hanya 

sebagai hak laki-laki untuk menikah lebih dari satu perempuan, 

tetapi harus dilihat dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. 

Ia menolak pandangan yang menganggap bahwa poligami 

merupakan bentuk penghinaan terhadap perempuan. Sebaliknya, 

ia memandang bahwa Islam melakukan reformasi terhadap 

praktik poligami yang sebelumnya tidak memiliki batasan 

dengan menetapkan aturan yang bertujuan melindungi hak 

perempuan dan menjaga stabilitas keluarga. Pembatasan jumlah 

istri maksimal empat dan kewajiban berlaku adil menjadi prinsip 

utama dalam pemikirannya.313 

Pemikiran Beltaji menjadi menarik dikaji dalam 

perspektif hukum Islam kontemporer karena ia berada pada 

posisi yang berusaha mempertahankan legitimasi poligami dalam 

syariat, tetapi sekaligus memberikan batasan yang ketat agar 

praktik tersebut tidak keluar dari tujuan hukum Islam. Dalam 

konteks perkembangan hukum keluarga Islam modern, 

pembahasan mengenai poligami tidak lagi berhenti pada 

persoalan boleh dan tidak boleh, tetapi juga diarahkan pada 

pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut mampu 

mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan 

keluarga. 

Kajian terhadap pemikiran Beltaji juga penting karena 

diskursus hukum Islam kontemporer saat ini banyak 

mengembangkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu 

memahami hukum berdasarkan tujuan dan nilai yang hendak 

diwujudkan.314 Dalam pendekatan ini, hukum keluarga tidak 

hanya dinilai dari aspek formalitas aturan, tetapi juga dari 

                                                           
313 Beltaji, 155. 
314 Deri Wanto, Rahmad Hidayat, and Repelita, “Maqasid Shariah’s Change as 
Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah,” Al-Istinbath: Jurnal 
Hukum Islam 6, no. 2 (2021): 427–54, https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122. 
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dampaknya terhadap kehidupan sosial.315 Konsep keadilan yang 

dikemukakan Beltaji, misalnya, perlu dianalisis lebih lanjut 

apakah hanya mencakup aspek lahiriah seperti nafkah, tempat 

tinggal, dan pembagian waktu, atau juga melibatkan dimensi 

psikologis dan emosional dalam hubungan keluarga. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Beltaji 

tentang poligami serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam 

kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi poligami 

dalam hukum Islam, sekaligus melihat relevansi pemikiran 

Beltaji dalam menjawab persoalan keluarga Muslim di era 

modern. 

Biografi Muhammad al-Beltaji 
Muhammad Beltaji Hasan merupakan salah satu pakar 

hukum Islam dan pemikir fikih kontemporer Mesir yang memiliki 

kontribusi penting dalam pengembangan studi syariah, hukum 

keluarga Islam, dan metodologi penelitian fikih pada abad ke-20. 

Ia lahir di Mesir pada tahun 1938 dan wafat pada 26 April 2004. 

Sepanjang karier akademiknya, ia dikenal sebagai dosen, peneliti, 

penulis, sekaligus administrator pendidikan yang berpengaruh 

dalam perkembangan studi Islam di Mesir.316 Muhammad Beltaji 

lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga religius dan 

intelektual. Ayahnya, Syekh Beltaji Hasan, merupakan seorang 

ulama Al-Azhar yang mengajar tafsir dan hadis selama lebih dari 

tiga puluh tahun di Ma'had Agama Tanta. Lingkungan keluarga 
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yang sarat dengan tradisi keilmuan Islam memberikan pengaruh 

besar terhadap pembentukan karakter intelektual Muhammad 

Beltaji sejak usia dini. Di bawah bimbingan ayahnya, ia berhasil 

menghafal Al-Qur’an pada usia muda sebelum melanjutkan 

pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan Al-Azhar.317 

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah Al-Azhar, 

Muhammad Beltaji memilih melanjutkan studi di Fakultas Dar al-

Ulum, Universitas Kairo. Pada masa studinya, ia menunjukkan 

prestasi akademik yang menonjol hingga berhasil lulus dengan 

predikat yang sangat baik dan menempati peringkat ketiga dalam 

angkatannya pada tahun 1962. Prestasi tersebut membawanya 

diangkat sebagai asisten dosen pada Departemen Syariah 

Islamiyah Fakultas Dar al-Ulum.318 Dalam perjalanan 

intelektualnya, Muhammad Beltaji berguru kepada sejumlah 

ulama dan akademisi terkemuka Mesir, di antaranya Muhammad 

Abu Zahrah, Ali Hasaballah, Ali al-Khafif, Abd al-Azim al-Mut‘ani, 

Mustafa Zaid, dan Muhammad al-Ghazali. Para tokoh tersebut 

memberikan pengaruh besar terhadap corak pemikiran Beltaji 

yang memadukan ketelitian metodologis, pendekatan 

komparatif, dan komitmen terhadap pengembangan hukum 

Islam yang relevan dengan tantangan zaman.319 

Pendidikan pascasarjananya ditempuh di Fakultas Dar al-

Ulum. Tesis magisternya berjudul Manhaj Ibn al-Khattab fi al-

Tasyri‘ (Metode Umar bin Khattab dalam Legislasi), yang 

mengkaji metode ijtihad Khalifah Umar bin Khattab dalam 

menetapkan hukum. Adapun disertasi doktornya berjudul 

Manahij al-Tasyri‘ al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri (Metode 

Legislasi Islam pada Abad Kedua Hijriah), yang menelaah 
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metodologi sembilan imam besar fikih Islam melalui pendekatan 

historis dan komparatif.320 Karier akademik Muhammad Beltaji 

berkembang pesat. Ia pernah menjabat sebagai Ketua 

Departemen Syariah Islamiyah dan kemudian dipercaya menjadi 

Dekan Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo selama beberapa 

periode. Selain itu, ia juga menjadi anggota Majma‘ al-Buhuts al-

Islamiyyah (Majelis Riset Islam) dan Majma‘ al-Lughah al-

‘Arabiyyah (Akademi Bahasa Arab) di Kairo. Kepakarannya 

menjadikannya salah satu rujukan penting dalam berbagai forum 

akademik dan keilmuan Islam di Mesir maupun dunia Arab.321 

Kontribusi intelektual Muhammad Beltaji tercermin 

dalam sejumlah karya ilmiah yang berpengaruh. Di antara karya-

karyanya yang terkenal adalah Dirasat fi Ahkam al-Usrah (Kajian 

Hukum Keluarga), Dirasat fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kajian 

Hukum Status Personal), Makanat al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim 

wa al-Sunnah al-Shahihah (Kedudukan Perempuan dalam Al-

Qur’an dan Sunnah Sahih), ‘Uqud al-Ta’min min Wijhat al-Fiqh al-

Islami (Kontrak Asuransi dalam Perspektif Fikih Islam), serta al-

Milkiyyah al-Fardiyyah fi al-Nizam al-Iqtishadi al-Islami (Hak 

Milik Individu dalam Sistem Ekonomi Islam). Melalui karya-karya 

tersebut, ia berupaya menunjukkan kemampuan hukum Islam 

dalam menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum 

yang berkembang di era modern.322 Metodologi pemikiran 

Muhammad Beltaji ditandai oleh penggunaan pendekatan 

historis, normatif, dan komparatif. Ia menempatkan Al-Qur’an, 

Sunnah, dan ijtihad sebagai sumber utama dalam pengembangan 

hukum Islam. Dalam banyak karyanya, ia berusaha menjelaskan 

relevansi fikih Islam terhadap tantangan kontemporer tanpa 

melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar syariah. Karena itu, 
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pemikirannya sering dikategorikan sebagai bagian dari arus 

pembaruan fikih yang tetap berpegang pada kerangka 

metodologi klasik.323 

Muhammad Beltaji wafat pada 26 April 2004 dalam usia 

66 tahun. Meskipun telah meninggal dunia, karya-karya dan 

pemikirannya terus menjadi rujukan penting dalam kajian 

hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga, ekonomi 

Islam, dan metodologi penelitian fikih. Kontribusinya 

menunjukkan peran penting akademisi Muslim dalam 

mengembangkan tradisi intelektual Islam yang responsif 

terhadap perubahan sosial sekaligus tetap berakar pada sumber-

sumber normatif syariah.324 

Pemikiran Muhammad Beltaji tentang Konsep 
Poligami 

Persoalan poligami merupakan salah satu tema dalam 

hukum keluarga Islam yang sering menimbulkan perdebatan, 

baik dalam kajian fikih klasik maupun diskursus hukum keluarga 

modern. Sebagian kalangan memandang poligami sebagai bentuk 

ketidakadilan terhadap perempuan, sementara sebagian lainnya 

melihatnya sebagai ketentuan syariat yang memiliki tujuan sosial 

dan moral tertentu. Dalam konteks ini, Muhammad Beltaji 

melalui pemikirannya mengenai kedudukan perempuan dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah dalam bukunya yang berjudul Makānat al-

Mar’ah fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah berusaha 

menjelaskan bahwa poligami bukanlah bentuk penghinaan 

terhadap perempuan, melainkan sebuah kebolehan syariat yang 

dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab.325 
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Menurut Beltaji, persoalan poligami tidak dapat dipahami 

hanya dari sisi praktik sebagian masyarakat yang terkadang 

menyimpang, tetapi harus dikembalikan kepada sumber normatif 

Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Ia menilai bahwa banyak 

kritik terhadap poligami muncul karena adanya kesalahpahaman 

terhadap konsep poligami dalam Islam dan adanya penyamaan 

antara kebolehan syariat dengan penyalahgunaan yang dilakukan 

oleh sebagian umat Islam.326 Berikut penjelasan tentang 

beberapa poin pemikiran Muhammad Beltaji tentang poligami: 

1. Poligami Telah Dikenal Sebelum Islam dan Bukan 
Merupakan Ciptaan Syariat Islam 

Pembahasan mengenai poligami dalam pemikiran 

Muhammad Beltaji diawali dengan penegasan bahwa praktik 

poligami bukanlah suatu sistem perkawinan yang diciptakan oleh 

Islam. Menurut Beltaji, anggapan bahwa Islam merupakan agama 

yang pertama kali memperkenalkan poligami merupakan 

kesalahpahaman historis terhadap perkembangan hukum 

perkawinan manusia. Poligami telah menjadi bagian dari realitas 

sosial berbagai masyarakat jauh sebelum datangnya Islam, baik 

dalam tradisi keagamaan maupun dalam sistem sosial berbagai 

bangsa.327 

Beltaji menjelaskan bahwa praktik memiliki lebih dari 

satu pasangan telah dikenal dalam tradisi Yahudi sebelum Islam. 

Dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan agama Yahudi, terdapat 

kisah mengenai tokoh-tokoh penting yang memiliki lebih dari 

satu istri. Nabi Ibrahim a.s., misalnya, dikenal dalam tradisi 

keagamaan sebagai seseorang yang memiliki hubungan 

perkawinan dengan lebih dari satu perempuan.328 Demikian pula 
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Nabi Sulaiman a.s. yang memiliki beberapa istri.329 Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa poligami bukan merupakan fenomena yang 

muncul pertama kali dalam masyarakat Islam. 

Selain tradisi Yahudi, Beltaji juga menjelaskan bahwa 

dalam sejarah Kristen awal tidak ditemukan teks yang secara 

eksplisit mengharamkan poligami. Menurutnya, larangan 

poligami yang berkembang dalam sebagian besar komunitas 

Kristen lebih banyak berkaitan dengan perkembangan sejarah 

institusi gereja serta pengaruh kebudayaan Romawi dan Yunani 

yang menekankan sistem monogami.330 Dengan demikian, 

menurut Beltaji, tidak tepat apabila kritik terhadap Islam 

didasarkan pada anggapan bahwa poligami merupakan praktik 

khas Islam yang tidak dikenal oleh agama atau masyarakat 

sebelumnya. 

Dalam perspektif Beltaji, posisi Islam terhadap poligami 

bukanlah menciptakan suatu sistem baru, melainkan melakukan 

reformasi terhadap praktik sosial yang telah ada. Islam hadir 

untuk mengatur fenomena yang telah berlangsung dalam 

masyarakat manusia dengan memberikan batasan-batasan moral 

dan hukum. Sebelum Islam, seorang laki-laki dapat memiliki istri 

dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa adanya aturan yang jelas 

mengenai hak-hak perempuan. Kondisi tersebut berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap 

perempuan.331 Oleh karena itu, Islam menurut Beltaji tidak dapat 

dipahami sebagai pendukung praktik poligami tanpa batas, tetapi 

sebagai agama yang memberikan regulasi terhadap realitas sosial 

tersebut. Ketika Islam membolehkan poligami, kebolehan 

tersebut disertai dengan berbagai persyaratan yang ketat, 

terutama kewajiban berlaku adil. Dengan demikian, perubahan 
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yang dibawa Islam bukan terletak pada pengenalan konsep 

poligami, tetapi pada pemberian aturan yang bertujuan menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan 

terhadap hak perempuan.332 

Beltaji juga menolak pandangan yang menyatakan bahwa 

kebolehan poligami menunjukkan rendahnya posisi perempuan 

dalam Islam. Menurutnya, keberadaan aturan mengenai poligami 

justru menunjukkan perhatian syariat terhadap persoalan sosial 

manusia. Islam mengakui adanya realitas kehidupan yang 

kompleks, seperti kebutuhan keluarga, kondisi kesehatan 

pasangan, dan persoalan sosial lainnya. Karena itu, syariat 

memberikan jalan keluar yang dianggap mampu menjaga 

kehormatan manusia melalui mekanisme pernikahan yang sah. 

Dengan demikian, pemikiran Beltaji menempatkan poligami 

sebagai bagian dari hukum keluarga yang memiliki akar sejarah 

panjang sebelum Islam. Islam tidak menciptakan poligami, tetapi 

mengarahkan dan membatasinya agar berjalan sesuai prinsip 

keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat 

perempuan. 

2. Islam Membatasi Jumlah Maksimal Istri Menjadi Empat 
Salah satu aspek penting dalam pemikiran Muhammad 

Beltaji mengenai poligami adalah pandangannya bahwa Islam 

memberikan pembatasan yang jelas terhadap jumlah istri yang 

boleh dimiliki seorang laki-laki. Menurut Beltaji, pembatasan 

maksimal empat istri merupakan salah satu bentuk perubahan 

fundamental yang dilakukan Islam terhadap praktik poligami 

yang berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam 

datang, masyarakat Arab jahiliah mengenal praktik poligami 

tanpa batas jumlah tertentu. Seorang laki-laki yang memiliki 

kemampuan ekonomi dan status sosial tertentu dapat menikahi 
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banyak perempuan tanpa adanya aturan yang mengatur jumlah 

maupun tanggung jawabnya. Kondisi tersebut menyebabkan 

perempuan sering kali berada dalam posisi yang lemah karena 

tidak adanya mekanisme hukum yang menjamin hak-hak 

mereka. 

Beltaji menjelaskan bahwa Al-Qur’an melalui QS. al-Nisā’ 

ayat 3 memberikan aturan baru dengan menyebutkan:  

 

نَ الن ِسَاۤءِ مَثنْٰى وَثلُٰثَ  وَانِْ خِفْتمُْ الََّا تقُْسِطُوْا فىِ الْيتَٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لكَمُْ م ِ

 ۝٣ كُمْْۗ ذٰلِكَ ادَْنٰٰٓى الََّا تعَوُْلوُْاْۗ وَرُبٰعََۚ فاَِنْ خِفْتمُْ الََّا تعَْدِلوُْا فوََاحِدَةً اوَْ مَا مَلكََتْ ايَْمَانُ 

 

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 

adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana 

kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika 

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan 

yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk 

tidak berbuat zalim.”333 
 

Menurut Beltaji, struktur bahasa ayat tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah maksimal yang dibolehkan adalah 

empat, bukan sembilan atau jumlah lainnya. Ia menolak pendapat 

sebagian kecil kelompok yang memahami kata “dua, tiga, atau 

empat” sebagai bentuk penjumlahan sehingga menghasilkan 

jumlah sembilan. Menurutnya, pemahaman tersebut 

bertentangan dengan kaidah bahasa Arab dan pemahaman 

mayoritas ulama. Beltaji memperkuat pandangannya dengan 

hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan seorang sahabat 

yang masuk Islam sementara memiliki sepuluh istri. Nabi 

memerintahkannya untuk mempertahankan hanya empat istri 
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dan menceraikan sisanya. Hadis tersebut menurut Beltaji 

menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan praktik poligami 

berjalan tanpa batas, tetapi melakukan koreksi terhadap tradisi 

yang telah ada.334 

Selain dalil Al-Qur’an dan hadis, Beltaji juga 

mengemukakan bahwa pembatasan empat istri telah menjadi 

kesepakatan mayoritas ulama sepanjang sejarah Islam. Tidak 

ditemukan praktik para sahabat yang mempertahankan jumlah 

istri lebih dari empat setelah menerima ajaran Islam. Karena itu, 

menurut Beltaji, batas empat istri merupakan bagian dari 

ketentuan hukum Islam yang memiliki dasar kuat. Pembatasan 

jumlah istri ini menunjukkan bahwa tujuan syariat bukan 

memberikan kebebasan mutlak kepada laki-laki, tetapi 

mengendalikan praktik sosial agar tidak berubah menjadi bentuk 

dominasi atau eksploitasi. Dengan membatasi jumlah maksimal 

istri, Islam memastikan bahwa laki-laki memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban terhadap keluarga.335 

Beltaji juga menegaskan bahwa jumlah empat bukanlah 

anjuran yang harus dicapai oleh setiap laki-laki Muslim. Angka 

tersebut hanya menunjukkan batas maksimal kebolehan dalam 

kondisi tertentu. Seseorang tidak diperintahkan untuk 

berpoligami, tetapi diberikan ruang hukum apabila terdapat 

kebutuhan dan mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Dengan demikian, pembatasan maksimal empat istri menurut 

Beltaji merupakan bukti bahwa Islam melakukan reformasi 

hukum terhadap praktik poligami. Islam tidak menghapus 

realitas sosial yang telah ada, tetapi memberikan batasan agar 

hubungan perkawinan tetap berada dalam koridor tanggung 

jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan. 
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3. Kebolehan Poligami Bergantung pada Kemampuan Berlaku 
Adil 

Dalam pemikiran Muhammad Beltaji, kebolehan poligami 

dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai hak mutlak seorang 

laki-laki untuk menikah lebih dari satu perempuan tanpa 

pertimbangan apa pun. Menurutnya, syariat Islam memberikan 

kebolehan poligami dengan syarat yang sangat mendasar, yaitu 

kemampuan untuk berlaku adil. Prinsip keadilan inilah yang 

menjadi batas utama antara poligami yang dibenarkan syariat 

dan poligami yang berpotensi menjadi bentuk kezaliman. 

Beltaji menjelaskan bahwa QS. al-Nisā’ ayat 3 tidak hanya 

berbicara tentang kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat 

perempuan, tetapi juga langsung menyertakan batasan:  

 

 ۝٣ .…فاَِنْ خِفْتمُْ الََّا تعَْدِلوُْا فَوَاحِدَةً  .…

 

Artinya: “Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka 

nikahilah seorang saja.” 

Menurut Beltaji, ayat tersebut menunjukkan bahwa 

kebolehan poligami bukan merupakan aturan yang berdiri 

sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan kemampuan 

seseorang dalam memenuhi tuntutan keadilan. Dengan demikian, 

seseorang yang merasa tidak mampu berlaku adil terhadap lebih 

dari satu istri tidak diperbolehkan mengambil pilihan poligami. 

Konsep keadilan dalam pemikiran Beltaji berkaitan erat dengan 

tujuan utama syariat, yaitu menghindari kezaliman dalam 

kehidupan keluarga. Menurutnya, pernikahan bukan sekadar 

hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebuah ikatan 

hukum yang mengandung tanggung jawab. Ketika seorang laki-

laki memilih berpoligami, ia tidak hanya mendapatkan hak untuk 

menikah kembali, tetapi juga memikul kewajiban yang lebih 

besar. 
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Beltaji menolak pemahaman bahwa poligami merupakan 

bentuk keistimewaan laki-laki atas perempuan. Baginya, 

tambahan jumlah istri justru berarti tambahan kewajiban yang 

harus dipenuhi. Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri 

harus mampu menyediakan nafkah, tempat tinggal, 

perlindungan, serta pembagian waktu yang seimbang. Jika aspek-

aspek tersebut tidak mampu dilakukan, maka poligami akan 

berubah dari sesuatu yang dibolehkan menjadi tindakan yang 

merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, Beltaji memahami 

bahwa syariat Islam memberikan mekanisme pencegahan agar 

poligami tidak dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi. 

Ia mengkritik praktik sebagian masyarakat yang menjadikan 

poligami sebagai simbol kekuasaan atau pemenuhan hawa nafsu. 

Menurutnya, tindakan semacam itu bertentangan dengan tujuan 

syariat karena mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi dasar 

utama.336 

Beltaji juga menghubungkan konsep keadilan dalam 

poligami dengan prinsip umum Islam mengenai perlindungan 

terhadap kelompok yang lemah, termasuk perempuan. Dalam 

pandangannya, sebagaimana seseorang dilarang mengambil 

harta anak yatim secara zalim, demikian pula ia dilarang 

memperlakukan perempuan secara tidak adil dalam perkawinan. 

Karena itu, poligami dalam pemikiran Beltaji bukanlah aturan 

yang bersifat bebas, tetapi sebuah kebolehan yang dibatasi oleh 

tanggung jawab moral dan hukum. Seorang laki-laki yang tidak 

yakin mampu memenuhi hak-hak semua istrinya harus memilih 

monogami. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi 

instrumen utama untuk memastikan bahwa poligami tidak 

berubah menjadi bentuk penindasan terhadap perempuan. 
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4. Keadilan yang Diwajibkan adalah Keadilan dalam Hak-Hak 
Lahiriah, Bukan Kesamaan Cinta 

Salah satu persoalan penting dalam pembahasan poligami 

menurut Muhammad Beltaji adalah bagaimana memahami 

konsep keadilan yang menjadi syarat dalam poligami. Beltaji 

menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan, terutama 

dalam persoalan hati dan perasaan. Karena itu, keadilan yang 

diwajibkan dalam poligami bukanlah kesamaan mutlak dalam 

seluruh aspek kehidupan, termasuk rasa cinta, melainkan 

keadilan pada aspek yang berada dalam kemampuan manusia. 

Beltaji mendasarkan pandangannya pada QS. al-Nisā’ ayat 129:  

 

ا انَْ تعَْدِلوُْا بيَْنَ الن ِسَاۤءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فلَََ تمَِيْلوُْا كُ  لا الْمَيْلِ فتَذََرُوْهَا وَلنَْ تسَْتطَِيْعوُْٰٓ

حِيْمًا َ كَانَ غَفوُْرًا را  ۝١٢٩ كَالْمُعلَاقَةِْۗ وَانِْ تصُْلِحُوْا وَتتَاقوُْا فاَِنا اللّٰه

 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu 

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu 

mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari 

kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”337 

 

Ayat tersebut sering dipahami oleh sebagian pihak 

sebagai larangan terhadap poligami karena manusia tidak 

mungkin berlaku adil sepenuhnya. Namun Beltaji menolak 

pemahaman tersebut. Menurutnya, jika ayat ini dipahami sebagai 

larangan mutlak terhadap poligami, maka akan terjadi 

pertentangan dengan QS. al-Nisā’ ayat 3 yang secara jelas 

memberikan kebolehan dengan syarat tertentu. Menurut Beltaji, 
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dua ayat tersebut sebenarnya membicarakan dua bentuk 

keadilan yang berbeda. QS. al-Nisā’ ayat 3 berbicara mengenai 

keadilan yang dapat dilakukan manusia, sedangkan QS. al-Nisā’ 

ayat 129 berbicara mengenai keadilan dalam aspek batiniah yang 

berada di luar kemampuan manusia. 

Keadilan yang dapat diwujudkan meliputi hal-hal seperti: 

pembagian waktu bermalam, pemberian nafkah, penyediaan 

tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan perlakuan 

yang baik secara lahiriah. Dalam aspek-aspek tersebut, menurut 

Beltaji, seorang suami wajib memperlakukan semua istrinya 

secara adil. Ia tidak boleh memberikan hak yang berlebihan 

kepada salah satu istri sementara mengabaikan hak istri lainnya. 

Namun, mengenai cinta dan kecenderungan hati, Beltaji 

menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat sepenuhnya 

dikontrol manusia. Seseorang mungkin memiliki kecenderungan 

perasaan yang lebih besar kepada salah satu pasangan, tetapi hal 

itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak pasangan 

lainnya.338 

Beltaji juga mengutip doa Nabi Muhammad saw. setelah 

membagi giliran di antara istri-istrinya, yang menunjukkan 

bahwa manusia hanya dibebani terhadap sesuatu yang berada 

dalam kemampuannya. Dalam hal perasaan hati, manusia tidak 

memiliki kontrol mutlak. Pandangan ini menunjukkan bahwa 

Beltaji memahami poligami melalui pendekatan realistis 

terhadap sifat manusia. Syariat, menurutnya, tidak menetapkan 

aturan yang mustahil dilakukan. Karena itu, tuntutan keadilan 

harus dipahami sesuai batas kemampuan manusia. Dengan 

demikian, Beltaji tidak menggunakan ketidakmampuan manusia 

menyamakan cinta sebagai alasan untuk menolak poligami. 

Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai penjelasan bahwa syariat 

                                                           
338 Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah Al-Shahihah, 
177. 
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hanya membebankan kewajiban yang dapat diwujudkan. Akan 

tetapi, keterbatasan manusia dalam perasaan tidak boleh 

dijadikan alasan untuk berlaku sewenang-wenang terhadap salah 

satu istri.339 

5. Poligami Dapat Menjadi Solusi dalam Kondisi Tertentu 
untuk Menghindari Perceraian dan Hubungan di Luar Nikah 

Muhammad Beltaji memandang poligami bukan sebagai 

tujuan utama perkawinan, tetapi sebagai salah satu solusi hukum 

yang diberikan Islam dalam menghadapi kondisi tertentu. 

Menurutnya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan ideal. 

Terdapat berbagai keadaan yang menyebabkan tujuan 

perkawinan tidak dapat tercapai secara sempurna, sehingga 

diperlukan alternatif hukum yang mempertimbangkan maslahat 

dan menghindari kerusakan yang lebih besar. 

Salah satu contoh yang dikemukakan Beltaji adalah ketika 

seorang istri mengalami kondisi kesehatan tertentu yang 

menyebabkan tidak mampu memenuhi sebagian kebutuhan 

rumah tangga, terutama kebutuhan biologis.340 Dalam situasi 

seperti ini, menurut Beltaji, seorang suami menghadapi beberapa 

pilihan: Pertama, ia dapat menceraikan istrinya dan menikah 

dengan perempuan lain. Namun pilihan ini dapat menyebabkan 

penderitaan bagi istri pertama, terutama jika hubungan 

emosional masih kuat dan istri tetap membutuhkan dukungan 

suami. Kedua, suami dapat mencari pemenuhan kebutuhan di 

luar pernikahan. Pilihan ini jelas bertentangan dengan prinsip 

agama karena mengarah kepada hubungan yang tidak sah. 

Ketiga, suami dapat mempertahankan pernikahan pertama 

sekaligus menikah kembali secara sah. Menurut Beltaji, pilihan 

ketiga ini lebih dekat dengan prinsip kasih sayang dan tanggung 

                                                           
339 Beltaji, 174. 
340 Beltaji, 217–18. 
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jawab karena istri pertama tidak kehilangan status, 

perlindungan, dan hak-haknya.341 

Selain persoalan kesehatan, Beltaji juga menyebutkan 

persoalan keturunan sebagai salah satu kondisi yang dapat 

menjadi pertimbangan. Jika seorang istri tidak dapat memiliki 

anak sementara suami menginginkan keturunan, maka poligami 

dapat menjadi alternatif tanpa harus mengakhiri perkawinan 

pertama. Namun Beltaji menegaskan bahwa kondisi tersebut 

bukan berarti setiap persoalan harus diselesaikan dengan 

poligami. Poligami tetap harus memenuhi syarat utama, yaitu 

keadilan. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban 

terhadap dua keluarga, maka ia tidak boleh melakukan 

poligami.342 

Pemikiran Beltaji menunjukkan bahwa ia melihat hukum 

Islam sebagai sistem yang mempertimbangkan realitas 

kehidupan manusia. Menurutnya, syariat tidak hanya berbicara 

tentang kondisi ideal, tetapi juga memberikan solusi terhadap 

persoalan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sosial. Dengan 

demikian, poligami dalam perspektif Beltaji merupakan bentuk 

rukhsah atau keringanan hukum yang diberikan untuk 

menghadapi kondisi tertentu. Ia bukan kewajiban dan bukan pula 

bentuk superioritas laki-laki, tetapi mekanisme hukum yang 

bertujuan mengurangi mudarat, menjaga keluarga, dan 

mencegah terjadinya pelanggaran moral. 

 

6. Poligami Bukan Bentuk Penghinaan terhadap Perempuan, 
tetapi Mekanisme Hukum yang Harus Dijalankan dengan 
Tanggung Jawab 

Dalam pemikiran Muhammad Beltaji, tuduhan bahwa 

poligami merupakan bentuk penghinaan terhadap perempuan 
                                                           
341 Beltaji, 185. 
342 Beltaji, 192. 
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ditolak secara tegas. Menurutnya, pandangan tersebut muncul 

karena melihat poligami hanya dari sisi praktik sosial yang 

dilakukan sebagian orang, bukan dari prinsip hukum yang 

ditetapkan syariat. Beltaji berangkat dari keyakinan bahwa 

hukum Islam berasal dari Allah yang memiliki tujuan 

menciptakan kemaslahatan manusia. Karena itu, suatu ketentuan 

yang dibolehkan dalam syariat tidak mungkin bertujuan 

merendahkan manusia, termasuk perempuan. Menurut Beltaji, 

poligami bukan bentuk penghormatan yang diberikan kepada 

laki-laki sekaligus penghinaan terhadap perempuan. Sebaliknya, 

poligami adalah aturan hukum yang memiliki konsekuensi 

tanggung jawab. Laki-laki yang melakukan poligami tidak hanya 

memperoleh hak untuk menikah lebih dari satu perempuan, 

tetapi juga wajib memenuhi seluruh kewajiban yang 

menyertainya. 

Ia mengkritik praktik poligami yang dilakukan tanpa 

mempertimbangkan kondisi perempuan dan keluarga. 

Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan ajaran Islam 

karena mengabaikan prinsip keadilan. Poligami yang dibenarkan 

syariat adalah poligami yang mampu menjaga hak semua pihak. 

Beltaji juga menolak anggapan bahwa perempuan selalu menjadi 

pihak yang dirugikan dalam poligami. Dalam kondisi tertentu, 

menurutnya, poligami justru dapat menjadi bentuk perlindungan 

bagi perempuan, misalnya bagi perempuan yang membutuhkan 

dukungan keluarga atau dalam kondisi sosial tertentu yang 

menyebabkan sebagian perempuan sulit memperoleh pasangan. 

Namun, Beltaji tetap menekankan bahwa tujuan utama 

perkawinan dalam Islam adalah ketenangan, kasih sayang, dan 

tanggung jawab. Karena itu, seseorang tidak boleh melakukan 

poligami hanya karena dorongan hawa nafsu tanpa 

mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga. 
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Dengan demikian, pemikiran Beltaji menempatkan 

poligami sebagai institusi hukum yang bersifat terbatas dan 

bertanggung jawab. Poligami bukan simbol dominasi laki-laki, 

melainkan pilihan hukum yang hanya dapat dilakukan apabila 

memenuhi prinsip keadilan dan membawa kemaslahatan. Pada 

akhirnya, Beltaji memandang bahwa persoalan utama bukan 

terletak pada keberadaan poligami itu sendiri, tetapi pada 

bagaimana manusia menjalankannya. Ketika poligami dilakukan 

dengan tanggung jawab, keadilan, dan kesadaran terhadap hak 

perempuan, maka ia dapat menjadi bagian dari sistem hukum 

keluarga Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan antara 

kebutuhan manusia dan nilai moral agama.343 

Analisis Hukum Islam Kontemporer terhadap 
Pemikiran Muhammad Beltaji tentang Poligami 

Pemikiran Muhammad Beltaji mengenai poligami dalam 

karyanya Makānat al-Mar’ah fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah 

al-Ṣaḥīḥah menempati posisi penting dalam diskursus hukum 

Islam kontemporer karena berusaha mengharmoniskan antara 

teks normatif syariah dan realitas sosial modern. Beltaji tidak 

menolak legitimasi poligami, tetapi menempatkannya dalam 

kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, terutama prinsip keadilan dan 

kemaslahatan. Ia juga membuka ruang bagi pembatasan 

administratif oleh negara sebagai bentuk pengaturan (tanzīm), 

bukan pengharaman.344 Dalam konteks ini, pemikirannya 

menjadi menarik untuk dianalisis lebih jauh dalam perspektif 

hukum Islam kontemporer yang berkembang saat ini. 

Dalam tradisi hukum Islam kontemporer, terdapat 

kecenderungan kuat untuk menggeser orientasi fikih dari 

                                                           
343 Beltaji, 181–202. 
344 Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah Al-Shahihah. 
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pendekatan legal-formal menuju pendekatan maqāṣidī.345 Hukum 

tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kumpulan aturan 

tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan manusia.346 Dalam kerangka ini, pemikiran Beltaji 

sejalan dengan paradigma maqāṣid al-sharī‘ah yang 

menempatkan keadilan, perlindungan keluarga, dan stabilitas 

sosial sebagai tujuan utama. Poligami, dalam pandangannya, 

tidak berdiri sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana yang 

hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat moral dan 

sosial yang ketat.347 

Dari perspektif ushul fikih kontemporer, Pemikiran 

Muhammad Beltaji mengenai poligami merupakan bagian dari 

diskursus hukum keluarga Islam yang berusaha 

mempertahankan kebolehan poligami dalam syariat sekaligus 

memberikan batasan normatif agar praktik tersebut tidak keluar 

dari prinsip keadilan. Beltaji melihat poligami bukan sebagai 

institusi yang diciptakan oleh Islam, melainkan sebagai realitas 

sosial yang telah ada sebelum Islam kemudian diatur melalui 

ketentuan syariat. Dalam pandangannya, Islam melakukan 

reformasi terhadap praktik poligami dengan memberikan 

batasan jumlah istri, menetapkan syarat keadilan, dan 

menempatkan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam 

hubungan perkawinan.348 Jika dianalisis melalui perspektif 

hukum Islam kontemporer, pemikiran Beltaji memiliki relevansi 

yang kuat terutama dalam kaitannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah, 

                                                           
345 Royan Utsany, Afrizal Tw, and Khamim Khamim, “Women’s Rights and 
Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda’s Thoughts and His Contribution to 
Renewal of Islamic Family Law in Indonesia,” JIL: Journal of Islamic Law 3, no. 1 
(2022): 54–73, https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530. 
346 Syahrial Dedi, “Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang Wacana 
Hiffdz Al-’Ummah A. Djazuli,” Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 
45–62. 
347 Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah Al-Shahihah. 
348 Beltaji. 
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perlindungan keluarga, serta prinsip keadilan dalam relasi suami 

dan istri.349 Namun demikian, pemikirannya juga menghadapi 

berbagai kritik dari pendekatan hukum keluarga modern yang 

lebih menekankan perlindungan terhadap hak perempuan, 

kesetaraan dalam hubungan perkawinan, dan dampak sosial 

maupun psikologis dari praktik poligami. 

Pandangan Beltaji bahwa poligami bukan ciptaan Islam, 

tetapi telah dikenal oleh berbagai masyarakat sebelum Islam, 

memiliki relevansi dalam kajian sejarah hukum Islam. 

Menurutnya, Islam tidak hadir untuk menciptakan sistem 

perkawinan baru, melainkan melakukan proses perbaikan 

terhadap praktik sosial yang sudah berkembang. Dengan 

demikian, kedatangan Islam tidak serta-merta menghapus 

poligami, tetapi memberikan aturan yang membatasi dan 

mengarahkan praktik tersebut agar tidak menimbulkan 

ketidakadilan.350 Dalam konteks hukum keluarga Islam 

kontemporer, pendekatan ini dapat dipahami sebagai bentuk 

transformasi hukum. Islam melakukan perubahan terhadap 

praktik poligami yang sebelumnya tidak memiliki batasan 

menjadi sistem yang memiliki aturan jelas. Pembatasan jumlah 

istri maksimal empat sebagaimana dijelaskan Beltaji 

menunjukkan bahwa syariat berupaya mengurangi kemungkinan 

terjadinya eksploitasi terhadap perempuan. Sebelum adanya 

pembatasan tersebut, seorang laki-laki dapat menikahi banyak 

perempuan tanpa adanya tanggung jawab hukum yang memadai. 

Namun, pemikiran hukum Islam kontemporer memberikan 

analisis yang lebih luas terhadap tujuan dari pembatasan 

tersebut. Apabila tujuan utama pembatasan poligami adalah 

                                                           
349 Ulin Na’mah, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah, “The Concept of 
Mubᾱ dalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic 
Violence,” Al-’Adalah 19, no. 2 (December 2022): 291–314, 
https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13682. 
350 Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah Al-Shahihah. 
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mencegah kezaliman dan menjaga hak perempuan, maka ukuran 

keberhasilan poligami tidak hanya dapat dilihat dari aspek 

formal berupa terpenuhinya jumlah dan syarat akad, tetapi juga 

harus dilihat dari dampak nyata terhadap kehidupan keluarga. 

Poligami yang secara hukum sah tetapi menghasilkan 

penderitaan, konflik, dan ketidakadilan dapat dipertanyakan dari 

perspektif tujuan syariat.351 

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Beltaji adalah 

penekanannya terhadap prinsip keadilan sebagai syarat utama 

poligami. Ia memahami bahwa kebolehan poligami dalam QS. al-

Nisā’ ayat 3 bukanlah kebolehan tanpa batas, melainkan 

kebolehan yang disertai tanggung jawab. Seorang laki-laki yang 

memilih berpoligami harus memiliki kemampuan untuk 

memenuhi hak-hak seluruh istrinya secara adil. Apabila ia 

merasa tidak mampu berlaku adil, maka pilihan monogami 

menjadi jalan yang harus diambil. Konsep keadilan yang 

dikemukakan Beltaji sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam 

yang menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan utama 

syariat.352 Dalam kajian hukum keluarga kontemporer, prinsip 

keadilan juga menjadi alasan utama mengapa beberapa negara 

Muslim memberikan regulasi yang ketat terhadap poligami.353 

Poligami tidak selalu dilarang, tetapi pelaksanaannya dibatasi 

melalui mekanisme hukum agar tidak menjadi sarana 

penyalahgunaan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. 

Meskipun demikian, pendekatan kontemporer memberikan 

pengembangan terhadap konsep keadilan yang dikemukakan 

Beltaji. Jika Beltaji lebih menekankan keadilan pada aspek 

                                                           
351 Rohmadi, “Polygamy in Indonesia: A Critical Interpretation through the Lens 
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lahiriah seperti nafkah, pembagian waktu, tempat tinggal, dan 

pemenuhan kebutuhan keluarga, maka sebagian pemikir modern 

melihat bahwa keadilan juga mencakup dimensi emosional dan 

psikologis. Hal ini disebabkan karena perkawinan dalam Islam 

bukan hanya hubungan hukum, tetapi juga hubungan kasih 

sayang yang bertujuan menciptakan ketenangan dan 

keharmonisan keluarga. 

Pemikiran Beltaji mengenai perbedaan antara keadilan 

material dan kesamaan cinta juga menjadi bagian penting dalam 

analisis poligami. Ia menjelaskan bahwa manusia tidak mampu 

menyamakan perasaan cinta secara mutlak karena hati berada di 

luar kendali manusia. Oleh karena itu, keadilan yang diwajibkan 

dalam poligami adalah keadilan yang berada dalam kemampuan 

manusia, seperti pembagian nafkah, giliran, dan perlakuan yang 

baik.354 Pandangan tersebut memiliki dasar dalam tradisi fikih 

Islam yang membedakan antara kewajiban yang dapat dilakukan 

manusia dan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. 

Akan tetapi, hukum Islam kontemporer memberikan catatan 

bahwa persoalan perasaan tidak selalu dapat dipisahkan dari 

tindakan nyata. Ketika kecenderungan hati kepada salah satu 

istri menyebabkan pengabaian terhadap istri lainnya, maka 

persoalan emosional dapat berubah menjadi ketidakadilan yang 

nyata. Karena itu, sebagian pemikir kontemporer berpendapat 

bahwa konsep keadilan dalam poligami harus dipahami secara 

lebih komprehensif.355 Keadilan bukan hanya memberikan hak 

secara material, tetapi juga menjaga martabat, rasa aman, dan 

kehormatan setiap anggota keluarga. Pendekatan ini sejalan 
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dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang menempatkan kemaslahatan 

manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. 

Beltaji juga melihat poligami sebagai solusi dalam kondisi 

tertentu, seperti ketika terjadi persoalan kesehatan, keturunan, 

atau keadaan sosial yang sulit. Menurutnya, poligami dapat 

menjadi alternatif untuk mempertahankan keluarga dan 

menghindari perceraian atau hubungan di luar pernikahan.356 

Pandangan ini menunjukkan bahwa Beltaji memahami hukum 

Islam sebagai aturan yang mempertimbangkan realitas 

kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam klasik, alasan 

tersebut memiliki dasar karena syariat memberikan ruang 

terhadap kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan solusi 

hukum.357 Akan tetapi, pendekatan kontemporer menilai bahwa 

alasan tersebut perlu dikaji kembali berdasarkan perkembangan 

sosial. Persoalan kesehatan atau keturunan tidak selalu harus 

diselesaikan melalui poligami karena terdapat berbagai alternatif 

lain seperti pengobatan, konseling keluarga, atau pendekatan 

sosial lainnya. 

Selain itu, hukum keluarga kontemporer juga 

memberikan perhatian terhadap pengalaman perempuan dalam 

praktik poligami. Walaupun Beltaji menilai poligami dapat 

menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan, kenyataan 

sosial menunjukkan bahwa poligami dalam sebagian kasus dapat 

menyebabkan tekanan psikologis, konflik keluarga, dan 

ketidakstabilan hubungan rumah tangga. Karena itu, 

pertimbangan terhadap dampak sosial menjadi bagian penting 

dalam penerapan hukum keluarga modern.358 
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357 Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an,” MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-
Qur’an Dan Tafsir 1, no. 9 (2016): 44, 
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739. 
358 Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah Al-Shahihah. 
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Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, poligami dapat 

diterima apabila benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan 

mencegah kerusakan.359 Tujuan utama hukum keluarga Islam 

adalah menjaga keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan 

keluarga.360 Apabila poligami dilakukan dengan tanggung jawab, 

keadilan, dan kemampuan memenuhi hak seluruh anggota 

keluarga, maka ia dapat berada dalam koridor tujuan syariat. 

Namun apabila poligami justru menyebabkan penelantaran, 

konflik, atau hilangnya hak perempuan, maka praktik tersebut 

bertentangan dengan semangat dasar hukum Islam.361 Dengan 

demikian, pemikiran Muhammad Beltaji tentang poligami dapat 

dipahami sebagai pendekatan yang mempertahankan legitimasi 

poligami dalam Islam dengan memberikan penekanan kuat pada 

pembatasan dan tanggung jawab. Kontribusi utama 

pemikirannya terletak pada upaya menjelaskan bahwa poligami 

bukanlah kebebasan tanpa aturan, melainkan kebolehan hukum 

yang terikat oleh prinsip keadilan. 

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pemikiran 

Beltaji masih memiliki relevansi karena mengingatkan bahwa 

pembahasan poligami harus selalu dikaitkan dengan nilai 

keadilan dan perlindungan keluarga.362 Namun, konsep keadilan 

tersebut perlu dikembangkan agar tidak hanya dipahami dalam 

aspek material, tetapi juga mencakup aspek psikologis, 

                                                           
359 Ahmad Faruqi et al., “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir 
Surat An-Nisa’ Ayat 3),” Al-Qorni : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no. 1 
(2018): 53, https://jurnal.stiqnis.ac.id/index.php/alqorni/article/view/4490. 
360 Nur Lailatul Musyafa’ah, “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana 
Perspektif Maqa s id Al-Syarī ’ah (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru 
Sidoarjo Jawa Timur),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 2 (2019): 
259–79, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3132. 
361 Dayan Fithoroini, “Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur Terhadap Hukum 
Poligami: Sebuah Telaah Kritis,” Opinia De Journal 5, no. 1 (2025): 47, 
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.266-285. 
362 Beltaji, Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-Sunnah Al-Shahihah. 
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emosional, dan sosial.363 Dengan demikian, kajian poligami tidak 

berhenti pada persoalan boleh atau tidak, tetapi diarahkan pada 

pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah praktik tersebut 

mampu mewujudkan tujuan utama syariat berupa keadilan, 

kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota 

keluarga.364 

Kesimpulan 
Berdasarkan kajian terhadap pemikiran Muhammad 

Beltaji tentang poligami, dapat dipahami bahwa poligami dalam 

perspektifnya merupakan bagian dari hukum keluarga Islam 

yang memiliki dasar normatif dan tujuan sosial tertentu. Beltaji 

menegaskan bahwa poligami bukanlah praktik yang diciptakan 

oleh Islam, melainkan tradisi perkawinan yang telah dikenal oleh 

berbagai masyarakat sebelum datangnya Islam. Kedudukan Islam 

terhadap poligami bukan menciptakan praktik baru, tetapi 

melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap praktik yang 

telah berkembang agar sesuai dengan prinsip keadilan dan 

perlindungan terhadap manusia. Islam kemudian membatasi 

jumlah istri maksimal empat serta memberikan syarat utama 

berupa kemampuan berlaku adil. 

Menurut Beltaji, kebolehan poligami tidak dapat 

dipahami sebagai hak mutlak seorang laki-laki, tetapi sebagai 

kebolehan hukum yang dibatasi oleh tanggung jawab. Prinsip 

keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan poligami. 

Keadilan yang dimaksud adalah kemampuan memberikan hak-

hak lahiriah kepada seluruh istri, seperti nafkah, tempat tinggal, 

                                                           
363 Aris Baidhowi, “Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh,” Muwazah: 
Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (2012): 64–65, 
https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.9993. 
364 Wulan Nur Diana and Siti Nur Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam 
Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, 
no. 1 (2024): 84–100, https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3714. 



 

204 

pembagian waktu, dan perlakuan yang baik. Sementara itu, 

kesamaan cinta dan perasaan tidak menjadi ukuran karena 

berada di luar kemampuan manusia. Namun, perbedaan 

kecenderungan hati tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan 

ketidakadilan dalam tindakan. 

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pemikiran 

Beltaji menunjukkan pendekatan yang berusaha 

mempertahankan kebolehan poligami sekaligus memberikan 

batasan agar praktik tersebut tidak menjadi bentuk 

penyalahgunaan terhadap perempuan. Pemikirannya memiliki 

relevansi dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam 

menjaga keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga. 

Poligami menurut Beltaji bukan merupakan tujuan utama 

perkawinan, tetapi sebuah solusi hukum yang dapat digunakan 

dalam kondisi tertentu, seperti persoalan kesehatan, keturunan, 

atau keadaan sosial yang membutuhkan jalan keluar. Meskipun 

demikian, kajian hukum Islam kontemporer memberikan 

perluasan terhadap konsep keadilan yang dikemukakan Beltaji. 

Keadilan dalam keluarga tidak hanya dipahami dalam aspek 

material, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, emosional, 

dan sosial. Oleh sebab itu, praktik poligami harus dinilai 

berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan keluarga secara 

keseluruhan. Poligami yang menyebabkan penelantaran, konflik 

rumah tangga, atau hilangnya hak perempuan bertentangan 

dengan tujuan utama syariat. 

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Beltaji dapat 

dipahami sebagai pandangan yang menempatkan poligami 

sebagai kebolehan hukum yang bersifat terbatas, bukan sebagai 

anjuran maupun kewajiban. Esensi pemikirannya terletak pada 

penegasan bahwa poligami harus dijalankan dengan keadilan, 

tanggung jawab, dan pertimbangan kemaslahatan. Dalam 

konteks hukum Islam kontemporer, pemikiran tersebut dapat 
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menjadi bagian dari diskursus pengembangan hukum keluarga 

Islam yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teks normatif, 

tetapi juga realitas sosial serta perlindungan terhadap hak 

seluruh anggota keluarga. 
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iskursus poligami dalam hukum Islam merupakan salah 

satu tema yang paling panjang dan paling kontroversial 

dalam kajian fikih keluarga kontemporer.365 Hal ini tidak 

terlepas dari keberadaan teks normatif al-Qur’an, khususnya QS. 

al-Nisā’ [4]: 3, yang secara eksplisit memberikan ruang 

kebolehan poligami dengan batasan jumlah istri hingga empat 

orang serta syarat keadilan.366 Namun demikian, dalam 

perjalanan sejarah intelektual Islam, ayat tersebut tidak pernah 

dipahami secara tunggal. Ia selalu berada dalam tarik-menarik 

                                                           
365 Muhammad Saleh Ridwan, Wahidah Abdullah, and Idham, “Public Perception 
of Polygamy in Makassar, Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law,” 
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 8, no. 1 (2024): 21, 
https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15419. 
366 Dahlia Haliah Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law 
and Legal Law in Indonesia,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 
7, no. 2 (2023): 671, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519. 
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antara pendekatan tekstual normatif dan pembacaan kontekstual 

yang mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan 

kemanusiaan.367 

Dalam tradisi fikih klasik, mayoritas ulama memahami 

poligami sebagai bentuk kebolehan (ibāhah) yang bersifat 

terbuka dengan syarat utama berupa kemampuan berlaku adil 

secara material.368 Keadilan dalam pengertian ini lebih banyak 

dipahami sebagai distribusi nafkah, giliran, dan perlakuan 

lahiriah.369 Pemahaman tersebut kemudian menjadi dasar 

normatif dalam pembentukan hukum keluarga di berbagai 

negara Muslim. Namun, dalam perkembangan modern, konsep 

keadilan tersebut dinilai tidak lagi memadai karena tidak 

menyentuh dimensi psikologis, emosional, dan relasional yang 

menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga. 

Seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya 

kesadaran kesetaraan gender, muncul berbagai kritik terhadap 

praktik poligami yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip 

keadilan substantif. Kritik tersebut datang baik dari pemikir 

feminis Muslim maupun reformis hukum Islam yang 

menekankan pentingnya membaca ulang teks-teks normatif 

melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, hermeneutika 

kontekstual, serta teori sosial modern.370 Dalam konteks ini, 

                                                           
367 Ahmad Muzakki et al., “Understanding the Context of Polygamy in Early 
Islamic Civilization: A Study of Islamic Law, Social Context, and the Practices of 
the Prophet,” Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam 21, no. 2 (2025): 4, 
https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v21i2.15167. 
368 Sifa Mulya Nurani, “Perspectives of Justice in the Family (Study of the 
Concept of Justice in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic 
Law),” Ascarya 1, no. 1 (2021): 2, https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1. 
369 Iffah Fathiah, “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
Dan SEMA No. 3 Tahun 2018,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 
(2023): 15, https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2. 
370 Atun Wardatun and Bianca J. Smith, “Woman-Initiated Divorce and Feminist 
Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushu z in Marriage,” Ulumuna 24, no. 
2 (2020): 271, https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.416. 
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poligami tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi 

juga sebagai isu etika, kemanusiaan, dan relasi kuasa dalam 

keluarga. 

Salah satu pemikir Muslim kontemporer yang 

memberikan kontribusi signifikan dalam pembacaan ulang ayat-

ayat hukum keluarga adalah Muhammad Shahrur.371 Ia dikenal 

dengan pendekatan linguistik-struktural dan teori batas 

(nazariyyat al-ḥudūd) yang menawarkan kerangka baru dalam 

memahami hukum Islam.372 Dalam karyanya, Shahrur tidak 

hanya menolak pembacaan tekstual yang kaku, tetapi juga 

berupaya merekonstruksi makna ayat-ayat hukum agar selaras 

dengan perkembangan sosial modern tanpa melepaskan 

landasan normatif al-Qur’an.373 Dalam isu poligami, Shahrur 

menawarkan pembacaan yang lebih restriktif dengan 

menempatkan poligami sebagai institusi sosial yang bersyarat 

ketat, bukan sekadar hak laki-laki yang bersifat absolut.374 

Menariknya, dalam beberapa analisisnya, Shahrur 

menekankan bahwa QS. al-Nisā’ [4]: 3 tidak dapat dipahami 

sebagai legitimasi bebas poligami, melainkan sebagai respons 

terhadap problem sosial tertentu, khususnya perlindungan 

                                                           
371 Nur Lailatul Musyafa’ah, “Studi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 
Perspektif Gender,” Al-Hukama 04, no. 2 (2014): 141, https://doi.org/DOI: 
https://doi.org/10.15642/alhukama.2014.4.2.409-430. 
372 Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pemikiran Fikih Wanita Muhammad Shahrur,” Al 
Qanun 13, no. 1 (2010): 134, 
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/172/158. 
373 Syamsul Wathani, Habib Ismail, and Akhmad Mughzi Abdillah, 
“Reconstruction of Women’s Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahru r’s 
Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective,” JIL: Journal of Islamic 
Law 3, no. 2 (2022): 163, https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.860. 
374 Muhammad Syahrial, “Hermeneutika Muhammad Shahrur Dan Implikasinya 
Terhadap Istinba t Al-Ahka m Dalam Persoalan Wanita,” Ahkam: Jurnal Ilmu 
Syariah 13, no. 1 (2013): 121–22, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.956. 
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terhadap perempuan yatim dan janda.375 Dengan demikian, 

poligami dalam perspektif Shahrur bukanlah tujuan hukum 

(ghāyah), melainkan instrumen sosial yang dibatasi oleh kondisi 

tertentu serta prinsip keadilan yang ketat. Pemahaman ini 

sekaligus merekonstruksi paradigma fikih klasik yang selama ini 

lebih menekankan aspek kebolehan formal tanpa 

mempertimbangkan konteks sosial secara lebih luas. Di sisi lain, 

perdebatan tentang poligami juga tidak dapat dilepaskan dari 

dinamika hukum keluarga di negara-negara Muslim 

kontemporer, termasuk Indonesia. Regulasi seperti Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan 

adanya pembatasan ketat terhadap praktik poligami melalui izin 

pengadilan dan syarat kemampuan serta keadilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, 

melainkan terus mengalami proses adaptasi terhadap realitas 

sosial yang berubah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya 

menganalisis rekonstruksi konsep poligami dalam pemikiran 

Muhammad Shahrur serta relevansinya dalam perspektif hukum 

Islam kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana 

Shahrur memaknai ulang QS. al-Nisā’ [4]: 3 melalui pendekatan 

teori batas, serta sejauh mana gagasannya dapat berkontribusi 

terhadap pengembangan hukum keluarga Islam modern yang 

lebih berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

bersifat deskriptif terhadap pemikiran Shahrur, tetapi juga 

analitis-kritis dalam melihat posisi teorinya dalam peta besar 

reformasi hukum Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya 

diskursus fikih keluarga, khususnya terkait isu poligami, serta 

                                                           
375 Saifuddin Herlambang, “Muhammad Shahrur’s Millenial Interpretation of 
Women’s Issues,” F1000Research 12, no. 12 (2023): 1–18, 
https://doi.org/10.12688/f1000research.125653.3. 
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membuka ruang dialog antara teks, konteks, dan realitas sosial 

yang terus berkembang. 

Poligami dalam Diskursus Tafsir Klasik 
Dalam khazanah tafsir klasik, ayat poligami QS. al-Nisā’ 

[4]: 3 menjadi salah satu rujukan utama yang membentuk 

konstruksi normatif hukum keluarga Islam. Para mufassir seperti 

al-Tabari dan al-Qurtubi umumnya menempatkan ayat ini dalam 

kerangka kebolehan (ibāhah) poligami yang bersifat terbatas 

hingga empat istri, dengan penekanan utama pada syarat 

kemampuan berlaku adil. Dalam pendekatan mereka, ayat 

tersebut dipahami sebagai respon terhadap kondisi sosial pasca-

perang yang banyak meninggalkan perempuan yatim dan janda 

tanpa perlindungan ekonomi. 

Dalam tafsir al-Tabari, penjelasan tentang QS. al-Nisā’ [4]: 

3 banyak bertumpu pada aspek kebahasaan dan riwayat 

(ma’thūr). Ia menegaskan bahwa kebolehan menikahi dua, tiga, 

atau empat perempuan tidak berdiri sebagai perintah, melainkan 

sebagai bentuk izin bersyarat yang dibatasi oleh kemampuan 

untuk tidak berbuat (kezaliman). Namun, konsep keadilan dalam 

tafsir ini lebih banyak dipahami dalam dimensi material dan 

lahiriah, seperti pembagian nafkah, giliran malam, dan tanggung 

jawab ekonomi. 

Sementara itu, al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan 

elaborasi lebih luas terkait dimensi hukum poligami. Ia 

menekankan bahwa keadilan merupakan syarat fundamental 

yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. 

Namun demikian, ia juga mengakui keterbatasan manusia dalam 

mencapai keadilan sempurna, terutama dalam aspek cinta dan 

kecenderungan hati, sehingga keadilan yang dimaksud lebih 

bersifat operasional dan dapat diukur dalam aspek lahiriah. Hal 

ini berimplikasi pada legitimasi poligami sebagai praktik yang 
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sah secara hukum, meskipun sarat dengan syarat moral dan 

tanggung jawab sosial. 

Konsep keadilan dalam poligami pada diskursus klasik 

pada dasarnya tidak dipahami sebagai keadilan substantif yang 

mencakup aspek psikologis dan emosional secara menyeluruh, 

melainkan lebih kepada keadilan distributif yang bersifat teknis. 

Keadilan diposisikan sebagai syarat kontrol terhadap potensi 

ketidakadilan dalam praktik poligami, bukan sebagai prinsip 

yang membatasi secara ketat ruang kebolehan itu sendiri. Oleh 

karena itu, selama syarat lahiriah dapat dipenuhi, maka poligami 

tetap dianggap sah dan dibenarkan dalam kerangka hukum Islam 

klasik. 

Dominasi fiqh patriarkal dalam diskursus tafsir klasik 

juga tidak dapat diabaikan. Struktur sosial pada masa 

pembentukan tafsir klasik umumnya berada dalam sistem 

masyarakat patriarkal, di mana laki-laki memegang otoritas 

utama dalam ruang publik maupun domestik. Kondisi ini turut 

memengaruhi cara penafsiran ayat-ayat hukum keluarga, 

termasuk poligami, yang cenderung memberikan legitimasi lebih 

besar pada otoritas laki-laki dalam menentukan struktur rumah 

tangga. Akibatnya, perempuan sering ditempatkan dalam posisi 

subordinat sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek yang 

memiliki agensi penuh dalam relasi perkawinan. Dengan 

demikian, diskursus tafsir klasik tentang poligami 

memperlihatkan adanya konsistensi dalam memberikan 

legitimasi normatif terhadap praktik poligami, dengan batasan 

utama berupa keadilan material. Namun, pemaknaan keadilan 

yang terbatas serta latar sosial patriarkal yang melingkupinya 

menjadi titik kritis yang kemudian banyak dikaji ulang oleh 

pemikir-pemikir kontemporer, termasuk Muhammad Shahrur, 

dalam upaya merekonstruksi ulang konsep poligami dalam 

hukum Islam modern. 
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Biografi Muhammad Shahrur 
Muhammad Shahrur adalah seorang pemikir Islam 

kontemporer, penulis, dan akademisi asal Suriah yang dikenal 

luas karena gagasannya tentang qirā’ah mu‘āṣirah (pembacaan 

kontemporer terhadap Al-Qur'an). Ia lahir di Damaskus, Suriah, 

pada 11 April 1938 dan wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 

pada 21 Desember 2019. Nama lengkapnya adalah Muhammad 

Shahrur bin Daib Shahrur (Muhammad Shahrur al-Dayyub). 

Ayahnya bernama Daib bin Daib Shahrur dan ibunya bernama 

Shadiqah binti Shalih Filyun. Ia menikah dengan Azizah dan 

dikaruniai lima orang anak.376  

Shahrur menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah 

di Sekolah Abdurrahman al-Kawakibi, Damaskus, pada tahun 

1957. Pada tahun yang sama, ia memperoleh beasiswa 

pemerintah Suriah untuk belajar Teknik Sipil di Moskow, Uni 

Soviet. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1964 dan 

memperoleh diploma teknik sipil. Saat itu ia tinggal di Saratow 

dekat Moskow. Ia mulai berkenalan dan terkesan serta 

tertantang dengan teori dan praktek Marxis yang terkenal 

dengan konsep Dealaktika Matrealisme dan Matrealisme Historis. 

Pada masa ini pula Muhammad Shahrur mulai berkenalan dan 

akrab dengan tradisi Formalisme Rusia, yang mana akar tradisi 

diadopsi dari “Strukturalisme Linguistik” yang digagas oleh 

Ferdinand De Saussure.377  

Setelah kembali ke Suriah, ia bekerja sebagai asisten 

dosen di Universitas Damaskus. Pada tahun 1968 ia melanjutkan 

studi ke Dublin, Irlandia, untuk mendalami Mekanika Tanah dan 

                                                           
376 Moh Khusen, “From Shari’a ’Ayniyya to Shari’a Hududiyya: Sharour’s 
Interpretation on Qur’anic Legal Verses,” Al-Jami’ah 50, no. 2 (2012): 434, 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.431-459. 
377 Dayan Fithoroini, “Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur Terhadap Hukum 
Poligami: Sebuah Telaah Kritis,” Opinia De Journal 5, no. 1 (2025): 50, 
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.266-285. 
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Teknik Pondasi. Ia meraih gelar Magister pada tahun 1969 dan 

Doktor (Ph.D.) pada tahun 1972 dari University College Dublin. 

Sekembalinya ke Suriah pada tahun 1972, Shahrur menjadi 

dosen dan kemudian profesor Teknik Sipil di Universitas 

Damaskus.378 Menariknya, meskipun dikenal sebagai pemikir 

Islam, ia tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang 

syariah atau studi Islam. Latar belakangnya justru berasal dari 

ilmu teknik dan sains modern. Namun ia menguasai dua macam 

bahasa selain bahasa ibunya sendiri (bahasa Arab), yaitu bahasa 

Rusia dan bahasa Inggris. Hal ini sangat memengaruhi metode 

berpikir dan pendekatan ilmiahnya dalam memahami Al-Qur'an. 

Pada tahun 1982-1983 Shahrur didelegasikan ke Saudi Arabia 

menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat di 

sana. Pada tahun 1995 Syahrur menjadi peserta kehormatan di 

dalam debat publik tentang Islam di Maroko dan Libanon.379 

Peristiwa kekalahan negara-negara Arab dalam Perang 

Enam Hari tahun 1967 menjadi titik balik intelektual Shahrur. Ia 

mulai mempertanyakan penyebab kemunduran dunia Islam dan 

melakukan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an dengan 

pendekatan linguistik, rasional, dan ilmiah. Selama lebih dari dua 

dekade ia meneliti Al-Qur'an sebelum menerbitkan karya 

monumentalnya pada tahun 1990. Menurut Shahrur, banyak 

produk fikih klasik merupakan hasil ijtihad ulama pada konteks 

sejarah tertentu sehingga perlu dibaca ulang sesuai 

perkembangan zaman. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an harus 

dipahami secara dinamis dan relevan dengan realitas modern. 
                                                           
378 Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Rekonstruksi Nalar Hukum Islam 
Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya,” Jurnal Syari’ah 
Dan Hukum 4, no. 1 (2022): 58, 
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4. 
379 Nurul Asiya Nadhifah, “Poligami Dalam Perspektif Teori Batas (Studi 
Pemikiran Muhammad Shahrur),” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan 
Hukum Islam 5, no. 2 (2007): 269, 
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.266-285. 
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Beberapa karya penting Muhammad Shahrur antara lain: Al-Kitab 

wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah (1990), Dirasat Islamiyyah 

Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama' (1994), Al-Islam wa al-

Iman: Manzumat al-Qiyam (1996), Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh 

al-Islami (2000), Tajfif Manabi' al-Irhab (2008), Dalil al-Qira'ah 

al-Mu'ashirah li al-Tanzil al-Hakim (2016).380 

Shahrur terkenal dengan beberapa gagasan yang 

kontroversial, antara lain: Teori Hudud (Nazariyyah al-Hudud), 

yaitu pemahaman bahwa hukum-hukum Al-Qur'an memberikan 

batas minimum dan maksimum yang memungkinkan fleksibilitas 

ijtihad sesuai perkembangan Masyarakat, penekanan pada 

pemisahan antara wahyu ilahi dan produk tafsir manusia, 

pembacaan ulang konsep-konsep fikih klasik seperti waris, 

poligami, aurat, dan relasi laki-laki-perempuan, dan kritik 

terhadap otoritas keagamaan yang dianggap memonopoli 

penafsiran agama.381 Pemikiran Shahrur mendapat sambutan 

luas di kalangan intelektual Muslim progresif karena dianggap 

membuka ruang pembaruan hukum Islam. Namun, banyak ulama 

tradisional, termasuk sejumlah akademisi dari Universitas Al-

Azhar, mengkritik bahkan menolak gagasan-gagasannya karena 

dianggap menyimpang dari metodologi tafsir dan usul fikih 

klasik. Beberapa bukunya bahkan dilarang beredar di sejumlah 

negara Arab. Muhammad Shahrur wafat pada 21 Desember 2019 

di Abu Dhabi pada usia 81 tahun. Sesuai wasiatnya, jenazahnya 

kemudian dipulangkan ke Damaskus untuk dimakamkan di 

makam keluarga.382 Dalam studi Islam kontemporer, Muhammad 

                                                           
380 Saifuddin Herlambang, “Muhammad Shahrur’s Millenial Interpretation of 
Women’s Issues,” F1000Research, 2024, 1, 
https://doi.org/10.12688/f1000research.125653.3. 
381 Juliansyahzen, “Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad 
Shahrur Dan Kontekstualisasinya,” 57–58. 
382 Marliana Ulfa, Norhayati Abu Bakar, and Muhammad Faizal Abd Rahman, 
“Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts on the Concept of Justice in 
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Shahrur dipandang sebagai salah satu tokoh pembaru paling 

berpengaruh di dunia Arab bersama Nasr Hamid Abu Zayd, 

Mohammed Arkoun, dan Fazlur Rahman. Terlepas dari 

kontroversinya, kontribusinya telah memicu perdebatan 

akademik yang luas mengenai metodologi tafsir, reformasi 

hukum Islam, dan hubungan antara teks keagamaan dengan 

modernitas.  

 

Pemikiran Muhammad Syahrur tentang 
Poligami: Sebuah Pembacaan Sosial-
Humanistik terhadap QS. An-Nisā’ Ayat 3 

Perdebatan tentang poligami dalam hukum Islam 

kontemporer tidak hanya berkisar pada aspek kebolehan 

normatif, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis, 

metodologis, dan sosiologis dalam memahami teks-teks 

keagamaan.383 Rekonstruksi yang ditawarkan Muhammad 

Shahrur melalui teori batas (nazariyyat al-ḥudūd) menempatkan 

poligami sebagai institusi sosial yang sangat terbatas dan 

bersyarat ketat.384 Muhammad Syahrur merupakan salah satu 

pemikir Islam kontemporer yang menawarkan pembacaan baru 

terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, termasuk ayat yang berkaitan 

dengan poligami. Berbeda dengan mayoritas ulama klasik yang 

                                                                                                                            
Polygamy: A Perspective of Contemporary Islamic Law,” Al-Muqaranah: Jurnal 
Perbandingan Madzhab 2, no. 2 (2024): 90, 
https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.22-32. 
383 Indah Ayu Nurkumala, Ahmad Yusam Thobroni, and Abdul Qudus Al-faruq, 
“Status Hukum Tidak Berpoligami Yang Diajukan Calon Istri: Pembacaan Ulang 
QS. An-Nisa Ayat 3 Dan 129,” AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 9, no. 1 
(2026): 1968, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1943.The. 
384 Muhammad Mukhtar, Mardia Mardia, and Andika Aminuddin, “Study of the 
Thinking of Muhammad Syahrur and M. Quraish Shihab about the Concept of 
Polygamy (Study of Interpretation of QS. An-Nisa/4:3),” Lisan Al-Hal: Jurnal 
Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 17, no. 1 (2023): 27, 
https://doi.org/10.35316/lisanalhal. 
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memahami QS. An-Nisā’ ayat 3 sebagai dasar kebolehan poligami 

secara umum dengan syarat keadilan terhadap para istri, Syahrur 

menafsirkan ayat tersebut dalam kerangka yang lebih luas, yaitu 

perlindungan sosial terhadap janda dan anak-anak yatim. 

Baginya, poligami bukanlah hak seksual laki-laki, melainkan 

solusi sosial yang bersifat kondisional dan kontekstual. 

Menurut Syahrur, kesalahan utama para mufasir dan 

fuqaha klasik adalah memisahkan ayat poligami dari konteks 

ayat-ayat yang mengitarinya. Ia menegaskan bahwa QS. An-Nisā’ 

ayat 3 tidak dapat dipahami secara terpisah dari ayat-ayat 

sebelumnya dan sesudahnya yang berbicara tentang anak-anak 

yatim. Dalam pandangannya, hubungan antara poligami dan 

yatim merupakan hubungan yang sangat erat sehingga tidak 

mungkin dipisahkan.385 Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

poligami harus dimulai dengan membaca keseluruhan rangkaian 

ayat dalam Surah An-Nisā’, bukan hanya fokus pada frasa 

“nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, 

atau empat”. 

Syahrur menjelaskan bahwa Surah An-Nisā’ dibuka 

dengan seruan ketakwaan dan penguatan hubungan 

kemanusiaan universal. Setelah itu, Al-Qur’an langsung 

membahas kewajiban menjaga hak-hak anak yatim, larangan 

memakan harta mereka, dan perintah berlaku adil kepada 

mereka. Dalam konteks inilah muncul ayat poligami. Oleh sebab 

itu, menurut Syahrur, poligami bukanlah tema utama ayat 

tersebut, melainkan instrumen untuk menyelesaikan persoalan 

sosial yang berkaitan dengan anak-anak yatim.386 

Berdasarkan analisis linguistik dan kontekstual, Syahrur 

berpendapat bahwa syarat pertama poligami adalah adanya 

                                                           
385 Muhammad Syahrur, Nahwa Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamy: Fiqh Al-Mar’ah 
(Damaskus: al-Ahali, 2000), 301. 
386 Syahrur, 301. 
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anak-anak yatim yang kehilangan ayah mereka. Ia 

mendefinisikan yatim sebagai anak yang belum mencapai usia 

balig dan telah kehilangan ayah, sedangkan ibunya masih hidup. 

Definisi ini ia dasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’an yang 

menjelaskan status yatim dan kewajiban memelihara mereka. 

Dengan demikian, objek pembicaraan dalam QS. An-Nisā’ ayat 3 

bukanlah perempuan secara umum, melainkan janda yang 

memiliki anak-anak yatim. 

Dari sini Syahrur menarik kesimpulan bahwa poligami 

yang dimaksud Al-Qur’an hanya berlaku dalam situasi tertentu, 

yaitu ketika terdapat janda yang memiliki anak-anak yatim dan 

masyarakat khawatir tidak mampu memberikan perlindungan 

yang memadai kepada mereka. Dalam keadaan seperti itu, 

menikahi para janda tersebut merupakan salah satu cara untuk 

memastikan kesejahteraan dan masa depan anak-anak yatim. 

Dengan kata lain, tujuan utama poligami bukanlah pemenuhan 

kebutuhan seksual laki-laki, tetapi perlindungan sosial terhadap 

kelompok rentan. 

Syahrur bahkan menegaskan bahwa Allah tidak sekadar 

mengizinkan poligami, melainkan memerintahkannya dalam 

situasi tertentu. Namun perintah tersebut tidak bersifat mutlak. 

Ia dibatasi oleh dua syarat utama. Pertama, perempuan yang 

dinikahi sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat haruslah 

seorang janda yang memiliki anak-anak yatim. Kedua, harus 

terdapat kekhawatiran nyata bahwa anak-anak yatim tersebut 

tidak akan memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak 

apabila tidak dilakukan langkah tersebut. Jika kedua syarat ini 

tidak terpenuhi, maka alasan syar’i untuk melakukan poligami 

menjadi hilang. 

Dalam kerangka ini, Syahrur mengkritik berbagai alasan 

yang selama ini digunakan untuk membenarkan poligami. 

Menurutnya, banyak argumentasi fikih klasik yang tidak memiliki 
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dasar eksplisit dalam Al-Qur’an. Misalnya, alasan bahwa seorang 

laki-laki boleh berpoligami karena istrinya mandul. Syahrur 

mempertanyakan logika ini karena kemandulan tidak hanya 

dapat terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Ia juga 

menolak alasan bahwa dorongan seksual laki-laki yang tinggi 

menjadi pembenaran poligami. Baginya, kebutuhan seksual 

bukan monopoli laki-laki, dan Al-Qur’an tidak pernah menjadikan 

hasrat seksual sebagai alasan untuk menikahi lebih dari satu 

perempuan.387 

Demikian pula, alasan bahwa istri sakit atau tidak mampu 

menjalankan fungsi rumah tangga menurut Syahrur tidak dapat 

dijadikan dasar poligami. Ia mengajukan pertanyaan retoris: 

apabila yang sakit adalah suami, apakah istri juga diperbolehkan 

menikah lagi? Melalui kritik ini, Syahrur berusaha menunjukkan 

bahwa sebagian argumentasi tradisional cenderung bias gender 

dan tidak menemukan legitimasi yang kuat dalam teks Al-Qur’an. 

Selain mengaitkan poligami dengan perlindungan anak 

yatim, Syahrur juga memberikan perhatian besar pada syarat 

keadilan. Namun keadilan yang dimaksud, menurutnya, bukanlah 

keadilan di antara para istri sebagaimana dipahami mayoritas 

ulama. Ia berpendapat bahwa konteks ayat menunjukkan bahwa 

yang menjadi fokus adalah keadilan terhadap anak-anak yatim. 

Oleh karena itu, ketika Al-Qur’an menyatakan, “Jika kamu 

khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja,” 

yang dimaksud bukan terutama ketidakmampuan membagi kasih 

sayang kepada istri-istri, melainkan ketidakmampuan memikul 

tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap anak-anak yatim 

yang berada dalam tanggungan keluarga.388 

Syahrur menghubungkan hal ini dengan frasa “dzālika 

adnā allā ta‘ūlū” dalam QS. An-Nisā’ ayat 3. Ia menafsirkan kata 
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ta‘ūlū sebagai ketidakmampuan menanggung beban ekonomi dan 

sosial. Menurutnya, jika seorang laki-laki tidak mampu 

menanggung keluarga pertama sekaligus keluarga baru yang 

dibentuk melalui poligami, maka ia wajib mencukupkan diri 

dengan satu istri. Dengan demikian, monogami menjadi pilihan 

yang lebih dekat kepada keadilan apabila terdapat risiko 

ketidakmampuan memenuhi tanggung jawab.389 

Salah satu aspek menarik dari pemikiran Syahrur adalah 

pandangannya bahwa poligami merupakan solusi yang berkaitan 

dengan kondisi historis masyarakat. Ia menilai bahwa praktik 

poligami yang tidak terbatas telah menjadi tradisi di berbagai 

masyarakat sebelum Islam. Al-Qur’an datang bukan untuk 

menghapusnya secara total, melainkan membatasinya dan 

memberikan fungsi sosial yang jelas. Dalam perspektif ini, 

poligami dipandang sebagai mekanisme untuk mengatasi 

dampak sosial peperangan, terutama meningkatnya jumlah janda 

dan anak yatim. 

Menurut Syahrur, dalam masyarakat yang mengalami 

peperangan dan kehilangan banyak laki-laki dewasa, poligami 

dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial. 

Kehadiran seorang suami bagi seorang janda dapat memberikan 

perlindungan ekonomi dan sosial, sementara anak-anak yatim 

tetap dapat tumbuh bersama ibu mereka. Dengan demikian, 

poligami menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang 

berorientasi pada kemaslahatan kelompok rentan.390 

Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang relatif stabil 

dan memiliki keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, 

Syahrur menilai bahwa kebutuhan terhadap poligami tidak selalu 

ada. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa suatu masyarakat 

dapat memutuskan untuk membatasi atau bahkan 
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menangguhkan praktik poligami apabila kondisi sosial yang 

menjadi dasar keberadaannya tidak lagi ditemukan. Baginya, 

keputusan semacam ini tidak berarti mengharamkan apa yang 

dihalalkan Allah, melainkan mengatur penggunaan suatu solusi 

sosial berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. 

Pandangan ini berkaitan dengan pembedaan yang dibuat 

Syahrur antara konsep “haram” dan “terlarang”. Menurutnya, 

yang haram hanyalah apa yang secara tegas diharamkan Allah 

dan bersifat universal serta abadi. Adapun poligami tidak 

termasuk dalam kategori tersebut. Karena itu, pembatasan 

poligami oleh negara atau masyarakat tidak dapat disamakan 

dengan pengharaman. Seseorang yang melanggar aturan negara 

mengenai poligami mungkin dianggap melanggar hukum positif, 

tetapi tidak dapat secara otomatis dianggap melakukan zina atau 

perbuatan keji. 

Dari keseluruhan argumentasinya, terlihat bahwa 

Syahrur berusaha menggeser orientasi pembahasan poligami 

dari isu hak laki-laki menuju isu keadilan sosial. Ia menolak 

melihat poligami sebagai privilese seksual yang diberikan kepada 

laki-laki. Sebaliknya, ia memahaminya sebagai instrumen 

kemanusiaan yang dirancang untuk melindungi janda dan anak-

anak yatim dalam kondisi tertentu. Karena itu, keberadaan 

poligami harus selalu diukur berdasarkan manfaat sosial yang 

dihasilkannya, bukan berdasarkan keinginan pribadi laki-laki.391 

Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Syahrur tentang 

poligami dibangun di atas pembacaan kontekstual terhadap QS. 

An-Nisā’ ayat 3 dan ayat-ayat sekitarnya. Ia berpendapat bahwa 

poligami bukanlah kebolehan mutlak yang dapat dilakukan 

kapan saja dan untuk alasan apa saja. Poligami hanya dibenarkan 

dalam konteks perlindungan terhadap janda yang memiliki anak-

anak yatim dan ketika terdapat kekhawatiran bahwa hak-hak 
                                                           
391 Syahrur, 305. 
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anak yatim tersebut tidak dapat dipenuhi secara memadai. 

Dengan demikian, poligami dalam perspektif Syahrur merupakan 

solusi sosial yang bersifat kondisional, bukan hak seksual laki-

laki. Tafsir ini menunjukkan upaya Syahrur untuk menghadirkan 

pemahaman Al-Qur’an yang lebih berorientasi pada nilai-nilai 

keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan 

kemaslahatan masyarakat. 

Analisis Hukum Islam Kontemporer terhadap 
Pemikiran Muhammad Syahrur tentang 
Poligami 

Pemikiran Muhammad Shahrur merupakan salah satu 

arus penting dalam diskursus pembaruan hukum Islam 

kontemporer yang berupaya merekonstruksi pemahaman 

terhadap teks-teks normatif al-Qur’an melalui pendekatan 

linguistik dan analisis struktural. Salah satu aspek paling 

kontroversial dalam pemikiran Muhammad Shahrur adalah 

pembatasan konteks poligami hanya pada situasi sosial tertentu, 

yaitu janda yang memiliki anak yatim.392 Dalam isu poligami, 

Shahrur menawarkan pembacaan yang tidak hanya berbeda dari 

tradisi tafsir klasik, tetapi juga secara fundamental menggeser 

paradigma dari “kebolehan normatif terbuka” menuju 

“kebolehan terbatas yang bersyarat sosial”. Rekonstruksi ini 

terutama bertumpu pada teori batas (nazariyyat al-ḥudūd), yang 

menjadi fondasi epistemologis dalam keseluruhan bangunan 

pemikirannya.393 Teori batas merupakan konsep kunci dalam 

metodologi hukum Muhammad Shahrur yang berfungsi sebagai 

                                                           
392 Mohd Anuar Ramli et al., “Gender Analysis in Contemporary Islamic 
Discourse,” Asian Social Science 9, no. 7 (2013): 70, 
https://doi.org/10.5539/ass.v9n7p62. 
393 Anugrah Reskiani et al., “Reform Methods of Islamic Inheritance Law in 
Indonesia in Jurisprudence,” Jurnal Ilmiah Syari’ah 21, no. 1 (2022): 45, 
https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564. 
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mekanisme penentuan ruang gerak hukum Islam antara batas 

minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh teks al-Qur’an.394  

Pemikiran Muhammad Syahrur mengenai poligami 

merupakan salah satu gagasan yang paling kontroversial dalam 

diskursus hukum Islam kontemporer. Berbeda dengan 

pendekatan fikih klasik yang menempatkan poligami sebagai 

kebolehan syariat (ibāḥah) dengan syarat keadilan terhadap para 

istri, Syahrur menafsirkan poligami sebagai solusi sosial yang 

secara khusus ditujukan untuk melindungi janda dan anak-anak 

yatim.395 Pandangan ini lahir dari metode pembacaan 

kontekstual yang menjadi ciri khas pemikirannya, yaitu 

memahami ayat Al-Qur’an berdasarkan hubungan antar ayat 

(siyāq wa sibāq) dan realitas sosial yang melatarbelakangi 

turunnya wahyu.396 Oleh karena itu, analisis hukum Islam 

kontemporer terhadap pemikiran Syahrur perlu dilakukan 

dengan mempertimbangkan aspek metodologi penafsiran, 

kesesuaian dengan prinsip-prinsip usul fikih, maqāṣid al-syarī‘ah, 

serta relevansinya dengan kondisi masyarakat modern. 

Dari perspektif metodologis, kekuatan utama pemikiran 

Syahrur terletak pada upayanya mengembalikan pembahasan 

poligami kepada konteks sosial yang melingkupi QS. An-Nisā’ 

ayat 3. Dalam pembacaannya terhadap QS. al-Nisā’ [4]: 3, Shahrur 

menekankan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks 

perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim pasca-konflik 

sosial.397 Ia mengkritik kecenderungan sebagian mufasir yang 

memisahkan ayat poligami dari ayat-ayat sebelumnya yang 

                                                           
394 Khusen, “From Shari’a ’Ayniyya to Shari’a Hududiyya: Sharour’s 
Interpretation on Qur’anic Legal Verses,” 431–32. 
395 Syahrur, Nahwa Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamy: Fiqh Al-Mar’ah. 
396 Ulfa, Bakar, and Rahman, “Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts on the 
Concept of Justice in Polygamy: A Perspective of Contemporary Islamic Law.” 
397 Nurkumala, Thobroni, and Al-faruq, “Status Hukum Tidak Berpoligami Yang 
Diajukan Calon Istri: Pembacaan Ulang QS. An-Nisa Ayat 3 Dan 129,” 1969. 
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berbicara tentang anak yatim. Dalam kerangka hermeneutik 

modern, pendekatan semacam ini dapat dipandang sebagai usaha 

memahami teks secara holistik (holistic interpretation), yaitu 

dengan membaca ayat dalam satu kesatuan tema dan struktur 

narasi.398 Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan 

studi tafsir kontemporer yang menekankan pentingnya 

koherensi internal Al-Qur’an (munāsabah al-āyāt). Dengan 

demikian, Syahrur berhasil mengangkat kembali dimensi sosial 

dari ayat poligami yang selama ini kurang mendapatkan 

perhatian dalam sebagian pembahasan fikih normatif. 

Apabila ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, 

argumentasi Syahrur memiliki dasar yang cukup kuat. Ia 

menempatkan perlindungan terhadap anak yatim sebagai tujuan 

utama poligami. Pendekatan ini selaras dengan tujuan syariat 

dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl)399 dan menjaga jiwa (ḥifẓ 

al-nafs).400 Dalam teori maqāṣid yang dikembangkan oleh para 

ulama kontemporer seperti Jasser Auda, hukum Islam tidak 

hanya dipahami berdasarkan bunyi literal teks, tetapi juga 

berdasarkan tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.401  

Dari sudut pandang ini, poligami memang dapat dipahami 

sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga 

kelompok rentan, terutama janda dan anak yatim yang 

                                                           
398 Ulfa, Bakar, and Rahman, “Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts on the 
Concept of Justice in Polygamy: A Perspective of Contemporary Islamic Law.” 
399 Fuqoha et al., “Constitutional Rights of Citizen Journalism in Indonesia: From 
Maqashid Sharia Perspective,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 16, no. 1 
(2024): 161–78, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26154. 
400 Wan Mohd Amjad Wan Halim and Rohani Desa, “Analysis of Hifz Al-Nafs’ 
(Protection of Life) Achievements on the Shariah Criminal Offenses Enactment 
in Malaysia Based on the Fuzzy Delphi Method,” International Journal of 
Academic Research in Business and Social Sciences 12, no. 5 (2022): 1532–42, 
https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i5/13239. 
401 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Bandung: 
Mizan, 2015). 
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kehilangan penopang ekonomi akibat peperangan atau krisis 

sosial. 

Dalam konteks masyarakat Arab awal Islam, argumentasi 

tersebut memperoleh relevansi historis yang kuat. Banyak 

peperangan pada masa Nabi Muhammad saw. menyebabkan 

meningkatnya jumlah janda dan anak yatim. Oleh karena itu, 

poligami dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme sosial 

untuk menjamin kesejahteraan mereka.402 Syahrur berupaya 

menghidupkan kembali dimensi historis ini dan menolak reduksi 

poligami menjadi semata-mata persoalan biologis atau hak 

seksual laki-laki. Dalam hal ini, pemikirannya memberikan kritik 

penting terhadap praktik-praktik poligami yang hanya 

berorientasi pada kepentingan laki-laki tanpa 

mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang lebih luas. 

Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan 

metodologi usul fikih yang berkembang dalam tradisi Islam, 

terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam argumentasi 

Syahrur. Mayoritas mufasir klasik maupun kontemporer tidak 

memahami QS. An-Nisā’ ayat 3 sebagai pembatasan poligami 

hanya kepada janda yang memiliki anak yatim. Mereka mengakui 

bahwa ayat tersebut memang berkaitan dengan perlindungan 

anak yatim, tetapi hubungan itu dipahami sebagai konteks 

turunnya ayat, bukan sebagai syarat mutlak poligami.403 Dalam 

tafsir klasik, ayat tersebut dipahami sebagai larangan menzalimi 

perempuan yatim yang berada dalam perwalian seseorang, lalu 

mengarahkan laki-laki untuk menikahi perempuan lain apabila 

khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim 

tersebut. Dengan demikian, syarat bahwa istri kedua, ketiga, atau 

                                                           
402 Wulan Nur Diana and Siti Nur Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam 
Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, 
no. 1 (2024): 86, https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3714. 
403 Diana and Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Prespektif Ulama 
Klasik Dan Kontemporer.” 
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keempat harus berupa janda yang memiliki anak yatim tidak 

ditemukan secara eksplisit dalam penafsiran mayoritas ulama.404 

Syahrur sampai pada kesimpulan tersebut melalui pembacaan 

kontekstual yang sangat ketat, bahkan oleh sebagian sarjana 

dianggap melampaui makna linguistik yang lazim dipahami 

dalam tradisi tafsir. Kritik ini menunjukkan bahwa pendekatan 

Syahrur sering kali lebih dekat kepada hermeneutika modern 

dibandingkan metode tafsir klasik yang berbasis riwayat dan 

analisis kebahasaan tradisional. 

Selain itu, penafsiran Syahrur mengenai konsep keadilan 

dalam poligami juga menimbulkan perdebatan. Dalam 

pandangan jumhur ulama, poligami didasarkan pada QS. al-Nisā’ 

[4]: 3 sebagai bentuk kebolehan (ibāhah) yang bersifat 

normatif.405 Ulama seperti al-Tabari dan al-Qurtubi memahami 

ayat tersebut sebagai izin bagi laki-laki untuk menikahi hingga 

empat perempuan dengan syarat utama kemampuan berlaku 

adil.406 Namun, keadilan dalam perspektif klasik lebih bersifat 

distributif-material, mencakup nafkah, giliran, tempat tinggal, 

dan perlakuan lahiriah.407 Dimensi emosional seperti cinta 

(mawaddah) dianggap berada di luar kemampuan manusia 

sehingga tidak menjadi syarat hukum yang mengikat. Oleh 

karena itu, poligami dalam fikih klasik cenderung diposisikan 

sebagai praktik yang sah secara hukum, meskipun dianjurkan 

                                                           
404 Diana and Khoiriyah. 
405 Wahyudi et al., “Analisis Pemikiran As-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab 
Shafwatut Tafasir,” Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no. 2 
(2023): 176–91, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.20356. 
406 Muzakki et al., “Understanding the Context of Polygamy in Early Islamic 
Civilization: A Study of Islamic Law, Social Context, and the Practices of the 
Prophet,” 4. 
407 Najimuddin, “Poligami Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ahkam),” 
Mimbar Akademika 8, no. 1 (2023): 85, 
https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/169. 
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untuk berhati-hati karena potensi ketidakadilan.408 Dalam 

kerangka ini, poligami bukan institusi sosial yang dibatasi secara 

ketat, melainkan hak hukum yang dibuka dengan syarat tertentu. 

Perbedaan utama dengan Shahrur terletak pada titik ini: jika 

jumhur melihatnya sebagai izin luas bersyarat, maka Shahrur 

mengubahnya menjadi kebolehan terbatas dalam kondisi sosial 

tertentu.409 Mayoritas ulama memahami keadilan dalam QS. An-

Nisā’ ayat 3 sebagai keadilan terhadap para istri, terutama dalam 

aspek nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Pemahaman 

ini diperkuat oleh berbagai hadis Nabi yang menjelaskan 

kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.410 

Sebaliknya, Syahrur menafsirkan keadilan dalam ayat tersebut 

sebagai keadilan terhadap anak-anak yatim. Penafsiran ini 

memang memiliki dasar kontekstual karena ayat tersebut berada 

dalam rangkaian pembahasan tentang yatim.411 Akan tetapi, 

secara tekstual dan historis, mayoritas ulama menilai bahwa 

keadilan terhadap istri tetap merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari praktik poligami. 

Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, 

pemikiran Syahrur memiliki pengaruh yang cukup signifikan 

karena sejalan dengan kecenderungan reformasi hukum keluarga 

di berbagai negara Muslim. Banyak negara Muslim modern 

menerapkan pembatasan poligami melalui persyaratan 

administratif dan yudisial yang ketat. Negara-negara seperti 

                                                           
408 Mahfud and Muhammad Qudwah I’tishom Billah, “Tafsir Ayat Ahkam Surah 
An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari’at Islam,” Al-Fahmu: 
Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 1 (2022): 19, 
https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1. 
409 Ulfa, Bakar, and Rahman, “Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts on the 
Concept of Justice in Polygamy: A Perspective of Contemporary Islamic Law,” 92. 
410 Aris Baidhowi, “Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh,” Muwazah: 
Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (2012): 64–65, 
https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.9993. 
411 Syahrur, Nahwa Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamy: Fiqh Al-Mar’ah. 
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Tunisia bahkan melarang poligami secara hukum, sedangkan 

Indonesia, Malaysia, dan Morocco menerapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat 

melakukan poligami.412 Dalam konteks ini, gagasan Syahrur 

memberikan justifikasi teoretis bahwa poligami bukanlah hak 

mutlak individu, melainkan kebijakan sosial yang dapat diatur 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pemikiran tersebut juga memiliki relevansi dengan teori 

maslahah dalam hukum Islam. Menurut teori ini, suatu kebijakan 

dapat diterapkan selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan 

dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.413 

Jika suatu masyarakat menilai bahwa poligami justru 

menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka 

pembatasan terhadap praktik tersebut dapat dipandang sebagai 

bagian dari kebijakan publik (siyāsah syar‘iyyah). Dalam hal ini, 

Syahrur berupaya memindahkan pembahasan poligami dari 

wilayah hak individual menuju wilayah kebijakan sosial yang 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan. Meski demikian, gagasan Syahrur bahwa suatu 

negara dapat menangguhkan atau menghapus praktik poligami 

berdasarkan keputusan sosial tetap menuai kritik. Sebagian 

ulama kontemporer berpendapat bahwa negara memang 

berwenang mengatur pelaksanaan poligami, tetapi tidak 

berwenang meniadakan secara total sesuatu yang secara 

eksplisit dibolehkan oleh Al-Qur’an. Perbedaan ini berakar pada 

perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan antara teks 
                                                           
412 Harwis Alimuddin et al., “Requirements of Polygamy by Muhammad Shahrur 
and It’s Relevance to Indonesian Society,” Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum 
Islam Dan Pranata Sosial 26, no. 1 (2024): 81, 
https://doi.org/10.22373/jms.v26i1.22719. 
413 Nadhifa Salsabilla Syafa’ and Nur Lailatul Musyafa’ah, “Isbat Nikah 
Pernikahan Poligami Secara Siri Dalam Putusan Nomor 
3401/Pdt.G/2022/PA.Sby,” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 5, 
no. 1 (2024): 63, https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.325. 
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wahyu dan otoritas negara dalam menetapkan hukum. Syahrur 

cenderung memberikan ruang yang lebih besar kepada 

masyarakat dan negara untuk menentukan bentuk implementasi 

hukum sesuai kebutuhan zaman. 

Dari sudut pandang gender, pemikiran Syahrur 

menawarkan kontribusi penting karena berusaha mengoreksi 

bias patriarkal yang sering melekat dalam pembahasan poligami. 

Ia menolak alasan-alasan tradisional seperti kebutuhan seksual 

laki-laki, kemandulan istri, atau penyakit istri sebagai legitimasi 

poligami.414 Menurutnya, alasan-alasan tersebut tidak memiliki 

dasar yang jelas dalam Al-Qur’an dan sering kali mengabaikan 

prinsip kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. 

Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan pemikiran Islam 

progresif yang berusaha membaca ulang teks-teks keagamaan 

dalam kerangka keadilan gender. Namun demikian, sebagian 

sarjana menilai bahwa Syahrur terlalu jauh dalam mengaitkan 

poligami semata-mata dengan persoalan sosial anak yatim.415 

Kritik ini muncul karena Al-Qur’an sendiri tidak secara eksplisit 

menyebut bahwa semua istri dalam praktik poligami harus 

berupa janda yang memiliki anak yatim.416 Dengan demikian, 

meskipun pendekatan Syahrur berhasil menonjolkan dimensi 

kemanusiaan dari poligami, penafsirannya tetap menghadapi 

tantangan dari sisi legitimasi tekstual dan penerimaannya dalam 

tradisi hukum Islam yang mapan. 

Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Syahrur 

tentang poligami dapat dipahami sebagai upaya reinterpretasi 

                                                           
414 Lufaefi, “Polygamy as a Social Anomaly: Muhammad Shahrur’s Progressive 
Interpretation of Qur’anic Family Law,” Tasyri’: Journal of Islamic Law 5, no. 1 
(2026): 65, https://doi.org/https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.96. 
415 Alimuddin et al., “Requirements of Polygamy by Muhammad Shahrur and It’s 
Relevance to Indonesian Society,” 89. 
416 Fithoroini, “Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur Terhadap Hukum 
Poligami: Sebuah Telaah Kritis.” 
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hukum Islam yang berorientasi pada tujuan sosial dan 

kemaslahatan manusia.417 Ia menempatkan poligami sebagai 

instrumen perlindungan terhadap janda dan anak yatim, bukan 

sebagai privilese seksual laki-laki. Dari perspektif hukum Islam 

kontemporer, gagasan ini memiliki nilai penting karena 

menegaskan dimensi keadilan sosial dalam syariat serta 

mendorong pembacaan Al-Qur’an yang lebih kontekstual. Akan 

tetapi, dari sudut pandang usul fikih dan tafsir arus utama, 

penafsirannya masih menghadapi sejumlah keberatan, terutama 

terkait pembatasan poligami hanya pada janda yang memiliki 

anak yatim dan pemaknaan keadilan yang berbeda dari 

mayoritas ulama.418 Oleh karena itu, pemikiran Syahrur dapat 

dipandang sebagai kontribusi penting dalam diskursus reformasi 

hukum keluarga Islam, meskipun belum dapat dianggap sebagai 

representasi pandangan mayoritas tradisi fikih Islam. 

Kesimpulan 
Pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami 

merupakan bentuk reinterpretasi terhadap QS. An-Nisā’ ayat 3 

yang berangkat dari pendekatan kontekstual dan berorientasi 

pada tujuan sosial Al-Qur’an. Berbeda dengan pandangan fikih 

klasik yang memandang poligami sebagai kebolehan umum 

dengan syarat keadilan terhadap para istri, Syahrur 

menempatkan poligami sebagai solusi sosial yang secara khusus 

ditujukan untuk melindungi janda dan anak-anak yatim. 

Menurutnya, poligami bukanlah hak seksual laki-laki, melainkan 

instrumen kemanusiaan yang hanya dapat diterapkan ketika 

terdapat kebutuhan nyata untuk menjamin kesejahteraan anak-

anak yatim yang kehilangan ayah mereka. 

                                                           
417 Jamil, Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika (Medan: CV Manahij, 2017), 68. 
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Dari perspektif hukum Islam kontemporer, pemikiran 

Syahrur memiliki kontribusi penting karena menghidupkan 

kembali dimensi sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam 

ayat poligami. Pendekatannya sejalan dengan teori maqāṣid al-

syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap kelompok 

rentan, pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta pencapaian 

kemaslahatan sosial. Selain itu, kritiknya terhadap penggunaan 

alasan biologis dan patriarkal dalam pembenaran poligami 

menunjukkan upaya untuk menghadirkan pemahaman yang 

lebih berkeadilan dan relevan dengan perkembangan masyarakat 

modern. Namun demikian, pemikiran Syahrur juga menghadapi 

sejumlah kritik dari perspektif tafsir dan usul fikih klasik. 

Pembatasannya terhadap poligami hanya pada janda yang 

memiliki anak yatim tidak ditemukan secara eksplisit dalam 

penafsiran mayoritas ulama. Demikian pula, penafsirannya 

tentang keadilan yang difokuskan pada anak yatim berbeda 

dengan pandangan umum yang menekankan keadilan terhadap 

para istri. Oleh karena itu, meskipun menawarkan perspektif 

baru yang menarik dan progresif, pemikiran Syahrur belum 

dapat dianggap mewakili pandangan dominan dalam tradisi 

hukum Islam. 

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Syahrur 

tentang poligami dapat dipahami sebagai bagian dari upaya 

pembaruan hukum Islam yang berusaha menggeser orientasi 

poligami dari kepentingan individual menuju tanggung jawab 

sosial. Gagasannya memberikan kontribusi penting dalam 

memperkaya diskursus hukum keluarga Islam kontemporer, 

terutama dalam menegaskan bahwa praktik poligami harus 

selalu diukur berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan 

perlindungan terhadap pihak-pihak yang paling membutuhkan. 

Meskipun menuai perdebatan, pemikiran ini menunjukkan 

bahwa interpretasi hukum Islam tetap merupakan ruang yang 
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dinamis dan terbuka bagi dialog antara teks, konteks, dan 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 
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oligami merupakan salah satu isu paling kontroversial 

dalam pembahasan hukum keluarga Islam di Indonesia.419 

Praktik tersebut tidak hanya diperdebatkan dalam ruang 

keagamaan, tetapi juga menjadi persoalan sosial, hukum, dan 

politik yang terus memunculkan perdebatan di ruang publik.420 

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, poligami sering dipahami 

sebagai bagian dari legitimasi normatif hukum Islam karena 

memiliki dasar tekstual dalam Al-Qur’an dan telah lama 

                                                           
419 Mansari Mansari et al., “Overruling Polygamy Alternative Provisions To 
Grant A Marriage Licence An Analysis of Desicion Number 
272/Pdt.G/2023/MS.Bna,” Jurnal Yudisial 16, no. 3 (2023). 
420 Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Putra, “Dialektika 
Poligami Dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami 
Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and 
Family Studies 4, no. 1 (2022): 130, 
https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683. 
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memperoleh pengakuan dalam tradisi fikih klasik.421 Namun 

dalam praktik sosial modern, poligami juga kerap dikaitkan 

dengan berbagai persoalan ketidakadilan dalam relasi keluarga, 

seperti marginalisasi perempuan, konflik rumah tangga, 

kerentanan ekonomi, hingga kekerasan psikologis terhadap 

perempuan dan anak.422 

 Perdebatan mengenai poligami semakin kompleks ketika 

negara mulai mengatur praktik tersebut melalui instrumen 

hukum formal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menempatkan monogami sebagai asas utama, tetapi 

tetap membuka ruang terbatas bagi praktik poligami melalui izin 

pengadilan dan sejumlah persyaratan administratif.423 Di sisi lain, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga 

bagi umat Islam tetap mempertahankan konstruksi fikih yang 

membolehkan poligami dengan syarat tertentu. Posisi tersebut 

menunjukkan bahwa negara tidak mengambil sikap pelarangan 

total, tetapi juga tidak membiarkan praktik poligami berlangsung 

tanpa kontrol hukum. Akibatnya, regulasi poligami di Indonesia 

berkembang dalam posisi yang ambivalen antara 

mempertahankan legitimasi agama dan merespons tuntutan 

perlindungan hak perempuan. 

 Dalam praktiknya, regulasi tersebut belum sepenuhnya 

menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Data dan 

pemberitaan mengenai praktik perkawinan tidak tercatat, 

poligami tanpa izin pengadilan, serta sengketa hak perempuan 

dan anak dalam keluarga poligami menunjukkan adanya jarak 
                                                           
421 Lukman Chakim and Habib Adi Putra, “Dialektika Poligami Dengan 
Feminisme.”, 113. 
422 Afrizal Akbar Fairuzaidan and Salsabila Fatin Maulida Rahma, “Analisis 
Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten 
Semarang,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023). 
423 Mansari et al., “Overruling Polygamy Alternative Provisions To Grant A 
Marriage Licence An Analysis of Desicion Number 272/Pdt.G/2023/MS.Bna.”, 
362. 
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antara regulasi formal negara dan praktik sosial masyarakat.424 

Dalam banyak kasus, legitimasi agama masih sering dijadikan 

dasar pembenaran praktik poligami meskipun bertentangan 

dengan ketentuan hukum negara.425 Kondisi tersebut 

memperlihatkan bahwa persoalan poligami tidak hanya 

berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga menyangkut 

perebutan legitimasi dan otoritas dalam menentukan 

keberlakuan hukum keluarga Islam di Indonesia. 

 Kontestasi tersebut semakin terlihat dalam kemunculan 

wacana reformasi hukum Islam yang berkembang sejak era 

reformasi, khususnya melalui penyusunan Counter Legal Draft 

Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Kehadiran CLD-KHI 

memunculkan perdebatan luas karena menawarkan 

reinterpretasi terhadap hukum keluarga Islam dengan 

pendekatan kesetaraan gender, hak asasi manusia, pluralisme, 

dan keadilan substantif.426 Dalam persoalan poligami, CLD-KHI 

tidak lagi menempatkannya sebagai hak normatif laki-laki yang 

hanya perlu dibatasi secara administratif, tetapi sebagai praktik 

yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan 

dalam keluarga.427 Gagasan tersebut memicu penolakan dari 

berbagai kelompok Islam konservatif yang menilai CLD-KHI telah 

                                                           
424 Siti Sapitri Nurhasanatul Hayah and Syahrul Anwar, “Kriminalisasi Praktik 
Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan 
Indonesia,” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026), 
https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3689. 
425 Fairuzaidan and Rahma, “Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi 
Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang.” 
426 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal 
Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Marja, 
2014). 
427 Musdah Mulia, “Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui 
Counter Legal Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam,” Muslimah Reformis, 
Desember 2023, https://muslimahreformis.co/amandemen-pembaruan-
hukum-perkawinan-melalui-counter-legal-draft-terhadap-kompilasi-hukum-
islam/. 
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menyimpang dari konstruksi fikih klasik dan otoritas hukum 

Islam yang mapan. 

 Perdebatan mengenai CLD-KHI menunjukkan bahwa 

reformasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya menyangkut 

perubahan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan 

kontestasi otoritas keagamaan. Konflik yang muncul bukan 

sekadar perbedaan pandangan mengenai poligami, melainkan 

pertarungan mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk 

menafsirkan hukum Islam di ruang publik. Dalam konteks ini, 

negara, ulama tradisional, dan kelompok reformis sama-sama 

berupaya membangun legitimasi dalam menentukan arah hukum 

keluarga Islam di Indonesia. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini 

membahas bagaimana regulasi poligami di Indonesia 

memperlihatkan ambivalensi negara dalam mengelola hukum 

keluarga Islam, bagaimana Siti Musdah Mulia dan CLD-KHI 

merepresentasikan pergeseran otoritas keagamaan dalam 

reformasi hukum Islam, serta bagaimana perdebatan mengenai 

poligami mencerminkan kontestasi tafsir dan negosiasi otoritas 

dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Poligami dan Ambivalensi Regulasi Negara di 
Indonesia 
 Pembahasan mengenai poligami dalam hukum keluarga 

Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi fikih 

klasik yang menjadi fondasi normatif bagi praktik tersebut. 

Dalam tradisi fikih, poligami diposisikan sebagai praktik yang 

dibolehkan (mubāḥ) dengan batas maksimal empat istri 

sebagaimana dirujuk dalam QS. al-Nisā’ [4]: 3.428  

                                                           
428 Madiha Dzakiyyah Chairunnisa et al., “Poligami dalam Perspektif Tafsir 
Modern Al-Manar,” Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam 15, no. 1 (2019): 
29, https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273. 
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ثَ  َـٰ نَ ٱلن ِسَاءِٓ مَثنْىََٰ وَثلَُ مَىَٰ فٱَنكِحُوا۟ مَا طَابَ لكَُم م ِ َـٰ َ وَإنِْ خِفْتمُْ ألََّا تقُْسِطُوا۟ فىِ ٱلْيتَ

حِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ  عَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألََّا تعَْدِلوُا۟ فوَََٰ َـٰ ٓ ألََّا تعَوُلوُا۟ وَرُبَ لِكَ أدَْنىََٰ
نكُُمْ ۚ ذََٰ َـٰ   أيَْمَ

 

 Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 

(bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 

empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil, (maka nikahilah) seorang saja atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”429 

 

 Kebolehan tersebut dikaitkan dengan syarat keadilan, 

namun dalam elaborasi para fuqahā’, konsep keadilan lebih 

banyak dimaknai dalam aspek lahiriah dan material, seperti 

pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran.430 Sementara itu, 

dimensi emosional, psikologis, dan relasional belum menjadi 

perhatian utama dalam konstruksi hukum tersebut.431 Akibatnya, 

poligami tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem 

normatif yang sah meskipun syarat keadilan yang menjadi 

fondasinya menyimpan problem implementasi. 

 Di sisi lain, Al-Qur’an sendiri memperlihatkan adanya 

ketegangan normatif dalam persoalan poligami. QS. al-Nisā’ [4]: 

129 menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil 

                                                           
429 QS An-Nisa 3 
430 Fahrun Dama, “Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan 
Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam,” HOKI : Journal of Islamic Family Law 
1, no. 1 (2025). 
431 Zainal Abidin et al., “Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender,” The 
International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization 8, no. 02 (2022): 
17–38, https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65. 
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secara sempurna di antara istri-istri mereka, meskipun sangat 

menginginkannya.  

 

ا أنَْ تعَْدِلوُْا بيَْنَ النِ   اءِ وَلَوْ حَرَصْتمُْ فلَََ تمَِيْلوُْا كُلا الْمَيْلِ فتَذَرَُوْهَا وَلنَْ تسَْتطَِيْعوُْٓ سَۤ

حِيْمًا َ كَانَ غَفوُْرًا را   كَالْمُعلَاقَةِ ِۗ وَإنِْ تصُْلِحُوْا وَتتَاقوُْا فإَنِا اللّٰه

 

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 

adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat 

ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”432 

 

 Ketegangan antara kebolehan poligami dan keterbatasan 

manusia dalam mewujudkan keadilan ini menunjukkan bahwa 

persoalan poligami tidak sesederhana sekadar legalitas formal. 

Namun dalam perkembangan fikih klasik, ketegangan tersebut 

tidak selalu dielaborasi secara kritis sehingga poligami tetap 

diterima sebagai bagian dari struktur hukum yang mapan. 

 Di Indonesia sendiri, poligami tidak lagi dipahami semata 

sebagai persoalan normatif-keagamaan, melainkan juga sebagai 

isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak, ketertiban 

sosial, dan kepastian hukum.433 Negara kemudian hadir melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengatur praktik poligami 

melalui mekanisme administratif dan prosedural. Kehadiran 

                                                           
432 Qs an nisa 129 
433 Dian Septiandani et al., “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam 
Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 8, 
no. 3 (2023): 466–81, https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236. 
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negara dalam ruang hukum Islam menunjukkan bahwa otoritas 

pengaturan perkawinan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan 

otoritas keagamaan tradisional, tetapi mulai dinegosiasikan 

melalui sistem hukum nasional. 

 Ambivalensi negara terhadap poligami tidak dapat 

dilepaskan dari karakter hukum keluarga di Indonesia yang 

dibangun dalam konteks masyarakat plural.434 Undang-Undang 

Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dengan 

latar belakang yang berbeda, sehingga negara tidak dapat 

sepenuhnya mengadopsi norma agama tertentu secara mutlak.435 

Namun pada saat yang sama, negara juga tidak dapat melepaskan 

pengaruh agama dari konstruksi hukum keluarga nasional 

karena perkawinan di Indonesia memiliki dimensi religious yang 

sangat kuat. Dalam posisi tersebut, negara berperan sebagai 

penengah di antara berbeagai otoritas keagamaan dan 

kepentingan sosial yang saling berkompetisi dalam menentukan 

arah hukum keluarga. 436 

 Karena itu, Undang-Undang Perkawinan membangun 

model kompromi dengan menempatkan monogami sebagai asas 

utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1), 437 tetapi 

tetap membuka ruang terbatas bagi praktik poligami melalui 

mekanisme tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974438  memberikan kemungkinan bagi suami untuk beristri 

                                                           
434 Muhsin Aseri, “Hukum Islam Dalam Konteks Nation-State Indonesia,” 
ITTIHAD 14, no. 26 (2016), https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.873. 
435 Rachmadi Usman, “Western Legal Hegemony over Customary Law: A Critical 
Legal Studies (CLS) Perspective,” Journal of Adat Recht 2, no. 4 (2025): 19–27, 
https://doi.org/10.62872/6d7b8w69. 
436 Usman, “Western Legal Hegemony over Customary Law.” 
437 Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pada asasnya 
seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
memiliki seorang suami. 
438 Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 
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lebih dari seorang apabila memperoleh izin pengadilan, 439 

sedangkan Pasal 5 mensyaratkan adanya persetujuan istri, 

kepastian kemampuan ekonomi, serta jaminan berlaku adil 

terhadap istri dan anak-anak. 440 Konstruksi tersebut 

menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya menerima 

pandangan fikih klasik yang menempatkan poligami sebagai hak 

normatif laki-laki, tetapi juga tidak mengambil posisi pelarangan 

total sebagaimana berkembang dalam sebagian wacana 

reformasi hukum Islam. 441 

 Posisi kompromistis tersebut memperlihatkan bahwa 

regulasi poligami di Indonesia pada dasarnya merupakan hasiln 

negosiasi antara berbagai bentuk otoritas. Di satu sisi terdapat 

otoritas fikih klasik yang mempertahankan legitimasi normative 

poligami berdasarkan teks keagamaan dan tradisi ulama. Di sisi 

lain muncul tuntutan reformasi hukum yang menekankan 

                                                                                                                            
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat 
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat 
melahirkan keturunan. 
439 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). 
440 Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya 
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau 
apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari 
Hakim Pengadilan. 
441 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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perlindungan perempuan, keadilan substantif, dan pembatasan 

praktik poligami. 442  Negara kemudian berada di tengah tarik-

menarik tersebut dengan membangun regulasi yang berupaya 

menjaga legitimasi agama sekaligus mempertahankan fungsi 

kontrol sosial dan perlindungan hukum. 443 

 Dalam konteks ini, regulasi poligami tidak dapat 

dipahami sekadar sebagai kebijakan administratif negara, tetapi 

sebagai bentuk perebutan legitimasi dalam menentukan otoritas 

hukum keluarga Islam. Negara tidak hanya mengatur prosedur 

perkawinan, melainkan juga secara tidak langsung menentukan 

batas keberlakuan norma keagamaan dalam ruang publik. 

Melalui mekanisme izin pengadilan dan syarat administratif, 

negara mengambil sebagian kewenangan yang sebelumnya lebih 

banyak berada dalam otoritas fikih dan praktik sosial 

masyarakat. 

 Posisi tersebut semakin terlihat dalam keberadaan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus ditujukan bagi 

umat Islam. Sebagai produk hukum negara yang banyak 

mengadopsi konstruksi fikih klasik, KHI menunjukkan bagaimana 

negara tetap membutuhkan legitimasi agama dalam membangun 

otoritas hukumnya. Namun pada saat yang sama, negara juga 

melakukan modifikasi terhadap praktik poligami melalui 

pembatasan administratif. Dengan demikian, hukum keluarga 

Islam di Indonesia berkembang bukan melalui dominasi tunggal 

salah satu otoritas, tetapi melalui proses negosiasi yang terus 

berlangsung antara negara, tradisi fikih, dan tuntutan reformasi 

sosial. 

                                                           
442 Febry Faiz Romadhon, “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran 
Siti Musdah Mulia)” (Tesis, PTIQ Jakarta, 2024), 
https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1636/1/2024-
FEBRY%20FAIZ%20ROMADHON-2021.pdf. 
443 Usman, “Western Legal Hegemony over Customary Law.” 
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 Konstruksi administratif tersebut dalam praktiknya 

masih menyisakan berbagai problem. Persyaratan hukum sering 

kali tidak efektif mencegah ketidakadilan, terutama karena masih 

maraknya praktik perkawinan tidak tercatat yang berada di luar 

pengawasan negara. 444  Kondisi ini menunjukkan adanya jarak 

antara regulasi formal dan praktik sosial masyarakat. Dalam 

banyak kasus, masyarakat tetap merujuk pada legitimasi agama 

atau otoritas informal untuk membenarkan praktik poligami 

meskipun tidak sesuai dengan ketentuan negara. Fenomena 

tersebut memperlihatkan bahwa otoritas negara dalam hukum 

keluarga Islam tidak selalu bersifat absolut, melainkan terus 

dinegosiasikan dengan norma agama dan praktik sosial yang 

hidup di masyarakat. 

 Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa poligami di 

Indonesia bukan hanya persoalan hukum perkawinan semata, 

tetapi juga arena kontestasi antara negara, otoritas keagamaan, 

dan wacana reformasi hukum Islam. Dalam konteks inilah 

perdebatan mengenai reformasi hukum keluarga Islam, termasuk 

yang berkembang melalui CLD-KHI, menjadi signifikan karena 

tidak hanya mempersoalkan legalitas poligami, tetapi juga 

mempertanyakan siapa yang memiliki otoritas untuk 

menentukan makna keadilan dan arah perkembangan hukum 

Islam di Indonesia. 

 

Musdah Mulia, CLD-KHI, dan Pergeseran 
Otoritas Keagamaan dalam Reformasi Hukum 
Islam di Indonesia 
 Dalam perkembangan hukum keluarga Islam di 

Indonesia, Siti Musdah Mulia menempati posisi penting sebagai 

                                                           
444 Dama, “Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis 
Dalam Hukum Keluarga Islam.” 
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salah satu actor reformasi hukum Islam yang berupaya 

mendefinisikan ulang relasi antara agama, negara, dan keadilan 

sosial.445 Berbeda dengan pola otoritas ulama klasik yang 

umumnya dibangun melalui transmisi turat, jaringan pesantren, 

dan legitimasi keilmuan tradisional, otoritas Musdah Mulia 

berkembang melalui ruang akademik moden, diskursus hak asasi 

manusia, isu kesetaraan gender, serta keterlibatan dalam 

institusi negara.446 Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa 

otoritas keagamaan di Indonesia tidak lagi bersifat tunggal, 

melainkan mengalami transformasi seiring berkembangnya 

pendidikan modern, birokrasi negara, dan wacana global 

mengenai hak-hak perempuan. 447 

 Dalam konteks ini, Musdah Mulia merepresentasikan 

bentuk otoritas keagamaan kontemporer yang bekerja melalui 

pendekatan reinterpretatif terhadap hukum Islam. Hukum 

keluarga Islam tidak dipahami sebagai sistem normatif yang final 

dan tertutup, tetapi sebagai produk ijtihad yang dapat ditafsirkan 

ulang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat.448 Pendekatan 

tersebut menempatkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan 

perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai orientasi utama 

reformasi hukum Islam.449 Karena itu, pembaruan hukum 

keluarga tidak lagi diarahkan semata pada pemeliharaan legalitas 

formal fikih klasik, melainkan pada upaya membangun relasi 

keluarga yang lebih setara dan berkeadilan. 

 Keterlibatan Musdah Mulia dalam ruang birokrasi negara 

menjadi signifikan karena hukum Islam di Indonesia telah 
                                                           
445 Musdah Mulia, Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi 
(Marja, 2011). 
446 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran 
Untuk Reinterpretasi Dan Aksi (BACA, 2020), v. 
447 Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk 
Reinterpretasi Dan Aksi, vi. 
448 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Gramedia, 2007), 45. 
449 Mulia, Islam Menggugat Poligami, 48. 
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mengalami formalisasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).450 Dalam 

konteks tersebut, negara tidak hanya berfungsi sebagai institusi 

administratif, tetapi juga sebagai arena produksi dan negosiasi 

otoritas hukum Islam.451 Melalui keterlibatannya dalam berbagai 

forum pengembangan hukum Islam di bawah Kementerian 

Agama, Musdah Mulia berada pada posisi yang memungkinkan 

dirinya ikut memengaruhi arah reformasi hukum keluarga Islam 

nasional. 

 Puncak keterlibatan tersebut tampak melalui 

penyusunan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-

KHI). Kehadiran CLD-KHI menjadi salah satu momentum penting 

dalam sejarah pembaruan hukum Islam di Indonesia karena 

menghadirkan upaya sistematis untuk merekonstruksi hukum 

keluarga Islam dengan pendekatan yang berbasis kesetaraan 

gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan substantif.452 

CLD-KHI tidak hanya menawarkan perubahan norma hukum, 

tetapi juga menggugat paradigma epistemologis yang selama ini 

mendasari konstruksi hukum keluarga Islam negara. 

 Melalui CLD-KHI, hukum keluarga Islam diposisikan 

sebagai konstruksi sosial yang terbuka terhadap reinterpretasi. 

Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya upaya menggeser 

orientasi hukum Islam negara dari paradigma patriarkal menuju 

paradigma yang lebih berorientasi pada perlindungan hak dan 

                                                           
450 M. Ikhwan and Anton Jamal, “Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks 
Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama,” Al-Manahij: 
Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 173–86, 
https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689. 
451 Nanang Wartono and Hendri Sayuti, “Dinamika Politik Dalam Pembentukan 
Hukum Keluarga Islam: Analisis Sosiologi Hukum Islam,” Tazkir: Jurnal 
Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 11, no. 2 (2025): 153–76, 
https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.17731. 
452 Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk 
Reinterpretasi Dan Aksi, 110. 
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keadilan substantif.453 Oleh karena itu, isu-isu seperti poligami, 

relasi suami-istri, hak reproduksi perempuan, dan kedudukan 

perempuan dalam keluarga dipahami kembali melalui perspektif 

maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip kesetaraan. 

 Namun, kemunculan CLD-KHI tidak hanya memunculkan 

perdebatan mengenai substansi hukum, melainkan juga memicu 

kontestasi mengenai sumber dan legitimasi otoritas keagamaan. 

Penolakan terhadap CLD-KHI dari berbagai kelompok Islam 

konservatif pada dasarnya tidak semata diarahkan pada isi 

gagasannya, tetapi juga pada metode penafsiran dan basis 

legitimasi yang digunakan.454 Kelompok-kelompok tersebut 

memandang bahwa reinterpretasi hukum Islam berbasis HAM, 

gender, dan pluralisme dianggap terlalu jauh dari konstruksi 

fikih klasik yang selama ini menjadi fondasi otoritas keagamaan 

tradisional. 

 Perdebatan mengenai CLD-KHI memperlihatkan adanya 

pertarungan mengenai siapa yang berhak berbicara atas nama 

hukum Islam. Di satu sisi, kelompok reformis memandang hukum 

Islam sebagai hasil ijtihad historis yang dapat direkonstruksi 

sesuai dengan perubahan masyarakat.455 Di sisi lain, kelompok 

konservatif mempertahankan otoritas fikih klasik sebagai bentuk 

kontinuitas tradisi keilmuan Islam yang dianggap memiliki 

legitimasi normatif lebih kuat.456 Kontestasi tersebut 

menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam pada dasarnya 

bukan hanya persoalan perubahan norma hukum, tetapi juga 

                                                           
453 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal 
Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Marja, 
2014), 240. 
454 Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, 248-252. 
455 Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, 263. 
456 Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, 251. 
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perebutan otoritas dalam menentukan makna syariat, keadilan, 

dan legitimasi penafsiran agama. 

 Hal ini memperlihatkan posisi negara yang ambivalen 

dalam menghadapi reformasi hukum Islam. Pada fase awal 

kemunculannya, CLD-KHI memperoleh ruang diskusi dalam 

lingkungan Departemen Agama sebagai bagian dari 

pengembangan wacana hukum Islam yang lebih responsif 

terhadap isu keadilan gender.457 Namun setelah muncul 

gelombang penolakan dari berbagai kelompok Islam konservatif, 

pemerintah mengambil jarak dan menegaskan bahwa CLD-KHI 

bukan merupakan sikap resmi negara.458 Perubahan sikap 

tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam di 

Indonesia tidak hanya dipengaruhi argumentasi teologis, tetapi 

juga konfigurasi politik, tekanan sosial, dan pertimbangan 

stabilitas kekuasaan. 

 Meskipun CLD-KHI tidak pernah diadopsi sebagai 

regulasi formal, pengaruhnya tetap berkembang dalam diskursus 

akademik dan wacana reformasi hukum keluarga Islam di 

Indonesia. Gagasan-gagasan mengenai keadilan substantif, 

perlindungan perempuan, dan reinterpretasi hukum keluarga 

terus menjadi bagian penting dalam perkembangan studi hukum 

Islam kontemporer. Dengan demikian, pengaruh Musdah Mulia 

tidak hanya bekerja melalui perubahan legislasi formal, tetapi 

juga melalui proses diskursif yang secara gradual membentuk 

arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. 

                                                           
457 Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, 268. 
458 Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, 270. 
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Kontestasi Tafsir Poligami dalam Reformasi 
Hukum Islam 
 Dalam wacana reformasi hukum Islam kontemporer, 

poligami tidak lagi dipahami semata sebagai praktik yang 

dibolehkan secara normatif, tetapi menjadi arena kontestasi 

penafsiran mengenai keadilan, relasi gender, dan tujuan hukum 

Islam.459 Perdebatan mengenai poligami memperlihatkan bahwa 

persoalan utama tidak lagi terletak pada ada atau tidaknya 

legitimasi tekstual, melainkan pada bagaimana teks keagamaan 

dipahami dan siapa yang memiliki otoritas untuk 

menafsirkannya dalam konteks masyarakat modern.460 Dalam 

konteks ini, poligami menjadi salah satu isu paling penting dalam 

perdebatan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. 

 Dalam konstruksi fikih klasik, legitimasi poligami 

umumnya merujuk pada QS. al-Nisā’ [4]: 3 yang dipahami sebagai 

dasar kebolehan laki-laki menikahi hingga empat perempuan 

dengan syarat berlaku adil.461 Keadilan dalam tradisi fikih klasik 

lebih banyak dimaknai dalam dimensi lahiriah dan material, 

seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran.462 Dengan 

konstruksi tersebut, poligami dipandang tetap berada dalam 

wilayah hukum yang sah selama syarat administratif dan 

material dapat dipenuhi. Perspektif ini kemudian menjadi fondasi 

utama dalam banyak regulasi hukum keluarga Islam di berbagai 

negara Muslim, termasuk Indonesia.463 

                                                           
459 Muhammad Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia 
dalam Perspektif Fikih,” Jurnal Al-Mizan 11, no. 1 (2024): 48–63, 
https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.826. 
460 Mulia, “Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal 
Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” 
461 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur’an, 
vol. 1 (Lentera Hati, 2000). 
462 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh, vol. 7 (Da r al-Fikr, 1985). 
463 Hayah and Anwar, “Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan 
Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” 
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 Namun dalam wacana reformasi hukum Islam, 

pemahaman tersebut mulai dipersoalkan melalui pendekatan 

yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. 

Kelompok reformis memandang bahwa QS. al-Nisā’ [4]: 3 tidak 

dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Arab awal, 

khususnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak 

yatim pasca konflik sosial.464 Karena itu, fokus utama ayat 

dipahami bukan pada pemberian legitimasi permanen terhadap 

poligami, melainkan pada penegasan prinsip keadilan sebagai 

tujuan utama hukum Islam. 

 Penafsiran tersebut diperkuat dengan pembacaan 

terhadap QS. al-Nisā’ [4]: 129 yang menegaskan bahwa manusia 

tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-

istri mereka. Dalam pandangan kelompok reformis, ayat tersebut 

menunjukkan adanya problem etik yang inheren dalam praktik 

poligami.465 Jika dalam fikih klasik keadilan cenderung dipahami 

secara formal-material, maka reformasi hukum Islam 

memperluas makna keadilan ke dalam dimensi emosional, 

psikologis, dan relasional. Keadilan tidak lagi dipahami hanya 

sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga 

kemampuan membangun relasi keluarga yang setara, bebas dari 

dominasi, dan tidak melahirkan penderitaan sosial bagi 

perempuan maupun anak.466 

 Perbedaan cara memahami konsep keadilan tersebut 

menunjukkan bahwa perdebatan mengenai poligami pada 

dasarnya merupakan kontestasi epistemologis mengenai tujuan 

hukum Islam. Kelompok konservatif mempertahankan 

                                                           
464 Mulia, “Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal 
Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” 
465 Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk 
Reinterpretasi Dan Aksi, 101. 
466 Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk 
Reinterpretasi Dan Aksi, 102. 
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pendekatan tekstual dan legal-formal dengan menempatkan 

kebolehan poligami sebagai bagian dari ketentuan syariat yang 

tetap sah selama syarat-syarat formal terpenuhi. Sebaliknya, 

kelompok reformis menempatkan keadilan substantif dan 

kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam menilai 

keberlakuan suatu hukum. Dalam perspektif ini, legalitas formal 

tidak selalu identik dengan keadilan sosial. 

 Kontestasi tersebut tampak jelas dalam gagasan yang 

dikembangkan melalui CLD-KHI. Dalam draft tersebut, asas 

perkawinan ditegaskan sebagai monogami (tawḥīd al-zawj) dan 

poligami dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan 

serta keadilan dalam keluarga.467 Dengan demikian, CLD-KHI 

tidak lagi menempatkan poligami sebagai hak normatif laki-laki 

yang hanya perlu dibatasi secara administratif, tetapi sebagai 

praktik sosial yang secara substantif problematik dalam 

perspektif hukum keluarga Islam modern. 

 Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran 

paradigma dari legal permissibility menuju ethical 

unacceptability.468 Poligami mungkin tetap berada dalam wilayah 

kebolehan normatif secara tekstual, tetapi secara etis dipandang 

sulit dipertahankan karena dalam banyak praktik justru 

melahirkan ketimpangan relasi, marginalisasi perempuan, 

konflik keluarga, dan kerentanan sosial maupun hukum bagi 

perempuan dan anak.469 Oleh karena itu, dalam perspektif 

maqāṣid al-syarī‘ah, suatu praktik hukum tidak hanya dinilai 

berdasarkan legalitas formalnya, tetapi juga berdasarkan 

                                                           
467 Mulia, “Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal 
Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” 
468 Hayah and Anwar, “Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan 
Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” 
469 Dama, “Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis 
Dalam Hukum Keluarga Islam.” 
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dampaknya terhadap perlindungan jiwa, martabat, dan keadilan 

sosial.470 

 Di Indonesia, perdebatan mengenai poligami juga 

memperlihatkan bagaimana negara berada di tengah tarik-

menarik antara otoritas fikih klasik dan tuntutan reformasi 

hukum Islam. Negara tidak sepenuhnya melarang poligami, tetapi 

juga tidak membiarkannya berlangsung tanpa pembatasan 

hukum. Posisi tersebut tercermin dalam regulasi yang 

menempatkan monogami sebagai asas utama, namun tetap 

membuka ruang terbatas bagi praktik poligami melalui 

mekanisme administratif dan izin pengadilan. Model regulasi 

tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya membangun 

kompromi antara legitimasi agama, tuntutan sosial, dan 

perlindungan hukum terhadap perempuan. 

 Dengan demikian, kontestasi tafsir mengenai poligami 

tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat keagamaan, 

tetapi juga mencerminkan pertarungan mengenai otoritas 

penafsiran hukum Islam di ruang publik. Perdebatan tersebut 

menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia terus 

bergerak melalui proses negosiasi antara tradisi fikih, regulasi 

negara, dan wacana reformasi yang berkembang dalam 

masyarakat modern. 

Negosiasi Negara, Fikih, dan Reformasi dalam 
Hukum Keluarga Islam Indonesia 
 Perdebatan mengenai poligami di Indonesia 

memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak terbentuk 

melalui otoritas tunggal yang bersifat absolut, melainkan melalui 

                                                           
470 Institut Agama Islam Negeri Kediri et al., “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan 
Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Arena Hukum 
13, no. 02 (2020): 314–28, 
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proses negosiasi yang terus berlangsung antara negara, tradisi 

fikih, dan wacana reformasi hukum Islam.471 Dalam konteks 

masyarakat Muslim yang plural, hukum keluarga menjadi ruang 

pertemuan berbagai kepentingan, paradigma, dan bentuk 

legitimasi yang saling memengaruhi dalam menentukan arah 

perkembangan hukum Islam nasional.472 

 Tradisi fikih klasik tetap memiliki pengaruh kuat sebagai 

sumber legitimasi normatif dalam pembentukan hukum keluarga 

Islam. Otoritas tersebut dibangun melalui kontinuitas turāṯ, 

jaringan ulama, dan penerimaan sosial masyarakat Muslim 

terhadap konstruksi hukum yang diwariskan dalam kitab-kitab 

fikih.473 Dalam persoalan poligami, fikih klasik mempertahankan 

posisi kebolehan dengan syarat keadilan, sehingga praktik 

tersebut dipandang tetap berada dalam koridor syariat selama 

syarat formal dan material dapat dipenuhi.474 Legitimasi sosial-

keagamaan tersebut menyebabkan negara tidak dapat 

sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh fikih dalam 

membentuk regulasi hukum keluarga. 

 Di sisi lain, negara hadir sebagai otoritas regulatif yang 

memiliki kewenangan formal dalam menentukan batas legal 

praktik perkawinan. Melalui Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, negara berupaya mengintegrasikan 

norma agama ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap 

mempertimbangkan kepentingan sosial, ketertiban administratif, 

                                                           
471 Arifki Budia Warman, “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam 
Indonesia,” Jurnal Ijtihad 35, no. 2 (2019). 
472 Fitri Al Kadumi et al., “The Reconstruction of Islamic Family Law in 
Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal 
Modernity,” ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC) 01 (2024). 
473 Mulia, “Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal 
Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” 
474 Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam 
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dan perlindungan hukum bagi warga negara.475 Dalam konteks 

ini, negara tidak sepenuhnya mengadopsi konstruksi fikih klasik, 

tetapi juga tidak melakukan dekonstruksi total terhadapnya. 

Hasilnya adalah model regulasi yang bersifat kompromistis: 

monogami ditegaskan sebagai asas utama, tetapi poligami tetap 

diberikan ruang terbatas melalui syarat administratif dan izin 

pengadilan. 

 Model regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum 

keluarga Islam di Indonesia dibangun melalui konfigurasi hukum 

yang bersifat sintetis. Negara berusaha mempertahankan 

legitimasi keagamaan dengan tetap mengakomodasi prinsip-

prinsip fikih, namun secara bersamaan juga memperkenalkan 

pembatasan hukum atas nama perlindungan hak dan ketertiban 

sosial.476 Dalam posisi tersebut, negara tidak berfungsi sekadar 

sebagai pelaksana hukum agama, melainkan sebagai aktor yang 

secara aktif menegosiasikan hubungan antara syariat, hukum 

nasional, dan dinamika sosial masyarakat.477 

 Di tengah konfigurasi tersebut, wacana reformasi hukum 

Islam hadir sebagai bentuk intervensi epistemologis terhadap 

konstruksi hukum yang telah mapan. Kelompok reformis, 

termasuk yang berkembang melalui gagasan CLD-KHI, berupaya 

menggeser orientasi hukum keluarga Islam dari pendekatan 

legal-formal menuju pendekatan yang lebih menekankan 

keadilan substantif, kesetaraan gender, dan perlindungan 

kelompok rentan. Reformasi hukum tidak lagi dipahami sekadar 

sebagai perubahan norma administratif, tetapi sebagai upaya 

                                                           
475 Kadumi et al., “The Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: A 
Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal Modernity.” 
476 Moch Ahsin Maulana, “Islamic Family Law Reform in Indonesia, Turkiye, and 
Tunisia: A Pierre Bourdieu Perspective,” Sakina: Journal of Family Studies 10, no. 
1 (2026): 48–66. 
477 Maulana, “Islamic Family Law Reform in Indonesia, Turkiye, and Tunisia: A 
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262 

merekonstruksi paradigma dasar dalam memahami relasi 

keluarga dan tujuan hukum Islam itu sendiri. 

 Kemunculan gagasan reformis tersebut memperlihatkan 

bahwa hukum Islam di Indonesia terus mengalami proses 

reinterpretasi sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat 

modern. Dalam konteks poligami, perdebatan yang muncul tidak 

hanya menyangkut boleh atau tidaknya praktik tersebut 

dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan cara memahami konsep 

keadilan, otoritas penafsiran agama, dan posisi perempuan dalam 

keluarga Muslim kontemporer.478 Oleh karena itu, konflik yang 

terjadi sesungguhnya merupakan pertarungan epistemologis 

antara paradigma fikih klasik, regulasi negara, dan pendekatan 

reformis dalam mendefinisikan makna hukum Islam. 

 Namun, kontestasi tersebut tidak menghasilkan dominasi 

absolut dari salah satu aktor. Fikih klasik tetap memiliki 

legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia, 

negara mempertahankan otoritas formalnya melalui regulasi 

hukum, sementara kelompok reformis terus memengaruhi 

perkembangan diskursus akademik dan arah pembaruan hukum 

keluarga Islam. Akibatnya, hukum keluarga Islam di Indonesia 

berkembang dalam bentuk negotiated law, yaitu hukum yang 

terbentuk melalui proses kompromi, adaptasi, dan negosiasi 

berkelanjutan antara berbagai sistem nilai dan otoritas yang 

hidup dalam masyarakat. 

 Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pluralisme 

hukum di Indonesia tidak berlangsung dalam bentuk pemisahan 

yang tegas antara hukum agama dan hukum negara, tetapi 

melalui hubungan yang saling beririsan dan terus dinegosiasikan. 

                                                           
478 Supiatul Aini and Abdurrahman Abdurrahman, “Rasionalitas Perintah Ayat 
Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh,” Journal al Irfani: Ilmu al 
Qur’an dan Tafsir 2, no. 2 (2021): 24–45, 
https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.313. 
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Dalam praktiknya, masyarakat sering kali bergerak di antara 

berbagai sistem hukum sekaligus, baik hukum negara, norma 

agama, maupun praktik sosial lokal. Kondisi ini menjadikan 

hukum keluarga Islam sebagai ruang yang terus mengalami 

perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika sosial-

politik masyarakat Muslim Indonesia. 

 Perdebatan mengenai poligami melalui wacana Musdah 

Mulia dan CLD-KHI memperlihatkan bahwa reformasi hukum 

keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya merupakan proses 

negosiasi otoritas yang berlangsung secara terus-menerus. 

Hukum Islam tidak hadir sebagai sistem yang statis dan final, 

tetapi sebagai arena diskursif tempat negara, ulama, dan 

kelompok reformis saling mempertarungkan makna keadilan, 

legitimasi, dan tujuan syariat dalam kehidupan keluarga Muslim 

kontemporer. 

Kesimpulan 
 Perdebatan mengenai poligami di Indonesia 

menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam berkembang melalui 

proses negosiasi yang kompleks antara negara, tradisi fikih 

klasik, dan wacana reformasi hukum Islam kontemporer. 

Regulasi poligami yang dibangun negara melalui Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan posisi 

yang ambivalen: negara menempatkan monogami sebagai asas 

utama, tetapi tetap mempertahankan ruang legal bagi praktik 

poligami melalui mekanisme administratif dan izin pengadilan. 

Posisi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga 

legitimasi agama sekaligus menjalankan fungsi perlindungan 

hukum dan kontrol sosial. 

 Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemunculan Siti 

Musdah Mulia dan CLD-KHI merepresentasikan pergeseran 

bentuk otoritas keagamaan dalam reformasi hukum Islam di 
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Indonesia. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya dibangun melalui 

tradisi ulama klasik dan transmisi turāṯ, tetapi juga melalui ruang 

akademik, diskursus hak asasi manusia, isu kesetaraan gender, 

dan keterlibatan dalam institusi negara. Melalui CLD-KHI, hukum 

keluarga Islam diposisikan sebagai produk ijtihad yang terbuka 

terhadap reinterpretasi berdasarkan prinsip keadilan substantif, 

maqāṣid al-syarī‘ah, dan perlindungan terhadap kelompok 

rentan. 

 Dalam konteks poligami, perdebatan yang muncul 

memperlihatkan adanya kontestasi tafsir mengenai makna 

keadilan dan tujuan hukum Islam. Kelompok konservatif 

mempertahankan legitimasi fikih klasik dengan pendekatan 

legal-formal, sedangkan kelompok reformis menempatkan 

keadilan substantif dan kesetaraan gender sebagai orientasi 

utama dalam memahami hukum keluarga Islam. Perdebatan 

tersebut menunjukkan bahwa persoalan poligami tidak hanya 

berkaitan dengan legalitas normatif, tetapi juga menjadi arena 

perebutan legitimasi dalam menentukan otoritas penafsiran 

hukum Islam di ruang publik. 

 Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam di 

Indonesia tidak berlangsung melalui dominasi tunggal salah satu 

otoritas, melainkan melalui proses kontestasi dan negosiasi yang 

terus berlangsung antara negara, otoritas keagamaan tradisional, 

dan kelompok reformis. Hasilnya adalah konfigurasi hukum 

keluarga Islam yang bersifat hibrid, dinamis, dan terus 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial 

masyarakat Muslim Indonesia. 
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iskursus poligami senantiasa menghadirkan perdebatan 

yang tidak pernah usai dalam wacana hukum Islam 

maupun hukum positif di Indonesia.479 Di satu sisi, 

poligami memperoleh legitimasi normatif dari QS. An-Nisā’ [4]: 3 

yang memberikan ruang kebolehan dengan syarat ketat berupa 

kemampuan berlaku adil.480 Namun di sisi lain, ayat tersebut juga 

mengandung batas etik yang tegas melalui frasa fa in khiftum an 

lā ta‘dilū fa wāḥidah, yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan 

berlaku adil menjadi dasar normatif untuk memilih monogami. 
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480 Dahlia Haliah Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law 
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Dalam praktiknya, problem poligami kontemporer tidak 

lagi hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal, tetapi lebih 

pada persoalan standar keadilan itu sendiri.481  Fenomena 

maraknya praktik poligami sirri—yang dilakukan tanpa 

pencatatan resmi dan tanpa izin pengadilan—menunjukkan 

adanya kesenjangan antara klaim keadilan secara subjektif 

dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini 

memunculkan pertanyaan fundamental: apakah keadilan dalam 

poligami cukup ditentukan oleh kesadaran individual, ataukah 

memerlukan mekanisme verifikasi yang bersifat objektif dan 

akuntabel? 

Dalam konteks negara modern, hukum perkawinan 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam menempatkan poligami sebagai 

pengecualian yang sangat terbatas. Negara mensyaratkan izin 

Pengadilan Agama, persetujuan istri, serta pembuktian 

kemampuan ekonomi dan komitmen untuk berlaku adil.482  

Ketentuan ini sering dipahami sebagai pembatasan terhadap 

kebolehan syariat, namun dalam perspektif QS. An-Nisā’ [4]: 3, 

regulasi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk institusionalisasi 

prinsip kehati-hatian Qur’ani dalam rangka memastikan 

terwujudnya keadilan. 

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini 

memperkenalkan konsep keadilan administratif, yaitu 

transformasi makna al-‘adl dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3 yang tidak 

hanya bersifat moral-individual, tetapi juga diwujudkan melalui 

mekanisme hukum negara yang bersifat prosedural, terukur, dan 

                                                           
481 Sifa Mulya Nurani, “Perspectives of Justice in the Family (Study of the 
Concept of Justice in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic 
Law),” Ascarya 1, no. 1 (2021): 2, https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1. 
482 Rohmadi, “Polygamy in Indonesia: A Critical Interpretation through the Lens 
of Mubadalah Theory,” Jurnal Ilmiah Mizani 11, no. 02 (2024): 380, 
https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139.4. 
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akuntabel dalam konteks poligami di Indonesia. Dalam perspektif 

ini, kepatuhan terhadap prosedur hukum seperti izin pengadilan, 

persetujuan istri, dan pembuktian kemampuan nafkah dapat 

dipahami sebagai bagian dari upaya objektifikasi keadilan.483 

Sebaliknya, ketidakmauan menjalani prosedur tersebut dapat 

mengindikasikan belum terpenuhinya standar kehati-hatian yang 

dikehendaki oleh ayat tersebut, sehingga pilihan monogami 

menjadi bentuk yang paling dekat dengan semangat preventif al-

Qur’an. 

Konteks Turun, Struktur Normatif, dan 
Dinamika Tafsir QS. An-Nisā’ [4]: 3 

QS. An-Nisā’ merupakan salah satu surah Madaniyyah 

yang secara dominan membahas tata kelola relasi sosial, 

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap 

kelompok rentan seperti perempuan dan anak yatim. Dalam 

literatur sejarah Islam dan tafsir, ayat ketiga surah ini dipahami 

turun dalam konteks sosial pasca-perang, ketika banyak 

perempuan yatim berada dalam posisi rentan di bawah 

perwalian laki-laki. Dalam situasi tersebut, sebagian wali tidak 

menjalankan amanah secara adil, bahkan terdapat praktik 

menikahi perempuan yatim dengan motif penguasaan harta 

tanpa memberikan mahar yang layak dan tanpa menjamin 

perlakuan yang adil. 

Dengan demikian, QS. An-Nisā’ [4]: 3 tidak dapat 

dipahami sebagai teks normatif yang lahir dalam ruang hampa, 

melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial yang 

problematis. Ayat ini hadir sebagai koreksi terhadap praktik 

eksploitatif yang merugikan pihak lemah. Struktur normatif ayat 

menunjukkan logika yang tegas dan bertahap: apabila terdapat 

                                                           
483 Nurani, “Perspectives of Justice in the Family (Study of the Concept of Justice 
in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic Law),” 11–12. 
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kekhawatiran tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan 

yatim, maka mereka tidak boleh dinikahi; dan apabila terdapat 

kekhawatiran tidak mampu berlaku adil dalam poligami, maka 

pilihan yang dianjurkan adalah satu istri saja. Penutup ayat “ ذلك

 yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak) ”أدنى ألَّ تعولوا

berbuat zalim) memperkuat orientasi preventif ayat ini, yakni 

pencegahan terhadap potensi kezaliman sebagai prinsip utama. 

Struktur ini menunjukkan bahwa poligami dalam QS. An-Nisā’ 

[4]: 3 tidak hadir sebagai instruksi terbuka tanpa batas, 

melainkan sebagai kebolehan yang dibingkai secara ketat oleh 

syarat keadilan. Bahkan secara retoris, ayat ini lebih 

menonjolkan mekanisme pembatasan daripada ekspansi 

kebolehan. Dengan kata lain, monogami ditempatkan sebagai 

opsi yang lebih aman secara moral dan sosial ketika terdapat 

keraguan terhadap kemampuan berlaku adil. 

Dalam literatur tafsir klasik, konsep khiftum 

(kekhawatiran) dan keadilan dalam ayat ini mendapatkan 

perhatian yang cukup luas. Ibn Kathir menafsirkan khiftum 

sebagai kekhawatiran terhadap ketidakmampuan berlaku adil 

dalam aspek-aspek material seperti pembagian nafkah dan 

giliran di antara para istri. Ia menegaskan bahwa keadilan yang 

dituntut dalam poligami bersifat lahiriah dan terukur, sementara 

aspek cinta dan kecenderungan hati berada di luar kapasitas 

manusia sehingga tidak dijadikan standar hukum. Dengan 

demikian, keadilan dalam poligami menurut Ibn Kathir lebih 

bersifat operasional dan terbatas pada aspek eksternal. 

Al-Qurtubi memberikan penekanan yang lebih normatif 

dengan menyatakan bahwa keadilan merupakan syarat utama 

kebolehan poligami. Menurutnya, ayat ini tidak hanya 

memberikan izin, tetapi sekaligus menetapkan batasan yang 

ketat. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar 

keadilan tersebut dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan 
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poligami. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya menjadi etika, 

tetapi juga menjadi parameter legal dalam menentukan boleh 

atau tidaknya praktik poligami. Sementara itu, Al-Tabari 

menafsirkan khiftum sebagai bentuk kekhawatiran yang 

didasarkan pada dugaan kuat (ẓann ghālib), bukan sekadar 

perasaan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, 

konsep kekhawatiran dalam ayat ini memiliki dimensi rasional 

dan kalkulatif. Namun demikian, dalam tafsir klasik, penilaian 

terhadap kemampuan berlaku adil tetap berada pada ranah 

individu, terutama suami sebagai subjek hukum. Negara atau 

otoritas publik belum diposisikan sebagai institusi yang 

berwenang melakukan verifikasi terhadap klaim keadilan 

tersebut. 

Perkembangan pemikiran tafsir kontemporer kemudian 

membawa pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis 

terhadap ayat ini. Beberapa pemikir modern melihat bahwa QS. 

An-Nisā’ [4]: 3 merupakan bagian dari proses reformasi sosial 

Islam terhadap praktik poligami yang telah mengakar dalam 

masyarakat Arab pra-Islam. Islam tidak serta-merta menghapus 

poligami, tetapi mengarahkannya secara gradual melalui 

pembatasan jumlah dan pengetatan syarat keadilan. Dalam 

perspektif ini, ayat tersebut dipahami sebagai mekanisme 

transisi menuju tatanan keluarga yang lebih adil dan berimbang. 

Pendekatan hermeneutika kontekstual menegaskan 

bahwa keadilan dalam ayat ini tidak dapat dilepaskan dari 

konteks sosial dan historisnya. Ketika QS. An-Nisā’ [4]: 129 

menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil 

secara sempurna, khususnya dalam aspek cinta dan 

kecenderungan hati, maka hal tersebut memperkuat argumentasi 

bahwa monogami lebih dekat kepada prinsip keadilan ideal. 

Dengan demikian, keterbatasan manusia dalam memenuhi 
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standar keadilan justru menjadi dasar moral untuk membatasi 

poligami secara ketat. 

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, ayat ini juga dapat 

dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap 

tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan jiwa, harta, 

keturunan, dan martabat manusia. Poligami yang tidak dikelola 

dengan baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, 

konflik rumah tangga, serta kerugian terhadap perempuan dan 

anak. Oleh karena itu, pembatasan terhadap poligami, bahkan 

kecenderungan untuk memilih monogami, dapat dipahami 

sebagai upaya menjaga kemaslahatan yang menjadi inti dari 

tujuan syariat Islam. Dengan demikian, khiftum dalam QS. An-

Nisā’ [4]: 3 dapat direinterpretasi sebagai standar preventif yang 

tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga rasional dan 

struktural. Ia menunjukkan adanya ambang kehati-hatian yang 

tinggi dalam praktik poligami. Apabila terdapat kemungkinan 

kuat terjadinya ketidakadilan, maka pilihan normatif yang lebih 

sesuai dengan prinsip syariat adalah monogami. Dalam 

perspektif ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai 

kemampuan membagi hak secara material, tetapi juga sebagai 

kemampuan sistemik untuk mencegah terjadinya ketimpangan 

dan kezaliman dalam relasi perkawinan. 

Keadilan Administratif sebagai Rekonstruksi 
Konsep al-‘Adl dalam Poligami 

Dalam studi hukum Islam, konsep keadilan (al-‘adl) 

dalam poligami secara klasik umumnya dipahami sebagai 

kemampuan suami untuk berlaku adil dalam aspek material, 

seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran antar 



 

276 

istri.484 Pemaknaan ini banyak ditemukan dalam literatur tafsir 

klasik yang menekankan dimensi lahiriah keadilan sebagai syarat 

utama kebolehan poligami. Namun, perkembangan pemikiran 

hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya perluasan 

makna keadilan yang tidak hanya bersifat individual dan moral, 

tetapi juga struktural dan institusional. Dalam perspektif ini, 

keadilan tidak lagi dipahami semata sebagai kualitas etis yang 

melekat pada subjek hukum (suami), melainkan sebagai prinsip 

yang harus diuji melalui mekanisme sosial dan hukum yang 

objektif. Dengan kata lain, keadilan tidak cukup dinyatakan 

(declared), tetapi harus diverifikasi (verified). Pergeseran ini 

sejalan dengan karakter hukum modern yang menempatkan 

negara sebagai otoritas yang memiliki fungsi kontrol terhadap 

klaim-klaim moral individu dalam ruang publik, termasuk dalam 

institusi perkawinan. 

Berdasarkan kerangka tersebut, penulis 

memperkenalkan konsep keadilan administratif, yaitu bentuk 

aktualisasi al-‘adl dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3 yang 

diinstitusionalisasikan melalui sistem hukum negara. Keadilan 

administratif tidak menghapus dimensi moral keadilan, tetapi 

memperluasnya ke dalam bentuk prosedural yang terukur. 

Dalam konteks Indonesia, keadilan administratif diwujudkan 

melalui mekanisme izin Pengadilan Agama, persetujuan istri atau 

istri-istri, pembuktian kemampuan ekonomi, serta kewajiban 

pencatatan perkawinan. Dengan demikian, QS. An-Nisā’ [4]: 3 

yang memuat frasa fa in khiftum an lā ta‘dilū fa wāḥidah tidak 

hanya dipahami sebagai etika individual, tetapi sebagai prinsip 

preventif yang menuntut adanya sistem verifikasi eksternal 

terhadap klaim kemampuan berlaku adil. Kekhawatiran 

                                                           
484 Iffah Fathiah, “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
Dan SEMA No. 3 Tahun 2018,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 
(2023): 16, https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2. 
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(khiftum) dalam ayat tersebut tidak berhenti pada ranah 

psikologis, tetapi ditransformasikan menjadi standar objektif 

yang dapat diuji melalui institusi hukum. Dalam konteks ini, 

negara berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa 

klaim keadilan dalam poligami tidak bersifat asumtif, tetapi 

terbukti secara hukum dan sosial. 

Lebih jauh, keadilan administratif juga mencerminkan 

pergeseran paradigma dari keadilan substantif-individual 

menuju keadilan prosedural-institusional. Keadilan tidak lagi 

hanya diukur dari niat dan kemampuan personal, tetapi dari 

kepatuhan terhadap prosedur hukum yang dirancang untuk 

melindungi pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak 

dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, hukum perkawinan 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk konkret 

dari institusionalisasi prinsip kehati-hatian (preventive principle) 

yang terkandung dalam ayat tersebut. Dalam kerangka ini pula, 

praktik poligami yang dilakukan secara sirri tanpa izin 

pengadilan dan tanpa pencatatan hukum dapat dipahami sebagai 

bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan administratif. 

Hal tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga 

indikasi ketidakterpenuhan standar al-‘adl yang mensyaratkan 

transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam relasi 

perkawinan. Dengan demikian, keadilan administratif menjadi 

instrumen konseptual untuk menjembatani antara teks Al-

Qur’an, tafsir klasik-kontemporer, dan realitas hukum 

perkawinan modern di Indonesia. 
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Transformasi Prinsip Qur’ani dalam Hukum 
Perkawinan Indonesia 

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan asas 

monogami sebagai norma dasar.485 Pasal 3 ayat (1) menyatakan: 

“Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa monogami merupakan 

prinsip utama dalam sistem hukum perkawinan nasional, 

sedangkan poligami hanya diposisikan sebagai pengecualian. 

Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang 

menyebutkan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang 

suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Penggunaan istilah “dapat” 

menunjukkan bahwa izin tersebut bersifat diskresioner, bukan 

hak otomatis suami, sehingga poligami berada dalam 

pengawasan lembaga peradilan. Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa monogami adalah prinsip dasar, sedangkan poligami 

merupakan pengecualian yang bersifat terbatas.486  

Untuk mengajukan poligami, undang-undang 

memberikan syarat yang ketat.487 Pasal 4 ayat (1) menegaskan 

bahwa setiap permohonan poligami wajib diajukan ke 

Pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon. Adapun Pasal 4 

ayat (2) membatasi pemberian izin hanya dalam kondisi tertentu, 

yaitu ketika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami 

                                                           
485 Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adi Cahya, and Ulfa Wulan Agustina, “Islamic 
Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer’s Perspective,” 
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 9, no. 1 (2021): 11, 
https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2292. 
486 Mayasari, Cahya, and Ulfa Wulan Agustina, 11. 
487 Fathurrahman Azhari, “The Habibs’ Polygamy Lives with Ahwal Women (A 
Case Study in Banjar Regency, South Kalimantan, Indonesia),” Kasetsart Journal 
of Social Sciences 42, no. 1 (2021): 160, 
https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.1.25. 
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cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak 

dapat melahirkan keturunan. Pembatasan tersebut diperketat 

dalam Pasal 5 ayat (1) yang menetapkan tiga syarat utama, yaitu 

adanya persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian 

kemampuan suami dalam menjamin nafkah, serta adanya 

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh istri 

dan anak-anaknya. Bahkan dalam kondisi tertentu, persetujuan 

istri dapat dikecualikan, namun tetap berada dalam penilaian 

ketat pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keadilan 

tidak cukup dinyatakan secara subjektif, melainkan harus 

dibuktikan melalui mekanisme hukum yang objektif dan terukur. 

Regulasi tersebut kemudian diperkuat dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Pasal 55 ayat (1) membatasi jumlah istri 

maksimal empat orang dalam waktu bersamaan. Namun 

pembatasan ini langsung dikaitkan dengan syarat utama dalam 

ayat (2), yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anaknya. Bahkan ayat (3) secara tegas 

melarang poligami apabila syarat keadilan tersebut tidak dapat 

dipenuhi. Kewajiban izin pengadilan kembali ditegaskan dalam 

Pasal 56 ayat (1), sementara ayat (3) menyatakan bahwa 

perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak 

memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, hukum Islam 

positif di Indonesia menempatkan legalitas poligami secara ketat 

dalam kerangka kontrol institusional negara. 

Dalam perspektif reinterpretasi QS. An-Nisā’ [4]: 3, 

seluruh ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai 

institusionalisasi prinsip khiftum an lā ta‘dilū (kekhawatiran 

tidak mampu berlaku adil). Negara tidak lagi menyerahkan 

penilaian keadilan pada kesadaran individual, tetapi 

menghadirkannya dalam bentuk verifikasi yudisial melalui 

prosedur peradilan. Dengan demikian, keberanian untuk 

mengajukan izin, meminta persetujuan istri, serta membuktikan 
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kemampuan ekonomi dan komitmen keadilan merupakan 

indikator konkret dari kesiapan moral dan hukum seorang 

suami. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bermakna 

distribusi materi, tetapi juga mencakup transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang 

melindungi pihak rentan. Sebaliknya, penolakan atau keengganan 

untuk mengikuti prosedur tersebut dapat dipahami sebagai 

indikasi tidak terpenuhinya standar keadilan sebagaimana 

dikehendaki oleh ayat. Dalam logika normatif QS. An-Nisā’ [4]: 3, 

kondisi tersebut mengarah pada pilihan yang lebih aman secara 

etis, yaitu monogami (fa wāḥidah). 

Nikah Sirri dan Pengingkaran terhadap Standar 
Keadilan 

Secara etimologi kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu 

sirrun yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai 

lawan kata dari ’alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini 

kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah 

siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara 

diam-diam atau tersembunyi. Nikah sirri adalah nikah yang 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang diam-diam tidak 

diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak 

diketahui atau tercatat di lembaga negara.488 Berdasarkan hal 

tersebut, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan 

yang tidak dicatatkan secara resmi di dokumen negara. 

Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak 

memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.489 
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Banyak faktor pasangan tidak mencatatkan perkawinanya di 

antaranya karena hamil, perbedaan agama, pekerjaan, sekolah,490 

nikah usia dini, nikah kontrak, atau nikah poligami.491 Dalam hal 

ini akan disampaikan tentang kaitan nikah poligami secara sirri 

berdasarkan konsep keadilan dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3. 

Penyebutan nikah sirri pada sebagian besar masyarakat 

Indonesia tidak lain adalah perkawinan / pernikahan yang tidak 

dicatatkan pada pegawai pencatat nikah atau sering disebut 

nikah dibawah tangan. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 

telah lahir Undang- undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975 yaitu dengan lahirnya 

peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-undang no 1 tahun 1974, sebagai hukum positif yang 

berlaku secara universal di Indonesia. Dengan telah berlakunya 

Undang-undang/hukum perkawinan tersebut diatas maka setiap 

warga Negara Indonesia dalam melaksanakan 

pernikahan/perkawinan harus mengikuti dan berpedoman 

kepada Undang-undang tersebut tanpa kecuali namun pada 

kenyataannya sebagian masyarakat Indonesia masih banyak 

yang melaksanakan perkawinan diluar ketentuan Undang-

undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2.492 Pasal 2 ayat 1 

berbunyi lengkapnya sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya 

dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pasal 2 ayat 2 berbunyi: 

                                                           
490 Holilur Rohman et al., “The Phenomenon of Unregistered (Sirri) Marriages in 
Surabaya,” Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies 10, no. 2 (2024): 
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491 M. Ali Rusdi, “Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah 
Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah),” Al-’Adl 9, no. 1 (2016): 38, 
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492 Marita Lailia Rahman, “Nikah Sirri: Keabsahan Dan Akibatnya,” Al Hikmah: 
Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (2018): 128, 
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“Tiap-tiap perkawinan Transformasi prinsip khiftum an lā ta‘dilū 

dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3 menemukan bentuk konkretnya dalam 

sistem hukum perkawinan Indonesia. Jika ayat tersebut 

menempatkan kekhawatiran tidak mampu berlaku adil sebagai 

batas normatif poligami, maka hukum positif menerjemahkannya 

ke dalam mekanisme yuridis yang ketat dan terukur. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menempatkan asas 

monogami sebagai prinsip dasar. Pasal 3 ayat (1) menegaskan 

bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu 

istri. Poligami hanya dimungkinkan melalui izin pengadilan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), sehingga tidak lagi 

menjadi tindakan privat, melainkan tindakan yang tunduk pada 

kontrol negara. Kewajiban pengajuan permohonan ke pengadilan 

ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1), sedangkan ayat (2) membatasi 

alasan pemberian izin secara ketat. Syarat tersebut diperkuat 

dalam Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan adanya persetujuan 

istri, jaminan nafkah, serta jaminan keadilan. 

Kompilasi Hukum Islam mempertegas struktur tersebut 

melalui pembatasan jumlah istri, penegasan syarat keadilan, 

serta kewajiban izin Pengadilan Agama. Tanpa izin tersebut, 

perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam kerangka ini, 

seluruh regulasi tersebut merupakan bentuk konkret dari prinsip 

preventif Qur’ani. Kekhawatiran tidak mampu berlaku adil tidak 

lagi berhenti pada ranah subjektif, tetapi diuji melalui 

mekanisme institusional negara. Sebaliknya, praktik poligami 

secara sirri—tanpa pencatatan dan tanpa izin pengadilan—

menunjukkan pengabaian terhadap mekanisme verifikasi 

tersebut. Dalam perspektif normatif QS. An-Nisā’ [4]: 3, tindakan 

tersebut mengindikasikan tidak terpenuhinya standar al-‘adl 

yang disyaratkan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum 

negara dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

merupakan bagian dari realisasi nilai keadilan Qur’ani. Dalam 



 

283 

sejumlah kajian empiris, praktik poligami sirri juga kerap 

berkorelasi dengan meningkatnya ketegangan rumah tangga dan 

berujung pada perceraian,493  

Nikah poligami sirri biasanya dilakukan untuk 

menghindari perizinan di Pengadilan Agama. Pernikahan sirri 

tersebut akan berdampak pada status hukum istri dan anak-anak. 

Karena tidak ada dokumen pernikahan, maka pasangan nikah 

sirri akan sulit mengurus berbagai dokumen yang diperlukan 

yang membutuhkan bukti surat nikah.494 Berbagai masalah yang 

muncul akibat nikah sirri diantaranya adalah kelalaian dalam 

pemberian nafkah, penyangkalan status anak dari hasil 

perkawinan yang dilakukan secara sirri, serta penyelesaian harta 

bersama yang absurd saat terjadi perceraian. Dalam hal ekonomi, 

perempuan akan dirugikan terutama dalam hak mendapatkan 

nafkah dan waris untuk anaknya karena secara tertib 

administratif untuk mendapatkan nafkah dan waris harus ada 

bukti tertulis.495 Selain itu, kekerasan terhadap Perempuan dan 

anak sering terjadi pada poligami sirri.496 Berdasarkan hal 

tersebut, terdapat keadilan administratif yang tidak terpenuhi 

jika seseorang melakukan poligami secara sirri. 

                                                           
493 Muhamad Isna Wahyudi, “Women Dealing With The Law In Religious Courts,” 
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 18, no. 2 (2018): 316, 
https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.7491. 
494 L Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah 
Terhadap Kompilasi Hukum Islam),” 37. 
495 Sheila Fakhria, “Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode 
Istis la h iyyah),” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 2 (2016): 187, 
https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204. 
496 Alfitri Alfitri, “Protecting Women from Domestic Violence: Socio-Legal 
Approach to CEDAW Bill in Indonesia,” Studia Islamika 27, no. 2 (2020): 302, 
https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408. 
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Reinterpretasi Normatif: Keadilan sebagai 
Transparansi dan Akuntabilitas 

Reinterpretasi terhadap frasa fa in khiftum an lā ta‘dilū fa 

wāḥidah dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3 menuntut perluasan makna al-

‘adl dari sekadar distribusi materi menuju dimensi etis dan 

institusional yang lebih komprehensif. Dalam literatur tafsir 

klasik, keadilan dalam poligami umumnya dipahami sebagai 

kemampuan suami dalam membagi nafkah, tempat tinggal, dan 

giliran secara proporsional. Namun, para mufassir juga 

menyadari keterbatasan manusia dalam aspek batin, 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā’ [4]: 129 tentang 

ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil secara sempurna 

dalam urusan cinta dan kecenderungan hati. Dengan demikian, 

sejak awal Al-Qur’an telah menghadirkan standar keadilan yang 

berat dan penuh kehati-hatian.497 

Dalam pembacaan kontemporer, makna keadilan 

mengalami perluasan tidak hanya terbatas pada pembagian 

materi, tetapi juga mencakup struktur relasi yang setara, 

perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta jaminan 

kepastian hukum. Dalam titik ini, keadilan tidak dapat dilepaskan 

dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia tidak lagi semata-

mata bertumpu pada niat subjektif, melainkan pada komitmen 

yang dapat diuji secara sosial dan dilembagakan secara hukum. 

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, dimensi ini 

menemukan bentuknya melalui mekanisme hukum perkawinan 

yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta 

pembuktian kemampuan ekonomi suami.498 

                                                           
497 Mohd Anuar Ramli et al., “Gender Analysis in Contemporary Islamic 
Discourse,” Asian Social Science 9, no. 7 (2013): 69, 
https://doi.org/10.5539/ass.v9n7p62. 
498 Abdul Hakim, “Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: 
Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia,” JIL: 
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Dalam kerangka tersebut, al-‘adl dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3 

dapat dipahami mencakup tiga dimensi utama. Pertama, 

kejujuran dan keterbukaan, yaitu kewajiban suami untuk tidak 

menyembunyikan niat poligami serta tidak melakukan 

manipulasi terhadap pasangan dan keluarga. Kedua, tanggung 

jawab publik, yakni pengakuan bahwa perkawinan bukan semata 

urusan privat, melainkan institusi sosial yang berdampak pada 

status hukum perempuan dan anak, sehingga negara berwenang 

melakukan verifikasi untuk menjamin perlindungan hak-hak 

mereka. Ketiga, kepatuhan terhadap aturan yang dirancang 

untuk melindungi pihak yang rentan, di mana hukum dipahami 

bukan sebagai penghalang syariat, melainkan sebagai instrumen 

untuk memastikan nilai keadilan Qur’ani dapat terwujud secara 

nyata dalam praktik sosial. 

Dalam perspektif ini, dapat dikembangkan apa yang 

disebut sebagai keadilan administratif, yaitu bentuk keadilan 

yang tidak hanya bersifat substantif-etis, tetapi juga 

terinstitusionalisasi melalui mekanisme hukum negara yang 

bersifat prosedural, terukur, dan akuntabel. Keadilan tidak lagi 

berhenti pada pengakuan moral, tetapi harus dibuktikan melalui 

sistem verifikasi yang objektif. Karena itu, ketentuan izin 

pengadilan, persetujuan istri, dan pembuktian kemampuan 

ekonomi bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen 

epistemik untuk menguji klaim keadilan itu sendiri. 

Berdasarkan logika tersebut, apabila seorang suami 

merasa keberatan atau tidak siap untuk mengajukan izin ke 

pengadilan, memperoleh persetujuan istri, atau membuktikan 

kemampuan ekonominya, maka kondisi tersebut dapat dibaca 

sebagai indikasi belum terpenuhinya standar keadilan 

sebagaimana dikonstruksikan dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3. 

                                                                                                                            
Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2022): 50, 
https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529. 
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Kekhawatiran tersebut tidak semata-mata bersifat psikologis, 

tetapi mencerminkan ketidaksiapan moral dan sosial yang secara 

objektif dapat diuji dalam kerangka hukum. Dalam logika ayat, 

kekhawatiran tidak mampu berlaku adil (khiftum an lā ta‘dilū) 

secara normatif mengarah pada pilihan monogami sebagai 

bentuk perlindungan dari potensi ketidakadilan. 

Dengan demikian, asas monogami dalam hukum 

perkawinan Indonesia tidak dapat dipahami sebagai pembatasan 

terhadap ajaran Al-Qur’an, melainkan sebagai bentuk aktualisasi 

paling dekat dengan prinsip kehati-hatian yang terkandung 

dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3. Negara melalui perangkat hukum 

menghadirkan ruang evaluasi objektif atas klaim keadilan yang 

pada asalnya bersifat subjektif. Dalam konteks ini, transparansi 

dan akuntabilitas menjadi parameter utama dalam mewujudkan 

al-‘adl secara operasional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap 

prosedur hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban 

administratif, tetapi juga sebagai manifestasi etis dari nilai-nilai 

Qur’ani yang menekankan perlindungan, kejujuran, dan keadilan 

substantif dalam institusi perkawinan. 

Kesimpulan 
Reinterpretasi terhadap frasa fa in khiftum an lā ta‘dilū fa 

wāḥidah dalam QS. An-Nisā’ [4]: 3 menegaskan bahwa poligami 

dalam Al-Qur’an bukanlah perintah terbuka, melainkan 

kebolehan yang dibatasi secara ketat oleh standar keadilan. 

Literatur tafsir klasik menunjukkan bahwa keadilan mencakup 

distribusi nafkah, giliran, dan perlakuan lahiriah, sementara 

tafsir kontemporer memperluasnya pada dimensi relasional, 

psikologis, dan struktural. Dengan demikian, al-‘adl bukan 

konsep minimalis, tetapi prinsip etik yang berat dan menuntut 

kesiapan moral, sosial, dan institusional. 
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Dalam konteks Indonesia, prinsip preventif Qur’ani 

tersebut mengalami transformasi normatif melalui Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Negara 

menginstitusionalisasikan standar keadilan dengan 

mensyaratkan izin Pengadilan Agama, persetujuan istri, 

kemampuan ekonomi, serta jaminan berlaku adil. Mekanisme ini 

bukan pembatasan terhadap ajaran Islam, melainkan bentuk 

konkret dari upaya memastikan bahwa poligami tidak dijalankan 

secara sewenang-wenang dan tidak merugikan perempuan serta 

anak. Reinterpretasi ini menempatkan keadilan sebagai 

transparansi dan akuntabilitas. Keberanian mengajukan izin, 

keterbukaan kepada istri, dan kesediaan diuji secara hukum 

merupakan bagian integral dari pembuktian al-‘adl. Sebaliknya, 

praktik poligami secara sirri yang menghindari pencatatan dan 

izin pengadilan menunjukkan absennya komitmen terhadap 

mekanisme keadilan tersebut. Jika seorang suami takut menjalani 

prosedur hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak 

keluarga, maka secara normatif ia belum memenuhi standar 

keadilan sebagaimana dituntut ayat. Dalam logika Qur’ani, rasa 

takut tidak mampu berlaku adil seharusnya berujung pada 

pilihan monogami.  

Dengan demikian, monogami dalam sistem hukum 

Indonesia dapat dipahami sebagai aktualisasi paling realistis dari 

prinsip kehati-hatian Al-Qur’an. Poligami tetap berada dalam 

ruang kebolehan yang sangat terbatas, dengan standar keadilan 

yang tidak hanya bersifat moral-subjektif, tetapi juga objektif-

institusional. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kepatuhan 

terhadap hukum negara dalam perkara poligami bukan sekadar 

kewajiban administratif, melainkan manifestasi etis dari 

komitmen terhadap nilai keadilan Qur’ani itu sendiri. 
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 Attitude and Legal Consciousness of Muslim Families 
Regarding the MUI Fatwa on Supporting Palestine, (IJSJ, 
Vol. 4, No. 2, 2024). 

 Ayah Tiri sebagai Wali Nikah Perspektif Empat Mazhab, 
(Komparatif, Vol. 4, No. 2, 2024). 
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